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ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(STUDI PUTUSAN HAKIM PA SLEMAN TAHUN 2020-2023)
Sumardiyono
NIM. 18933011

Pengadilan Agama Sleman diharapkan dapat menghasilkan putusan
suatu perkara dengan putusan yang berkualitas. Putusan dikatakan
bermutu bila putusan tersebut tertata dengan baik, runtut, tidak multitafsir,
sistematis, jelas dan mengandung pembaharuan hukum Islam, salah
satunya pada pemberian Putusan pada kasus Perceraian

Kasus naiknya angka perceraian yang terjadi di wilayah hukum
Pengadilan Agama Sleman merupakan suatu permasalahan yang
memerlukan keseriusan dalam penangannya, tanpa adanya keseriusan
dalam menangani perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama
Sleman maka kesuksesan dalam mengatasi perkara perceraian sulit
diwujudkan dan hanya menjadi impian semata. Keseriusan penangan
terhadap kasus-kasus hukum di Pengadilan Agama Sleman terutama kasus
perceraian bisa dilihat dari bagaimana kualitas Putusan Hakim terhadap
kasus perceraian yang terjadi di wilayah Sleman.

Permasalahan pokok yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah
Berapa Besar Perceraian Di Sleman Tahun 2020-2023 Apabila
Dibandingkan Dengan Tingkat Perceraian Nasional? Mengapa Banyak
Terjadi Perceraian Di PA Sleman Dan Apa Yang Melatar Belakanginya?
Bagaimana Putusan Hakim PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada
Tahun 2020-2023 Apabila Dianalisis Dengan Magqashid al Syari’ah
Muhammad Thahir lIbnu Asyur? Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif dan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian adalah Putusan Hakim PA Sleman dapat memberikan
rasa adil bagi masyarakat pencari keadilan utamanya bagi masyarakat
pencari keadilan pada masalah perceraian. Putusan yang diberikan dapat
memberikan perlindungan jiwa, harta, agama, akal, kehormatan dan
keturunan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun tidak semua pencari
keadilan di PA Sleman belum mendapatkan keadilan terutama bagi
mereka yang tidak bisa menghadiri persidangan karena suatu hal serta
adanya dikabulkannya pencabutan gugatan cerai karena suami belum
mendapatkan surat izin cerai dari atasan karena tergugat seorang ASN.

Kata Kunci : Putusan, PA Sleman, Perceraian.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' DECISION ON DIVORCE FROM THE
PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA (STUDY OF JUDGES' DECISION
AT SLEMAN REGIONAL COURT IN PERIOD OF 2020-2023)

Sumardiyono
NIM. 18933011

The Sleman Religious Court is expected to be capable of producing a
qualified decision on a case. A decision is stated qualified if it is well-organized,
coherent, easy to interpret, systematic, and clear and contains Islamic law reforms, one
of which is in the issuance of a decision in a divorce case

The case of the increasing divorce rate occurred in the jurisdiction of the
Sleman Religious Court is a problem requiring a good concern in handling it. The
absence of concern in handling divorce cases in the jurisdiction of the Sleman
Religious Court can make a success in resolving divorce cases is difficult to realize
and only remains a dream. The seriousness of handling legal cases at the Sleman
Religious Court, especially divorce cases, can be seen from the quality of the Judge's
Decision on divorce cases occurred in Sleman area.

The main problem as the focus of this study is how high is the divorce rate
in Sleman in the period of 2020-2023 when compared to the national divorce rate?
Why are there many divorces in the Sleman Religious Court and what are the factors?
How is the decision of the Sleman Religious Court judge in divorce cases in the period
of 2020-2023 when Analyzed with Maqashid Sharia of Muhammad Thohir Ibnu
Asyur? This study used qualitative and a normative legal approach.

The results of the study showed that the Decision of the Sleman Religious
Court Judge can provide a sense of justice for people seeking justice, especially for
those seeking justice in divorce matters. The decision given can provide protection for
life, property, religion, reason, honor and descendants for people seeking justice.
However, not all justice seekers in the Sleman Religious Court have not received
justice, especially for those unable to attend the trial for some reason and the granting
of the withdrawal of the divorce suit because the husband has not received a divorce
permit from his superior considering that the defendant is a civil servant.

Keywords: Decision, Sleman Religious Court, Divorce.
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PERSEMBAHAN

Isteri dan Anak-anak:
Belajarlah terus dan jangan puas dengan ilmu yang kita miliki,
karena rasa puas dengan ilmu yang kita miliki akan menambah kebodohan Kita.

Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang cinta ilmu dan amal.
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III. Ta’ Marbiutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis k
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Ditulis Jizyah

&5

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab
yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia,
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dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta’ marbitah diikuti dengan kata sandang “al”
serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan
h
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c. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat, fathah,
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V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis A
idal> ditulis jahiliyah
2. Fathah + ya’ mati ditulis A
W ditulis Tansa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis I
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dipisahkan dengan apostrof
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VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ot ditulis al-Qur’an

oA ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya,
serta menghilangkan huruf [ (el)-nya.

s lowd! ditulis as-Sama’

! ditulis asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berada pada tingkat
pertama yang mempunyai tugas serta wewenang melakukan pemeriksaan,
menyelesaikan serta memutuskan semua perkara yang ada pada tingkat
pertama bagi semua orang yang memeluk agama Islam dalam bidang
perkawinan, bidang mawaris, masalah wasiat, hibah yang pelaksanaannya
berdasarkan hukum Islam, serta shodagoh dan wakaf. Hal-hal tersebut
diatur pada pasal 49 Undang-Undang NO 07 Tahun 1989." Pengadilan
Agama berfungsi :

Pertama, menyelenggarakan pelayanan terhadap teknis yustisial serta
administrasi pada kepaniteraan terhadap perkara tingkat pertama,
penyitaan serta eksekusi.

Kedua, menyelenggarakan pelayanan yang bersifat administrasi
terhadap perkara banding, peninjauan ulang, kasasi dan administrasi yang
berkaitan dengan peradilan yang lain.

Ketiga, menyelenggarakan pelayanan administrasi yang bersifat
umum terhadap unsur-unsur yang ada di lingkungan Pengadilan Agama
baik yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, keuangan selain biaya
perkara ataupun umum.

Keempat, memberikan pertimbangan, keterangan serta nasihat
mengenai hukum Islam terhadap instansi pemerintah yang berada di

wilayah hukumnya, apabila ada permintaan.

' M. Rum Ness, dkk., Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia,
(Yogyakarta : Ull Press, 2016)., him.2



Kelima, menyelenggarakan pelayanan yang berupa memberikan
pertolongan terhadap permohonan pembagian harta peninggalan di luar
sengketa di antara mereka yang beragama Islam yang pelaksanaannya
didasarkan pada hukum Islam. Hal ini diatur di dalam Pasal 107 ayat (2)
Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 mengenai Perubahan Terhadap
Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Keenam, Waamerking Akta Keahliawarisan yang bersifat di bawah
tangan, digunakan untuk mengambil deposito/ tabungan, pensiunan dan
lain sebagainya.

Ketujuh, menyelenggarakan tugas pelayanan yang lain seperti
penyuluhan hukum, penyelenggaraan hisab dan rukyat, serta memberikan
pelayanan pada riset (penelitian) dan lain sebagainya.

Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Republik Indonesia Dr. H.
Andi Syamsu Alam, SH., MH, mengatakan di dalam suratnya Nomor.ll
ITUAKA/AG/V11/2013 Perihal Kajian Putusan Peradilan Agama, bahwa
untuk menyongsong hari esok yang lebih baik bagi Pengadilan Agama,
maka Pengadilan Agama diharapkan dapat menghasilkan putusan suatu
perkara dengan putusan yang berkualitas.? Putusan dikatakan bermutu bila
putusan tersebut tertata dengan baik, runtut, tidak multitafsir, sistematis,
jelas dan mengandung pembaharuan hukum Islam.?

Keputusan yang diambil hakim yang berupa putusan Pengadilan
Agama harus mengandung kemaslahatan bagi semua masyarakat tanpa
memandang status sosial mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu untuk melindungi agama,
jiwa, akal, keturunan serta kekayaan manusia dengan tujuan untuk
mendapatkan kemanfaatan dan terhindar dari kemafsadatan sehingga bisa
mengantar manusia bahagia di dunia hingga akhirat. Hakim sebagai bagian

dari pemerintah yang berfokus pada penegakan keadilan harus berprinsip

2A. Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim. (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2015), him. 1.
31bid, him. 1.



bisa memberikan kemaslahatan pada masyarakat sesuai dengan pedoman :

4

dalaall o sie i el e ale¥) Cijun

“Kebijakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya harus didasarkan pada
kemaslahatan umat.”

Menurut Imam al Ghazali maslahah adalah :>

4 gin Ld g 3 e ady ol dadie Cila (e Jha¥) L33 jle gl daliadll Ll
Jiani b BN ~May Gl salie 3 pomall aby daiid) s ofd ally
(e gl 2 gpala g o Al 3 gata o dkilagll dAalaally s U aasialia
J9 o ellas,peliy gl sie 5 agudli s aghad agale Jaiag Ol 585 1 dused I8
56 Jsea¥) o3 sty Lo JS 5 Aalian 568 dueadll Ja) oda Laia paai L

£ Al e yiizall mllaall & g Asliaas dxdy g Banda

“Adapun kemaslahatan (maslahah) merupakan ungkapan pada asas dari
kata-kata menarik manfaat dan menolak kemudlorotan, Kami tidak
bermaksud padanya demikian itu, maka sesungguhnya menarik
kemanfaatan (jalbu al manfa’ah) dan menolakkemadharatan(daf’u al
madloroh) adalah beberapa maksud penciptaan. Bagusnya penciptaan
karena hasil dari beberapa maksud mereka. Tetapi kami bermaksud
terhadap maslahah adalah menjaga terhadap tujuan syari’ah. Maksud
syari’ah dari penciptaan itu ada lima : yaitu menjaga pada mereka agama,
jiwa, akal, nasab dan harta mereka. Setiap apa saja yang menjamin
penjagaan terhadap asas yang lima ini adalah maslahah, setiap yang luput
dari yang lima asas ini adalah mafsadah, menolaknya merupak
kemaslahatan dan merupakan kemaslahatan-kemaslahatan yang mu’tabar
dari suatu hukum.”

Maslahah berdasarkan pendapat Muhammad Tahir lbnu ‘Asyir
merupakan sesuatu kebaikan yang disandarkan pada pekerjaan yang

memberikan manfaat selamanya bagi semua manusia atau dirinya sendiri.

Maslahah terbagi menjadi dua yaitu maslahah yang bersifat umum

4 A. Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian
Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2012), him. 20.
SAbili Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usiil, al-
Maktabah al-* Asriyyah, t.t., juz 1. him. 313.



(maslahah ‘ammah) dan maslahah yang berkaitan dengan diri sendiri
(maslahah khoshosh).®

Muhammad Tahir lbnu ‘Asyir memberikan perhatian yang sangat
khusus terhadap masalah yang berkaitan dengan keluarga sebagai salah
satu tujuan hukum Islam. Hal ini tergambar di dalam tulisan beliau ‘Sistem
Sosial dalam Islam’ yang menjelaskan tujuan dan nilai-nilai moral hukum
Islam yang menyangkut keluarga.” Dalam lingkungan keluarga, manusia
membutuhkan sejumlah kepentingan daruri (kepentingan primer) guna
melindungi dan membina tatanan keluarga yang baik dan sejahtera.
Perlindungan keturunan (hifzh an-nasl) masuk ke dalam perlindungan
manusia dalam dimensi keberadaannya dalam lingkungan keluarga. lbnu
‘Asylir menggunakan terma dabt nizam al-ailah (penataan institusi
keluarga).® Kita boleh beranggapan bahwa upaya lbnu Asyir adalah
bentuk interpretasi ulang dari pelestarian keturunan atau sebagai teori
klasik dengan teori yang baru, tetapi yang jelas pasti Ibnu Asyir telah
membuka jalan bagi penerusnya untuk mengembangkan lebih lanjut teori
al-Magasid dalam nuansa kontemporer.

Ibnu Asyir mengusulkan Maqoshid syari’ah sebagai metodologi
pembaruan teori hukum Islam yang belum mengalami perkembangan yang
serius sejak zaman para imam besar, dimulai dengan Imam Syafi’i pada
abad kedua/kedelapan dan diakhiri dengan Imam al Syathibi .pada abad
kedelapan/keempat belas. Metodologi lbnu Asyiir mengambil posisi
sentris antara dua ekstrem kontemporer, yaitu, 'neo-literalisme’, yang
mengabaikan rasional dan interpretasi ulang yang valid atas aturan Islam
demi pandangan tradisional literal, dan 'neo-rasionalisme', yang
mengabaikan identitas agama dan budaya umat Islam dalam pencariannya

untuk ' modernisasi 'dan'rasionalitas’. Magasid hukum Islam menyoroti

® Sri Lum’atus Sa’adah, Peta Pemikiran Figih Progresif, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2012), him. 102.

7 Jaser ‘Audah, Al-Maqosid Untuk Pemula, (Yogyakarta : Suka Press, 2013), him. 52.

8 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontenporer, (Yogyakarta : UAD Press, 2019),
him. 57.



alasan-alasan, tujuan-tujuan dan kebaikan bersama dalam hukum-hukum
Islam dan menekankan kepentingannya, sambil mendasarkan dirinya pada
aksara-aksara Islam dan menjalankan keyakinan Islam.’

lbnu ‘Asyir juga membahas topik sensitif tentang maksud
magasid Nabi Muhammad SAW di balik tindakan dan keputusannya.
Dia memperkenalkan kriteria untuk membedakan antara tradisi Kenabian
yang dimaksudkan untuk menjadi bagian dari hukum Islam, dan
tindakan/perkataan Kenabian yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu
seperti kepemimpinan politik, keputusan pengadilan, nasihat ramah, dan
resolusi konflik dan lain sebagainya. Namun kontribusi Ibnu ‘Asyir yang
paling signifikan dalam buku ini adalah pengembangan maqasid baru
dengan menciptakan terminologi kontemporer yang tidak pernah
dirumuskan dalam figih tradisional. Sebagai contoh, Muhammad Tahir
Ibnu ‘Asyiir mengembangkan teori ‘pelestarian garis keturunan ‘'menjadi'
pelestarian sistem keluarga', 'perlindungan keyakinan sejati’ menjadi
'kebebasan berkeyakinan', dan lain sebagainya. Dia juga memperkenalkan
konsep ‘keteraturan’, 'watak alami’, 'kebebasan',’ hak’, 'kesopanan’, dan
'kesetaraan' sebagai maqasid. Perkembangan ini membuka peluang besar
bagi hukum Islam untuk mengatasi tantangan saat ini dan nyata bagi
masyarakat Muslim dan minoritas Muslim.!?

Magasid Syariah hasil karya Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyir
merupakan studi perintis tentang tujuan-tujuan Syari’ah (maqasid syari’ah)
yang lebih tinggi dan tidak diketahui apakah para ahli hukum modern yang
hidup pada masa sebelum Muhammad Tahir lbnu ‘Asyir telah melakukan
segala upaya secara maksimal untuk mengembangkan studi komprehensif
dan sistematis tentang berbagai aspeknya.!'! Karya tersebut merupakan

bukti dari tujuannya yang sangat disayangi untuk menetapkan magasid

® Mohamed EI-Tahir EI-Mesawi, Ibn Ashur Treatise on Magasid al-Shari’ah Muhammad
al-Thahir ibn Ashur, ( London. Washington : The International Institute of Islamic Thought
London. Washington, 2006), him. ix

101hid, him. x

" 1bid, him. xv.



syari’ah sebagai disiplin independen dalam dirinya sendiri.!?> Muhammad

Tahir Ibnu ‘Asyir menyatakan bahwa aturan-aturan syari’ah didasarkan

pada beberapa alasan batin dan sebab-sebab yang tunduk pada kebaikan

universal dan manfaat baik masyarakat maupun individu.®

Merujuk dokumen disertasi ini, sosok lbnu Ashur atau Muhammad
Tahir Ibnu 'Ashur memegang peran penting, karena:

a. Pendorong Modernisasi Magasid la dianggap penggagas yang
mempertemukan magasid syariah dengan pemikiran pembaharuan,
menjadikannya alat untuk memperbaharui teori hukum Islam di zaman
Kini

b. Jembatan Dua Kutub Metodologinya menempatkan diri di antara “neo-
literalisme”, yang menanggalkan rasionalitas, dan “neo-rasionalisme”,
yang meninggalkan identitas agama, dengan tetap berpegang pada teks
dan keyakinan Islam.

c. Inovasi Istilah la melahirkan istilah magasid yang lebih segar,
misalnya “pelestarian sistem keluarga” pengganti “pelestarian nasab”
dan “kebebasan berkeyakinan” untuk “perlindungan keimanan sejati”,
serta memasukkan gagasan seperti ‘tatanan’, ‘fitrah’, ‘kebebasan’,
‘hak’, ‘akhlaq’, dan ‘kesetaraan’ ke dalam maqasid.

d. Acuan pada Keluarga Perhatiannya yang mendalam pada aspek
keluarga menjadikannya rujukan penting untuk membahas hukum
perceraian dalam kajian ini.

Magasid al-syariah senantiasa menjadi rujukan krusial dalam
pengembangan hukum Islam karena ia memberi bobot pada arah dan nilai
substantif syariat, jauh melampaui teks-teks literal yang kadang tersendat.
Dengan menghampiri magasid, para hakim dan perumus kebijakan akan:
Menyusun keputusan yang sejati-sejati di pijakkan pada kemaslahatan
manusia dan melindungi lima poros fundamental (agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta), sembari menjauhkan kerugian dan setiap

2 1bid, him. xv.
B3 1bid, him. 5.



kemafsadatan yang bisa muncul. Memberikan ruang pada penafsiran
kontekstual, sehingga setiap amar putusan dan regulasi dapat beradaptasi
dengan tuntutan zaman dan kerumitan sosial yang dihadapi.
Mendayagunakan magqasid dalam reformasi hukum Islam yang hidup,
relevan dalam tema-tema mutakhir, dari hak-hak perempuan dan
perlindungan anak, sampai pada keadilan ekonomi dan kemerdekaan
beragama. Menyuguhkan kerangka etik dan filosofis yang memandu
pengadilan dan legislasi, sehingga keadilan substantif dan maslahat
senantiasa menjadi arah yang dituju.

Dalam Kkajian ini ditemukan pendekatan baru lewat analisis
putusan-putusan hakim perceraian di PA Sleman yang diinterpretasikan
lewat teori maqasid syar’ah yang diperkaya oleh Ibnu ‘Asyiir. Teori ini
menyeret konsep kemaslahatan ke wilayah pembaruan hukum keluarga
dan nilai-nilai kekinian seperti keadilan dan kebebasan. Berbeda dari
penelitian yang lazim, yang biasanya terkurung pada lima maqasid klasik,
kajian ini menunjukkan bahwa hakim PA Sleman menggelar jaringan
maslahat yang lebih lapang baik aktual maupun sosial dalam setiap
putusan untuk menjawab problem nyata di lapangan, termasuk derita
media sosial dan dampak ekonomi. Kajian ini pula mengimbrik data
statistik perceraian dengan analisis maqasid secara langsung, sehingga
mampu menjajakan wacana baru untuk pengubahan hukum Islam keluarga
yang berangkat dari maqasid yang diperbaharui.

Keunggulan magqasid lbnu Asyur terletak pada kesetaraan
pembahasan antara maslahat yang bersifat universal dengan pembahasan
hukum islam yang diperbaharui, terutama dalam bidang keluarga. Tujuan
syariat yang diulaskannya tidak hanya menyangkut keamanan agama, diri,
pikiran, keturunan, dan harta; masih tetapi magashid mencakup pelestarian
atas sistem keluarga, keadilan, kebebasan, dan kesamaan. Berkaitan
dengan tingginya angka perceraian di PA Sleman adalah: Pendekatan
maqasid lbnu Asyur dapat memacu hakim untuk memutus sesuatu yang

tidak hanya berbasis pada teks tetapi memperhatikan kepentingan riil



masyarakat, perlindungan terhadap lembaga keluarga, dan kebutuhan
zaman. Aapabiladilihat dari faktor-faktor sebab perceraiannya, misalnya
faktor ekonomi dan media sosial, maka magasid Ibnu Asyur menjadi arah
upaya menurunkan angka perceraian dan peningkatan putusan untuk
menciptakan kestabilan dan maslahat keluarga di Sleman.

Putusan hakim dikatakan bermutu bila mengandung pembaharuan
hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pembaharuan
hukum Islam berarti proses dan cara serta langkah memperbaharui hukum
Islam, melalui putusan hakim, dari praktik mempertahankan tradisi fikih
maupun hukum terapan lainnya ke reformulasi hukum baru yang berpijak
pada prinsip-prinsip dasar syari’ah Islam yang dikembangkan melalui
asas-asas hukum demi mempertahankan ruh keadilan dengan mengacu
pada cita hukum maqasid al-syari’ah guna mewujudkan kemaslahatan
pada setiap kasus.'4

Hakim mengkaji fakta dan bukti di persidangan dengan cara yang
objektif, mengutamakan kemaslahatan semua pihak sejalan dengan prinsip
maqasid syariah. Seluruh proses berorientasi pada keadilan dan selalu
mempertimbangkan konteks sosial yang ada, sehingga setiap putusan yang
dihasilkan berkualitas, jelas, dan memberi manfaat tidak hanya bagi pihak
berperkara tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas.

Hakim senantiasa mengandalkan Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum bila memeriksa dan
memutus perkara di Pengadilan Agama. Dua aturan tersebut wajib
dijadikan pedoman. Ciri hakim yang berkualitas tampak pada
kemampuannya mengeluarkan putusan yang adil, terang, tersusun
sistematis, bebas dari keraguan tafsir, dan mengedepankan kemaslahatan
serta pembaruan hukum. Selain itu, hakim wajib berpegang pada prinsip
magasid syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta, sekaligus peka terhadap kondisi sosial yang

dihadapi masyarakat setempat.

1A, Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, him. 9.



Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA
Sleman pada tahun 2020 berjumlah 1343 kasus cerai gugat dan 435
kasus cerai talak. 1> Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun
2020 yang telah diputus berjumlah 1778.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA
Sleman pada tahun 2021 berjumlah 1234 kasus cerai gugat dan 427
kasus cerai talak. ' Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun
2021 yang telah diputus berjumlah 1661.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA Sleman
pada tahun 2022 berjumlah 1335 kasus cerai gugat dan 483 kasus cerai
talak. !7 Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun 2022 yang
telah diputus berjumlah 1818.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA Sleman
pada tahun 2023 berjumlah 1280 kasus cerai gugat dan 414 kasus cerai
talak.'® Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun 2023 yang
telah diputus berjumlah 1694.

Faktor terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan oleh
permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi serta adanya pihak
ketiga di dalam kehidupan rumah tangga. Yang dimaksud dengan pihak
ketiga di sini ialah adanya pil (pria idaman lain) atau wil (wanita idaman
lain) di dalam kehidupan berumah tangga. Kemajuan teknologi melalui
media sosial menjadi salah satu penyebab munculnya orang ketiga dalam

kehidupan berumah tangga.'”

'S PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sleman Kelas IA
Tahun 2020, HIm. 6, diakses dari https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggl 9 Juni
2025 jam 21,28 WIB.

16 PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, him. 6, diakses dari
https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggl 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

7 PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, hlm. 6, diakses dari
https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggl 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

8 PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, him. 6, diakses dari
https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggl 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

Phttp://jogja.tribunnews.com/2019/01/09/masalah-ekonomi-dan-media-sosial-picu
tingginya-kasus-penceraian-di-sleman-2018-ada-2200-kasus diakses pada tanggal 19 Maret 2019
jam15.00
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Dari fenomena yang mengarah ke angka perceraian tersebut, faktor
pendidikan memang memiliki pengaruh yang lantang. Tapi untuk wilayah
Sleman, pendidikan bukan penyebab utama tertinggi. Penyebab yang
dominan adalah masalah ekonomi dan masuknya pihak ketiga yang
banyak disebabkan oleh kemajuan teknologi dan media sosial. Pendidikan
yang rendah dapat mempercepat konflik dalam rumah tangga, tapi pada
umumnya hanya sebagai faktor pelengkap saja.

Kasus naiknya angka perceraian yang terjadi di wilayah hukum
Pengadilan Agama Sleman merupakan suatu permasalahan yang
memerlukan keseriusan dalam penangannya. Tanpa adanya Keseriusan
dalam menangani perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama
Sleman maka kesuksesan dalam mengatasi perkara perceraian sulit
diwujudkan dan hanya menjadi impian semata. Keseriusan penanganan
terhadap kasus-kasus hukum di Pengadilan Agama Sleman terutama kasus
perceraian bisa dilihat dari bagaimana kualitas putusan hakim terhadap
kasus perceraian yang terjadi di wilayah Sleman.

Tingkat angka perceraian di Sleman pada tahun 2020-2023 berada
di peringkat 1 untuk wilayah Provinsi DI Yogyakarta dengan rincian
sebagai berikut :

Tahun 2020 perceraian di Sleman berjumlah 1778 kasus terdiri
1343 kasus cerai gugat dan 435 kasus cerai talak.?® Gunungkidul angka
perceraiannya berjumlah 1.373 kasus terdiri dari cerai gugat 992 kasus
dan cerai talak 381 kasus,?! Bantul perceraiannya berjumlah 1279 terdiri
dari cerai gugat 938 kasus dan cerai talak 341 kasus,’ Yogyakarta

perceraiannya berjumlah 768 terdiri dari kasus cerai gugat 595 dan cerai

20 PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A
Tahun 2020, HIm. 6, diakses dari https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggal 9
Juni 2025 jam 21,28 WIB.

2l https://www.pa-wonosari.go.id/ https://www.pa-bantul.go.id/ diakses hari Rabu
tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

22 https://www.pa-bantul.go.id/  diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55
WIB.
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talak 173 kasus?®* dan Kulon Progo perceriannya berjumlah 584 kasus
terdiri dari cerai gugat 439 kasus dan cerai talak berjumlah 145 kasus.?*

Tahun 2021 perceraian di Sleman berjumlah 1.661 kasus terdiri
1.234 kasus cerai gugat dan 4.27 kasus cerai talak, 2> Bantul perceraiannya
berjumlah 1.608 kasus terdiri dari cerai gugat 1.205 kasus dan cerai talak
4.03 kasus,?® Gunungkidul angka perceraiannya berjumlah 1.390 kasus
terdiri dari cerai gugat 9.92 kasus dan cerai talak 3.98 kasus,?’ Yogyakarta
perceraiannya berjumlah 7.14 kasus terdiri dari cerai gugat 5.37 kasus dan
cerai talak 1.77 kasus®® dan Kulon Progo perceraiannya berjumlah 6.21
kasus terdiri dari cerai gugat 4.57 kasus dan cerai talak 1.64 kasus.?’

Tahun 2022 perceraian di Sleman berjumlah 1.818 kasus terdiri
dari kasus cerai gugat 1335 kasus dankasus cerai talak 483 kasus,*® Bantul
perceraiannya berjumlah 1432 kasus terdiri dari cerai gugat 1.085 kasus
dan cerai talak 346 kasus,?! Gunungkidul angka perceraiannya berjumlah
1292 terdiri dari cerai gugat 948 kasus dan cerai talak berjumlah 344
kasus,* Kulon Progo perceraiannya berjumlah 558 kasus terdiri dari cerai
gugat 425 kasus dan cerai talak 133 kasus** dan data laporan kegiatan
tahun 2022 PA Yogyakarta tidak bisa dibuka datanya.

Tahun 2023 perceraian di Sleman berjumlah 1.694 kasus terdiri dari

2 https://www.pa-yogyakarta.go.id/ diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55

WIB.
24 https://pa-wates.go.id/v2/ diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.
25 PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, him. 6, diakses dari
https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggl 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.
26 https://www.pa-bantul.go.id/  diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55

WIB.

27 https://www.pa-wonosari.go.id/ https://www.pa-bantul.go.id/ diakses hari Rabu
tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

28 https://www.pa-yogyakarta.go.id/ hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

2 https://pa-wates.go.id/v2/ diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

30 PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, him. 6, diakses dari
https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggl 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

31 https://www.pa-bantul.go.id/  diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55

WIB.

32 https://www.pa-wonosari.go.id/ https://www.pa-bantul.go.id/ diakses hari Rabu
tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

3 https://www.pa-yogyakarta.go.id/ hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.
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1280 kasus cerai gugat dan 414 kasus cerai talak**, Bantul perceraiannya
berjumlah 1.520 kasus terdiri dari cerai gugat 1.152 kasus dan cerai talak
3.68 kasus,*> Gunungkidul angka perceraiannya berjumlah 1.386 kasus
terdiri dari cerai gugat 1.035 kasus dan cerai talak berjumlah 3.51
kasus,*® Yogyakarta perceraiannya berjumlah 683 kasus terdiri dari cerai
gugat 5.38 kasus dan cerai talak 1.45 kasus®’ dan Kulon Progo
perceraiannya berjumlah 593 kasus terdiri dari cerai gugat 454 kasus dan
cerai talak 139 kasus.3®

Adalapun berbedaan singkat antara perceraian di Pengadilan
Agama (PA) dan di Pengadilan Negeri (PN) adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama (PA)

a. Akan melayani pasangan suami-istri yang beragama Islam saja.

b. Dasar hukum yang dipakai adalah hukum Islam, termasuk
Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

c. Perkara yang ditangani meliputi talak, di mana suami mengajukan
permohonan cerai, dan cerai gugat, di mana istri yang mengajukan.

d. Tata cara sidang dan substansi hukum mengacu pada ketentuan dan

kaidah hukum Islam.

2. Pengadilan Negeri (PN)
Berwenang bagi pasangan suami-istri yang non-Muslim.
a. Dasar hukum diambil dari hukum perdata umum, yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Perkawinan No. 1 tahun
1974.

3 PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, him. 6, diakses dari
https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggl 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.
35 https://www.pa-bantul.go.id/  diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55

WIB.
36 https://www.pa-wonosari.go.id/ https://www.pa-bantul.go.id/ diakses hari Rabu
tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.
37 https://www.pa-yogyakarta.go.id/ hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.
3 https://pa-wates.go.id/v2/ diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.
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b. Permohonan cerai diajukan sebagai gugatan yang dapat dibuat oleh

suami maupun istri.

c. Tata cara yang diterapkan mengacu pada hukum acara perdata dan

tidak menggunakan prinsip hukum Islam.

Berangkat dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian pada Putusan Hakim PA Sleman terhadap kasus perceraian
yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman dan kaitannya
dengan konsep teori Magqasid al-Syari’ah Muhammad lbn Thohir ¢ Asyir.
Hal yang menarik penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Putusan
Hakim PA Sleman terhadap suatu kasus khususnya kasus perceraian pasti
mengalami perubahan di setiap tahunnya sehingga dimungkinkan ada nilai
pembaharuannya. Demikian pula Putusan Hakim PA Sleman terhadap
kasus perceraian tentunya menimbang maslahah dan mafsadatnya
terhadap masyarakat si pencari keadilan. Untuk membuat fokus terhadap
penelitian “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH (Studi
Putusan Hakim PA Sleman Tahun 2020-2023).”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian
1. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah putusan
Pengadilan Agama Sleman pada kasus perceraian di Kabupaten
Sleman yang dianalisis dari perspektif magasid al syarr’ah Muhammad
Tahir Ibnu “Asyiir.

2. Pertanyaan Penelitian
Berangkat dari uraian latar belakang masalah pada penelitian ini,
maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :
a. Berapa besar perceraian di Sleman tahun 2020-2023 apabila

dibandingkan dengan tingkat perceraian nasional?
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b. Mengapa banyak terjadi perceraian di PA Sleman dan apa yang
melatar belakanginya?

c. Bagaimana putusan hakim PA Sleman pada kasus perceraian pada
tahun 2020-2023 apabila dianalisis dengan magasid al syari’ah
Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

a. Mengetahui berapa besar perceraian di PA Sleman tahun 2020-
2023 apabila dibandingkan dengan tingkat perceraian dengan
tingkat perceraian nasional.

b. Menganalisis putusan hakim PA Sleman terhadap  kasus
perceraian di Kabupaten Sleman bila dianalisis berdasarkan teori
magasid al syar’ah Muhammad Tahir lbnu ‘Asyir .

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan dapat memberikan manfaat pada
pengembangan hukum Islam dari segi praktis dan teoritis sebagali
berikut :

a. Dengan penelitian ini diharapkan akan berguna bagi
pengembangan hukum Islam terutama di bidang hukum keluarga
muslim mengenai putusan hakim PA Sleman terhadap kasus
perceraian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sleman
dianalisis dengan maqasid al syarr’ah Muhammad Tahir lbnu
‘Asyuar, sehingga ditemukan kandungan kemaslahatan dan
pembaharuan hukum pada pada pututsan hakim PA Sleman
terhadap kasus perceraian di wilayah hukum Sleman.

b. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi
pengembangan hukum Islam untuk menemukan konsep baru di
dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan
hukum Islam terutama hukum keluarga muslim.

D. Sistematika Pembahasan
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Di dalam menulis disertasi ini terdiri dari Lima (V) Bab dan
beberapa Subbab dengan tujuan disertasi ini secara ilmiah menjadi runtut
dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab I, Pendahuluan, bagian ini merupakan bagian yang
menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Il, bagian ini mempunyai fungsi sebagai bahan kajian penelitian
yang telah dilakukan terdahulu serta kerangka teori. Kajian yang
berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama pada kasus perceraian,
Magasid al Syarr’ah lbnu ‘Asyir untuk memposisikan penelitian ini
dengan penelitian yang lebih dahulu sudah ada, dengan tujuan untuk
menyusun, mengelaborasi konsep, teori, serta model apakah
dimaksudkan untuk melanjutkan, meningkatkan, menyempurnakan atau
sebaliknya Kerangka teori merupakan landasan yang kuat untuk
menganalisis adanya fakta-fakta yang ada di dalam Bab IV untuk
memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang disebutkan pada
Bab I. Kajian pertama.mengenai Keputusan Pengadilan Agama yang
meliputi Pengertian Putusan Pengadilan Agama dan pembagian jenisnya,
hal-hal yang berkaitan dengan perceraian, magasid al syari’ah Ibnu
‘Asyiir.

Bab I11, bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan
pada penelitian, meliputi : jenis penelitian dan pendekatan penelitian,
sumber bahan penelitian, prosedur pengumpulan data penelitian, teknik
pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV, bab keempat ini merupakan bab yang akan memaparkan
hasil penelitian meliputi Putusan Hakim PA Sleman terhadap Kasus
Perceraian di Kabupaten Sleman yang dikaji dari Perspektif Magasid al
Syari’ah Muhammad Ibn Thohir ‘Asyir.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan
yang merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian. Selain itu

juga berisi tentang temuan-temuan yang menarik dalam penelitian ini.
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Selanjutnya ditutup dengan beberapa saran dari peneliti sebagai masukan
untuk pihak tertentu yang berkepentingan berkenaan dengan masalah
yang dibahas di dalam buku ini, yaitu sesuatu yang dianggap penting

akan tetapi Dbelum tercover dalam pembahasan disertasi ini.



BAB Il

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama pada Kasus
Perceraian memang telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya
yang ditinjau dari Magasid lbnu ‘Asyiir. Namun tulisan ini akan
melakukan kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan
sebelumnya baik dari segi metodologi penelitiannya serta analisisnya.

Oleh Kkarena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap Putusan
Pengadilan Agama terhadap kasus perceraian dianalisis dengan Magasid
Syariah lbnu ‘Asyir. Berikut ini adalah penelitian yang berkaitan dengan
Putusan Pengadilan Agama pada kasus perceraian, magasid al syariah lbnu
‘Asyr :

Pertama, Nur Rofig di dalam jurnal internasionl yang berjudul

The Law of Taking Talak Outside The Court in The Perspective of

Magashid Al —Syariah3° dapat direview sebagai berikut :

1. Problematika penelitian : Bagaimana seorang suami mentalak
isterinya tidak di pengadilan agama?

2. bagaimana perspektif magashid al-syariah mengenai seseorang yang
menjatuhkan talak di luar sidang pengadilan?

3. Tujuan penelitian : Dengan penelitian ini akan diketahui dampak dari
buruk atau mafsadat dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan
agama. Akibat buruk perceraian tersebut apabila ditinjau dari
persfektif maqasid syari’ah.

4. Metode penelitian : Di dalam melakukan penelitian di dalam jurnal
internasional tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum

normatif. Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah penelitian

3 Nur Rofig, The Law of Taking Talak Outside The Court in The Perspective of
Magashid Al —Syariah, (International Journal IThya’ ‘Ulum al-Din Vol 26, No 1 (2024): 23-34

14
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study pustaka (library research). Pada penelitian ini peneliti
menganalisis beragam sumber hukum yaitu, Al Qur-an, hadits Nabi
Muhammad SAW, perundang-undangan yang relevan dengan magosid
syari’ah perceraian di luar Pengadilan Agama.

. Kontribusi : Penelitian dalam jurnal ini memberikan kontribusi yang
besar terhadap pemahaman hukum perceraian di dalam Islam,
khusunya perceraian menurut hukum Islam yang dilaksanakan di
Indonesia. Penelitian ini juga menjelaskan pentingnya legalitas
perceraian yang dilakukan di pengadilan agama serta dampak buruk
perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama bagi suami, anak
dan istri. Penelitian di dalam jurnal ini berkontribusi juga terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan dengan banyaknya diskusi mengenai
tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi masyarakat dan
keluarga dengan mengkaitkan perceraian dan maqasid syari’ah.

. Kelebihan penelitian :Pembahasan permasalahan dalam jurnal ini
sangat relevan di dalam kehidupan masyarakat muslim khususnya di
Indonesia, yaitu perceraian yang di lakukan tidak di Pengadilan
Agama.Di dalam jurnal ini juga dibahas tidak hanya aspek hukum
saja.Namun di dalam jurnal ini juga dibahas dampak dari perceraian di
luar pengadilan secara sosial dan psikologis terhadap korban
perceraian khususnya dampak buruk perceraian pada anak.Di dalam
jurnal ini analisis yang dilakukan terhadap magasid al syariah dan
praktik percerain sangat mendalam

. Kekurangan Penelitian : Kekurangan dari penelitian ini yaitu adanya
keterbatasan data empiris pendukung hasil temuan serta argumen yang
ada pada penelitian ini.Berdasarkan dari penelitian yang dilaksankan
dapat diketahui bahwa penelitian jurnal ini tidak bisa memberikan
solusi yang simpel dan praktis terhadap permasalahan yang timbul
akibat perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama. Pada

jurnal ini para peneliti tidak memberikan perhatian pada kasus
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perceraian. Hal ini dikarenakan peneliti hanya berfokus dengan
persoalan maqosid syari’ah saja.

Kedua, Khoirul Anam,* dkk., di dalam penelitian mereka yang

berjudul “Reasons for Divorce Claims of Female Migrant Workers at the

Religious Courts of Ex-Kediri Residency” dapat direview sebagai berikut :

1. Metede Penelitian : Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk
penelitian kualitatif serta sosio-hukum digunakan sebagai pendekatan
dalam penelitian ini. Penelitian di dalam jurnal ini mempunyai tujuan
memahami fenomena sosial fenomena terjadinya perceaian para
pekerja imigran dengan melakukan pengamatan serta dengan
berinteraksi terhadap informan.

2. Kontribusi Terhadap Pengembangan Akademik : Adapun kontribusi
penelitian di dalam jurnal ini ialah adanya pengembangan teori yang
berkaitan dengan kesetaraan gender di dalam hukum keluarga.

3. Kontribusi terhadap pengembangan praktis : Adapun kontribusi
terhadap pengembangan kemampuan praktis di lapangan adalah dapat
digunakannya hasil penelitian untuk merumuskan suatu kebijakan
memiliki nilai lebih responsi terhadap kebutuhan para pekerja imigran
dan para keluarga mereka.

4. Kelebihan penelitian dan kekuranganya : Kelebihan penelitian ini
yaitu informasi yang diperoleh oleh peneliti sangat releven dan
mendalam. Hal ini disebabkan digunakanya metode purposive
sampling di dalam penelitian tersebut.

5. Kekurangan penelitian : Terbatasnya jumlah informan pada penelitian
ini akan mempengaruhi keselurruhan (generalisasi) hasil penelitian.

6. Kesimpulan : Jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang
isu kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga, serta pentingnya

pendekatan kualitatif dalam memahami fenomena sosial. Adanya

40 Khoirul Anam, dkk., Reasons for Divorce Claims of Female Migrant Workers at the
Religious Courts of Ex-Kediri Residency, Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies
(1311S), Vol. 6 No. 1(2023).
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kebijakan pemerintah yang memberikan keadilan serta adanya respon
positif pemerintah pada kebutuhan yang berkaitan dengan gender.
Ketiga, Fikri Fikri, dkk.,*!' di dalam jurnal penelitian mereka,

Transformation of Magqdsid Shari‘ah in Divorce Mediation in Religious

Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia dapat

direview sebagai berikut :

1. Fokus penelitian : Pembahasan dalam penelitian ini adalah
transformasi magqasid syari’ah pada mediasi kasus perceraian serta
revitalisasi adat mediasi masyarakat Bugis dan Mandar.

2. Metode penelitian : Research ini apabila ditinjau dari segi tempatnya
adalah penelitian hukum lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan historis dan pendakatan sosio-
antropologis. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teori
magqasid syari’ah dan teori perubahan sosial.

3. Kesimpulan : Kesimpulan dari peneltian tersebut adalah perceraian
adalah perkara penting di Pengadilan Agama. Mediasi sebagai sarana
untuk mendamaikan beberapa pihak mengalami dinamika di dalam
prakteknya menjembatani mereka yang berkasus adakalanya berhasil
dan ada kalanya mengalami jalan buntuk sehingga persengketaan tetap
berjalan terus. Kasus perceraian tetap berlanjut adalah salah satu
contoh kegagalan mediasi di Pengadilan Agama. Hakim menjadikan
pertimbangan transformasi maqasid syari‘ah menjadi bahan
pertimbangan mencegah terjadinya perceraian, sehingga kehancuran
rumah tangga dapat terselamatkan. Penempatan magasid syariah pada
permasalahan mediasi sebagaimana tercantum di dalam Perma No. 1
Tahun 2016. Penghidupan kembali kelembagaan adat Bugis mandar
seperti siamasei, sirondo-rondoi, sibaliparri, shara’, dan sianuang

pa'mai untuk membuat mediasi pada kasus perceraian bisa berhasil.

4 Fikri Fikri, dkk., Transformation of Magasid Shari‘ah in Divorce Mediation in
Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia, Samarah: Jurnal

Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 7 No. 1. March 2023 ISSN: 2549 — 3132; E-ISSN:
2549 — 3167
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Keempat, Lukmanul Hakim,*> di dalam jurnal internasional yang
berjudul Magashid Sharia Review of Decisions Shar’iyah Idi Court in
Divorce Cases dapat direview sebagai :

1. Tujuan : Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum
yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus perceraian
antara suami dan isteri dikarenakan tidak adanya komunikasi antar
keduanya. Hal ini juga terjadi ketika suami lalai memberikan nafkah
lahir dan batin kepada istrinya.

2. Metode penelitian : Penelitian ini apabila dilihat dari segi jenisnya
disebut penelitian hukum kualitatif sedangkan jika dilihat dari obyek
penelitiannya disebut penelitian hukum kepustakaan atau penelitian
hukum normatif yang berupa artikel-artikel hukum.

3. Hasil Penelitian : Ada beberapa faktor peneyabab perceraian terjadi
yaitu nafkah dari suami tidak mencukupi, salah satu pasangan
mendapatkan hukuman yang lamanya lebih dari 5 tahun, melakukan
perbuatan yang membahayakan serta merugikan isteri, salah satu dari
pasangan melakukan perselingkuhan, terjadinya perselisihan dan
percekcokan terus-menerus, salah satu pasangan meninggalkan
pasangannya tanpa alasan yang jelas, salah satu melakukan kekerasan
dalam rumah tangga, salah satu pasangan murtad.

Majelis Hakim PA Idi dalam memberikan putusan pada setiap
kasus perceraian mendasarkan pada aspek hukum dan maqgasid
Syari’ah untuk memberikan perlindungan hak individu pada agama,
akal, harta benda, keturunan serta kehormatan kepada pencari keadilan.

Kelima, Lilik Andar Yuni® di dalam jurnal penelitaannya yang
berjudul “The Use Of Ex Officio To Fulfill Women's Post-Divorce Rights

At The Samarinda Religious Court" dapat direview sebagai berikut :

42 Lukmanul Hakim, Maqashid Sharia Review of Decisions Shar’iyah Idi Court in
Divorce Cases, Rechtsnormen Journal of Law Vol. 1| No. 3| 2023.

4 Lilik Andar Yuni, The use of Ex Officio To Fulfill Women's Post-Divorce Rights At The
Samarinda Religious Court, ljtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 21, No.
2 (2021), pp. 135-154, doi : 10.18326/ijtihad.v21i2.135-154
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1. Latar belakang penelitian : Adanya permasalahan dipenuhinya hak-
hak para istri (para wanita) setelah terjadinya perceraian dikarenakan
tidak ada kekuatan pada putusan pengadilan serta prosedurnya. Penulis
penelitian ini mengutarakan pentingnya hakim memberikan putusan
yang memberikan keadilan serta manfaat bagi para wanita, utamanya
terpenuhinya hak-hak mereka.

2. Tujuan penelitian : Penelitian ini bertujuan agar para akademisi,
praktisi dan masyarakat mendapat gambaran mengenai hak ex officio
yang digunakan oleh hakim dalam hukum Islam serta membuatnya
tidak bertentangan dengan tujuan hukum.

3. Metode penelitian : Pedekatan yang digunakan pada penelitian ini
adalah pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian ini apabila
ditinjau dari obyek penelitiannya adalah penelitian pustaka. Anlisis
data yang dipergunakan pada research ini analisis deskriptif kualitatif
berpedoman pada hukum undang-undang yang relevan.

4. Kesimpulan : Kemanfaatan, kepastian hukum serta nilai-nilai keadilan
tercermin dari dipergunakannya hak ex officio oleh hakim Pengadilan
Agama Samarinda dengan diputuskannya nafkah iddah dan mut’ah
meskipun di dalam pelaksanaannya masih ada kekurangannya. Perlu
adanya penelitian selanjutnya dengan memperluas cakupan
mengenai permasalahan tersebut, sehingga pemahaman terhadap isu
tersebut lebih baik dan mendalam.

Keenam, Ahmad lzzuddin, dkk., di dalam jurnal penelitian mereka
yang berjudul “Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions
in Religious Courts Revitalisasi” dapat direview sebagai berikut : 44
1. Permasalahan penelitian : Pembahasan dalam penelitian ini mengenai

etika pada perceraian lebih khusus mengenai putusan verstek yang

dipergunakan oleh suami melepaskan diri dari tanggung jawab.

4 Ahmad lzzuddin, dkk. Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in
Religious Courts Revitalisasi, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah Vol. 13, No. 1, 2021, h. 80-96
ISSN  (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658. DOI: http://dx.doi.org/10.18860/j-
fsh.v13i1.12191.
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Revitalisasi etika perceraian  pada putusan pengadilan sangat
dibutuhkan demi memperlihatkan keadilan dan sikap tanggung jawab
setelah perceraian.

Metode Penelitian : Pada penelitian ini  menggunakan metode
wawancara terhadap mereka salah satu pasangan yang mengajukan
cerai di PA (Pengadilan Agama) Malang. Analisis sosiologis juga
digunakan untuk menganalisis angka percraian yang tinggi serta
penyebab-penyebab yang memberikan pengaruh padanya.

Kontribusi akademik : Penelitian ini mempunyai kontribusi di bidang
akademik yaitu pemahaman terhadap akibat putusan perceraian
berkembang serta penerapan nilai-nilai etika pada proses hukum
sangatlah penting.

Kontribusi praktis : Adapun kontribusi penelitian ini yang bersifat
praktis yaitu berupa rekomendasi terhadap hakim agar Kketika
memberikan putusan bisa lebih adil serta lebih mempunyai etika dan
di dalam proses mediasi terhadap kasus perceraian lebih baik.
Kelebihan dan kekurangan penelitian : Pendekatan yang bersifat
holistik pada pemahaman perceraian dengan penggabungan aspek
hukum serta sosial merupakan kelebihan penelitian ini. Keterbatasan
sampling pada penelitian ini yaitu hanya menggunakan satu daerah
saja sebagai sampling tidak bisa mewakili kondisi seluruh Indonesia
adalah kekurangan penelitian ini.

Kesimpulan : Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat
disimpulkan bahwa revitalisasi etika pada perceraian dengan putusan
verstek yang dilaksanakan di pengadilan agama sangatlah penting.
Hal ini bertujuan supaya hakim ketika memutuskan kasus perceraian
bisa mewujudkan keadilan dan tanggung jawab. Untuk mencegah
adanya  ketidak adilan dalam memberikan putusannya, hakim
hendaknya mengubah cara pendekatan ketika menghadadapi kasus-

kasus perceraian.
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Ketujuh, Kartini, dkk.,* di dalam jurnal penelitian mereka yang
berjudul Magasid Al-Shari'ah perspectives in solution of divorce cases for
early marriage dapat direview sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian : Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta
menganalisis  faktor-faktor apa yang menyebabkan pasangan
pernikahan dini mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bone
serta apa pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian
tersebut dalam perspektif maqasid al shari’ah.

2. Metodologi Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Untuk mendapatkan data peneliti melalukan observasi dan
melakukan wawancara. Pengambilan sampel dalam penelilitian ini
secara purposive dan accidental. Adapun jumlah sampel pada
penelitian ini berjumlah 10 orang yang mengikuti proses perceraian di
PA Bone Regency.

3. Kontribusi Penelitian:  Adapun kontribusi penelitian ini adalah
bertambahnya wawasan baru masyarakat mengenai dampak negatif
dari pernikahan dini serta apa saja faktor yang menyebabkan
terjadinya perceraian serta perspektif magasid syariah sangat penting
bagi hakim ketika memutuskan kasus perceraian. Hasil penelitian bisa
dijadikan referensi bagi para pengambil kebijakan serta para praktisi
di bidang hukum.

4. Kekurangan dan Kelebihan Penelitian: Penggunaan pendekatan yang
bersifat kualitatif mendalam serta relevansi permasalahan dalam
penelitian ini merupakan kelebihan dari penelitian ini. Jumlah sampel
yang terbatas merupakan kelemahan dari penelitian ini, karena
terbatasnya sampel tidak bisa mewakili seluruh populasi.

5. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini adalah faktor utama yang

menyebabkan perceraian terjadi karena adanya perselisihan serta salah

4 Kartini, dkk., Magasid Al-Shari‘ah Perspectives In Solution Of Divorce Cases For
Early Marriage, International Journal of Health Sciences, 6(S5), 8685-8697. VVol. 6 No. 3 (2022)
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satu pasangan meninggalkan pasangannya. Nilai-nilai magasid
Syari’ah yang mempengaruhi pertimbangan hakim memutuskan kasus
perceraian.

6. Kesimpulan : Perceraian dikarenakan pernikahan dini disebabkan oleh
banyak faktor serta pertimbangan perspektif maqgasid al syari’ah pada
hukum yang sedang berproses sangatlah penting. Oleh kaerena itu
pendekatan holistik pada penanganan kasus perceraian di masyarakat
sangatlah diperlukan.

Kedelapan, Zuhdi Hasibuan,*® di dalam jurnal penelitiannya yang
berjudul For The Sake Of Protecting Physical Needs: Magasid Sharia
Perspective Toward Judges Consideration On Child Custody dapat
direview sebagai berikut :

1. Metode penelitian : Penelitian ini bila dilhat dari jenisnya maka
termasuk penelitian kualitatif dan analisis yang digunakan adalah
penerapan teori maqasid syari’ah, pendekatan normatif dan filosofis
pada pertimbangan hakim.

2. Kontribusi penelitian : Penelitian ini sangat berkontribusi terhadap
bagaimana hakim mempertimbangkan penetapan hak asuh kepada
ayah anak yang belum mumayyiz.

3. Kelebihan penelitian : Penggunaan pendekatan secara komprehensif
yang mendalam serta kesesuaian teori dengan maqasid syari’ah, yeng
memberikan sudut pandang baru pada hukum keluarga Islam
merupakan kelebihan dari penelitian ini.

4. Kekurangan penelitian : Data empiris yang mendukung analisis
kurang serta pembahasan yang mendalam mengenai akibat putusan
hakim terhadap anak dan keluarga tidak ada merupakan kelemahan

penelitian ini.

4 zuhdi Hasibuan, For The Sake Of Protecting Physical Needs: Magasid Sharia
Perspective Toward Judges Consideration On Child Custody , AL-HUKAMA’ The Indonesian
Journal of Islamic Family Law Volume 13, Number 01, June 2023; E-ISSN:2548-8147
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5. Kesimpulan : Penelitin dalam jurnal ini mengemukakan pertimbangan
hakim pada penetapan hak ayah mengasuh anaknya yang belum
mumayyiz. Untuk memberikan gambaran yang utuh penelitian ini
perlu ada data empiris yang lebih banyak dan analisisnya.
Kesembilan, Balawyn Jones dan Amira Aftab, 47 dalam jurnal

penelitian yang berjudul “Inside Indonesia’s Religious Courts: An

Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption

from Compulsory Mediation” dapat direview sebagai berikut :

1. Metode Penelitian : Apabila dilihat dari jenisnya researh di dalam
jurnal ini termasuk penelitian yang menggunakan metode analisis
hukum komparatif, yaitu sistem medisasi serta pemilihan KDRT
di Indonesia dikomparatifkan dengan sistem yang diterapkan di
Kanada dan Australia. Untuk mendukung argumen penelitian,
peneliti menggunakan literatur yang relevan, kebijakan yang
berklaku serta data hukum yang sebagai acuan mereka.

2. Kontribusi Penelitian :

a. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis yang
dalam terhadap sistem mediasi wajib yang diselenggarakan
di Pengadilan Agama pada kasus KDRT yang mempunyai
kelemahan.

b. Memberikan usulan mengenai diterapkannya proses
penyaringan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (KDRT)
kecuali hukum yang mengacu model Australia dan
Kanada.

c. Penekanan pentingnya pengadaan pelatihan mediator serta
dialokasikannya sumber daya untuk terjaminnya keamanan

serta keadilan bagi mereka yang menjadi korban KDRT.

4Balawyn Jones dan Amira Aftab, Inside Indonesia’s Religious Courts: An Argument for
Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation, Oxford
Journal of Law and Religion, 2023, 12, 217-231 https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad015 Advance
access publication 3 November 2023




24

3. Kelebihan penelitian :

a. Reformasi hukum di Indonesia disebabkan oleh adanya
analisis komparatif yang memberikan perspektif yang
relevan.

b. Memberikan perhatian pada isu gender serta adanya
ketidakadilan secara struktural pada sistem mediasi.

c. Solusi konkret yang diperoleh dari penelitian ini demi
peningkatan perlindungan korban KDRT melalui adanya
reformasi hukum.

4. Kekurangan penelitian :

a. Tidak ada pendukung argumen karena tidak ada data
empriris langsung dari korban KDRT.

b. Pelaksanaan penyaringkan KDRT serta pengadaan
pelatihan mediator dibutuhkan sumberdaya yang mumpuni
dan belum ada penjelasannya seacara rinci pada konteks
Indonesia.

c. Kurangnya pembahasan aspek hukum pidana terkait
KDRT karena hanya berfokus pada sistem hukum di
Pengadilan Agama saja.

5. Hasil Penelitian : Diwajibkannya mediasi di Pengadilan Agama
mengandung resiko bagi korban KDRT serta tidak efektif. Korban
KDRT seringkali tidak mendapatkan perhatian keselamatannya
ketika mediasi dilakukan. Hal ini dikarenakan mediasi hanya
berfokus pada upaya mendamaikan pasangan suami isteri yang
koflik. Kurang maksimalnya proses mediasi diarenakan pelatihan
mediator tidak maksimal serta sistem patriarki yang mendominasi
berakibat wanita sebagai korban KDRT tidak mendapatkan
keadilan. Untuk melindungi korban KDRT perlu adanya
penyaringan KDR serta pengecualian hukum untuk mediasi.

6. Kesimpulan : Mediasi yang diwajibkan di Pengadilan Agama

tidak cocok digunakan untuk kasus KDRT. Untuk memberikan
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perlindungan korban kasus KDRT perlu adanya penerapan

penyaringan KDRT dengan menjadikan model dari Australia dan

Kanada sebagai acuannya. Peningkatan keamanan, diperolehnya

keadilan korban KDRT di Pengadilan Agama merupakan hasil

reformasi sistem mediasi di Pengadilan Agama.

Kesepuluh, Abdul Wafi dan Shofiatul Jannah, 48 di dalam jurnal
penelitian berjudul The Rising Trend of Divorce Cases: Social and
Psychological Implications in Modern Society dapat direview sebagai
berikut :

1. Metode Penelitian : Peneltian ini menggunakan metode campuran
yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Tujuan dari
penggunaan dua metode tersebut adalah untuk menganalisis hal-hal
yang menyebabkan meningkatkan meninkatnya angka perceraian
pada masa pandemi Covid-19. Tehnik pengumpulan data melalui
survey, wawancara serta analisis dokumen. Setelah data terkumpul
kemudian dilakukan olah data oleh peneliti untuk menghasilkan
kesimpulan data yang komprehensif.

2. Kontribusi Penelitian : Bertambahnya wawasan baru mengenai
pengaruh sosial, psikologi serta perceraian yang terjadi pada masa
pandemi Covid-19, adanya penawaran program ketahanan
keluarga. Bagi pembuat kebijakan dan pra praktisi hukum
penelitian ini memberi kontribusi yang penting dalam memahami
dinamika perceraian di Indonesia.

3. Kelebihan Penelitian : Adanya penggabungan aspek hukum
hukum, sosial dan psikologis oleh pendekatan multidispliner
merupakan kelebihan dari penelitian ini.

48 Abdul Wafi dan Shofiatul Jannah, The Rising Trend of Divorce Cases: Social and
Psychological Implications in Modern Society, Jurnal lus Constituendum | Volume 9 Nomor 1
2024
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4. Kekurangan Penelitian :  Sampel yang terbatas merupakan
kelemahan penelitian ini. Karena keterbatasan sampel berpengaruh
pada generelisasi temuan penelitian.

5. Temuan Penelitian : Meningkatnya angka perceraian pada masa
pendemi Covid-19 dikarenakan oleh beberapa faktor  vyaitu
adanaya tekanan ekonomi dan emosional yang tidak stabil menjadi
penyebab utama perceraian. Resiko perceraian dapat dikurangi
dengan adanya dkungan sosial dari lingkungannya.

6. Kesimpulan : Adanya pandemi Covid-19 memberikan tantangan
baru bagi keluarga yang menginginkan rumah tangganya harmonis
serta memperoleh strategi yang bisa memperkuat hubungan
keluarga. Penelitian ini memberikan penekanan terhadap
pentingnya kesehatan mental serta pencegahan perceraian melalui
dukungan sosial.

Kesebelas, Soraya Devy., dkk,* dalam jurnal penelitian yang
berjudul Divorce Petition Against Drug User Husband: Case Study of
Kuala Simpang Syar'iyah Court Decision, Aceh Tamiang dapat direview
sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian : Mengetahui faktor apa saja yang menjadi
pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyyah Kuala Simpang ketika
memutuskan perceraian karena suami pengguna narkoba dalam
perspektif hukum Islam.

2. Metode Penelitian : Dalam menganalisis putusan hakim Pengadilan

Syari’ah Kuala Simpang Aceh Tamiang penelitian ini menggunakan

49 Soraya Devy., dkk., Divorce Petition Against Drug User Husband: Case Study of
Kuala Simpang Syar'iyah Court Decision, Aceh Tamiang, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.
6 No. 2 July- December 2023 ISSN: 2549 — 3132
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metode penelitian empiris serta dengan menggunakan pendekatan
filsafat hukum Islam.

. Kontribusi Penelitian : Diperolehnya wawasan mengenai perceraian
bagi pengguna narkoba serta perlindungan terhadap isteri dan anak
dari dampak negatif yang ditimbulkan suami atau kepala keluarga
sebagai pemakai barang haram tersebut bagaimana diatur di dalam
hukum Islam.

. Kelebihan Penelitian : Penggunaan pendekatan empiris akan
memberikan data yang konkret terhadap putusan hakim pada kasus
perceraian serta terfokus pada isu sosial yang penting dan relevan.

. Kekurangan Penelitian : Terbatasnya penelitian di satu lokasi serta
tidak adanya berbagai macam kasus di daerah lain mengakibatkan
hasil penelitian yang bersifat generalisasi bisa menjadi tantangan.

. Hasil penelitian : Gugatan isteri terhadap suami yang mengkonsumsi
narkoba dikabulkan oleh hakim karena dampak yang buruk kepada
isteri dan anak-anaknya dengan pertimbangan hukum yang
berlandaskan pada pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali.

. Hakim mengabulkan gugatan cerai isteri yang suaminya menggunakan
narkoba untuk memberikan perlindungan kepada isteri dan anak-
anaknya dari kemafsadatan yang ditimbulkan dengan berlandaskan
hukum bermadzhab Maliki dan Hambali.

. Untuk menghindari kemafsadatan yang ditimbulkan oleh suami
pengguna narkoba terhadap isteri dan anak-anaknya, maka hakim
mengabulkan gugatan cerai isteri kepada suaminya dengan merujuk
hukum islam bermadzhab Malik serta Hambali.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai isteri kepada
suami pengguna narkoba adalah adanya keadaan yang merugikan
keluarga serta merujuk pada madzhab Maliki dan Hambali.

. Kesimpulan: Isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya

yang terlibat dalam pengguanaan norba berdasarkan hukum Islam.
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Putusan hakim mengabulkan gugatan tersebut berdasarkan prinsip
perlindungan terhadap isteri dan keluarga.
Kedua belas, Muhammad Zubair, dkk.,>* dalam penelitian berjudul

The Judicial Divorce, Grounds and Impacts: A Study from Islamic and

Contemporary Legal Perspective dapat direview sebagai berikut :

1. Metode Penelitian : Untuk membahas perceraian yudisial dalam
konteks  hukum Islam serta hukum kontemporer  jurnal ini
menggunakan pendekatan induktif dan analitis. Perceraian yudisial
serta perceraian sederhana dibedakan oleh research ini. Berbagai
alasan perceraian dieksplorasi oleh penelitian ini dengan berpedoman
pada sumber hukum yang relevan.

2. Kontribusi Akademik : Penelitian ini berkontribusi terhadap
bertambahnya wawasan mengenai perbedaan anatara pembubaran
nikah dan perceraian serta menggabungkan sudut pandang hukum
Islam dengan hukum modern serta bertambahnya kekayaan literatur
mengenai perceraian dalam konteks hukum dan sosial. Para akademisi
mendapatkan manfaat yang berupa analisis komparatif dari penelitian
ini.

3. Kontribusi Praktis : Para praktisi hukum dan para pembuat hukum
dapat menggunakan hasil penelitian ini menjadi referensi dalam
memahami proses perceraian yudisial dan hak-hak mereka yang
terlibat proses perceraian. Bagi mereka yang sedang menghadapi
peceraian maka penelitian ini  bisa dijadikan panduan untuk
mengetahui apa hak-hak mereka serta prosedur perceraian.

4. Kelebihan peneltiian : Penyajian analisis secara komprehensif serta
penggabungan  sumber-sumber hukum kontemporer  merupakan

kelebihan dari penelitian ini. Jelasnya penjelasan prosedur perceraian

59 Muhammad Zubair, The Judicial Divorce, Grounds and Impacts: A Study from Islamic
and Contemporary Legal Perspective, Tahdhib al Afkar Vol: 07, Issue: 01 January-June, 2020.
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serta alasannya yang sah membuat pembaca mejadi paham terhadap
masalah peceraian.

5. Kekurangan penelitian : Kurangnya contoh kasus nyata yang bisa
memperkuat argumen dan anlisis yang disajikan serta penjelasan
beberapa istilah hukum yang memerlukan penjelasan lebih lanjut
bagi pembaca yang tidak akrab dengan istilah-istilah tersebut
merupakan kelemahan dari penelitian ini.

6. Kesimpulan : Aspek-aspek penting yang berhasil diuraikan oleh jurnal
penelitian ini dari perceraian yudisial  dalam kontesk hukum
kontemporer dan hukum Islam. Jurnal peenelitan ini memberikan
kontribusi besar baik pada bidang akademik maupun bidang praktis.
Kekurangan pada penelitian ini bisa menjadi sumber penelitian lebih
lanjut pada perceraian .

Ketiga belas, Asrori, dkk.,>! di dalam jurnal penelitian berjudul
Interconnection of the Caper E-Motion System as a Guarantee of
Protection of Women's and Children's Rights After Divorce in the
Religious Courts of Bengkulu, Indonesia dapat direview sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

bagaimana keterkaitan (interconnection) sistem aplikasi E-Mosi Caper
dapat menjadi jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak
setelah perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. Fokusnya adalah
pada efektivitas sistem ini dalam mendukung pelaksanaan putusan
pengadilan yang adil dan berkeadaban bagi para pihak yang bercerai.

2. Metode Penelitian : Dalam melakukan researh peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif serta metode normatif-empiris. Tehnik
pengumpulan data yang digunakan wawancara, studi literatur serta

melakukan observasi di Pengadilan Agama Bengkulu. Data yang

1 Asrori, dkk., Interconnection of the Caper E-Motion System as a Guarantee of
Protection of Women's and Children's Rights After Divorce in the Religious Courts of Bengkulu,
Indonesia Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity, Volume 3, No. 2 (2023) ISSN:
2807-8268 (Online)
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diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis  dengan deskriptip
kuantitatif menggunakan teori maqaashid syari’ah yang berfungsi
sebagai kerangka konseptual untuk melakukan penilaian adanya
perlindungan hak perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam.
Kontribusi Penelitian : Adanya pegembangan sistem teknologi
informasi  Pengadilan Agama berfungsi sebagai alat yang sangat
efektif untuk memberikan perlindungan hak perempuan dan anak
setelah terjadinya perceraian merupakan kontribusi dari penelitian ini.
Kontribusi yang lain dari research yang dilakukan adalah bertambah
kuatnya pemahaman mengenai prinsip maqashid syari’ah yang
diterapkan pada perlindungan hukum keluarga Islam modern.
Kelebihan Penelitian : Adanya penggabungan pendekatan teknologi
serta hukum Islam secara komprehensif, penggunaan teori magashid
syari’ah yang cocok untuk menganalisis perlindungan hak wanita dan
anak-panak serta  adanya empiris yang berasal dari lapangan
memberikan bukti yang valid dan konteks nyata rehadap temuan
merupakan kelebihan dari penelitian ini.

Kekurangan Penelitian : Research hanya dilakukan pada satu wilayah
yakni di Pengadilaan Agama Bengkulu menyebabkan hasil penelitian
sangatlah terbatas. Peneliti tidak menguraikan secara rinci tantangan
teknis atau pengimplentasian sistem E-Mosi Capert yang terhambat.
Pembahasan perspektif pengguna  kurang mendalam, tidak ada
pembahasan pengalaman perempuan dan anak yang menjadi subyek
perlindungan..

Hasil Penelitian : Sistem E-Mosi Caper mempunyai peran penting
mempercepat serta memberi kemudahan proses administrasi
perceraian serta pelaksanaan hak anak dan perempuan. Pengaturan ini
membantu pangadilan terhadap pengawasan serta penjaminan hak-hak
tersebut secara efektif sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan

dan keadilan dalam Magqasid al Syari’ah.
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6. Kesimpulan : Bentuk inovasi paling urgen yang digadang bisa
menjamin perlindungan hak perempuan dan anak pasca percerian di
PA Bengkulu adalah berupa interkoneksi sistem E-Mosi Caper di PA
Bengkulu. Pelaksanaan putusan pengadilan bisa terlaksana secara
transparan serta akuntabel dikarenakan adanya dukungan dari sistem
tersebut. Nilai-nilai hukum Islam yang beriorentasi pada keadilan
sosial dan kemaslahatan bisa terwujud dikarenakan adanya dukungan
sistem tesebut.

Keempat belas, Muhammad Chirzin Dan Alfian Dewan Adhayuda
Prabowo,*> dalam jurnal penelitian berjudul Marriage, Divorce In
Islamic Psychological Analysis And Magashid Sharia dapat direview
sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian : Analisis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan
pernikahan serta perceraian  melalui perspektif  prinsip-prinsip
psikologis serta maqashid syari’ah adalah tujuan dari penelitian ini.
Peneliti  berusaha melakukan eksplorasi  terhadap dasar-dasar
psikologis hubungan pernikahan serta bagaimana penyelesaian konflik
pernikahan khususnya kasus perceraia melalui bimbingan magashid
syari’ah.

2. Metodologi Penelitian : Jenis penelitian pada jurnal ini adalah
penelitan kualitatif. Apabila dilihat dari obyeknya penelitian ini
termasuk penelitian studi pustaka tentang jurisprudensi Islam, teori
maqashid syari’ah serta teor-teorgi psikologi yang cocok dengan
pelaku pernikahan. Cakupan penelitian ini adalah analisis studi kasus
pada wawancara sebagai pelengkap wawasan teoritis berfokus pada
pemberian penjelasan mengenai konteks pernikahan serta perceraian

dalam nilai-nilai psikologis dan Islam.

32 Muhammad Chirzin Dan Alfian Dewan Adhayuda Prabowo, Marriage, Divorce In

Islamic Psychological Analysis And Magashid Shari, PETITA: Jurnal Kajian IImu Hukum dan
Syariah Volume 9, Number 2, 2024P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274.
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Kontribusi Penelitian™ : Pengintegrasian tujuan hukum Islam dengan
penggunaan analisis psikologis untuk pemberian perspektif holistik
mengenai isu-isu pernikahan serta perceraian di kalangan masyarat
muslim merupakan kontribusi penelitian ini. Jurnal ini menekankan
bagaimana hukum Islam dan psikologi secara bersamaan
menawarkan solusi terhadap problem pernikahan, meningkatkan
kesejahteraan dan stabilits keluarga.

Kelebihan penelitian : Penggabungan figih (hukum Islam) dengan
psikologis yang terfokus pada maqasid syari’ah dengan menggaris
bawahi pentingnya perasaan kasih sayang , rasa keadilan, stabilitas
keluarga serta adanya kemampuan mengatasi permasalahan yang
berkaitan dengan pernikahan kontemporer.

Kelemahan : Keterbatasan data empiris disebabkan penelitian ini
hanya mengandalkan tinjuan pustaka saja, tidak adanya pertimbangan
keragaman budaya umat Islam serta penggunaan analisis yang
fungsinya hanya sebagai pengantar penelitian tanpa adanya validasi
data empiris yang mendalam merupakan kelemahan dari research ini.

. Temuan Penelitian : Pernikahan bertujuan untuk memberi ketenangan,
cinta serta kasih sayang. Namun tujuan tidak tercapai dan berakhir
dengan perceraian yang dianggap sebagai upaya terkahir dan
pelaksanaannya harus mengikuti aturan syariah untuk mendapat
keadilan serta meminimalisir kemafsadatan. Adanya tekanan psikis
karena persoalan pernikahan bisa diatasi dengan adanya konseling
Islam yang berlandaskan pada maqasid syari’ah yang mengutamakan
keharmonisan rumah tangga serta kesejahteraan baig individu.
Kesimpulan : Penganalisisan dengan menggunakan magasid syariah
serta ilmu psikologis Islam terhadap pernikahan serta perceraian
menjadikan kerja seimbang yang memberikan dukungan terhadap
kesejahteraan spiritual dan mental. Penelitian ini merekomendasikan

penggunaan maqasid syari’ah dalam pengambilan keputusan terhadap
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isu-isu pernikahan supaya memperoleh solusi terbaik untuk menjaga

keutuhan keluarga dan kehormatan individu dalam norma Islam.
Kelima belas, Firdaus Firdaus, dkk.,” pada jurnal penelitian yang

berjudul : Post-Divorce Child’s Nafaqgah Madiyah: An Analysis of the

Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rightsb dapat

direview sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian : Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti untuk
melakukan kajian secara mendalam serta mengusulkan paradigma
yang berubah pada waktu penetapan nafkah madiy yaitu nafkah
terhadap anak yang pemberiaannya tetunggak setelah perceraian di
Pengadilan Agama. Peneliti magajukan perubahan konsep dari
kemanfaatan kepada kepemilikan menggunakan pendekataan pilihan
yang terbaik supaya putusan hakim di pengadilan bisa lebih adil serta
memenuhi hak anak.

2. Metode Penelitian : Penelitian ini apabila dilihat obyek penelitiannya
maka research termasuk studi kepustakaan (library research) serta
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapat data yang
valid maka informasi berasal dari peraturan perundang-undangan,
literatur, dokumen berupa putusan pengadilan serta dokumen hukum
yang lain. Research ini mengguanakan analisis kualitatif dengan
mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam, regulasi terkait nafagah
madiyah serta doktrin hukum.

3. Kontribusi Penelitian : Peneliti memberikan kritik yang membangun
pada pengadilan agama yang tidak mengabulkan gugatan nafkah
madiyah anak dengan dalih untuk kemanfaatan. Peneliti mengusulkan
landasan hukum serta dalil syari’ah supaya nafkah madiyyah dianggap

menjadi hak milik sehingga bisa digugat serta dipenuhi. Penelitian ini

33 Firdaus Firdaus, dkk., Post-Divorce Child’s Nafagah Madiyah: An Analysis of the
Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights, al-Ahkam, Vol 33 No 1 (2023): 45-
62.
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juga memberikan kontribusi berupa pemberian dasar untuk reformasi
hukum keluarga Islam yang berjalan di Indonesia terutama untuk
melindungi hak anak setelah perceraian.

. Kelebihan Penelitian : Adanya penelaahan yang mendalam terhadap
aturan, keputusan hakim pengadilan serta prinsip hukum Islam serta
adanya inofasi dalam melakukan pendekatan yaitu dengan
menawarkan penggunaan istilah istinsan untuk tercapainya keadilan
substantif. Penelitan ini bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan
sistem peradilan agama serta pemberian perlindungan kepada anak.

. Kekurangan Penelitian : Tidak ada data empiris yang berasal dari
wawancara kepada hakim ataupun dari korban menybabkan dinamika
lapangan tidak tergambarkan secara tepat. Arah penelitian hanya pada
sudut pandang normati, akibatnya tantangan pelaksananaan di
pengadilan agama belum dibahas secara detail. Keterbatasan ruang
lingkup hanya pada kondisi hukum di Indonesia, belum dilakukan
komparasi praktik secara mendalam di negara lain

. Hasil Penelitian : Hakim tidak menyetujui gugatan nafkah anak
berdasarkan konsep untuk kemanfaatan tidak sejalan dengan asas
keadilan dari sudut pandang hukum Islam serta tidak selaras dengan
aturan yang memberikan perlindungan kepada anak. Peneliti
menjelaskan bahwa penggunaan pendekatan  pilihan (istihsan),
nafagah madiyah semestinya bisa digugat dan menjadi milik anak,
sehingga ayah tetap harus mmeberikan nafkah yang  tertunggak

walapun ia telah menceraikan ibunya.

. Kesimpulan : Perlu adanya perubahan terhadap pemikiran lama yang
yang melakukan penolakan terhadap gugatan nafkah madiyah anak.

Dengan mengikuti pendekatan pilhan (istihsan) serta memindahkan
gagasan dari untuk kemanfaatan ke arah kepemilikan, sehingga ada
keadilan, jaminan dan perlindungan harta anak yang pemberiannya

belum selesai. Para pembaharu hukum keluarga Islam di Indonesia
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dan praktisi peradilan hendaknya menjadikan hasil penelitian sebagai
rujukan.

Keenam belas, Usman, dkk.,>* di dalam jurnal yang berupa artikel
berjudul Analysis of Judges' Decision on Witness Divorce Evidence in
Donggala Religious Court dapat direview sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian : Sasaran dari penulisan  jurnal ini adalah untuk
menelaah bagaimana amar putusan hakim pada kasus perceraian di PA
Donggala berlandaskan pada keterangan saksi yang harus memenuhi
syarat kesaksian di dalam hukum Islam dan hukum acara pidana.

2. Metode Penelitian : Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya
adalah penelitian kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data dalam
research ini melalui dokumen yang di Pengadilan Donggala, observasi
serta melakukan wawancara kepada hakim dan petugas pengadilan
agama. Adapun untuk menganalisi data pada research ini dengan cara
mereduksi data, menyajikan data serta memverifikasi data.

3. Kontribusi Penelitian : Research ini berkontribusi terhadap prosedur
pembuktian berupa kesaksian di pengadilan agama berdasarkan hukum
pidana Islam dan hukum pidana sehingga dapat meningkatkan kualitas
hakim menilai saksi perceraian di pengadilan agama serta menambah
rujukan praktik hukum Islam khususnya di bidang peradilan agama.

4. Kelebihan : Hakim dalam menentukan kualitas saksi bisa lebih tepat
dengan adanya pendekatan kualitatif yang lebih komprehensif terhadap
pengertian  kontekstual. Kevaliditasan  serta kecocokan data pada
penelitian ini dikarenakan data didapatkan dari interview (wawancara)
serta observasi secara langsung di pengadilan agama. Sorotan terhadap
prosedur pembuktian menurut hukum Islam di Indonesia merupakan aspek

yang sangat penting.

54 Usman, dkk., Analysis of Judges' Decision on Witness Divorce Evidence in Donggala
Religious Court, International Journal of Contemporary Islamic EducationVol. 4 No. 2 Tahun
2022
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5. Kekurangan: Keterbatasan jumlah perkara yang ditelaah, menyebabkan
hasil penelitian tidak dapat dianalisis secara umum dan tidak bisa
dijadikan tolak ukur daerah lain karena penelitian hanya dilakukan di satu
derah Donggala saja. Karena metode penelitan kuantatif tidak digunak
pada penelitian menyebabkan penjelasan yang mendalam mengenai
seringnya digunakannya bukti kesaksian khusus tidak ada.

6. Hasil Penelitian : Saksi pada kasus perceraian di PA Donggala sebagian
besar tidak sesuai dengan persayaratan saksi sesuai aturan hukum pidana
Islam atau hukum pidana. Hal ini dikarena keterangan saksi tidak pernah
terlibat langsung dengan permasalahan yang disidangkan tersebut.

7. Kesimpulan penelitian : Saksi yang diajukan pada kasus perceraian di
PA Donggala menurut hakim tidak memenuhi syarat material dan formal.
Hal ini karenakan saksi di dalam memberikan kesaksiannya tidak pernah
mendengar langsung atau menyaksikan langsung mengenai permasalahan
yang disidangkan di PA Donggala. Saksi ketika ditanya tentang
permasalahan terkait.

Ketujuh belas, Hanifah M dan Pascadinianti M, dalam jurnal penelitian
yang Dberjudul Function of Non-Judge Mediators in Divorce Settlement

Through Religious Courts dapat direview sebagai berikut : >

1. Tujuan Penelitian : Research ini bertujuan supaya fungsi dan peran
mediator non hakim dalam mediasi untuk menyelesaikan kasus
perceraian di pengadilan agama dapat diketahui. Tujuan lain dari
penelitian  ini adalah untuk mengamati bagaimana mediator non
hakim membantu terwujudnya proses mediasi yang efisien dan efektif
untuk mencapai kesepakatan berdamai antara pihak yang berperkara.

2. Metode Penelitian : Untuk menganalisis regulasi dan praktik hukum
yang ada kaitannya dengan mediasi di pengadilan agama serta
pengalaman lapangan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

$Hanifah M dan Pascadinianti M, Function of Non-Judge Mediators in Divorce
Settlement Through Religious Courts, Unnes Law Journal (2023) 9(2) 377-418.
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yuridis normatif dan sosio legal. Adapun tehnik pengumpulan data
melalui studi pustaka pada regulasi, literatur hukum serta kajian
empirik terhadap pengimplementasian mediasi yang dilakukan olah
mediator non hakim.

Kontribusi : Pemahaman yang baik tentang fungsi mendiator non
hakim dalam konteks hukum Islam dan hukum positif dalam proses
diselesaikannya kasus perceraian merupakan bentuk kontribusi dari
penelitian ini. Hasi penelitian ini juga menjadi pedoman untuk
pengembangan regulasi yang lebih menyeluruh serta menjadikan kuat
peran mediator dalam sistem peardilan agama.

Kelebihan penelitian : Dalam research ini fungsi mediator non hakim
dari aspek regulasi dan praktik di lapangan digambarkan secara
komprehensif. Untuk melakukan analisis yang lebih holistik, dalam
penelitian ini dignnakan penggabungan pendekatan yuridis dan sosio-
legal. Kelebihan lain lain dari penelitian ini adalah ditunjukkannya
pelatihan dan fasilitas yang memadai bagi mediator itu penting.
Kekurangan penelitian : Lemahnya analisis dikarenakan keterbatasan
data empiris yang berasal dari wawancara serta obserbasi langsung di
lapangan. Belum ada pembahasan secara mendalam mengenai
tantangan nyata dan hambatan dalam mengimplementasikan mediasi
yang dilakukan oleh mediator non hakim di lapangan pada research
ini.

Hasil Penelitian : Kesepakatan damai mereka yang bersengketa bisa
terwujud dikarenakan adanya peran penting dari mediator non hakim
yang berfungsi sebagai fasilitator. Berdasarkan PERMA mediator non
hakim harus mempunyai kemampuan memberi penjelasan bagaimana
proses mediasi, membantu mengatasi adanya hambatan emosioanal
serta hambatan komunikasi serta memberi fasilitas upaya menyusun
kesepakatan yang adil dan berkeadilan. Perlu adanya penguatan

regulasi supaya jalannya proses mediasi lebih optimal.
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7. Kesimpulan : Mediator yang berasal dari non-hakim mempnnyai
peran penting di dalam menyelesaikan sengketa karena kasus
perceraian di pengadilan agama. Untuk memaksimalkan peran para
mediator non-hakim, sangatlah perlu adanya dukungan regulasi serta
pengadaan pelatihaan kompetensi yang memadai dengan tujuan supaya
mediasi bisa efektif pelaksanaannya serta bisa optimal pemanfaatannya
bagi mereka yang berperkara.

Kedelapan belas, Kholidah., dkk, dalam penelitian mereka yang
berjudul Violation Of Women's Rights On Divorce: Study On Religious
Court Decision”? dapat direview sebagai berikut :

1. Hasil penelitian : Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa
sering terjadi pelanggaran hak-hak wanita setelah terjadinya perceraian
yang dilakukan oleh pengadilan agama melalui putusan yang
diterbitkannya. Pelanggaran itu terjadi pada hak nafkah dan mut’ah.
Putusan pengadilan agama tersebut menjadikan ekonomi serta
psikologis perempuan menjadi buruk serta timbulnya bias gender
pada sistem peradilan agama. Hal ini menyebabkan wanita yang
bercerai dengan suaminya menjadi stres serta miskin.

2. Kelebihan penelitian : Penggunaan  secara mendalam metode
kualitatif, adanya kajian terhadap putusan hakim pengadilan agama
serta adanya wawancara dengan hakim dan dengan perempuan yang
mengajukan gugatan cerai. Adanya data empiris serta analisis yang
kritis terhadap hak perempuan menurut hukum agama di Indonesia.
Adanya rekomendasi nyata mengenai perlunya memformat hukum
kembali, pengambilan putusan yang adil  serta gender-sensitive
dilakukan oleh hakim yang mempunyai keberanian.

¢ Kholidah., dkk, Violation Of Women's Rights On Divorce: Study On Religious
Court Decision, JOURNAL OF LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Miami| v.11, n.
6| pages: 01-17] e01230 |2023.
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3. Kekurangan: Data hanya terbatas pada dokumen pengadilan serta
interview tanpa adanya observasi di lapangan. Tidak adanya Kajian
secara mendalam terhadap hukum nasional serta hukum international
yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan  dalam
perceraian secara menyeluruh.

4. Kontribusi : Penelitian ini berkontribusi terhadap disampaikanya
diskripsi dampak negatif putusan pengadilan agama pada hak wanita
serta kesejahteraannya. Dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa
sistem peradilan agama di Indonesia perlu direfomasi dengan tujuan
wanita mendapatkan keadilan dan hak-haknya lebih diperhatikan serta
mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan penelitian ini akan menambah literatur yang berkaitan dengan
pengaruh putusan agama pada masalah perceraian bagi wanita.

5. Metodologi : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan menggunakan dokumentasi putusan pengadilan agama serta
dengan melakukan wawancara pada hakim dan wanita yang bercarai.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui direktori
makhakamah agung, wawancara serta studi literatur yang berkaitan
dengan hukum munakahat dan undang-undang perkawinan. Penelitian
ini menggunakan teknik analisis isi dengan analisa yang kritis serta
bersikap objetif terhadap dokumen serta interview.

6. Kesimpulan : Putusan hakim pengadilan agama di Indonesia
melalakukan pelanggaran terhadap perempuan utamanya hak-haknya
setelah terjadinya perceraian. Hal ini menyebabkan wanita yang
miskin dan mengalami tekanan batin setelah bercerai dengan
suaminya. Oleh karena itu hakim harus berani melakukan reformasi
hukum sehingga proses perceraian di pengadilan agama lebih adil dan

mempunyai sensitifitas tinggi terhadap wanita.
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Kesembilan belas, Muhammad Salim Muhammad Ali>” dalam
tulisannya yang berjudul A4/ Magasid as Syar’iyyah al Mar’iyyah fi Ayat
al Talag Surah al Bagarah Numiizan min Khalili Tafsir at Tahrir wa at
Tanwir dapat direview sebagai berikut :

1. Temuan Penelitian : Tulisan ini memberikan perhatian secara khusus
terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan talak (perceraian) di dalam
surat al Bagarah. Hal ini terutama pada permasalahan yang berkaitan
dengan hak-hak perempuan yang semestinya mendapatkan
perlindungan khususnya ketika para wanita sedang menjalani masa
‘iddah dan masa pasca bercerai sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibn
Asyur. Penekanan pada ayat-ayat ini adalah pada nilai keadilan bukan
pada pesamaan mutlak antara suami dan istri. Adaya penempatan
pelindungan serta hak menurut proporsinya sesuai dengan magasid
syariah.

Putusan hakim pada kasus perceraian berfungsi sebagai sarana
penjaga keadilan syari’ah, menjadi penghalang kezhaliman serta
penerapan hak-hak dan kewajiban individu setelah terjadinya
perceraian. Hakim dituntut memberikan perhatian terhadap magasid
pada sisi hubungan pernikahan yang dipulihkan atau hubungan
pernikahan yang diakhiri berdasarkan pada tujuan syariat khususnya
pada perlindungan terhadap wanita.

2. Kontribusi Tulisan : Tulisan ini merupakan analsis terhadap magasid
di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan talak (cerai) menurut tafsir
ibn Asyur dengan mengkomparasikan  terhadap pendapat suatu
madzhab serta mufassir lainnya. Pada tulisan ini yang menjadi pokok
pembicaraan utama adalah syariat memberikan perhatian besar pada

kondisi wanita dalam keadaan iddah ataupun bercerai. Perhatian

7 Muhammad Salim Muhammad Ali, A Magasid as Syar’iyvah al Mar iyyah fi Ayat al

Talaq Siarah al Bagarah Numiizan min Khalili Tafstr at Tahrir wa at Tanwir , (IUG Journal of
Sharia and Law Studies Vol 29, No 4, 2021).



41

tersebut berupa perlindungan hukum serta keadilan pada proses
persidangan dan putusan hakim.

Kelebihan Tulisan : Pada tulisan ini menggunakan metode deskriptif
analitik serta komparatif sehingga uraian yang dihasilkan bersifat
argumentatif dan sistematis. Tulisan ini juga membahasa
permasalahan yang berkaitan dengan isu yang bersifat kontemporer
seperti hak perempuan, keadilan gender dalam kehidupan keluarga
llslam, serta tindakan hakim yang semestinya bertidak sesusai
magasid. Dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan
iddah, rujuk dan beberapa laragan yang merugikan wanita sangatlah
mendalam.

Kekurangan Tulisan : Tulisan ini menonjolkan satu penulis saja
yaitu ibn Asyur walaupun menghadirkan serta madzhab serta tafsir
yang lain. Di dalam tulisan ini tidak ada kasus riil yang berkaitan
dengan putusan hakim di era saat ini. Kajian pada tulisan ini hanya
membahas hal-hal yang bersifat normati-teoritis serta literatur dan
tidak ada pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan praktik
pengadilan yang bersifat kontemporer.

Metodologi Penelitian : Penelitian ini mendiskripsikan serta
menguraikan  kandungan ayat serta tafsir dan kaitannya dengan
magasid. Argumen yang digunakan oleh penulsi sebagai bahan
perbandingan antar mazhab dan mufassir yang berasal dari tafsir,
hadits serta figih dengan basis kajian pustaka serta research hukum
Islam.

Kesimpulan (terkait perceraian dan putusan hakim) : Syari’at
memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak-hak istri pada
masa iddah serta larangan perbuatan zhalim dalam proses terjadinya
perceraian. Hal-hal yang berkaitan dengan rujuk  merupakan
wewenang suami namun wewenang tersebut dibatasi oleh etika
syari’ah serta putusan hakim yang semestinya bisa mewujudkan

keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak menjadikan talak
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untuk sarana untuk menekan serta merugikan wanita. Syariah
bertujuan untuk mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan
terhadap martabat serta hak semua pihak  dan mewujudkan
kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Hakim diberi wewenang untuk
menentukan apakan putusan perceraian antara suami dan istri
memenuhi keadilan serta tidak merugikan  wanita sebagai pihak
yang cenderung dirugikan.

Kedua puluh, Muhammad Salim, Muhammad ‘Ali dalam
tulisannya yang berjudul “A/ Ma’raf” Fi Imsaki al Zaujati wa Tasrihiha
Atnau at Taldagi ar Raj’t Fighu wa Magasiduhu™® dapat direview
sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Talak raj’i merupakan masa di mana antara suami dan
isteri mempunyai pilihan untuk rujuk (kembali) atau bercerai secara
permanen. Suami tetap harus berbuat dengan baik (ma’ruf) pada masa
iddah dan tidak boleh menyakiti isteri baik fisik atau psikogis. Apabila
salah satu atau keduanya ingin bercerai hendaklah perceraian tersebut
dengan baik tanpa merugikan pihak wanita.

2. Kontribusi Penelitian :  Penelitian ini berkontribusi pada keilmuan
ataupun Kkontribusi praktis. Adapun kontribusi pada keilmuan yaitu,
urf mempunyai peran yang penting di dalam hukum Islam. Adanya
pengintegrasian maqasid al syari’ah pada hubungan suami dan istri
pada masa talak. Adapun kontribusi praktis dari penelitian ini yaitu
sebagai pedoman bagi hakim syariah serta para konselor keluarga.
Penelitian ini memberikan anjuran kepada para lak-laki supaya
berbuat adil terhadap wanita sealama masa perceraian .

3. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian : Kajian menyeluruh dari

aspek empat madzhab dan Kkitab tafsir yang klasik. Memberikan

¥ Muhammad Salim, Muhammad “Ali, Al Ma riaf” Fi Imsaki al Zaujati wa
Tasrithiha Atnau at Taldqi ar Raj’t Fighu wa Magasiduhu”, 1UGJHR Vol 29, No 4,
2021, pp 52-67
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penjelasan secara menyelurun mengenai hak dan kewajiban suami
pada masa iddah . Penelitian ini tidak menerapkan pendekatan empiris
serta data lapangan serta penelitian ini hanya terfokus pada normatif
tidak disertai analisis penerapan hukum di masyarakat

4. Metodologi Penelitian : Penelitian ini apabila dilihat dari jenisnya
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan diskriptif
analitis , istinbathi serta komparatif. Adapun sumber penelitian ini
adalah : Al Quran, tafsir klasikdan kitab fikih empat madzhab.

5. Kesimpulan : Di dalam talak raj’i seorang suami dan istri harus
menjalankan dengan ma’ruf dan ihsan. Yang dimaksud dengan
perbuatan ma’ruf adalah perbuatan yang tidak menimbulkan sakit
hati serta memenuhi hak-hak istri selama masa iddah. Syari’ah
memberikan jalan untuk perdamaian sedangkan talak tidak menutup
jalan suami dan istri untuk berdamai. Maqasid al syari’ah mendorong
adanya keadilan, kasihdan perindungan hak-hak wanita.

Kedua puluh satu, Muayyid Hamdan Misa di dalam tulisannya
yang berjudul Arsar al-Magasid al-Syar‘iyyah fi al-Jam‘ wa al-Tarjih
bayna al-Adillah al-Muta ‘aridah: Dirasah Usiliyyah Tatbigiyyah”® dapat
direview sebagai berikut :

1. Temuan Penelitian : Kajian pada penelitian itu berfokus pada masalah
hukum talak, yaitu talak itu hukumnya mubah atau makruh. Di dalam
penelitian ditemukan banyak dalil-dalil yang secara lahiriyyah tentang
talak terdapat kontradiksi. Talak bila dipandang dengan pendekatan
magqasid syari’ah merupakan suatu tindakan yang bersifat darurat.
Dalam memutuskan kasus perceraiaan hakim hendaknya  lebih
mempertimbangkan kemaslatahan dari pada hanya formalitas hukum

semata.

% Muayyid Hamdan Masa, Afar al-Magqdsid al-Syar‘iyyah fi al-Jam* wa al-Tarjih
bayna al-Adillah al-Muta ‘aridah: Dirasah Usiliyyah Tatbigiyyah, Yuniya 2020 M, Majallat
Jami‘at al-Syarigah li al-‘Ulam al-Syar‘iyyah wa al-Dirasat al-Islamiyyah, al-Mujallad 17, al-
‘Adad, 1.
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2. Kontribusi Penelitian : secara teoritis tulisan ini berkontribusi terhadap
cara baru menyelesaikan konflik antara suami istri dengan pendekatan
magasid serta mengubah perspektif terhadap tafsir hukum keluarga
khususnya talak. Adapun kontribusi praktis dari tulisan ini adalah
menjadikan hakim lebih mudah memilih dalil dengan pertimbangan
kemaslahatan. Membantu hakim untuk membuat rumusan putusan
yang adil serta kontekstual.

3. Kelebihan dan kekurangan penelitian : Kelebihan dari penelitian ini
adalah contoh langsung diambil dari kasus fikih sebagai analisis
aplikatifnya serta adanya kesatuan  magqasid dalam cara berijtihad
serta pengambilan putusan hukum. Adapun kekurangan dari penelitian
ini adalah kajian tidak langsung berasal dari praktik para hakim, tidak
disertai data empiris serta kajian hanya pada teori ushul fikih dan

belum mengkaji sesuatu realistis di masyarakat.
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4. Metodologi Penelitian : Adapun jenis dari penelitian ini adah peneltian
yang bersifat kualitatif. ~Adapaun metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan metode induktif (istiqra’i) menghimpun
beberapa dalil yang secara lahir saling bertentangan.  Metode
analitisnya (tahlil1) adalah dengan mengkaji dalil berdasarkan maqasid.
Sedangkan aplikasi dari metode tersebut adalah dengan penerapan
teori pada kasus talak serta wali nikah.

5. Kesimpulan : Adanya pertentangan dalil-dalil talak bukanlah
pertentangan yang bersifat hakiki dan bisa disatukan melalui
maqgasid. Talak semestinya dihindari kecuali karena kondisi yang
mengharuskan terjadinya perceraian. Di dalam memutuskan kasus
perceraian seorang hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan
serta maqasid, hal ini karena maqasid al syari’ah sesuatu hal yang
penting dalam membentuk hukum keluarga Islam yang adil dan
manusiawi.

Kedua puluh dua, Muchamad Coirun Nizar di dalam artikelnya yang
berjudul The Religious Court’s Decisions On Divorce: A Maqgasid Shari'a
Perspective®’ dapat direview sebagai berikut :

1. Temuan Penelitian: Di dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor
penyebab perceraian di PA Agama Salatiga 2017 adalah faktor
ekonomi, konflik terus menerus, pengaruh luar, negligensi pasangan
dan apostasi. Putusan Pengadilan pada kasus perceraian di PA
Salatiga pada tahun 2017 berlandaskan pada maqasid syari‘ah untuk
mewujudkan kemaslahatan serta menghilangkan kemafsadatan
meliputi kemasalahatan agama, nyawa dan keturunan.

2. Kontribusi Penelitian : Penelitian ini memberikan pengetahuan

mengenai bagaiamana penerapan maqasid syariah pada putusan

% Muchamad Coirun Nizar, The Religious Court’s Decisions On Divorce: A Magqasid
Shari‘a Perspective, Ulumuna Vol. 24, No. 2, 2020, p. 398-416 Journal of Islamic Studies
Published by State Islamic University Mataram p-ISSN 1411-3457, e-ISSN 2355-7648, available
online at https://ulumuna.or.id.
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perceraian di Pengadilan Agama merupakan bentuk ijtihad judicial
yang menetapkan bahwa putusan hukum disegerakan dengan
memberikan perhatian terhadap tujuan syari’at yang  meliputi
maslahat semua pihak.

3. Kelebihan dan Kekurangan: Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu
dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis maqasid syari‘ah
dengan gambaran yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip Islam
dalam masalah putusan perceraian. Keterbatasan sampel dalam
penelitan ini yakni pada satu pengadilan agama serta tahun tertentu
merupakan kelemahan penelitian ini. Hal ini karena hasil penelitian
tersebut tidak bisa digeneralisasi semua pengadilan agama seluruh
Indonesia.

4. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan mentode kualitatif
dengan melakukan analisis pada 20-5% dari semua putusan
perceraian di PA Salatiga tahun 2017 dengan pendekatan maqasid
Syari‘ah.

5. Kesimpulan: Putusan Pengadilan pada kasus perceraian di PA
Salatiga pada tahun 2017 berlandaskan pada maqasid syari‘ah untuk
mewujudkan kemaslahatan serta menghilangkan kemafsadatan
meliputi kemasalahatan agama, nyawa dan keturunan.

Kedua puluh tiga, Muhammad Fadlil Rohman, dkk., ¢  dalam
jurnal internasional yang berjudul ~ Women's Rights In Marriage
Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah dapat direview
sebagai berikut :

1. Temuan Penelitian: Putusan pengadilan agama tentang kasus
perceraian prinsip-prinsip magqasid al usrah sangat mempengaruhi

pertimbangan hakim khususnya mengenai perlindungan hak dan

®'Muhammad Fadlil Rohman, dkk.,Women's Rights In Marriage
Perspective Magasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah Indonesian Interdisciplinary

Journal of Sharia Economics (1IJSE) Vol. 7. No. 2 (2024) e-ISSN: 2621-606X
Page: 2768-2790.
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kesejahteraan  wanita. Hakim juga dalam kasus tertentu sangat
mengutamakan bagaimana kemafsadatan bisa dicegah serta
perlindungan jiwa dan mental istri harus mendapatkan skala
prioritas, pengalaman mendapatkan kekerasan dari suami serta suami
tidak mempunyai kemampuan memenuhi kewajiban ekonomi.

. Kontribusi Penelitian: Pengintegrasian terhadap konsep maqasid al
usrah saat hakim pengadilan menetapkan putusan mereka, terutama
kasus perceraian merupakan kontribusi penelitian ini.  Hal ini
menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hak wanita
di dalam kehidupan berumah tangga tidak hanya dilhiat dari hukum
positif semata, namun memprioritaskan kesejahteraan keluarga,
penguatan prinsip keadilan serta perlindungan perempuan di dalam
hukum Islam yang ada karena pendekatan maqasid..

. Kelebihan Penelitian: Penggunaan pendekatan normatif serta statistik
yang cocok digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan
agama secara menyeluruh. Adanya penerapan prinsip maqasid al
usrah sesuai menurut kondisi dan situasi dalm studi kasus yang
nyata. Memberikan penjelasan yang bermanfaat mengenai penerapan
hukum Islam pada kasus perceraian serta perlindungn hak wanita.
Kekurangan Penelitian: Penelitian hanya pada satu kasus tertentu,
sehingga tidak bisa mewakili semua kasus perceraian di seluruh
wilayah Indonesia atau kondisi yang tidak sama. Aspek non hukum
seperti sosial budaya yang juga memberikan pengaruh terhadap
putusan pengadilan belum mendapat pengkajian secara mendalam.
Metode Penelitian : Metode normatif (legislatif) digunakan dalam
penelitian tersebut melalui pendekatan studi dokumen dengan
menganalisis putusan PA No. 1084/Pdt.G/2023 PA.Bdw. Adapun
metode pengumpulan data berasal dari dokumen hukum, buku, jurnal
hukum serta sumber skunder lain. Dalam penelitian ini analsis data

yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dan
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kuantitatif dengan mengkaji ulang pertimbangan hakim dari
perspektif maqasid al usrah.

6. Kesimpulan: Pengadilan agama dalam memutuskan kasus perceraian
menggunakan prinsip maqasid al usrah untuk mencermati serta
meyakinkan adanya perlindungan hak-hak wanita serta kesejahteraan
keluarga. Pertimbangan hakim  berfokus pada perlindungan jiwa
serta mental istri dan penegakan keadilan keluarga dengan prinsip
menghindari kemafsadatan.  Penelitian ini menekankan bahwa
mengintegrasikan prinsip maqasid dalam memutuskan  hukum
keluarga Islam untuk menjamin hak serta berlanjutnya keluarga
sakinah itu sangatlah penting.

Kedua puluh empat, Khiyarl Ibrahim di dalam tulisannya yang
berjudul al Magasid al Syar’iyyah i Ahkami al Talaq fi al Islam® dapat
direview :

1. Temuan Penelitian: Ketentuan perceraian pada syariah Islam
bermaksud untuk menghapus kemafsadatan yang akan mengenai
pasangan suami istri apabila  permasalahan tersebut tidak bisa
diselesaikan dengan cara damai. Islam mengatur secara detail hukum
perceraian untuk memberikan perlindungan hak-hak semua pihak
yang terlibat dengan masalah perceraian serta adanya kepastian
bahwa perceraian hanya dilakukan karena pernikahan benar-benar
tidak bisa dipertahankan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan
larangan menceeraikan istri pada waktu-waktu tertentu, misalnya
menceraikan istri pada waktu haid, masa iddah dan nifas dengan
tujuan untuk lebih mempertimbangkan lagi perceraian tersebut.

2. Kontribusi Penelitian. Memberikan pemahaman bahwa hukum
perceraian bertujuan menjaga kemaslahatan serta kesejahateraan

manusia serta memberikan perlindungan terhadap keluarga dari

©2Khiyari Ibrahim, al Magqasid al Syar’iyyvah li Ahkami al Talaq fi al Islam, al-Ma’ mill,
al ‘Adad : 2 al Isar : 5 Desember 2019 M.
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kerusakan yang lebih parah. Memberikan saran supaya kesadaran
meningkat serta lebih memahami magasid syariah  pada hukum
perceraian, memberi memberikan semangat pada penelitian
selanjutnya dalam studi maqasidfiq mengenai isu keluarga dan
perceraian.

3. Kekurangan dan Kelebihan : Penelitian ini lebih dalam mengenali
tujan syari’ah hukum perceraian serta menyusun hikmah serta
beberapa kebijaksanaan di balik beberapa aturan tersebut, sehingga
hal ini memberikan gambaran lengkap mengenai filosofi di balik
kebijakan tersebut. Adapun kekurangan dari peenelitian ini adalah
tidak adanya kejelasan metodologi yang digunakan.

4. Metodologi: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menganailsis teks
serta kajian syariah pada dalil, fatwa serta prinsip maqasid syari’ah
yang berkaitan dengan hukum perceraian. Penelitian ini menggunakan
pendekatan studi pustaka disertai analisis intepretasi terhadap
beberapa sumber syariah yang digunakan meskipun secara eksplisit
tidak digunakan.

5. Kesimpulan: Hukum percraian di dalam Islam mempunyai hikmah
serta mempunyai tujuan syari’ah yang besar yaitu memberikan
perlindungan serta menjaga kemaslahatan manusi di dunia dah
akhirat. Perceraian diperbolehkan apabila pernikahan sudah tidak bisa
dipertahankan lagi dan membawa kemafsadatan yang lebih besar
apabila pernikahan tetap diteruskan. Perceraian harus dilandasi prinsip
keadilan serta kemaslahatan.

Kedua puluh lima, Jum’ah ‘Ata Allah Hamdan dan Muhammad
Mutlaq ‘Assaf dalam tulisannya berjudul  Masyri ‘iyyat al-talag wa-
irtibatuhd bi-magqasid al-syari‘ah al-Islamiyyah® dapat direview sebagai
berikut :

%3 Jum’ah ‘Ata Alldh Hamdan dan Muhammad Mutlaq ‘ Assaf Masyri iyvat al-talag wa-
irtibatuhd bi-magqasid al-syari‘ah al-Islamiyyah, al-Majallah al-Akadimiyyah al-*Alamiyyah li al-
Shari‘ah al-Islamiyyah wa ‘Ulamiha — al-Mujallad (3), al-*Adad (15), al-safhat: 15-36, 2021



50

1. Temuan dalam artikel ini: Dalam artikel ini ditemukan sistem

pernikahan serta perceraian di dalam Islam mempunyai beberapa
atuaran yang bertujuan untuk meminimalisir akibat negatif dari suatu
perceraian . Syari’at menentukan beberapa indikator dan kondisi
guna meminimalisir terjadinya perceraian. Pada artikel ini
menekankan bahwa syari’at memberikan perhatian terhadap aspek
kemaslahatan serta beberapa tujuan (maqasid) menjaga keluarga serta
masyarakat.

Kontribusi artikel: Artikel ini meningkatkan pememahaman terhad
relasi antara legalitas perceraian serta maqasid syari’ah. Artikel ini
menekankan pentingnya mengatur perceraian supaya selaras dengan
maqasid syari’ah dalam menjaga hak serta kesejahteraan keluarga,
mengemukakan kerangka pikiran yang bisa menyokong peningkatan
kebijakan peradilan serta perilaku sosial yang berkaitan dengan
perceraian dalam konteks Islam.

Kelebihan artikel: artikel ini menggunakan metode penelitian
deskriptif dan induktif yang sistematis. Mengkaji literatur serta
beberapa sumber utama maqasid syari’ah serta hukum Islam.
Menganalisis secara mendalam mengenai pembatasan dan
pengaturan perceraian oleh syari’at sesusai  tujuannya untuk
memberikan perlindungan kepada keluarga dan masyarakat.

. Kekurangan artikel: artikel ini sangat kurang dalam membahas studi
lapangan secara empiris, namun lebih banyak pembahasan secara
teoritis serta konseptual. Aspek praktis serta penerapan kebijakan
yang berkaitan dengan perceraian dalam kondisi dan keadaan
wilayah tertentu tidak dibahas secara terperinci.

. Metode penelitian: Penakatan yang digunakan dalam artikel ini
adalah pendekatan deskriptif serta penekatan induktif. Adapun yang
menjadi rujukan utama dari artikel ini adalah buku-buku magqasid
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syari’ah serta kitab-kitab karya para ulama serta melakukan analisis
terhadap dokumen serta penelitian sebelumnya untuk mengetahui
hubungan syari’at dan pelaksanaan perceraian. .

6. Kesimpulan: Perceraian menurut Islam diperbolehkan dan
diwajibkan dalam kondisi tertentu dan pelaksanaan harus sesuai
dengan kaidah-kaidah maqasid syari’ah yang lebih mengutamakan
kemaslahatan, menghalangi  kejahatan serta melindungi hak-hak
semua pihak. Adanya pengaturan serta pembatasaan perceraian
supaya keluarga terlindungi dari dampak negatifnya serta supaya
kehidupan sosial lebih stabil.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu
menjadikan konsep maqasid syari‘ah Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyir
sebagai alat untuk menganalisis putusan hakim PA Sleman dalam
memutuskan kasus perceraian di PA Sleman dengan penekanan pada
sistem pelestarian keluarga, keteraturan sosial dan kemaslahatan umum.
Dalam penelitian ini putusan hakim dijadikan sebagai sarana untuk

melakukan pembaharuan hukum Islam yang dinamis dan kontekstual.

B. Kerangka Teori
1. Putusan Pengadilan
a. Pengertian Putusan Pengadilan
Pengadilan adalah badan negara yang melakukan peradilan
berupa memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.
Pengadilan berbeda dengan peradilan, peradilan berarti segala
sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan

hukum dan keadilan.® Peradilan juga bisa mempunyai pengertian

% Rocky Marbun, dkk., Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan
Perundang-undangan Terbaru, ( Jakarta : Visimedia 2012), him 229.
1bid, hIm.235.
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upaya hukum untuk mencari kebenaran formal bagi pihak-pihak
yang berperkara.®¢ Hakikat peradilan adalah menyebarkan hukum
syari’at dengan jalan putusan.’ Peradilan dalam bahasa Arab
disebut al qada’ ( sL.a8ll) yang bermacam-macam artinya.%® Al
gada’ (sLadll) secara bahasa berarti menetapkan, menentukan,
memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintankan dan
memutuskan sesuatu, menyelesaikan dan mengakhiri.®® Al gada’
secara bahasa juga berarti ssbaaly ¢l alsal (hukum sesuatu hal
dan pelaksanaannya).” Al gada’ (sW<aill) juga bisa berarti  alsa)
a8y s4l ( menghukumi sesuatu dan penyelesaiannya).”
Pengertian al qada’ (s.adl)) meskipun secara bahasa memiliki
banyak makna, secara tradisi lebih difokuskan pada makna yang
berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Hukum adanya al
qada’ (peradilan) adalah fardu (wajib). Syari’at pun memutlakkan
istilah al gada’ dalam masalah praktik dan suatu putusan peradilan.

Pengertian al qada’ bisa juga mengacu pada firman Allah
SWT didalam Al Qur’ansurat An-Nisa ayat 58 :

u‘u\u_ue.\_as;uuq.muss IR \Jayu\es ARPN [_,\
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Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

%Qyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahindi Jazirah Arab Ke
Pengadilan Agama di Indonesia,(Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), him.3.

¢Abd. Halim Talli, Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah al Qada Kritik Terhadap
Beberapa Asas Peradilan di Indonesia, (Yogyakarta : Ull Press , 2014), him.56.

®%®Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani ,Hukum Pidana Islam Figh Jinayah,
(Bandung : PustakaSetia,2013), him.229.

®Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial,( Bandung : Pustaka
Setia, 2013),hIm.35.

70 Ahmad ibn ‘Umar al-Syattari, al-Yagiit al-Nafis fi Madhhab Ibn Idris, al-(Haramayn,
t.t)., him.230.

"'Taqiyyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-HusainT al-Husni ad-Dimasyqi asy-Syafi‘i,
Kifayah al-Akhyar, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2004), him.247.



53

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa’ :
58)72

Firman  Allah tersebut dapat dipahami bahwa makna
pengadilan adalah melakukan proses penetapan suatu hukuman
bagi setiap orang yang telah dinyatakan sebagai terdakwa pada
suatu kasus (perkara) dengan cara yang adil tanpa tebang pilih
meskipun terhadap  keluarga sendiri. Oleh karena itu, kata
peradilan asalnya dari kata adil kemudian berawalan “per “ dan
akhiran “an” yang diartikan sebagai tempat memperoleh rasa adil.

Menurut istilah hukum Islam, peradilan berarti memutuskan
suatu perkara bagi orang-orang yang sedang bertikai atau berselisih
paham dengan berlandaskan hukum yang telah ditetapkan oleh
Allah SWT baik di dalam Al Qur’an maupun Sunnah Rasulullah
SAW. Allah SWT menyatakan hal tersebut di dalam surat An-
Nisa ayat 58 sebagaimana dikemukakan di atas. Kemudian dalam
surat Al-Maidah ayat 49 Allah SWT berfirman:
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Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau
mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka,
jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling
(dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada
mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh,
kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”?

Ibnu Abdu al-Salam memberikan definisi al gada’ adalah

sebagai berikut:

2 Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an , Al Quran dan Terjemahannya, (Badan Lithang
dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019)., him. 118.

3Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an , Al Quran dan Terjemahannya, him.156 .
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Putusan yang diuntungkan diambil oleh hakim dalam perwalian
adalah untuk menunjukkan hukum syariat atas peristiwa yang
berkaitan dengan siapa yang dia tandatangani, tidak seperti mufti,
yang tidak harus menandatanganinya. Dia disebut hakim karena
mengambil suatu putusan yang mengandung hikmah di dalamnya
yang mengharuskan meletakkan sesuatu pada tempatnya
sebagaimana penindas menahan diri dari kezalimannya. Di antara
hukum-hukum suatu hal, tedapat di hikmah kekang untuk
mengekang binatang, dari menunggangi kepalanya, dan dikatakan
bahwa kebijaksanaan juga diambil darinya untuk mencegah jiwa
dari hasratnya.

Hukum adanya peradilan beserta kepemimpinan di dalam
Islam adalah wajib’> pada apa saja yang yang berkaitan dengan al
qada’ (pengadilan) dan kepemimpinan yang memiliki banyak
kemaslahatan bagi hamba Allah.”® Tetapi jika pada alqada’ dan
kepemimpinan terdapat bahaya, maka tidak patut baginya
didatangkan kecuali terhadap orang yang percaya pada dirinya
sendiri.”” Mengangkatnya tanpa ada suatu permintaan adalah
hasan. Mengangkatnya dengan adanya suatu permintaan padanya
adalah suatu kebencian. Tetapi jika dipandang untuk suatu wilayah
belum menjadi baik tanpa al gada’ maka wajib ada suatu
permintaan, dan jika ia takut berkhianat pada dirinya sendiri, maka
baginya harus meninggalkan khianat. Jika ia mendapatkan siapa

saja yang lebih baik daripadanya, suatu permintaan tidak

"4Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma ‘rifat
Ma ‘ant Alfaz al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997)., juz. 4, him. 65..

5Abi ‘ Adul Mu’thi Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi al-Syafi’i, Nihdyatual-Zain fi
Irsydd al-Mubtdi-in, (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2008), hlm. 415.

75Abii Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al- Wajiz fi Figh Madhhab al-Imam
al-Syafi 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004)., hlm. 479.

7Ibid,him.479
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diperbolehkan. Jika diangkat, maka di dalam pengangkatan
pemimpin untuk yang diutamakan ada perselisihan, sedangkan di
dalam gadha’ ada keraguan. Yang lebih benar adalah mengangkat
jika didapatkan yang serupa dengannya, boleh menerimanya dan
tidak disukai menuntutnya. Jika tidak ada dengannya suatu hajat
terhadap rizki, dan jika ia mendapatkan orang yang lebih rendah
darinya kami akan mengatakan : “Ia tidak akan menjadi kokoh
terhadap orang yang diutamakan wajib mencarinya” Dan jika kami
mengatakan : “la akan menjadi kokoh, tidak wajib. Dan di dalam
keharusan menerima jika digantikan oleh selain yang memintanya
ada dua bentuk, ketika dia tidak memintanya, sesungguhnya ia
boleh menerimanya. Memintanya jika ia tidak takut pada dirinya
sendiri berkhianat. Jika ia takut berkhianat maka ia harus berhati-
hati.

Penetapan hukum fardlu kifayah terhadap pengangkatan
hakim berdasarkan pertimbangan adanya nilai amar ma’ruf dan
nahi mungkar padanya, yang merupakan dua kewajiban yang
bersifat kifayah. Sebagian ulama menyatakan bahwa peradilan
merupakan salah satu urusan dari beberapa urusan kaum muslimin
serta kemaslahatan dari beberapa kemaslahatan bagi kaum
muslimin  : pertolongan wajib menggunakannya, karena
sesungguhnya manusia membutuhkannya. Adanya peradilan
adalah merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada
Allah SWT. Untuk itulah diutuslah para nabi ‘alathimus salam.
Ibnu Mas’ud menyatakan bahwa beliau lebih senang duduk di
antara dua orang hakim daripada beribadah 70 tahun.”®

8 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Isiami wa Adillatuhii, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1985). juz
6, him.481.
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Dalam masalah pengangkatan hakim ini Rasulullah SAW
bersabda : 7

a6 ) g bl Jad e JB b gadde dl e il e

Dari Nabi Muhammad SAW bersabda : Barangsiapa yang diangkat

sebagai qadi (hakim) di antara manusia maka seolah-olah dia
disembelih tanpa menggunakan pisau.

Dalam riwayat lain berbunyi : 8°
O b 38 el 3 e s JU ol g adde d) s il (e
Telah menceritakan pada kami Nashr ibn Ali, telah menceritakan
kepada kami Fudloil ibn Sulaiman, telah menceritakan pada kami
‘Amru bin ‘Amri, telah menceritakan kepada kami Sa’id al
Magburi dari Abu Hurairoh Ra dari Nabi SAW Beliau bersabda :
Barangsiapa diangkat sebagai qadi maka seolah-olah dia
disembelih tanpa menggunakan pisau.

Kalimat ¢sSw s =5 3%  merupakan bentuk kinayah dari
rusaknya seseorang disebabkan oleh masalah qada’®' Nabi
Muhammad menjelaskan bagaimana apabila seorang hakim salah
dalam memutuskan suatu perkara :
ald Cuald agiald aSlall aSa 13 alu g ade dl) Lo dl) J g 0 JU
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Bersabda Rasulullah SAW : “Jika seorang hakim memutuskan
suatu perkara dan ia bersungguh-sungguh, apabila benar maka

baginya dua ganjaran. Dan jika seorang hakim memutuskan suatu
perkara dan ia salah maka baginya satu ganjaran saja.” Maka aku

Ab1 ‘ Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, (Semarang: Karya
Toha Putra, tt), juz:2, hIm.774.

80 Abi Dawiid Sulaiman ibn al-Asy*‘ats as-Sijistani, Sunan Abi Dawid, (Semarang: Karya
Toha Putra, tt)., ,juz:2, him. 164.

81 as-Sayyid Abi Bakr al-Masyhiir bi as-Sayyid al-Kubra ibn al-‘Arif billah as-Sayyid
Muhammad Syaththa ad-Dimyati, Tnayah at-Talibin, (Dar al-Ihya’ al-‘ Arabiyyah, tanpa tahun),
jil. 4, him. 210.), juz4, him. 210.

82Abi Dawiid Sulaiman ibn al-Asy‘ats as-Sijistani, Sunan Abi Dawiid,,hlm.164
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telah bercerita keapada Abu Bakar ibn Hazm dan beliau berkata :
“Demikianlah telah menceritakan padaku Abu Salamah dari Abu
Huroiroh.”

Putusan berarti kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis
Hakim yang diberi wewenang untuk memutuskan suatu perkara
dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara
pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam suatu sidang
yang sifatnya terbuka untuk umum.83

Putusan bisa juga diartikan sebagai suatu keputusan
pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa atau
perselisinan, dalam arti putusan merupakan suatu  produk
pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, yaitu merupakan
produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut jurisdictie, karena
adanya dua pilihan yang berlawanan dalam suatu perkara (pihak
Penggugat dan Tergugat).34

Putusan bisa juga berarti suatu produk Pengadilan Agama
karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara,
yaitu “pihak Penggugat dan Tergugat.” Produk pengadilan
semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang
sesungguhnya atau juridictive contentiosa.8 Contoh putusan
adalah putusan perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat
(suami).

Putusan adalah suatu pernyataan yang berasal dari seorang
hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk
memutuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara

$Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Goup, 2018), him.306.

8Mardani, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah,
(Jakarta:Sinar Grafika, 2010), him.118.

$Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT.Raja Grafindo
Persada, 2015,), him.203.
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atau sengketa antara pihak yang berperkara.¢ Putusan adalah
pernyataan hakim yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk
tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk
umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).%

Putusan hakim bisa diartikan sebagai suatu pernyataan yang
diucapkan atau disampaikan oleh hakim, sebagai pejabat negara
yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan
bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara (kasus)
atau sengketa antar pihak. 38 Putusan Pengadilan juga bisa diartikan
sebagai pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang secara
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau pembebasan atau
lepas dari segala bentuk tuntutan hukum dalam hal serta menurut
cara yang diatur di dalam KUHAP.

b. Kekuatan Putusan Hakim

HIR®/RBG® sama sekali tidak memuat ketentuan tentang
kekuatan hakim, kecuali dalam Pasal 180 HIR/191 RBG hanya
menyebutkan  adanya suatu putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.! Pasal 1917 dan 1918 KUHP Perdata juga

menyebutkan kekuatan suatu putusan hakim yang telah

%M.Rum Ness,dkk., Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia,
(Yogyakarta : Ull Press, 2016) him.163.

87Yulia, Hukum Acara Perdata, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2018),hIm.81.

$Rocky Marbun, dkk., Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan
Perundang-undangan Terbaru, him.260.

¥HIR (Het Herziene Indlandsch Reglement vyaitu Reglemen Indonesia yang
Dibaharui/R.1.B termuat di dalam Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44. Merupakan hukum acara
perdata yang berlaku untuk wilayah Sumatra, Jawa dan Madura.HIR pada awalnya berisikan juga
hukum acara pidana, yang berkaitan dengan pidana telah dinyatakan tidak berlaku semenjak
keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal
KUHAP/ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Kamus Hukum Lengkap oleh Rocky
Marbun dkk.)

“RBG (Reglement Voor de Buitengeweten) adalah pengganti berbagi peraturan yang
berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalm suatu daerah tertentu saja. Seperti
reglemen bagi daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Kalimantan, Minahasa dan lain-
lain.RBG berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. RBG ditetapkan di dalam Pasal 2 Ordonasi
11 Mei 1927 Lembaran Negara No. 227 Tahun 1927 dan mulai berlaku 1 Juli 1927. (Moh Taufik
Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata).

°IMoh Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata ,(Jakarta : Rineka Cipta,
2009), him. 131.
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memperoleh kekuatan mutlak. Juga dalam Pasal 21 UU
Nomor.14/1970 ada disebutkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
1) Kekuatan Mengikat Jenis Prodak Pengadilan
Putusan Pengadilan Agama (PA) yang dijatuhkan oleh
hakim Pengadilan Agama adalah untuk menyelesaikan perkara
antara Penggugat dengan Tergugat vyaitu dengan cara
menetapkan siapa yang berhak dan apa pula hukumnya. Kalau
ada pihak-pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan
sengketa mereka sendiri secara damai dan kemudian
mengajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama, maka
konsekuensinya adalah pihak-pihak yang berperkara seharusnya
tunduk dan patuh atas putusan yang dijatunkan pengadilan.
Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan
semestinya diterima oleh pihak-pihak yang berperkara tanpa
tidak melakukan tindakan yang bertentatangan dengan Putusan
Pengadilan Agama tersebut.®> Putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap (kracht van gewijsde, power in
force) tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah
mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat (bindende kracht,
binding force). Dalam peribahasa disebut “res judicata
proveritate habitur,” artinya putusan yang pasti dengan
sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap
benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk
memenuhi isi putusan tersebut.®® Terikatnya pada putusan
hakim dapat bersifat positif maupun negatif. Sifat positif

putusan hakim adalah bahwa apa saja yang telah diputuskan

92Chatib Rasyid dan Syarifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada
Peradilan Agama,(Yogyakarta : Ull Press, 2009).,him.119.

%Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
,him.323.
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hakim harus dianggap benar sehingga tidak mungkin dilawan.**
Sedangkan putusan hakim yang bersifat negatif adalah bahwa
hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus
sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok
perkara yang sama (nebis in idem).
2) Kekuatan Pembuktian

Putusan Pengadilan harus dibuat secara tertulis. Hal ini
bertujuan agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para
pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding,
kasasi atau juga untuk eksekusi. Putusan itu sendiri merupakan
akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.
Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (bewjis, evidence)
olen pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai
peristiwva yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena
putusan hakim itu membentuk secara konkret (concreto) maka
peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga
memperoleh bukti yang berlaku baik antara pihak-pihak yang
berperkara, maupun pihak ketiga.®s

Putusan Pengadilan Agama dapat dipergunakan semua
pihak sebagai alat bukti untuk mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Agama, kasasi ke Mahkamah Agung RI atau
mengajukan permohonan eksekusi apabila pihak yang
dikalahkan tidak bersedia melaksanakan isi putusan Pengadilan

Agama tersebut secara sukarela.”

%Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia
Lengkap Dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga
Peradilan Agama di Indonesia, him.316.

%Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Peradilan Agama,
him.324.

%Chatib Rasyid dan Syarifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada
Peradilan Agama,him.120.
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Selain dari itu, putusan Pengadilan Agama tersebut telah
memberikan kepastian hak dan kepastian hukum tentang suatu
persoalan yang telah menjadi perkara dan telah diputuskan
oleh Pengadilan Agama. Apabila ada gugatan baru mengenai
hal (objek) yang sama, pihak-pihak yang sama dan alasan yang
sama, prosesual berdasarkan alasan ne bis in idem. Dengan
demikian, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 3
Oktober 1973 Nomor.588K/Sip11973 maka gugatan Penggugat
harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim Pengadilan
Agama yang memeriksa perkara tersebut. Hal lain yang perlu
mendapat perhatian adalah, meskipun putusan Pengadilan
Agama tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak
ketiga, tetapi putusan Agama itu mempunyai kekuatan
pembuktian terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga yang
merasa dirugikan akibat dari putusan Pengadilan Agama
tersebut tidak mengajukan perlawanan (derden verzet).

3) Kekuatan Eksekutorial.

Yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan peradilan
secara paksa oleh aparat negara (executorial e kracht,
executorial power).”” Setiap putusan harus memuat titel
eksekutorial, yaitu kalimat “demi keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa,” Putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap atau telah memperoleh kekuatan
yang pasti mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan
(executorial kracht, executionary power). Pihak yang
dinyatakan kalah di dalam persidangan terhadap suatu
perkara di pengadilan berkewajiban melaksanakan isi putusan
tersebut secara sukarela. Jika tidak mau melaksanakan isi

putusan tersebut maka ia dapat dikenakan eksekusi secara

7Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
,him. 324-325.
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paksa oleh ketua pengadilan. Akan tetapi, hanya putusan yang
bersifat condemnatoir yang memerlukan eksekusi, sedangkan
putusan yang bersifat declaratoir dan constitutief tidak
memerlukan eksekusi. Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal
95, 93 dan 103 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
bahwa peradilan agama sudah dapat melaksanakan eksekusi
atas putusan dan penetapannya sendiri dengan adanya lembaga

juru sita.”®

c. Metode Penemuan Hukum

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang
diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit
dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (ius curia
novit), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum,
sebab hukum itu beragam macamnya ada yang tertulis dan ada yang
tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar perkara yang
diajukan kepadanya. la tidak boleh menolak suatu perkara dengan
alasan hukum tidak jelas atau belum jelas, melainkan ia wajib
mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai hukum vyang hidup dalam masyarakat.®
Penemuan hukum oleh hakim harus dilakukan ketika peraturan hukum
positif atau hukum terapan mengenai kasus tertentu belum ada atau
sudah ada tetapi tidak lengkap atau tidak jelas atau tidak dapat
memberikan perlindungan hukum dan keadilan pada kasus baru yang
dihadapi sehingga hakim  mengalami kendala  yuridis dalam

memeriksa dan mengadili perkara, demi mewujudkan keadilan.%

%zZulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia
Lengkap Dengan Sejarahdan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga
Peradilan Agama di Indonesia, him.317.

“Abdul Manan, Pener apan Hukum Acara PerdatadiL ingkungan Peradilan Agama,him.
292.

10A Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun
Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan , (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar,2017), hlm. 65.
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Penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum
yang dilakukan oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang
ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa
hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum
adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das
Sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret
(das Sein) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret,
konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan
untuk itu perlu dicarikan hukumnya!®!

Penemuan hukum (rechtsvinding) berarti menemukan konsepsi
hukum yang tepat dan fungsional manakala hakim pemeriksa perkara
menghadapi kendala yuridis (undang-undang) dalam memeriksa
(konstatiring), mempertimbangkan (kualisifiring), dan mengadili
(konstituiring) perkara yang dihadapi agar dapat memberikan
perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak dalam perkara
demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.102

Penemuan hukum dalam memeriksa suatu perkara (konstatiring)
yang dilakukan hakim pemeriksa perkara bisa berhasil menemukan
fakta hukum yang benar baik secara logis maupun yuridis untuk
kemudian dipertimbangkan dan diadili. Penemuan hukum sangat
diperlukan manakala  hakim menghadapi kendala yuridis yang
biasanya terjadi di dalam menerapkan hukum pembuktian atau
pembebanan bukti. Tanpa adanya fakta hukum yang benar hakim
tidak mungkin dapat menjatuhkan putusan yang benar.1%3

Sumber penemuan hukum bagi hakim yang sedang memeriksa

perkara di dalam persidangan yang berupa : kitab-kitab perundang-

1015 dikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Cahaya
Atma Pustaka, 2014), him.49.

102A Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan
Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2018), him.87.

13 hid, hIm.87.
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undangan yang merupakan hukum tertulis, kepala adat dan penasihat
agama sebagai hukum yang tidak tertulis, sumber yurisprudensi,
dengan catatan bahwa hakim tidak boleh sama sekali terikat dan
terpengaruh dengan putusan-putusan yang terdahulu, tulisan-tulisan
yang berasal dari para pakar hukum serta buku-buku yang ada
kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa. %4
Hakim di dalam menemukan hukum pada suatu permasalahan
yang berkaitan dengan hukum menggunakan berbagai macam metode
penemuan hukum. Adapun beberapa metode penemuan hukum yang
digunakan antara lain oleh para hakim di Pengadilan demi untuk
menyelesaikan suatu kasus adalah sebagai berikut :
1) Metode Penemuan Hukum Dengan Metode Interpretasi
Metode interpretasi adalah metode penafsiran terhadap
suatu teks undang-undang, masih berpegang pada bunyi teks
itu.1%5 Penafsiran hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim saja,
tetapi juga oleh para peneliti hukum, mereka yang berhubungan
dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum. Yang
akan diuraikan di sini adalah penafsiran oleh hakim, karena
penafsirannya itu mempunyai wibawa karena dituangkan di dalam
putusan.'% Metode penafsiran oleh hakim adalah penafsiran atau
penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak
menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap suatu
peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat. Ini bukan
berarti sekadar menerapkan peraturan, bukan sekadar melakukan
subsumsi!??
Lazimnya dibedakan antara pelbagai macam  metode

interpretasi, tetapi tidak mudah untuk dipisahkan satu sama lain.

104Apbdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
hlm.292-293.

1051 hid, him.293

1065y dikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, him.73.

1971 bid, him.73.
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Mengenai batasan atau definisi masing-masing, metode tidak ada
kata sepakat.

Metode penafsiran untuk menemukan sebuah hukum
mempunyai jenis yang sangat banyak. Adapun berbagai macam
jenis metode penafsiran antara lain : metode penafsiran substantif,
metode penafsiran penafsiran gramatikal, metode penafsiran
sistematis atau logis, metode penafsiran historis, metode
penafsiran  sosiologis atau teleologis, metode penafsiran
komparatif, metode penafsiran restriktif, metode penafsiran
ekstensif dan metode penafsiran futuristik.

Metode penafsiran substantif adalah metode yang digunakan
ketika diharuskan untuk menetapkan suatu teks undang-undang
terhadap kasus inkronketo dengan belum memasuki rapat
penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi menerapkan
silogisme. 108

Metode penafsiran gramatikal, peraturan perundang-
undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan
pengadilan juga ditulis dalam bahasa yang logis dan sistematis.
Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum
jelas ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum
sehari-hari. Metode penafsiran gramatikal ini  merupakan
penafsiran yang sederhana bila dibandingkan dengan penafsiran
yang lain.1%

Metode interpretasi historis berarti metode penafsiran dengan
melihat latar belakang (sejarah) dibentuknya peraturan hukum
secara kontekstual dengan tujuan untuk mengetahui maksud dan

1%Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
him.293-294.
191 bid, hlm.294.
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illat dari ketentuan hukum yang terkandung dalam teks.!'* Metode
interpretasi historis adalah penafsiran makna suatu undang-undang
menurut terjadinya terjadinya dengan jalan meneliti sejarah
terjadinya.

Interpretasi historis meliputi penafsiran menurut sejarah
hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-
undang."! Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap
kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kehidupan
manusia yang dapat menyebutkan secara historis. Metode
interpretasi  yang hendak memahami undang-undang dalam
konteks seluruh sejarah disebut interpretasi menurut sejarah
hukum. Di sini yang diteliti adalah ketentuan atau lembaga hukum
sepanjang sejarah serta sumber-sumber hukum yang digunakan
oleh pembentuk undang-undang.!?

Metode penafsiran sosiologis atau teleologis adalah metode
yang menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan
kemasyarakatan. Di sini hakim menafsirkan undang-undang
sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya
adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi
kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah
usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan
dengan kondisi serta situasi saat ini atau situasi sosial yang
baru.!® Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan

untuk menyelesaikan atau memecahkan sengkata pada waktu

"9A Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan“ Penerapan
Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2018), him.273.

1gydikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebua hPengantar, him.77-78.

121 bid,hIm.78

"3Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
hlm.295.
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sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam
undang-undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara''4

Metode penafsiran komparatif adalah metode penafsiran atau
interpretasi terhadap undang-undang dengan mengkomparasikan
(membandingkan) antara berbagai sistem hukum. Penafsiran
model ini paling banyak digunakan pada hukum perjanjian
internasional. Di luar hukum internasional, penafsiran komparatif
jarang sekali dipakai. 13

Metode interpretasi restriktif adalah metode penafsiran yang
berfungsi menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang
lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi. Ini merupakan
suatu metode penafsiran dengan mempersempit arti suatu
peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.16

Menurut interpretasi gramatikal, kata “tetangga”dalam pasal
666 KUH Perdata dapat diartikan setiap tetangga termasuk
seorang penyewa dari pekarangan tetangga sebelah. Kalau
tetangga ditafsirkan tidak termasuk tetangga penyewa, ini
merupakan interpretasi restriktif!!”

Metode penafsiran ekstensif adalah metode penafsiran yang
membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh
penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal
1576 KUH Perdata, ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata,
tetapi juga “peralihan hak.” 118

Metode penafsiran futuristis adalah penafsiran undang-

undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada

114Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, him.79.

"SAbdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Peradilan Agama,
him.295.

165 dikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,him.82.

"71bid ,hIm.82.

18Apdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama ,him.
295.
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undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum!®. (ius
constituendum). Misalnya suatu rancangan undang-undang yang
masih dalam perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

2) Penemuan Hukum dengan Metode Konstruksi

Dalam praktik peradilan, penemuan hukum dengan metode
konstruksi terdiri dari : Argumentum Per Analogiam (Analogi),
Argumentum a Contrario (a contrario), penyempitan hukum
(Rechtsverfijnig), dan fiksi hukum.

Argumentum Per Analogiam (Analogi) adalah metode
konstruksi yang digunakan hakim untuk memperluas peraturan
perundang-undangan yang sempit ruang lingkungnya dengan
menganalogikan pada peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip
dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.!?*

Argumentum Per Analogiam juga disebut dengan analogi
yang di dalam hukum Islam dikenal dengan “Qiyas.” 12! Metode
konstruksi ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan
putusan dalam suatu konflik yang tidak ada peraturannya, tetapi
peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.

Argumentum a Contrario (a contrario) adalah menafsirkan
dengan mengambil makna yang sebaliknya secara kontradiktif
berdasarkan ilat atau alasan hukumnya. Dalam hukum dikenal
adanya asas atau kaedah bahwa ada ilat ada hukum, tidak ada ilat
tidak ada hukum.122

Misalnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang
menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Melalui interpretasi argumentum a contrario (mafhum

191bid, him. 295

120Sydikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, him. 86.

21Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
him.295.

12A Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan
Penemuan Hukum, Ultra Petitadan Ex Officio Hakim Secara Proporsional, him.273.
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mukhalafah), maka dapat diambil beberapa ketentuan konsep
hukum seperi berikut ini: >3 perkawinan yang dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sah;
perkawinan antara dua orang hanya dapat dilakukan dengan cara
yang sama dengan sepasang mempelai; perkawinan yang
dilakukan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan
kepercayaan itu tidak sah.

Dengan kata lain Argumentum a Contrario (a contrrario)
adalah cara menafsirkan atau menjelaskan suatu undang-undang
yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa
konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam
undang-undang.!?4

Pada a contrario titik berat diletakkan pada ketidaksamaan
peristiwanya. Di sini peraturan yang disediakan untuk peristiwa
yang hendak dicarikan hukumnya tidak ada. Yang ada hanyalah
peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa yang tidak
sama, tetapi ada unsur kemiripannya dengan peristiwa yang
hendak dicarikan hukumnya.?3

2. Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : pisah,
putus hubungan sebagai Tergugat (suami) dan istri (Penggugat),
perpisahan, berhenti berlaki bini. Sedangkan pengertian perceraian
menurut  yuridis berarti putusnya suatu perkawinan, yang
mengakibatkan putusnya hubungan sebagai Tergugat (suami) dan istri
(Penggugat) atau berhenti berlaki-bini suami (Tergugat) atau istri
(Penggugat) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia.!2¢

1231 bid, him.273

1245udikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, him.89

2| hid ,hIm.89.

126Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), him.



70

Perceraian menurut Pasal 38 UU Nomor.1 Tahun 1974 berarti
putusnya perkawinan. Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1
UU Nomor.1 Tahun 1974 berarti ikatan lahir batin antara seorang
lelaki dengan seorang perempuan sebagai Tergugat (suami) istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan
pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor.1 Tahun 1974
perceraian dapat diartikan putusnya ikatan lahir dan batin antara
Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) yang mengakibatkan
berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara Tergugat
(suami) dan istri. Perceraian juga bisa diartikan hilangnya suatu
ikatan atau membatasi geraknya dengan Kkata-kata khusus sedang
maknanya hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi
Tergugat (suami) bercampur dengan istri (Penggugat)nya.'?” Adapun
landasan hukum adanya pensyari’atan terhadap perceraian adalah al
kitab (al Quran), sunnah dan ijma’ para ulama.'?

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah
adanya upaya Pengadilan untuk mendamaikan Tergugat (suami) dan
istri (Penggugat) yang bersengketa. Hal ini berdasarkan pada Undang-
Undang No, 1 Tahun 1974 Pasal 39. Tujuan diadakannya perceraian
di depan pengadilan adalah untuk menghindari tindak sewenang-
wenang dari salah satu pihak yang bersengketa terutama dari pihak
Tergugat (suami). Terjadinya perceraian bisa dikarenakan istri
(Penggugat) melakukan gugat cerai kepada Tergugat (suami). Adapun
penyebab istri (Penggugat) menggugat cerai Tergugat (suami) antara
lain :'2° Tergugat (suami) tidak memberi nafkah lahir dan nafkah batin

27Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam dil ndonesia, (Yogyakarta : Istana
Publishing, 2015), him.142.
128 Mustafa al-Khinn dan Mustafa al-Bugha, al-Figh al-Manhaji ‘ald Madhhab al-Imam
asy-Syafi T rahimahullah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992)., Juz 4, him.119.
129Gatria Effendi M.Zein., Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis
Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010),
hlm.97-143.
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pada istri (Penggugat), Tergugat (suami) melakukan poligami
(menikah lebih dari satu orang), dan pernikahan tidak diberikan
keturunan.

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari
kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak
ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk
dijadikan pasangan barunya, atau Tergugat (suami) yang tidak
melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah anak laki-laki
yang mampu untuk menafkahi istri (Penggugat) dan anak-anaknya,
atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan Tergugat (suami) dan
istri (Penggugat) yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun
akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka. '*°

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur
kemaslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara Tergugat (suami)
istri (Penggugat) yang bertikai tidak menemukan jalan perdamaian.
Perceraian hendaklah menjadi alternatif yang lebih mendidik kedua
belah pihak. Hukum Islam memberikan kebebasan sepenuhnya
kepada keduanya (suami dan istri) untuk mempertimbangkan segala
sesuatunya dengan matang dalam batas-batas yang dapat
dipertanggungjawabkan. 13!

Perceraian merupakan suatu perkara yang halal namun dilarang
oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda : '3

D3 G e G, A (laa U fearallil G008 s

A Q3 08 5as G A o 08, B3 G laa (8, (ALal

G ) ) PIAl Gadgl : plug Ade A L
Telah menceritakan pada kami Katsir ibnu ‘Ubaidillah ibn al Walid
al Washofi dari Muharits ibnu Ditsar. Telah menceritakan pada kami
Abdullah ibn Umar beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda :

Perkara yang sangat dibenci oleh Allah dari perkara yang halal
adalah thalag (cerai).

3%Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta :
PT.Pustaka Baru Press, 2016), him.104.

B11bid, him.105.

132 Abi ¢ Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Mdjah, ,juz.1 him.650.
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Perceraian terbagi menjadi dua macam :!3 yakni talak ba’in
dan talak roj’i. Adapun talak roj’i adalah orang yang memiliki

padanya seorang istri (Penggugat) yang kembali padanya tanpa
memilihnya dengan syarat mendukhulnya.!3* Dalil dari Talak Roj’i
Firman Allah SWT :133

53l 1 sladls Ceial (AT 2ol 2881 1) 2 20 i

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu.

Nabi Muhammad SAW bersabda : 3¢

ug@uugm\mug u_n.u.l\u.a m\mtﬁ M@iﬁyilﬁﬁs
c\.uu\ea‘)@_h(uuamea‘)_@_}m‘;\;\.@_uﬂaf d\s& (gLuJMSr.aLU\
40 al ol 5300 00 Lekaal 55 ) 5 eaalad B 08 (gl

Telah menceritakan pada kami Abu Bakar Abi Syaibah. Telah
menceritakan pada kami Abdullah ibnu Idris. Dari Ubadillah, dari
Nafi’, dari Ibnu Umar beliau berkata : Aku telah mentalak istri
(Penggugat)ku sedangkan istri (Penggugat) dalam kondisi haid.
Kemudian Ibnu Umar mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah
SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda : “Teruskan!” Maka ia
kembali sampai suci. Kemudian Penggugat (istrinya)haid. Kemudian
perempuan tersebut suci lagi. Kemudian jika ia menghendaki
menceraikannya sebelum mengumpulinya. Kemudian ia juga
menghendaki  menahannya  (tidak  menceraikannya).  Maka
sesungguhnya iddah itu merupakan perintah Allah.

Talak raj’i bisa juga berarti talak yang dijatuhkan satu kali oleh
seorang Tergugat (suami) dan Tergugat (suami) bisa rujuk kembali

kepada istri (Penggugat) yang telah ditalak satu kali tersebut.!3’

133 Abii al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi
al-Andalusi yang masyhur dengan Ibn Rusyd al-Hafid, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-
Mugtasid, (al-Haramain, tt)., juz.2 ,hIm.45,

1341bid,Juz 2,him.45.

135QS. Al Tholag :1.

136 Abi ‘ Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, hIm.651.

B37Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, him.125.
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Talak raj’i bisa juga diartikan talak yang dijatuhkan Tergugat
(suami) kepada istri (Penggugat) yang telah dikumpuli, bukan talak
karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Tergugat
(suami) secara langsung dapat kembali kepada Penggugat (istrinya)
dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru
lagi.!3®

Talak raj’i bisa juga diartikan bolehnya Tergugat (suami) rujuk
kembali kepada Penggugat (istrinya) selama istri (Penggugat) masih
dalam masa ‘iddah, talak roj’i bisa berupa talak satu atau talak dua.!’

Talak bain'#° dapat diartikan jenis talak yang tidak dapat dirujuk
kembali oleh Tergugat (suami), kecuali dengan perkawinan baru
walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum
digauli.

Adapun bain terbagi menjadi dua yaitu bain kubro dan bain
sughro. Bain kubro (talak tiga) yaitu seorang Tergugat (suami) tidak
boleh rujuk kembali kepada mantan istri (Penggugat)nya, kecuali
mantan Penggugat (istrinya) telah menikah dengan lelaki lain, sudah
berhubungan badan, diceraikan Tergugat (suami) kedua serta pada
masa perceraian kedua tersebut telah habis masa iddahnya, barulah
Tergugat (suami) pertama boleh menikah mantan Penggugat (istrinya)
kembali. Pernikahan dan perceraian dengan Tergugat (suami) kedua
adalah pernikahan dan perceraian yang murni tanpa ada rekayasa dari
pihak mantan Tergugat (suami) atau mantan Penggugat (istri). Bila
pernikahan dan perceraian mantan Tergugat (suami) kedua dengan
Penggugat (istrinya) hanyalah rekayasa maka pernikahannya tidak
sah. Talak bain sughro (talak tebus) adalah tidak bolehnya Tergugat

(suami) rujuk pada mantan Penggugat (istrinya) tetapi diperbolehkan

13¥Moh.Fauzan Januri ,Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial, him.245
139Sylaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004), him.418.
140Moh.Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial, him.245
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menikahinya kembali baik pada masa iddah atau setelah selesai masa
iddahnya.'#!

Di dalam Al Qur’andan Sunnah Rasulullah SAW serta pendapat
para Ulama Imam Madzhab telah menyebutkan dengan gamblang
mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perceraian.

Menurut Syarah al-Kabir, hukum perceraian terbagi menjadi 5
macam :!4?

a. Pada Kasus Syigoq Perceraian Menjadi Wajib.

Menurut Soemiyati Syiqoq adalah perselisihan atau menurut
figih berarti perselisihan Tergugat (suami) istri (Penggugat) yang
diselesaikan dua orang hakam, satu dari pihak Tergugat (suami)
dan satu orang dari pihak istri (Penggugat).'®* Syiqog mengandung
arti pertengkaran, kata ini dikhususkan pada kasus Tergugat
(suami) Penggugat (istri). Jadi syigoq berarti pertengkaran yang
terjadi pada Tergugat (suami) istri (Penggugat) yang tidak bisa
diselesaikan oleh keduanya. Syigoq timbul karena disebabkan
Tergugat (suami) atau istri (Penggugat) tidak melaksanakan
kewajiban yang dipikulnya.'** Pengangkatan hakam pada
perselisihan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) ini bertujuan
untuk mendamaikan perselisinan di antara kedua belah pihak dari
pasangan Tergugat (suami) serta istri (Penggugat) tersebut. !4

Yang dimaksud dengan hakam adalah orang yang bijaksana
yang memiliki kemampuan menjadi penengah ketika terjadi
perselisihan antara pasangan Tergugat (suami) dan Penggugat
(istri). Orang yang menjadi penengah Tergugat (suami) istri
(Penggugat) harus bersikap netral tidak memihak pada Tergugat

141Sylaiman Rasjid, Figh Islam, him.418.

“2Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Persfektif Figih dan Hukum Positif,
(Yogyakarta : Ull Press, 2011), hlm.95.

SMuhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, him.129.

144Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Persfektif Figih dan Hukum Positif,
him.101.

“SMuhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, him.129.
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(suami) ataupun Penggugat (istri). Adapun dasar penyelesaiannya
kasus syiqoq berdasarkan firman Allah SWT :

3 &) Wb e a5 4laT (o L&A 1 indl Lagis (185 583 () 5

(Yo :eluall) 15 d Wle HEAN G g D 385 W)
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada Tergugat (suami)-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Bila perceraian masih bisa dicegah maka hukum perceraian
menjadi makruh. Hal ini bila tanpa perceraian tidak akan
membahayakan baik Tergugat (suami) ataupun istri (Penggugat)
serta masih ada harapan untuk bisa berdamai.
Hukum perceraian menjadi mubah bila ada hal-hal yang diperlukan
utamanya bila istri (Penggugat) mempunyai perangai yang buruk
serta membahayakan bagi kelangsungan rumah tangga itu sendiri.
Hukum perceraian menjadi mandub jika istri (Penggugat) tidak
mau melaksanakan kewajiban terutama kewajiban kepada Allah
atau istri (Penggugat) berbuat serong atau zina.
Hukum perceraian menjadi mahzur jika perceraian Tergugat
(suami) dan istri (Penggugat) dilakukan pada waktu istri
(Penggugat) haid.

Di dalam hukum Islam (fikih) ada beberapa bentuk

perceraian yaitu ;146

a.

Perceraian yang terjadi karena kematian salah satu pasangan yaitu
suami atau istri.
Thalak secara bahasa berarti : (il 5 J—,¥') melepaskan serta

meninggalkan).'47

146Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015),

him.229

147 As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (tanpa kota: Dar al-Kutub, 1983).,hIm.206.
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c. Sedangkan pengertian thalak secara syar’i berarti : 43
A sV elgil s s dday) ) s
Lepasnya ikatan perkawinan serta berakhirnya pasangan Tergugat
(suami) Penggugat (istri). Talak bisa juga diartikan : e J~ s
o9y (3O Ladly 1S3l putusnya ikatan perkawinan dengan lafaz talak
dan sejenisnya.'#
Menurut Wahbah Zuhaili perceraian secara bahasa diartikan
sebagai :'%°
ol aSay ol 550 sl o sled) s )5 1) e
Rusaknya suatu perkawinan adalah berakhirnya pernikahan atas
usaha Tergugat (suami) atau karena hukuman dari hakim.
Adapun pengertian perceraian secara istilah menurut Wahbah
Zuhaili adalah :
a1 e sy s 3 e Al Uil 5 1 30 Al 5 (]
Perceraian adalah rusaknya ikatan perkawinan serta putusnya
ikatan di antara dua Tergugat (suami) dan istri (Penggugat)
disebabkan salah satu sebab dari beberapa penyebab.
Talak juga bisa berarti lepasnya ikatan perkawinan atau
bubarnya suatu perkawinan.!3> Talak menurut pendapat para

ulama fikih berarti : 133

Menghilangkan ikatan perkawinan di dalam suatu keadaan ataupun
harta benda dengan lafazh khusus atau apa saja yang akan terjadi
karena perceraian itu.

3. Maqasid al Syari’ah
a. Pengertian Magqasid al Syari’ah

1481 bid.,hIm 206

19AbT ‘Abdul Mu‘ti Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jaw1 asy-Syafi‘i, Nihayat az-Zayn
[fiIrsyad al-Mubtadi 'in, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2008)., ,hIm.362.

150 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Isiami wa Adillatuhi, juz¥, him.347.

11bid, him.347.

152Moh.Fauzan Januri, Pengantar Hukumlslam PranataSosial,

153 Wazarat al-Awqaf wa asy-Syu’iin al-Islamiyyah, al-Mawsii ‘ah al-Fighiyyah, (Kuwait:

Dhat as-Salasil, 1987)., juz 29,.hIm.5
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Magasid al SyarT’ah ( 4l salia ) secara bahasa bila
dilihat dari segi susunan katanya (i’rabnya) disebut al tarkib idafi
(AuaY¥) s Al 154 yang dalam bahasa Indonesia disebut kalimat
majemuk. Maqasid al Syari’ah ( 4a,&ll Malia) terdiri dari dua kata
yaitu maqasid ( <) yang di dalam nahwu berfungsi sebagai
mudaf ilaihinya. Kata («<a%s) adalah jama’ dari kata maqasid
(Mais )55 atau maqasid (¥al2)!56 yang berarti tujuan atau
kesengajaan. Kata maqasid (3345-3) bila dikaji secara saraf disebut
dengan istilah masdar mimi ( ¢l Juaall ).157 Adapun kata al-
Syari’ah (4a,<4) yang berarti jalan menuju sumber air dan bisa
dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata
day 42 bila dilihat dari segi nahwu disebut mudaf. Tujuan syari’ah
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.!®® As-Syatibi

menyatakan :

ugﬂ\ ‘_g ?PJL@A ?Lwﬁ ‘_g &)Luj\ dalia é:\saﬂ Gkt SOZ d.sg).ud\ 0l

Lae Liall
Sesungguhnya syari’ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan
manusia di dunia dan di akhirat.

Pemahaman syari’at yang membawa kemaslahatan As-
Syatibi tersebut terdapat di dalam kitabnya yang berjudul al
Muwafagot. Menurut As-Syatibi semua hukum dari Allah SWT
pasti mempunyai tujuan. Kemaslahatan sebagai substansi magasid
al Syari’ah dapat terwujud apabila dapat merealisasikan lima unsur

pokok serta memeliharanya. Kelima unsur pokok tersebut adalah :

memelihara agama (hifzh al din), memelihara jiwa (hifzh al nafs),

“Muhammad Sa‘d ibn Ahmad ibn Mas‘ud al-Yiibi, Magasid asy-Syari‘ah al-Islamiyyah
wa ‘Alagatuha bi al-Adillah asy-Syar ‘iyyah, (Arab Saudi: Dar al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tawzt’,

1998)., him.25.

155 Muhammad ‘Abd al-‘ Att Muhammad ‘AR, al-Magasid al-Syari‘ah wa Atsaruha fi Figh
al-Islamiyyah, (Qahirah: Dar al-Hadith, 2007).,hIm.13.

156 Muhammad Sa‘d ibn Ahmad ibn Mas‘td al-Yubi, Magasid asy-Syari‘ah al-Islamiyyah
wa ‘Alagqatuha bi al-Adillah asy-Syar iyyah, (, hIm.25

571bid, hIm.25

138Totok Jumantoro, Kamus Ushul Figh, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), him.196.
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memelihara keturunan (hifzh al nasl), memelihara akal (hifzh al
aql), dan memelihara harta (hifzh al maal). Pengertian tujuan
syariat (magasid syari’ah) yang berarti syariah untuk kemaslahatan
manusia tersebut adalah pengertian magasid yang berfungsi
sebagai doktrin keagamaan.'>® Maksud (tujuan) syari’at merupakan
substansi dari syari’ah di mana berbagai ketentuan detail syari’ah
ditujukan untuk merealisasikan syari’ah itu dalam kehidupan
sehari-hari. Bahkan dalam kasus tertentu ketentuan detail itu dapat
saja mengalami perubahan dalam rangka memenuhi tujuan

syari’ah.160
Al Raisuni menjelaskan definis Maqasid al-Syari’ah yang

berarti :161
daliad Lgiias Ja ¥ Ay il Ciraza 1) Clgadl g i) aualia
el

Tujuan-tujuan yang dibicarakan oleh syariah supaya meletakkan
tujuan-tujuan tersebut untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah.

Magasid al Syari’ah ini ada yang menyebut dengan istilah
magasidul ahkam (sSa¥) salia ) atau maqoshidut tasyri’ (e
&<dl)), ada juga yang menyebut ahdafut tasyri’ (gl «alw) ), 162

Di dalam khasanah ushul figih, tujuan hukum Islam sering
disebut Maqasid al Syari’ah. Yang menjadi bahasan utama dalam
maqoshid al Syari’ah adalah masalah hikmah dan ‘illah
ditetapkannya suatu hukum. Kajian maqoshid al Syari’ah
merupakan kajian yang penting dan menarik dalam bidang ushul

39%vudian Wahyudi, Hukum Islam antara Filsafat dan Politik, (Yogyakarta:Pesantren
Nawasea Press, 2015),hIm.64.

160Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontenporer, (Yogyakarta : UAD Press, 2019),
him.252.

16! Muhammad Sa‘d ibn Ahmad ibn Mas‘td al-Yubi, Magasid asy-Syari‘ah al-Islamiyyah
wa ‘Alagatuha bi al-Adillah asy-Syar iyyah, ,him.14.

12M, Fahmi Thoroba, Hikmatut Tasyri ‘wa Hikmatus Syari’ Filsafat Hukum Islam
,(Malang : Dream Litera Buana), him.163.
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figh.'®>  Dalam perkembangan selanjutnya kajian magoshid al
syari’ah merupakan kajian utama filsafat hukum Islam. Maqasid al
Syari’ah identik dengan filsafat hukum Islam.

Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh para mujtahid
dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam
secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum
kontemporer yang kasus hukumnya tidak diatur secara eksplisit
dalam Quran dan Sunnah.'%4

Di dalam teori magasid al syari’ah (beberapa tujuan dari
syari’ah) terdapat tiga tingkatan yang berkaitan dengan kebutuhan
manusia yaitu :

1) Tingkatan Daruriyat

Kepentingan  dharuriyat yaitu kebutuhan yang paling
fundamental yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia
baik di dunia maupun di akhirat. 165

Kebutuhan dharuriyat ini juga bisa diartikan sebagai
kebutuhan yang bersifat keniscayaan atau keharusan.'s
Kebutuhan dharuriyat juga bisa diartikan kebutuhan yang tidak
boleh tidak, harus ada, karena bila tidak ada, menyebabkan
manusia menjadi tidak ada.'” Dharuriyat (Skussal)
merupakan bentuk jama’ dari kata al dharuri (sus»<! yang
menurut para ulama diartikan perkara-perkara yang sudah
seharusnya ada untuk mewujudkan tegaknya urusan dunia dan

akhirat. 168

163]zomiddin, Pemikiran dan Fillsafat Hukum Islam, (Jakarta : Prenada media Group,2018),
him.84.

1641 bid, hIm.87

165Zaini Rahman, Figh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan
Kebangsaan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), him . 172,

166yudian Wahyudi, Maqoshid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum
Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, (Yogyakarta : Pesantren Nawasea Press, 2007), him.27.

167M.Fahmi Thoroba, Hikmatut Tasyri’ wa Hikmatus Syari’ Filsafat Hukum Islam,
him.163.

168 Figik kuwaitiyyah, juz 2 him. 207
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Magasidut Tasyri’ ini berkaitan dengan tujuan syari’ah
yang lima, yaitu : menjaga agama ({—sdll H—23a) menjaga
diri (o«—) Bis) menjaga akal ( Jiad Bds ) menjaga keturunan
(J—il) B—ds ) menjaga harta dan keturunan ( J—al) s
wa =2l g).

Dalam maqasid al Syari’ah pada lima hal yang tersebut di
atas adalah skala prioritas; apabila ada pertentangan yang
diutamakan yang diutamakan adalah mulai urutan yang
pertama.!%?

Kebutuhan al daruriyah merupakan kebutuhan pokok atau
kebutuhan mendasar di dalam kehidupan manusia (kebutuhan
primer), baik hal-hal menyangkut pemeliharaan kemaslahatan
agama ataupun kemaslahatan  dunia. Bila kemaslahatan
tersebut tidak terpenuhi akan menyebabkan kemafsadatan pada
manusia sehingga menyebabkan manusia cidera, cacat atau
bahkan sampai pada kematian.!”

Magasid esensial (al daruriyah) bisa diartikan sebagai
kepentingan yang harus ada demi kelangsungan tatanan hidup
manusia yang baik secara duniawi maupun ukhrowi di mana
tidak terpenuhinya kepentingan itu akan merusak tatanan
tersebut. Lahsasna mendefinisikannya dengan mengatakan,
“Maslahat daruriyah adalah hal-hal yang harus ada bagi
manusia di mana tanpa terwujudnya hal itu keseluruhan
masyarakat akan berada dalam bencana, kekacauan dan
disrupsi.!”!

2) Tingkatan Hajiyyat (Tingkatan Sekunder).
Tingkatan hajiyat (magasid al hajiyat) adalah segala

sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh manusia untuk

9 bid, him.163.

70Abdul Haliem, Magoshid Al-Shari‘ah Versus Usulal-Figh (Konsep dan Posisinya dalam
Metodologi Hukum Islam), him.21.

71Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontenporer, him.53-54.
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mempermudah mencapai  kepentingan-kepentingan  yang
termasuk ke dalam kategori daruriyat.'”? Al Hajiyyat bisa
diartikan sebagai kebutuhan-kebutuhan  yang kalau tidak
terpenuhi hidup menjadi berat. Hajiyyat dalam rangka untuk
menolak kesulitan — (4&&al gdat),
b. Magqasid al Syari’ah Muhammad Tihir Ibn ‘Asyir.
Muhammad Tthir Ibn ‘Asytr yang dijuluki Syaikh al Magqasid al
SyarT ah al-TsanT mengartikan Maqasid al Syari’ah sebagai berikut :
lgalana s a0 J)sad apan A g il ddasalall oSl 5 i)
18 4 daad alSal g el g 5 8 o s8IL Lk Sl aiad Y Cuay
Ot il Y el 5 daladl gl 5 dry il Calia f
Sl Ak ale CleSall e e L 138 (8 Jay 5 gidaa
WY g 3 yiSe ) gil & Ak sl iS5 AlSa Y o) gl
Makna-makna dan hikmah yang dijaga oleh syari’ah dalam setiap
ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak
hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja melainkan
masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-
makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-
makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.174
Pengertian magasid al syari’ah menurut Ibnu ‘‘Asyir
merupakan perluasan makna serta ta’rif magasid al syari’ah. Hal ini
menjadikan magasid al syari’ah mempunyai peranan yang penting di
dalam penentuan metodologi penetapan hukum Islam.'” Hal ini
terlihat dari kata sifat hukum yang disebutkan oleh lbnu ‘Asyir
bahwa di dalam ushul al-figh sifat hukum tersebut tidak lain adalah
‘illah hukum.
Muhammad Ibnu ‘‘Asytir membagi magoshid syariah menjadi

dua jenis, yaitu maqoshid syari’ah al ‘ammah dan maqoshid syari’ah

172Yudian Wahyudi, Hukum Islam antara Filsafat dan Politik, him.65.

Muhammad Tahir Ibn ‘Asytr, Magasid al Syari’ah al Isamiyyah,(Dar al Kutub al
Mishri : al Qbhiroh dan Dar al Kutub al Lubnant :Beir(t, 2011), him.82.

174Abdul Haliem, Magoshid Al-Shari’ah Versus Usulal-Figh (Konsep dan Posisinya dalam
Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), him.10.

7 bid,hIm.10
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al khossoh. Adapun pengertian maqoshid syari’ah al ‘ammah adalah
beberapa makna serta hukum yang penjelasannya oleh syar’i tidak
dikhususkan pada permasalahan tertentu. Pembahasan maqoshid
syari’ah al ‘ammah ini mencakup seluruh karakter syari’ah, tujuan
atau maksud dari syari’ah secara umum dan seluruh makna yang ada
korelasinya dengan masalah syariah dan lainnya. Di dalam maqoshid
al syari’ah al ‘ammah juga terdapat nilai-nilai yang pokoknya
bertujuan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat yang terkenal dengan
istilah al-dhoruriyat al khomsah, yaitu memelihara agama (hifzhu al
din), memelihara jiwa (hifzh al nafs), memelihara akal (hifzh al aql),
memelihara keturunan (hifzh al nasl), dan memelihara harta (hifzh al
mal). 176

Kemudian lbnu ‘Asylir mengartikan magasid al-syari’ah al
khossoh sebagai suatu aturan yang dikehendaki oleh suatu syari’ah
guna untuk menjadikan magasid pada manusia bisa terealisasi
sehingga mempunyai kemanfaatan untuk terjaganya kemaslahatan
pada manusia itu sendiri. Maqoshid al syari’ah secara khusus inilah
yang terangkum di dalam maqasid al syari’ah al khomsah.!”

Adapun keistimewaan Magasid al-Syari’ah Ibnu ‘Asyir adalah
lebih fokus dan mendalam pembahasannya bila dibandingkan dengan
Maqoshid al-Syari’ahnya Imam Syatibi. Hal ini dikarenakan
pemikiran magqoshid Ibnu ‘Asyiir merupakan pengembangan dari
magoshid yang diprakarsai oleh Imam al Syathibi.”® Tujuan dari
Magqoshid al Syari’ah menurut ‘Asyiir adalah terbantunya umat Islam
melalui undang-undang atau aturan pada kepentingan yang beraneka
ragam serta kemaslahatan yang ada pada saat muncul beraneka ragam

kasus baru yang kompleks. Di samping itu maqoshid syari’ah

176Busyro, Maqosid al Syari ‘ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, him.139.
771bid, him.140.
178Sri Lum’atus Sa’adah, Peta Pemikiran Figih Progresif, him.97.
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bertujuan untuk menggali hujah yang kuat ketika terjadi perdebatan di
antara para ulama pada suatu persoalan.

lonu ‘Asylir menyatakan tujuan Syariat Islam untuk
menegakkan aturan manusia serta untuk kepentingan umat manusia
baik sekarang maupun di masa depan. Dengan "masa depan,” Kita
tidak mengacu pada masalah Akhirat, karena hukum ilahi tidak
menentukan bagaimana orang harus berperilaku di akhirat.
Sebaliknya, Tuhan telah menjadikan status manusia di Akhirat sebagai
akibat dari tingkah laku mereka di dunia ini. Apa yang kami maksud
adalah bahwa beberapa tujuan hukum dari syari’ ah, seperti larangan
minum atau menjual anggur, mungkin tampak membawa kesulitan
dan kerugian bagi mereka yang berkewajiban, dan bahwa yang
terakhir dengan demikian dibuat untuk mengabaikan beberapa
manfaat. Namun, ketika kita merenungkan ketentuan-ketentuan ini,
kita menemukan manfaatnya yang sebenarnya dalam kaitannya
dengan konsekuensi akhir dari berbagai hal.

Dari pemeriksaan induktif (istiqr) dari banyak indikasi dalam
Al-Qur'an dan tradisi Kenabian yang otentik, kita dapat dengan pasti
menarik kesimpulan yang meyakinkan bahwa aturan Syariah Islam
didasarkan pada alasan batin (ihkdm) dan sebab-sebab (asbab) yang
tunduk pada kebaikan universal dan manfaat baik masyarakat maupun
individu. Ibnu ‘Asyar bertujuan membuktikan bahwa Syari‘at secara
umum telah menetapkan tujuan yang lebih tinggi, meskipun ia
menyerahkan penjabaran tujuan tersebut ke tempatnya yang tepat.'”

Untuk memahami tujuan dari syari’ah para ahli hukum tidak
cukup hanya memahami dalil-dalil syariah secara literal saja. Untuk
memahami tujuan dari syari’ah para ahli hukum perlu memperhatikan
konteks tindak tutur yang terdiri dari bukti kontekstual (qoroin),
konteks tuturan dan konteks umum. Para ahli hukum Kketika

"Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, Dar al Kutub al
Mishri: al Qdhiroh dan Déar al Kutub al Lubnant: Beir(t, 2011), him15-16.
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dihadapkan dengan penafsiran yang berbeda terhadap suatu dalil,
dapat mengklarifikasi pada utusan Tuhan sebagaimana yang mereka
lakukan dengan mengamati keadaan yang akan memberi mereka
wawasan tentang tujuan Pemberi Hukum., 13

Secara garis besar dapat diberikan gambaran mengenai
beberapa pokok pemikiran Muhammad Tahir ibn ‘Asytir  terhadap
magqoshid al syariah sebagai berikut : 18!

1) Maqgasid al Syar1’ah dapat terlepas dari ushul fikih ketika
digunakan untuk istinbat al ahkam.

2) Kajian Magasid al SyarT’ah Ibnu ‘Asyur ditekankan pada
tujuan yang bersifat al insaniyyah (hukum yang bersifat
manusiawi) dan al hurriyah (hukum yang mengandung
nilai-nilai kebebasan).

c. Prinsip Dasar Maqasid menurut Muhammad Tahir bin ‘Asyir
Muhammad Tahir bin ‘Asyiir menyusun beberapa prinsip dasar
maqasid al-syartah, yaitu: Pemeliharaan Maslahah (Hifz al-Maslahah).
Syariat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik di dunia
maupun akhirat serta kemaslahatan mencakup aspek individual dan
kolektif.

1) Keadilan (al-Adl)

Keadilan itu berguna, atau agresi terhadap
kehidupan masyarakat itu berguna berbahaya, atau
menghukum penyerang itu bermanfaat bagi masyarakat.
Mengkualifikasikan pikiran sebagai suara dimaksudkan
untuk mengesampingkan persepsi pikiran yang tidak
normal, seperti cinta agresi dan ketidakadilan di zaman

Jahiliyyah.

18Mohamed EI-Tahir EI-Mesawi, Ibn Ashur Treatiseon Magqasidal-Shari’ah Muhammad
al-Thahir ibnAshur,hlm.27,29.
81Busyro, Magqosid al Syari’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah,hlm.64.
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2) Kebebasan (al-Hurriyyah)

Telah ditetapkan bahwa kesetaraan adalah salah satu
tujuan Syariat. Oleh karena itu, kesetaraan anggota
masyarakat dalam menjalankan urusan pribadinya secara
bebas merupakan salah satu tujuan utama Syari‘at. Inilah
yang dimaksud dengan "kebebasan."Istilah Arab
hurriyyah telah digunakan untuk menunjukkan dua arti,
yang satu berasal dari yang lain. 32

Kebebasan adalah kebalikan dari perbudakan. Ini
mengacu pada kemampuan asli semua orang yang
rasional dan dewasa untuk menangani urusan mereka
sendiri tanpa bergantung pada persetujuan orang lain.
Dengan ungkapan "asli" dan "sendiri”, maksud saya
mengesampingkan perbuatan orang yang tidak cakap
secara hukum (sufaha’) dalam mengurus hartanya,
tingkah laku suami istri tentang hak-hak perkawinan, dan
tingkah laku dua pihak dalam kontrak. sesuai dengan
ketentuan kontrak. Hal-hal ini telah dikecualikan dari
makna kebebasan yang pertama ini karena perilaku
masing-masing kategori orang ini bergantung pada
persetujuan orang lain. Ketergantungan ini tidak asli. Itu
adalah sesuatu yang konvensional di mana seseorang
mengikat dirinya sendiri dengan sebuah kontrak. Namun,
dalam analisis terakhir, ini merupakan tindakan sukarela
di mana seseorang membatasi kebebasan pribadinya
untuk kepentingannya sendiri.!#3

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, makna

hurriyah ini merupakan kebalikan dari perbudakan.

'2Mohamed EI-Tahir El-Mesawi, Ibn Ashur Treatiseon Maqasid al-Shari’ah
Muhammadal-Thahir ibn Ashur,him.154.
1831 bid, him.154.



86

Dengan demikian, perbudakan berarti ketidakmampuan
orang untuk bertindak sendiri kecuali dengan izin
tuannya. '8

Perbudakan muncul sebagai akibat dari hegemoni
dan dominasi di zaman kuno ketika kekuatan adalah
satu-satunya penengah dalam urusan  manusia.
Penahanan dalam perang dan invasi adalah salah satu
manifestasi dan produk perbudakan yang paling
menonjol. Selama penahanannya, para narapidana biasa
mengalami berbagai macam penindasan. Namun, jika
para penculik mereka memutuskan untuk
menyelamatkan nyawa mereka, mereka akan diperbudak
dan dengan demikian hanya akan bertindak sesuai
dengan kehendak tuan mereka. Perbudakan dianggap
dapat dialihkan dari satu tangan ke tangan lainnya.
Demikian pula, para penculik tawanan perang mungkin
menyerahkannya kepada orang lain yang mungkin
memusuhi mereka sehingga mereka akan membunuh
mereka atau menjadikan mereka kerja paksa. Mereka
mungkin  juga menjual tahanan mereka untuk
mendapatkan keuntungan dari harga mereka dan dengan
demikian mereka akan menjadi budak pembeli
mereka. '8

Arti kedua dari istilah hurriyyah berasal dari yang
pertama dengan penggunaan metaforis. Ini menunjukkan
kemampuan seseorang untuk bertindak secara bebas dan
menangani urusannya sesuka hati, tanpa tentangan dari
siapa pun. Ini kebalikan dari mengikat tangan atau tidak

dapat bertindak dengan bebas. Mengikat tangan

1841 bid, hlm.154-155.
'%51bid, him.154-155
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menggambarkan seseorang yang, karena
ketidakberdayaan, kemiskinan, kurangnya perlindungan,
atau kebutuhan yang mendesak, didorong ke dalam
situasi yang mirip dengan seorang budak, di mana dia
tunduk pada kehendak orang lain.lain dalam semua
urusannya. Dengan demikian, seseorang kehilangan
semua rasa harga diri dan dikutuk untuk menerima
penghinaan. 136

Kedua makna kebebasan ini telah dimaksudkan oleh
Syari’at, karena keduanya berasal dari fitrah dan
mencerminkan gagasan kesetaraan yang merupakan,
seperti yang ditunjukkan sebelumnya, salah satu tujuan
penting dari Syari’at. Dari sudut pandang inilah Um
Umar ibn al-Khathab berseru: "Atas dasar apa kamu
memperbudak  orang-orang yang ibunya telah
membebaskan mereka?" artinya bebas adalah sesuatu
yang melekat pada kodrat bawaan manusia.'®’

Penggunaan makna pertama dalam Syari’ah salah
satu prinsip yurisprudensi Islam menyatakan: "Pemberi
Hukum menginginkan kebebasan.” Hal ini telah
disimpulkan dari berbagai disposisi Syari'at yang
menunjukkan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah
untuk menghapus perbudakan dan mempromosikan
kebebasan untuk semua. Namun, Syari'at dalam
mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan
bersama serta menjaga tatanan sosial menghalanginya
untuk membebaskan para budak dan menghapus faktor-
faktor perbudakan sekaligus, meskipun hal ini akan

memenuhi tujuannya. Hal ini karena institusi

1861 bid, hlm.155.
871 bid. him.155.
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perbudakan merupakan elemen penting dari masyarakat
manusia pada saat kedatangan Islam. Jadi, budak laki-
laki adalah pekerja di peternakan, pelayan di rumah
tangga, tukang kebun, dan penggembala, sedangkan
budak perempuan seperti pasangan bagi pemiliknya, dan
bekerja sebagai pembantu di rumah tangga dan perawat
untuk anak-anaknya. Lebih jauh lagi, budak adalah salah
satu kategori terpenting yang menjadi dasar keluarga dan
sistem sosial ekonomi masyarakat dan bangsa pada saat
itu. Seandainya Islam berusaha mengubah tatanan itu
secara radikal, hal ini akan menyebabkan kehancuran
peradaban manusia sedemikian rupa sehingga sulit untuk
memulihkannya. Ini adalah alasan utama mengapa
Syari’at menahan diri dari penghapusan sistem
perbudakan yang ada secara tiba-tiba.'®?

Syari'at tidak menentukan sikap sepenuhnya
menghapuskan penyebab perbudakan-terutama tawanan
perang-dan  mencegah  pembaruan mereka, dapat
menyebutkan sebagai berikut: Sejak lama sebelum
masuknya Islam, sudah menjadi tradisi yang mapan bahwa
bangsa-bangsa akan memperbudak dan memanfaatkan
kelompok dan individu yang ditawan pada masa perang.
Demikian pula, salah satu tujuan besar dari strategi yang
diadopsi oleh Islam adalah untuk mengakhiri agresi yang
berlebihan dari negara - negara dominan, memulihkan
keadilan bagi yang lemah, dan membantu mereka
membalas dendam kepada para penyerang mereka.
Menyebarkan pesannya dan meningkatkan kepenulisannya

di dunia adalah cara yang digunakan oleh Islam untuk

%81 bid, him.155-156.



89

mencapai tujuan ini. Namun, jika negara-negara kuat pada
waktu itu mendominasi dunia merasa aman dari jatuh
sebagai tawanan perang ke tangan kekuatan Muslim yang
sedang bangkit (dan perbudakan adalah konsekuensi perang
yang paling ditakuti dan tidak disukai oleh negara-negara
tersebut) mereka-orang Arab dan lainnya-tidak akan goyah
sejenak pun dalam menolak pesan Islam. Mereka akan
mengandalkan kekuatan dan jumlah mereka yang besar
untuk mempertahankan dominasi dan kemandirian mereka.
Dalam hal ini, Ibnu Umayyah berkata: "Ditundukkan oleh
seorang laki-laki dari suku Quraisy [sukunya] lebih baik
bagiku daripada ditundukkan oleh seorang laki-laki dari
suku Hawazin" Dengan nada yang sama, penyair Arab pra-
Islam, al-Nabighah, berkata:

Saya selalu waspada agar saya tidak ditundukkan,
Wanita-wanitaku juga tidak akan dipermalukan sampai
mereka mati dengan mulia dan merdeka. '®

Demikian pula, dalam mengejar tujuannya, Islam
bertujuan  untuk  mencapai  keseimbangan antara
menyebarkan kebebasan dan menjaga tatanan dunia dengan
mempromosikan cara-cara menuju kebebasan daripada
perbudakan. Dengan demikian, ia memerangi penyebab
perbudakan dengan mengurangi jumlah mereka dan
menangani apa yang tersisa dari mereka dengan berbagai
cara khusus.

Oleh karena itu, Syariah menghapuskan banyak
faktor yang menyebabkan perbudakan kecuali tawanan
perang ketika terjadi pertempuran antara Muslim dan non-
Muslim. Misalnya, menghapuskan perbudakan sukarela, di

mana seseorang akan menjual dirinya sendiri, atau anak

'%1bid, him.156-157.
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tertua dari keluarga menjual beberapa anggotanya, sebuah
praktik yang telah disetujui oleh banyak hukum di dunia.
Itu juga menghapuskan perbudakan sebagai hukuman
karena melakukan pelanggaran, di mana pelaku akan
dihukum menjadi budak orang yang telah melakukan
pelanggaran tersebut.!*® Hal ini telah menyebutkan oleh Al-
Qur' an sehubungan dengan situasi yang terjadi di Mesw

u-w‘hl‘ A dhsc’wﬁ 38 “ala; B A o 355 1 5l
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Mereka menjawab: "Balasannya, ialah pada siapa
diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, maka
dia sendirilah balasannya (tebusannya) Demikianlah Kami
memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim.
Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka
sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian
dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya.
Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf.
Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut
undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami
tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki: dan di atas
tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang
Maha Mengetahui.'®!

Selain itu, Islam menghapuskan perbudakan dalam
pembayaran hutang, sebuah praktik yang merupakan bagian
dari hukum Roma dan hukum Solon yang mendahuluinya
di Yunani. Itu juga dengan tegas melarang perbudakan
selama masa penindasan dan perselisihan internal di antara
umat Islam. Itu menghapuskan perbudakan musafir, praktik
umum lainnya, seperti karavan yang memperbudak Yusuf
ketika mereka menemukannya. Selanjutnya, Islam

mendekati perbudakan sebagaimana adanya atau seperti

101 bid, him.157.

191 QS.Yusuf : 75-76.
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yang mungkin ada di masa depan dan menghadapinya
dengan mengadopsi dua metode. Yang bertujuan untuk
menghilangkan sama sekali akibat-akibat yang merugikan
dari  perbudakan  dengan  melipatgandakan  cara
penghapusannya. Metode lainnya adalah mengurangi
dampak perbudakan yang ada dengan mereformasi perilaku
tuan budak, yang sebagian besar bersifat menindas. %>
Sebagai bantuan untuk penghapusan perbudakan,
Islam mengalokasikan sebagian dari zakat untuk membeli
budak dan membebaskan mereka, sebagaimana dinyatakan

dengan jelas dalam Al-Qur'an:
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Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat
itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu
ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-
malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-
orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan
orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan)
hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat;
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji,
dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan
dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang
benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang
bertakwa.!®?

Ayat tersebut juga menjadikan pembebasan budak

sebagai salah satu pilihan ganti rugi wajib atas

?Mohamed EI-Tahir El-Mesawi, Ibn Ashur Treatiseon Maqasid al-Shari’ah
Muhammadal-Thahir ibn Ashur, hlm.157-158.
193 S. Al Bagoroh : 177.
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pembunuhan, buka puasa yang disengaja di bulan
Ramadhan, perbandingan yang merugikan (zihar) Dengan
semangat yang sama, Islam mengarahkan pemilik budak
untuk menulis akta kebebasan bagi mereka yang
dimilikinya jika diinginkan. Dengan demikian, Al-Qur'an
mengatakan tentang hal ini: "Dan jika salah satu dari
mereka yang berhak Anda miliki ingin [mendapatkan] akta
kebebasan, tulislah untuk mereka "(24:33). Apakah ayat ini
menyiratkan perintah atau hanya rekomendasi adalah
masalah yang berbeda pendapat para ulama. Oleh karena
itu, seperti yang diperintahkan oleh Nabi, jika seseorang
manumits bagiannya dalam budak, bagian pasangannya
akan dinilai dan dia akan membayar nilainya sehingga
budak bersama menjadi benar-benar bebas. Jadi, dia
berkata: "Siapa pun yang menganiaya seorang budak yang
dimiliki oleh dua majikan, harus menganiaya dia
sepenuhnya (tidak sebagian) jika dia kaya, setelah dinilai
harganya." Demikian pula, jika seorang budak perempuan
melahirkan karena hubungan seksual dengan tuannya, dia
memperoleh status sebagai wanita merdeka, dan tuannya
tidak dapat menjualnya, atau memberikannya kepada orang
lain, atau bahkan memaksanya untuk melakukan Kkerja
keras. Setelah kematiannya, dia harus dibebaskan dengan
menggunakan kekayaannya.**

Dengan nada yang sama, Islam membangkitkan
minat masyarakat dan mendorong mereka untuk
membebaskan budak. Jadi, Tuhan Yang Mahakuasa
berfirman dalam Al-Quran: "Tetapi dia tidak akan

mencoba untuk mendaki jalan menanjak yang curam... Dan

%Mohamed El-Tahir EI-Mesawi, Ibn Ashur Treatiseon Magasid al-Shari’ah
Muhammadal-Thahir ibn Ashur, ,him.158.
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apa yang dapat membuatmu membayangkan apa itu, jalan
menanjak yang curam itu? [Itu] membebaskan manusia dari
perbudakan "(90: 11-13). Upaya Islam untuk membebaskan
budak-budak yang berharga dan dicintai oleh tuannya
bahkan lebih kuat. Dalam hal ini, Ab Dh Dharr
meriwayatkan: "Saya bertanya kepada Nabi," Perbuatan apa
yang terbaik?'Dia menjawab," Untuk percaya pada Tuhan
dan berjuang untuk Tujuannya.'Saya kemudian bertanya,’
Apa jenis pembebasan (budak) terbaik?’Dia menjawab,’
Seorang pemilik budak membebaskan budak termahal dan
paling dicintai tuan."” Dalam tradisi lain, Utusan Tuhan
dilaporkan pernah berkata:" Dia yang memiliki seorang
budak perempuan dan mendidik serta memperlakukannya
dengan baik dan kemudian memerdekakan dan
menikahinya, akan mendapatkan pahala ganda.” Menurut
pandangan saya, salah satu aspek penting dari hikmat di
balik desakan Kenabian tentang emansipasi budak ini
adalah bahwa orang-orang ini tidak boleh tetap dalam
perbudakan, karena hal ini akan menghalangi masyarakat
untuk sepenuhnya memanfaatkan bakat mereka dan bahwa
membebaskan mereka lebih baik bagi mereka.'®>

Metode lain termasuk larangan membebani budak
dengan pekerjaan yang terlalu banyak atau berat dan
kewajiban untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi
mereka. Dengan demikian, dilaporkan bahwa Nabi berkata:
Hamba-hamba-Mu adalah  saudara-saudaramu, yang
kepadanya Allah telah memberikan otoritas kepadamu.
Jadi, jika seseorang memiliki saudara laki-lakinya di bawah

kendalinya, dia harus memberi mereka makan dengan apa

1931 bid, him.158-1509.
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yang dia makan dan memberi mereka pakaian yang sama
dengan apa yang dikenakan seseorang. Anda tidak boleh
membebani mereka dengan apa yang tidak dapat mereka
tanggung, dan jika Anda melakukannya, bantulah mereka
[dengan kerja keras mereka].'*

Islam juga melarang memukuli budak tanpa alasan;
jika seseorang menyiksa budaknya, budaknya harus
dibebaskan.23 Dalam semangat yang sama
mempromosikan pelakuan yang baik terhadap budak, Nabi
berkata: "Seseorang tidak harus mengatakan, saya budak
(‘abd), atau anak perempun budakku (amati), tapi harus
mengatakan, pemuda saya (fataya), anak gadis saya
(fatayati), dan anak muda saya (ghulami).”!"’

Dari analisis tematik terhadap ajaran - ajaran ini dan
ajaran-ajaran  serupa  serta  posisi-posisinya,  kami
memastikan bahwa tujuan Syari'at adalah untuk
mempromosikan dan menyebarkan kebebasan dalam
pengertian pertama yang disebutkan di atas. Adapun makna
kedua, ia memiliki banyak bentuk dan manifestasi yang
merupakan bagian integral dari tujuan Islam yang
dimaksudkan. Bentuk-bentuk dan manifestasi-manifestasi
ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang mengatur
orang-orang mengenai keyakinan, pendapat, dan ucapan
mereka serta perilaku dan tindakan. Semua ini dapat
dimasukkan ke dalam aturan universal yang dengannya
semua orang yang hidup di bawah otoritas negara Islam
harus dapat bertindak secara bebas dan menangani masalah
apa pun yang diizinkan oleh Syariah untuk mereka buang

tanpa takut kepada siapa pun. Semua hal ini diatur oleh

1%1bid, him.159
71 bid, him.159
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aturan dan batasan pasti yang ditetapkan oleh Syari'at dan
tidak ada yang bisa memaksa orang untuk mematuhi hal
lain.'®

Karena alasan ini, Tuhan telah mengutuk Kkeras

orang-orang yang akan mencoba melakukannya:!*?
\}5).\.».\&}\ﬁﬂ\}\)ls}m&m?sau‘)\jhei\;‘;\u
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Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah
pada setiap (memasuki)masjid dan makan serta minumlah,
tetapijanganlah  berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak
menyukai orang-orang yang berlebihan. Katakanlah (Nabi
Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan
(dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-
Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, ‘Semua itu
adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak
beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi)
khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari
Kiamat.”” Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci
ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui.>*

Ungkapan "dan mengaitkan kepada Tuhan apa pun
yang tidak Anda ketahui" mencakup larangan terhadap hal-
hal yang diperbolehkan yang dipertanyakan di awal perikop
ini dalam bentuk interogasi yang membuktikan disap
(istifham inkari)>"

Demikian juga, Islam telah menetapkan kebebasan

berkeyakinan. Islam membantah semua keyakinan salah

1981 bid, him.159

199 3S. Al A’rof : 31-32.

200 1 ajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an., 2019, Al Quran dan Terjemahannya, Badan
Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI., him. 209-210.

20IMohamed El-Tahir El-Mesawi, Ibn Ashur Treatiseon Maqasid al-Shari’ah
Muhammadal-Thabhir ibn Ashur, him.160.
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yang dipaksakan oleh orang-orang sesat kepada pengikut
mereka tanpa pengetahuan, tanpa bimbingan apa pun, dan
tanpa wahyu yang mencerahkan, dan juga menyerukan
untuk menemukan bukti konklusif untuk setiap keyakinan
sejati yang diproklamirkan. Lebih jauh lagi, sementara
Islam telah menegaskan kebebasan berkeyakinan dengan
memerintahkan para pengikutnya untuk memanggil orang
lain ke jalan Tuhan dengan hikmat dan nasihat yang baik
dan dengan berdebat dengan mereka dengan cara yang
paling baik (16:126), Islam juga melarang pemaksaan
dalam hal keimanan (2:256). Saya telah membahas hal ini
secara rinci dalam buku saya Ushul al Nizham al Ijtima’i al
Islam. Bukankah itu karena kebebasan berkeyakinan adalah
salah satu dasar Syari‘at, hukuman bagi penjahat yang
menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan keyakinan
tidak akan sedemikian rupa sehingga pertobatannya tidak
diterima oleh Tuhan, karena dia tidak memiliki alasan
untuk melakukannya.?

Kebebasan berekspresi (al hurriyat al agwal) Tuhan
telah menetapkan bagian dari apa yang termasuk dalam

jenis kebebasan ini dalam ayat yang merendahkan: 2%

UJCJ,-J ?.A‘eS.\AuS.\SJ wﬁ@%ﬁ“@\f—@ﬂ&\ u.\.uc.UAS
ah Aill ¢ KL 0 &5 cigiaall Gigaliy sl o
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Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu,
agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara
kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.2%

22| bid,hIm.160.

2031 bid,hIm.160-161.
204 QS. Ali Imron : 103-104.
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Hal itu juga telah diungkapkan dalam hadits berikut

Nabi Muhammad SAW bersabda : 2%
e ol (8 Al adaiing ol (8 s juaalh | S oSia 5 (16
oY) Canacal @lld 5 aulid
Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka
hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan
tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau

tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu adalah
selemah-lemahnya iman.2%

Kebebasan berekspresi juga mencakup kebebasan
untuk mengejar ilmu (ta’allum), mengajar orang lain
(ta’lim), menghasilkan karya  intelektual, dan
mempublikasikan pandangan seseorang. Aspek kebebasan
ini paling baik dimanifestasikan selama tiga abad pertama
sejarah Muslim, ketika para sarjana dapat mengumumbkan
pandangan dan doktrin mereka dan membantahnya secara
terbuka tanpa menimbulkan permusuhan apa pun.?’
Memang, ini adalah perwujudan dari Sabda Nabi di mana
dia menyatakan:2®
G daly s 423828 Uhaa Ua g 15 jal dlll puad

ARl (488 Jala g Ade 488 ga e ) 438 Jals
Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang yang
mendengarkan sebuah hadits dari kami, lalu dihapalnya
hadits tersebut sehingga disampaikannya.Terkadang suatu

ilmu membawanya kepada oang yang lebih mengerti dari
pada dirinya. Dan terkadang pula pemangku suatu ilmu

205 Ab1 al Husain Muslim ibn al Hujjaj al Qusyairiy al Naisabiirl , Sohth Muslim, (Riyad
: Dar al Mugni, 1998)., him. 44

206 Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Shahih Muslim, (Semarang : CV. Asy Syifa, Tahun
1994)., him. 60

20"Mohamed EI-Tahir El-Mesawi, Ibn Ashur Treatiseon Maqasid al-Shari’ah
Muhammadal-Thahir ibn Ashur, him.16).

208 Ab1 Dawiid Sulaiman ibn al-Asy‘ats as-Sijistani, Sunan Abt Dawid, (Riyad : Dar al
Mugni, 1999)., him. 525
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bukan seorang yang berilmu (hanya berpahala karena hanya
membawa ilmu dan diberikan kepada yang lain).2%

Kebebasan bertindak (hurriyat al amal ) mengacu
pada pengelolaan urusan pribadi dan urusan orang lain.
Jenis kebebasan yang berkaitan dengan urusan pribadi
seseorang terdiri dari menerapkan diri sendiri, dan
menikmati, semua yang diperbolehkan  (mubah).
Pembolehan  (ibahah) adalah domain terluas di mana
kebebasan manusia untuk bertindak sebagian besar
terwujud. Tidak ada yang berhak menghalangi manusia
untuk menikmati apa yang dibolehkan, karena tidak ada
yang lebih baik bagi mereka selain Allah. Yang dimaksud
dengan yang diperbolehkan adalah semua yang
diperbolehkan dalam Syari'at meskipun dinyatakan secara
umum (umum), termasuk yang keji (makruh).2'

Yang diperbolehkan termasuk, misalnya, mengejar
segala jenis profesi yang sah, menetap di tempat yang
diizinkan, dan memanfaatkan semua sumber daya alam seperti
air dan padang rumput. Ini juga termasuk membuang harta
benda dan penghasilan seseorang dengan cara apa pun yang
sah, memilih jenis makanan, pakaian, atau akomodasi apa pun
yang disukainya, dan memenuhi keinginan apa pun yang sah.
Itulah sebabnya seorang istri dapat dengan bebas mengurus
hartanya tanpa persetujuan suaminya, meskipun demikian
ketidaksepakatan di antara para ahli hukum mengenai sejauh
mana kebebasannya dalam melakukannya.?!!

Kebebasan bertindak yang mempengaruhi orang

lain adalah sah sejauh tidak merugikan mereka. Kebebasan

2°Bey Arifin., dkk, Tarjamah Sunan Abi Dawud, (Semarang : CV Asy Syifa’, 1991).,
Jilid 4, him. 208.

20Mohamed EI-Tahir El-Mesawi, Ibn Ashur Treatiseon Maqasid al-Shari’ah
Muhammadal-Thahir ibn Ashur,, him.162.

2 bid, him.162.
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semacam ini menggabungkan dua tujuan Syari‘at, yaitu
kebebasan bertindak yang tidak melampaui aktor dan
kebebasan bertindak yang mempengaruhi kebebasan
bertindak orang lain, tanpa merugikan dirinya sendiri.
Kerugian mungkin terdiri dari menangguhkan hak
seseorang atau menghancurkannya sama sekali. Hal ini
menuntut pelaku untuk mengganti kerugian yang
ditimbulkan, seperti yang telah menyebutkan oleh para ahli
hukum. Oleh karena itu, seorang anak dapat dicegah dari
suatu perbuatan yang akan mengakibatkan pelanggaran
terhadap kebebasan orang lain, karena hal tersebut
merupakan bentuk ketidakadilan. Ketika seseorang telah
melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain,
orang tersebut bertanggung jawab atas kerugian tersebut
dan harus memperbaikinya sejauh mungkin. Jika usia
bendungan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diperbaiki
dengan kompensasi finansial, maka jalan lain harus
dilakukan untuk mencegah hukuman. 212

Kebebasan  bertindak  yang  mempengaruhi
kebebasan bertindak orang lain juga termasuk kewajiban-
yaitu, kontrak dan kesepakatan-di mana orang masuk secara
sukarela untuk keuntungan tertentu yang mereka bayangkan
akan menjadi hasilnya. Mengikatkan diri dengan cara ini
merupakan perwujudan dari pelaksanaan kebebasan
seseorang untuk bertindak di mana seseorang setuju untuk
memberikan hak-hak tertentu kepada orang lain. Hal ini
telah menjadi bahan pembahasan hukum yang terperinci
dalam kaitannya dengan kontrak dan pembedaan antara

kontrak yang mengikat hanya dengan pembuatan

2121 bid, him.162-163.
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kesepakatan secara lisan dan kontrak yang menjadi
mengikat hanya setelah melaksanakan masalah yang
dikontrakkan.?!?

Lebih jauh lagi, Syari’ah telah memberikan
kewajiban tertentu kepada para pengikutnya, yang
menurutnya kebebasan mereka untuk bertindak dibatasi
untuk kebaikan mereka sendiri (sholah), baik sekarang
maupun di masa depan. Kewajiban ini mencakup pemenuhan
apa yang berhubungan dengan kepentingan publik (masalih
‘ammah), seperti melaksanakan kewajiban kolektif (furud
kiffayat), atau menyadari kebaikan orang-orang yang baik-
menjadi Shari¢ah telah membuat tugas dari orang-orang
tertentu, seperti memberikan salah satu kerabat. Jika orang
melanggar batas kebebasan mereka dalam hal ini, mereka
harus dihentikan pada batas-batas Syari’ah dengan tanggung
jawab, seperti ganti rugi atas kelalaian, atau dengan hukuman
tanpa menerima pertobatan, seperti dalam perampokan
bersenjata, atau setelah membujuk mereka untuk bertobat,
seperti dalam kasus kemurtadan (riddah). Contoh yang
mengilustrasikan hal ini sangat banyak.>'*

Anda harus tahu bahwa pelanggaran kebebasan
adalah salah satu bentuk ketidakadilan dan kesalahan yang
paling parah. Oleh karena itu, realisasi dan penentuan
sejaun mana kebebasan rakyat di mata Syari‘at harus
menjadi tanggung jawab hakim yang diberi kekuasaan
untuk menyelesaikan perselisinan di antara rakyat. Itulah
sebabnya jika seorang korban membalas dendam pada
pelakunya, ini akan dianggap sebagai agresi yang pantas

untuk ditegur. 215 Allah berfirman dalam Al-Qur'an:2'6

2131 bid, him.163.
2141 bid, hIm.163.

2131 bid, him.163-164.
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Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan)
yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara lalim, maka
sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas
dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang
mendapat pertolongan.

Itu juga mengapa Umar ibn al-Khathab menganggap
balas dendam seseorang sebagai semacam perbudakan
seperti dalam kasus putra Amru bin al Ash. Ketika lbnu
Amr menampar seseorang karena telah menginjak gaunnya,
dan orang tersebut mengadukannya kepada khalifah, Umar
membuat pernyataannya yang terkenal: "Atas dasar apa
kamu memperbudak orang-orang yang ibunya telah
membebaskan mereka?"Benar, putra Amru lbnu al Ash
secara tidak sengaja disakiti karena pakaiannya diinjak
sedemikian rupa sehingga mungkin kotor atau robek.
Namun, ketika dia berusaha membalas dendam pada
pelakunya, dia bertindak terlalu jauh dan memperlakukan
orang yang telah menyakitinya seolah-olah dia adalah
budaknya. Namun, Umar tidak puas hanya dengan
membuat pernyataan ini, karena dia juga mengizinkan
orang itu untuk membalas dendam pada putra Amr bin al
Ash memenjarakan seseorang secara eksklusif berada di
bawah yurisdiksi hakim, dan tidak ada orang lain yang

dapat memenjarakan orang lain, karena ini merupakan

216 QS. Al Isro’

:33.
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pelanggaran berat terhadap kebebasan orang, dan ini juga
berlaku untuk pengusiran.?!”

Oleh karena itu, dalam banyak disposisinya,
syari’ah telah menjaga kebebasan untuk bertindak dengan
menghalangi segala cara yang mengarah pada
pelanggarannya, seperti melarang otorisasi wajib (wakalah)
dan lain sebagainya., pada tanggal jatuh tempo utang.
Dengan nada yang sama, syari‘at juga telah melarang segala
macam ketentuan yang diberlakukan oleh pemilik modal
terhadap usaha kerjasama pemilik modal (qgirod), kerja
sama pertanian (muzaro’ah), mugharasah, bagi hasil
(musagoh), dan lain sebagainya.?'®

3) Kesetaraan (al-Musawah)

Salah satu konsekuensi terpenting dari universalitas
Syari'at, yang pertimbangannya bergantung pada
pemahaman yang tepat tentang maknanya dan cara serta
manifestasinya yang berbeda, adalah pertanyaan tentang
makna dan hakikat kesetaraan dalam komunitas, bagaimana
Syari‘at mencapainya. di antara anggotanya, dan seberapa
banyak hal itu diperhitungkan. Ini karena umat Islam adalah
anggota komunitas Muslim yang setara menurut keputusan
Tuhan. Allah SWT berfirman : 2!°

554 & sha3all )

‘Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.??°

Persaudaraan menyiratkan kesetaraan universal, di

mana semua Muslim berhak atas hak yang sama yang

217l bid, him.164.
2181 bid, hIm.164.

219

220 S. Al Hujurét : 10.
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diberikan kepada mereka oleh Syariah tanpa diskriminasi
dalam segala hal yang tidak memungkinkan adanya
perbedaan di antara umat Islam. Mengetahui bahwa umat
Islam setara karena sifat ciptaan mereka yang sama dan
kesatuan agama mereka, kita dapat memastikan bahwa
mereka layak untuk menjadi setara di bawah hukum
Syariah, terlepas dari tingkat kekuasaan mereka. Jadi, baik
kekuatan orang yang berkuasa tidak meninggikan mereka

di atas yang lain di hadapan Syari'at, juga kerendahan??!
Kesetaraan dalam undang-undang Islam merupakan
prinsip dasar yang berlaku tanpa henti kecuali dalam situasi
di mana terdapat mayoritas yang sah. Artinya, untuk
menegakkan kesetaraan individu atau kelompok dalam
undang-undang Islam, kita tidak perlu mencari alasan yang
mendasarinya cukup untuk memastikan bahwa tidak ada
yang bertentangan dengan kesetaraan. Itulah sebabnya para
ulama Ummat bersikeras bahwa wacana Al-Qur'an dalam
bentuk maskulin juga mencakup perempuan. Selain itu,
untuk menerapkan perintah Syari‘at kepada wanita, tidak
perlu mengubah wacana Al-Qur'an dan Sunnah dari bentuk
maskulin ke feminin, begitu pula sebaliknya. 2> Hal ini
terdapat di dalam Shohih al Bukhori dari Ubadah ibn al

Shamit bahwa ia berkata:

A 1890 g8 puii Vg 1935 W g L b Ll g8 4 0t (A st
H’T';w‘

Apakah anda bersumpah kepada saya janji setia bahwa anda
tidak akan menyembah selain Allah, tidak akan melakukan

2IMohamed El-Tahir EI-Mesawi, 1bn Ashur Treatiseon Magasidal Shari’ah Muhammad
al-Thahir ibn Ashur, him.146.

221 bid, him.148.

223 Al Imam Abi ‘ Abdullah Muhammad ibn Isma’1l al Bukhori, Sokih al Bukhori,(Bairit:
Dimasyqi, 2002)., HIlm. 1237
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hubungan seksual ilegal, dan tidak akan mencuri?’Kemudian
dia membacakan ayat tentang para wanita.>**

Hambatan Kesetaraan Hambatan (mawani’) terhadap
kesetaraan terdiri dari insiden (awarid) yang, ketika terjadi,
mengharuskan penangguhan atau penghapusan kesetaraan
karena ma|la®ah atau mafsadah tertentu yang dominan
akibat pelaksanaannya. Maksud saya dengan pertimbangan
yang timbul dari keadaan penerapan kesetaraan dalam kasus
- kasus tertentu sehingga kepatuhan terhadap kesetaraan
tidak menghasilkan kebaikan yang diinginkan yang
mungkin  lebih  terletak pada kebalikannya, atau
menghasilkan kejahatan yang lebih besar atau total.
Menetapkan hambatan seperti itu sebagai awarid tidak
berarti bahwa hambatan tersebut bersifat sementara, karena
mungkin  bersifat sementara atau sering. Mereka
digambarkan sebagai awarid karena mereka menghalangi
penerapan aturan utama dalam syari’at. Demikian pula,
hambatan-hambatan tersebut dianggap tidak disengaja
karena efeknya dalam menangguhkan prinsip fundamental,
karena, seperti yang telah kami tunjukkan, kesetaraan adalah
norma dalam undang-undang Islam.??

Mempertimbangkan insiden-insiden ini dan
pengaruhnya dalam menangguhkan kesetaraan tunduk
pada aturan berikut. Mereka harus dibatasi pada tujuan
yang tepat untuk menangguhkan kesetaraan dan dinilai
sesuai dengan tingkat kejadian, per - perilaku, atau
prevalensinya. Misalnya, dalam meritokrasi, yang unggul

dan yang kurang baik tidak diberikan penghargaan yang

224 Mohamed El-Tahir EI-Mesawi, 1bn Ashur Treatiseon Magasidal Shari’ah Muhammad
al-Thahir ibn Ashur, him 148.
225 hid, hlm.148-149.
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sama, meskipun perlakuan yang tidak setara ini tidak
mempengaruhi kesetaraan mereka dalam hak-hak lainnya.
Oleh karena itu, kriteria untuk mengevaluasi sejaun mana
hambatan tersebut dapat menghilangkan kesetaraan antara
manusia berasal dari pertimbangan rasional yang cermat
(ma’na) yang memerlukan penangguhan, atau aturan
hukum yang dikodifikasi. Dengan demikian, memastikan
ketidaksetaraan antara seseorang yang berpengetahuan
luas dalam cabang pengetahuan tertentu dan seseorang
yang tidak adalah karena alasan penangguhan kesetaraan
mereka.?2¢

Selain itu, ketimpangan hak-hak tertentu antara
Muslim dan non-Muslim yang hidup di bawah kekuasaan
Islam (ahlul dzimmah), seperti kompetensi menduduki
jabatan keagamaan, juga didasarkan pada rasionalitas
tertentu. Hal ini karena keyakinan yang benar merupakan
salah satu funda-mental Islam, yang berarti bahwa
ketidakjelasan  keyakinan  non-Muslim  menyiratkan
kekurangan mereka di hadapan Syariat untuk
dipercayakan untuk mengendalikan urusan agama
Muslim. Lebih jauh lagi, sulit untuk mengantisipasi dan
mengukur pengaruh perilaku mereka terhadap komunitas
Muslim jika mereka diberi kewenangan atas urusan agama
Muslim. Oleh karena itu, para cendekiawan Muslim
sepakat untuk mencegah non-Muslim memegang jabatan
resmi tertentu.??’

Penentuan ketimpangan antara non-Muslim dan
Muslim  dalam  kaidah-kaidah  transaksi  tertentu

(muamalat), dicakup oleh kaidah-kaidah hukum yang

2261 bid, hIm.149.
271 bid, him.149.
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dikodifikasi, yang merupakan masalah rincian khusus
(furu’) dari Syari'at ah. Itu tergantung pada penilaian para
ahli hukum dan pemahaman mereka tentang ajaran Islam.
Salah satu contohnya adalah ketidaksetaraan antara non-
Muslim dan kerabat Muslim tentang warisan oleh kerabat
Muslim, yang merupakan kesepakatan antara ulama.
Contoh lainnya adalah ketidaksetaraan antara Muslim dan
non- Muslim dalam penerapan pembalasan yang adil
terhadap yang pertama demi yang terakhir, dan
penerimaan kesaksian non - Muslim, yang merupakan
masalah ketidaksepakatan di antara para ulama. Semua hal
ini mengacu pada peraturan yang mengatur kodifikasi
hukum Syariah yang diterapkan (furu’), yang merupakan
bagian dari tugas para ahli hukum.?*

Kesetaraan antara non-Muslim dan Muslim dalam
sebagian besar hak dalam transaksi sekuler (muamalat)
ikatan seperti yang kita lakukan." Selain itu didasarkan
pada pengetahuan kita bahwa kesetaraan subyek dalam
pemerintahan yang sama merupakan prinsip dasar (ashl)
yang tidak memerlukan justifikasi lebih lanjut. Namun,
Rasul Tuhan membuat pernyataan di atas hanya untuk
menunjukkan bahwa prinsip ini sudah mapan. Beberapa
hambatan menuju kesetaraan bukanlah hambatan dalam
arti sebenarnya. Mereka lebih terdiri dari situasi di mana
dasar kesetaraan tidak ada. Contohnya adalah
ketidaksetaraan antara setiap anggota komunitas Muslim
dan Sahabat Nabi mengenai kebaikan dan kebajikan
Persahabatan, karena dia telah melewatkan hak istimewa

untuk menggabungkan melihat dan menemani Nabi

2281 bid, him.149-150.
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dengan mempercayainya sebagai Rasul Tuhan.?®

Lebih jauh, hambatan-hambatan yang menghalangi
kesetaraan di wilayah-wilayah tertentu dalam Syari‘at
dapat dibagi menjadi empat kategori: bawaan lahir dan
alami (jibilliyyah), hukum (syari‘at), sosial (ijtima’), dan
politik. Pertimbangan ini mungkin bersifat permanen atau
sementara, mayor atau minor. Pertimbangan alam, hukum,
dan sosial berkaitan dengan perilaku moral, penghormatan
terhadap hak-hak orang lain, dan tata tertib serta tata
kelola yang etis dalam urusan komunitas Muslim.
Pertimbangan politik bertujuan untuk melindungi
kekuasaan politik Islam agar tidak dirusak.>*

Hambatan alami permanen Kkesetaraan termasuk
ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan di bidang-bidang
tertentu, di mana perempuan pada dasarnya lebih lemah
daripada laki-laki, seperti komando tentara dan jabatan
Penguasa (khilafah) menurut semua ulama, dan jabatan
hakim dalam pandangan mayoritas ulama. Mereka juga
memasukkan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan
dalam hak asuh atas anak-anak kecil. Di samping
hambatan-hambatan alamiah menuju kesetaraan, terdapat
pertentangan - pertentangan yang terkait erat dengannya,
yang berasal dari kodrat asli manusia, seperti
ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di mana
perempuan tidak diharuskan menghidupi suaminya secara
finansial karena sudah menjadi kebiasaan yang mapan
bahwa pada umumnya laki-lakilah yang harus menjaga
keluarga. Kebiasaan ini merupakan manifestasi dari watak

bawaan manusia yang memungkinkannya menanggung

221 bid, hIm.150.
29 bid, him.150.
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derita kerja keras dalam mendapatkan dan mengumpulkan
kekayaan.?

Ada juga kualitas-kualitas tertentu yang diperoleh
yang merupakan hasil dari sifat asli manusia dan usaha
pribadi. Kualitas yang diperoleh ini penting dalam
membentuk karakter bawaan seseorang, dan hanya mereka
yang memiliki kemampuan yang tepat yang akan
mencapainya sedemikian rupa sehingga mereka akan
tercermin dalam menyempurnakan persepsi dan pemikiran
mereka. Hal ini terwujud dalam perbedaan pikiran dan
bakat orang-orang mengenai kemampuan mereka untuk
memahami kebenaran yang tersembunyi dan makna yang
halus. Dengan demikian, seseorang yang berpengetahuan
tidak dapat dianggap dengan cara yang sama seperti
seseorang yang tidak dalam semua hal di mana perbedaan
persepsi dan pemahaman intelektual sangat menentukan.
Contoh ketidaksetaraan ini termasuk kemampuan untuk
menafsirkan Syari'at dan untuk memahami aspek-
aspeknya yang menjadi subjek derivasi dan penalaran
yang halus. Mereka juga mencakup kemampuan untuk
memahami perintah Syariah mengenai situasi yang
berbeda dan menerapkannya dengan benar pada mata
pelajaran yang relevan, seperti membedakan antara kasus-
kasus yang rumit, mendeteksi trik-trik yang digunakan
oleh Penggugat dalam kasus-kasus pengadilan, dan
menentukan integritas. Oleh karena itu, prioritas diberikan
kepada mereka yang telah mencapai jenjang ijtihad
dibandingkan mereka yang belum memenuhi syarat untuk

menjadi hakim, sehingga menghalangi kesetaraan mereka

211bid, him.150-151
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dengan ulama berpangkat lebih rendah. Prinsip yang sama
diterapkan pada mereka yang mendekati taraf ijtihad dan
mereka yang tidak.>?

Oleh karena itu, merupakan tugas para ahli hukum dan
penguasa untuk mempertimbangkan pertimbangkan
hambatan-hambatan itu dan sadari ruang lingkupnya dan
sejauh mana hambatan-hambatan itu telah mengakar kuat
dalam kehidupan manusia. Kemudian, setelah ini selesai,
mereka harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap
kesetaraan. Mereka juga harus membedakan dalam
hambatan-hambatan kebebasan tersebut antara apa yang
hanya terkait jauh dengan watak bawaan manusia
(jibillah), sehingga rentan terhadap penghapusan oleh
adanya beberapa sebab yang berlawanan dan apa yang
tidak jelas dalam hubungannya dengan itu. Mereka harus
berhati-hati terhadap kategori hambatan pertama untuk
menghindari  hukuman  Syariah  permanen  yang
memberatkan  mereka, sedangkan mereka harus
mengabaikan kategori kedua kecuali pengalaman telah
membuktikan bahwa mereka layak untuk
dipertimbangkan. 23

Hambatan hukum, terdiri dari keadaan yang
berdampak pada kesetaraan telah diakui oleh undang-
undang Islam. Memang, undang-undang yang nyata dan
adil hanya dapat didasarkan pada kebijaksanaan dan
alasan kuat yang mungkin nyata atau tersembunyi. Ini
berarti bahwa Syari'at adalah acuan dan pedoman dalam
menetapkan hambatan-hambatan ini dan menentukan

dampaknya dengan memperhatikan peraturan serta

22| bid, hIm.151
231 bid, him.151-152.
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perundang-undangan  khusus yang pelaksanaannya
mengesampingkan terwujudnya kesetaraan. Kaidah-
kaidah legislatif ini didasarkan pada prinsip-prinsip
keuniversalan pondasi syariah, seperti perlindungan garis
keturunan (al Nasl). Jika poliandri diizinkan, pengamanan
garis keturunan tidak dapat dicapai. Prinsip-prinsip ini
juga dapat diketahui dengan kesimpulan dari hal-hal
khusus Syari’ah, seperti persyaratan kesaksian dua
perempuan khususnya dalam urusan keuangan dan
komersial.>*

Hambatan sosial kesetaraan sebagian besar didasarkan
pada apa yang dianggap sebagai kebaikan umum bagi
masyarakat. Beberapa mungkin memiliki dasar rasional,
sedangkan yang lain mungkin merupakan hasil dari
keyakinan yang mengakar kuat dalam kehidupan
masyarakat. Contoh dari jenis rasional adalah
ketidaksetaraan antara orang yang bodoh dan yang
berpengetahuan luas dalam kapasitasnya untuk mengatur
urusan publik dan kepentingan masyarakat. [Secara
historis] jenis lainnya [diilustrasikan oleh ketidaksetaraan
budak dan orang merdeka dalam menerima kesaksian
mereka. Namun, kami menemukan bahwa sebagian besar
hambatan sosial kesetaraan selalu terbuka untuk ijti had,
dan jarang sekali Syari’ah menetapkan aturan yang tegas
mengenai hal itu.>s

Hambatan politik bersumber dari kondisi umum yang
mempengaruhi kehidupan politik masyarakat. Mereka
mungkin memerlukan penangguhan prinsip kesetaraan

antara kelompok atau individu tertentu atau dalam

24 bid, hIm.152
231 bid, him.152
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keadaan tertentu demi kepentingan tertentu yang dianggap
bernilai lebih tinggi bagi negara Islam. Salah satu fitur
mereka adalah bahwa mereka sebagian besar tunduk pada
pertimbangan sementara. Contoh pertimbangan permanen
adalah pembatasan imamah terhadap suku Quraisy,
sedangkan pernyataan Nabi pada hari penaklukan Mekah
(al- Fat™): "Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia
aman" jelas bersifat sementara.?3¢
4) Ketertiban Sosial (al-Nizam al-Ijtima’i)

Bahwa tujuan utama Syariat adalah untuk
membangun masyarakat yang kuat dengan sistem sosial
yang stabil dan mempromosikan keteraturan urusannya
dengan mencapai kesejahteraannya dan mencegah
kejahatan begitu jelas sehingga tidak ada keraguan sedikit
pun tentang hal itu yang muncul.dalam pikiran setiap
orang yang berpikir. Semua ahli hukum Muslim dan ulama
Syari'at menyadari hal ini terkait kesejahteraan individu,
meskipun mereka gagal mendemonstrasikannya untuk
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada
satupun dari mereka yang akan menyangkal bahwa jika
kesejahteraan individu dan pengelolaan urusan mereka
yang tepat dimaksudkan oleh Syari‘at, maka hal yang sama
diterapkan pada masyarakat secara keseluruhan bahkan
lebih penting. Bukankah kebenaran dari bagian-bagian itu
adalah jalan untuk mencapai kebenaran dari keseluruhan?
Bukankah benar bahwa keseluruhan suara hanya dapat
terdiri dari bagian-bagian yang bersuara, sama seperti
tombak yang bagus hanya dapat dibuat dari kayu yang

kuat? Oleh karena itu, jika dianggap bahwa kumpulan

201 bid, him.152-153.
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individu yang saleh akan menjadi satu kesatuan yang
rusak, ini berarti bahwa kebenaran seperti itu hanya dapat
lenyap seperti lilin yang ditiup angin.??’

Oleh karena itu, Tuhan telah mengingatkan umat
Islam dan komunitas saleh lainnya tentang nikmat yang
Dia berikan kepada mereka dengan memelihara mereka di
bumi dan membuat kondisi mereka baik. Jadi, Dia berkata:
"Allah telah berjanji kepada orang-orang di antara kamu
yang telah beriman dan beramal saleh bahwa, dengan
pasti, Dia akan membuat mereka naik ke tampuk
kekuasaan di bumi, seperti Dia menyebabkan [beberapa]
orang yang hidup sebelum mereka naik ke tampuk
kekuasaan." (24:55);" Adapun siapa pun — baik pria atau
wanita — yang melakukan perbuatan baik, dan beriman
kepada — Nya, pasti Kita akan menjalani kehidupan yang
baik " (16:97). Berbicara kepada orang-orang Muslim
awal, Dia berkata :" Dan ingatlah berkat-berkat yang telah
Tuhan berikan kepadamu: bagaimana, ketika kamu
menjadi musuh, Dia menyatukan hatimu, sehingga dengan
berkatnya kamu menjadi saudara " (3:103). Dia juga
berkata: "Bagaimanapun, semua kehormatan adalah milik
Tuhan, dan [demikian] milik Rasul-Nya dan orang-orang
yang percaya [kepada Tuhan]: tetapi orang-orang Munafik
ini tidak menyadarinya "(63: 8). Oleh karena itu, kita perlu
membayangkan komunitas Muslim sebagai satu individu
Muslim dan tunduk pada syariat Syariat seperti yang kita
lakukan untuk individu. Hal ini tentunya akan memberikan
kita wawasan yang jelas tentang bagaimana seharusnya

kaidah-kaidah hukum Islam diterapkan dalam urusan

271 bid, him.222
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kemasyarakatan masyarakat.>*

Salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan
ketika mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat secara
umum menurut Syari'at adalah pengertian perizinan. Akan
tetapi, para ahli hukum membatasi diri untuk membahas dan
mengilustrasikannya  hanya dengan  memperhatikan
individu. Mereka mengabaikan fakta bahwa seluruh
masyarakat mungkin juga menghadapi kesulitan sosial
sehingga membutuhkan penerapan prinsip ini. Harus
ditunjukkan bahwa pemblokiran sarana dan pertimbangan
kepentingan yang tidak diatur secara tekstual (malla*ah
mursalah) tidak kalah pentingnya dengan aturan perizinan.
Ini adalah salah satu karakteristik penting dari kedua
pengertian ini bahwa mereka menyangkut keseluruhan

komunitas dan jarang berlaku untuk individu.**

d. Klasifikasi Maqgashid

1)

Ibnu ‘Asyiir membagi magasid menjadi dua yaitu :
Magasid Umum

Tujuan magasid secara umum (al Magasid al ‘ammah)
adalah untuk menjaga tatanan sosial masyarakat, menjamin
kemajuannya yang sehat dengan mengedepankan
kesejahteraan dan kebenaran (sholah) dari apa yang berlaku
di dalamnya, yaitu spesies manusia. Kesejahteraan dan
kebajikan manusia terdiri dari kesehatan akal budi mereka,
kebenaran perbuatan mereka serta kebaikan hal-hal di dunia
tempat mereka tinggal yang mereka miliki.#

Tujuan Kkeseluruhan dari syari’ah  adalah untuk

menetapkan hak-hak (sholah) dan menghapus kerusakan

281 bid, him.222-123
291bid, hIm.222-123

2401 bid, him.91.
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(fasad) dalam semua jenis aktivitas manusia. Ada juga di
dalam Al-Qur'an banyak ayat di mana pengaturan hal-hal
menjadi hak telah disebutkan dalam nasihat dan pujian,
sedangkan penyebaran kerusakan telah disebutkan dalam
peringatan dan kritik. Ibnu ‘Asyitir belum mengutip ayat-
ayat ini karena mereka tidak menyatakan dengan jelas
bahwa menetapkan hal-hal yang benar dan salah
berhubungan dengan perbuatan manusia, meskipun
kemungkinan besar itu mengacu pada keyakinan (iman).
Magqasid Khusus
Magasid Khusus adalah tujuan-tujuan dari syariat
pada bidang-bidang bidang tertentu. Magasid khusus ini
berisi mengenai bermacam-macam bentuk muamalat di
antara sesama manusia.>#
a) Tujuan Hukum Keluarga
Sistem keluarga sebagai bagian dari semua maqasid
syari‘at bagi manusia merupakan sesuatu yang urgen
bagi kemajuan sebuah peradaban serta keteraturan
kehidupan masyarakat. Sistem keluarga menjadi prinsip
dasar bagi masyarakat yang didasari oleh petunjuk
Allah. Tujuan dari adanya sistem keluarga ini adalah
agar terjaganya keturunan, yaitu adanya kejelasan serta
sahnya nasab pada seorang anak yang dilahirkan. 243
Syari’at melarang adanya ketidakteraturan sistem
keluarga di dalam masyarakat. Untuk menghilangkan
ketidakteraturan sistem keluarga, pernikahan dilakukan.
Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita

bertujuan untuk melestarikan keturunan serta menjaga

2411bid ,hIm.92.

2422 Muhammad Thohir Ibn ‘Asyur, Magosid al Syari’ah al Islamiyyah, him. 248.
243 Muhammad Tahir Ibn “Asyiir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, him. 271
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hubungan kekerabatan dan struktur sosial. Islam sangat
memperhatikan akibat dari suatu pernikahan, yaitu
adanya kekerabatan baik berupa hubungan pernikahan
maupun hubungan darah. Ikatan mertua serta ipar juga
termasuk dalam ikatan ini.2#

Untuk melindungi  kehormatan dan tatanan
masyarakat, Islam sangat ketat di dalam menetapkan
sistem pernikahan. Sistem pernikahan yang ketat dalam
Islam ini meliputi larangan menikahi saudara kandung
(mahram) dan saudara sepersusuan. Kasih sayang yang
terbangun, rasa tanggung jawab serta perlindungan
terhadap keluarga merupakan bukti dari adanya peran
pernikahan bagi kehidupan manusia. Karena pentingnya
persoalan yang berkaitan dengan keluarga, maka hukum
Islam secara rinci serta mendalam mengatur persoalan
yang berkaitan dengan keluarga untuk menjaga
stabilitas, ketertiban dan kemasalahatan keluarga.?*
Ikatan perkawinan

Setiap makhluk berkembang untuk melestarikan
spesiesnya, ini sesuai dengan kehendak Allah SWT
sebagai penciptanya. Berkembangnya spesies makhluk
ini melalui sistem yang telah diciptakan oleh Allah
SWT. Sistem tersebut berupa adanya dorongan yang
besifat alamiah pada masing-masing individu
menemukan pasangannya masing-masing.246

Manusia diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan
jenis kelamin yang berbeda, dilengkapi dengan syahwat

serta marah. Akal dijadikan sebagai sarana untuk

24 1bid, him. 271.
25 1bid, him. 271.
241 pid, him. 273.
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mengendalikan sifat marah dan syahwat manusia.
Agama dijadikan oleh Allah sebagai sarana menuntun
akal supaya mengatur dorongan-dorongan syahwat
supaya tidak menyalahi syari’at. Manusia diciptakan
oleh Allah tidak seperti binatang yang menyalurkan
syahwat secara bebas, namun tidak seperti malaikat
yang tidak mempunyai nafsu. Disyari’atkannya
pernikahan bertujuan agar penyaluran dorongan
syahwat manusia tersebut sah dan terhormat.
Pernikahan juga sebagai sarana untuk menjaga
keturunan, membuat manusia berkembang utnuk
membentuk keluarga yang saling membantu serta
harmonis. Pernikahan sebagai fondasi yang kokoh bagi
sistem sosial yang baik dalam kehidupan manusia.?*’
Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan adanya
ketahanan hubungan suami isteri, keberlangsungan
rumah tangga, keluarga bahagia, stabilitas rumah
tangga, terhindar dari keretakan rumah tangga.
Pernikahan bertujuan memberikan perlindungan ikatan
pernikahan dari perselisihan serta pertikaian yang
menyebabkan pertumbuhan anak-anak berada dalam
suasana yang dipenuhi rasa cinta, kasih sayang,
keakraban, keamanan serta ketenangan yang berasal

dari masing-masing pasangan.?*® Allah SWT berfirman

255 ek 5 L) \Mu”\e&m\weﬁd&;u\mw}
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27 1bid, him. 273

28Wahbah al Zuhaili, al Fighu al Islamyyu wa Adillatuh, (Damskus : Dar al Fikr, 1985).,

Juz7,him. 9
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Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah
bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari
(Jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram
kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan
kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi
kaum yang berpikir.?#

Di dalam Tafsir Baidawi dijelaskan bahwa Hawa
diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sedangkan seluruh
wanita diciptakan oleh Allah dari mani yang berasal dari
laki-laki. Oleh karena itu, wanita berasal dari manusia
sehingga wanita itu berasal dari jenis mereka sendiri. Hal
ini bertujuan agar manusia merasa nyaman, akrab serta
condong pasangannya. Jenis yang sama (sesama manusia)
penyebab adanya kedekatan, sedangkan jenis yang berbeda
adalah penyebab pertentangan terjadi. Allah  SWT
menjadikan pada diri laki-laki dan wanita cinta dan kasih
sayang dengan ikatan pernikahan baik dalam keadaan
bergairah atau pun tidak bergairah. Sistem ini bertujuan
untuk  mengatur  kepentingan  kehidupan  bersama
(masyarakat) atau manusia hidup tergantung pada adanya
saling mengenal serta kerjasama sehingga mendorong
munculnya perasaan cinta dan kasih sayang .

Kata mawaddah (cinta) ada yang mengatakan bahwa
kalimat itu merupakan kata kiasan untuk hubungan suami
isteri, sedangkan wa rahmah (kasih sayang) merupakan

kiasan untuk anak.25?

24 Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an , Al Quran dan Terjemahannya, him. 585.
20Nasiru ad-Din Ab1 al-Khori ‘Abdullahi ibn ‘Umar ibn Muhammad asy-Syairazi asy
Syafi’1 al-Baidawi, Anwar at-Tanzil wa Asrar at- Ta'wil al- Ma’riif bi Tafsir al- Baidawr,
(Bairtit : Dar al-lhya’u al- Turas al-°Arabi, 1998)., Juz.4, him. 24.
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Di dalam Tafsir al Tabari dikatakan bahwa tanda-tanda
serta bukti dari kekuasan Allah adalah Dia menciptakan
pasangan (jodoh) manusia berasal dari diri mereka sendiri.
Hal ini bertujuan agar manusia merasa tenang dengan
jodohnya. Allah SWT menciptakan Hawa berasal dari tulang
rusuk Nabi Adam AS. Allah SWT menjadikan rasa kasih
sayang pada manusia melalui pernikahan dan kekerabatan.
Adanya rasa kasih sayang akan membuat manusia saling
mencintai, saling tersambung serta saling menyayangi.
Dengan adanya saling menyayangi, saling tersambung serta
saling mencintai akan menyebabkan hati menjadi lembut.2!

Menurut tafsir Murrah Labid maksud dari Quran Surat
ar-Riim ayat 21 adalah sebagai berikut :23 Di antara tanda-
tanda kekuasaan Allah SWT yang menunjukkan adanya hari
kebangkitan serta hari pembalasan adalah Allah SWT
menciptakan manusia dari jenis mereka sendiri berpasang-
pasangan.Tujuan dari manusia mempunyai pasangan adalah
manusia supaya manusia merasakan ketenangan. Dengan
ketenangan tersebut maka menyebabkan tumbuh suburnya di
antara pasangan suami dan isteri tersebut mawaddah (cinta)
serta rohmah (kasih sayang). Perasaan kasih sayang itu
berasal dari orang yeng lebih tua ke orang yang lebih kecil
serta dari orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua.

Pernikahan yang diakui di dalam Islam adalah
pernikahan berdasarkan pada hubungan yang diakui secara
hukum serta mempunyai nilai tanggung jawab, tidak hanya

251 Abi Ja’far Muhammad ibn Jarir at Tabari, Tafsir at Tabbart Jami’i al- Bayan ‘an
Ta'wili Ay al Qur’an, (al- Qahirah : Markaz al-Buhiisi wa ad-Dirasati al-‘Arabiyyati wa al
Islamiyyati bi Dari al Hijrah, 2000)., juz 18, him. 478.

222 Muhammad ibn ‘Umar Nawawi al Jawi, Murrah Labid Likasyfi Ma 'na al Qur-ani al
Majid, ( Bairdit : Daru al- Kutubi al-“Ilmiyyah, 1997)., juz 2, hlm. 228



119

untuk mencari kesenangan sementara saja. >* Tujuan
disyari’atkannya pernikahan adalah terjaganya martabat lak-
laki dan wanita, terjaganya masyarakat dari kerancuan nasab,
adanya gangguan sosial serta pelanggaran moral. Islam
menawarkan solusi terhadap permasalahan seksual melalui
pernikahan yang sah secara hukum bukan melalui perbuatan
amoral.>*

Pernikahan tidak hanya permasalahan yang berkaitan
dengan hubungan jasmani yang berasal dari makanan serta
nafsu semata, namun didasarkan pada keikhlasan seorang
wanita serta perlakuan keluargannya. Tujuan pernikahan
adalah terbangunnya kehidupan antara suami serta isteri
dipenuhi perasaan damai, adanya saling pengertian serta
penuh dengan keikhlasan**

Tujuan pernikahan dalam syari’at Islam pada prinsipnya
adadua:

(1) Dengan pernikahan maka kehormatan laki-laki dan
wanita akan terjaga.”® Sayyid al Sabiq menyatakan
bahwa pernikahan merupakan sesuatu hal bersifat
alami (natural) dan sarana yang paling tepat untuk
mendapatkan kepuasan serta tempat menyalurkan
naluri biologis. Dengan pernikahan kegelisahan
menjadi hilang badan menjadi nyaman, timbulnya
perasaan damai pada jiwa, terhindar dari keinginan
memandang sesuatu yang diharamkan dan hati

menjadi tenang terhadap sesuatu hal yang

253 Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, hlm. 276
254 1bid, hlm. 276
255 1bid, him. 277.
2% Ibid, hlm. 277.
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diperbolehkan oleh Allah SWT.?” Rasulullah SAW

bersabda : 28

GuilSall g, ) Jaaew (8 alaall 1 agige Al o ga AN
Jiliad) &y oM Sl g o )aY) &y o M)

Tiga orang yang wajib bagi Allah menolong mereka
ialah orang yang berperang di jalan Allah, hamba
sahaya yang mukatab yang menghendaki membayar
cicilannya dan orang yang menikah yang
menghendaki menjaga dirinya dari zina. °
Disayariatkannya agad nikah bagi umat Islam
mempunyai tujuan yang mulia, yaitu bertujuan
untuk menjaga kemuliaan para wanita sehingga
perhatian syari’at pada aspek ini sangatlah besar
pada setiap masa. Hal ini tercermin dari tuntunan
yang ada dalam agama Islam. Contohnya
pernikahan seorang wanita tidak akan sah apabila
wali nikahnya tidak memberikan izin kepadanya
menikah.  Agad nikah juga berfungsi untuk
memberikan perlindungan terhadap wanita dari
perbuatan-perbuatan buruk dari para lelaki yang
akan merugikan wanita itu sendiri. Adanya upaya
penipuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki
kepada calon isterinya untuk kepentingan pribadi
semata. Untuk memberikan penjagaan kehormatan

dan melindungi dari kerugian maka syariat

257 As Sayyid As As Sabiq, Fighu as Sunnah, (Beiriit : Dar al Fikri, !983)., Juz 2, hlm.
10.

2% Al Imam al Hafiz Ab1 ‘Isa Muhammad Ibnu ‘Isa at Tirm1zi, Jami’u al Tirmizi, (Riyad
: Dar al Salam, 2009)., him. 522.

2¥Moh. Zuhri. Dkk, Tarjamah Sunan at Tirmidzi, ( Semarang : Asy Syifa, 1992).,
Volume 3, HIm. 227.
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menganjurkan agar wali nikah dilibatkan dalam
pernikahan, 26

Pernikahan bertujuan tidak hanya untuk mencari
kesenangan semata tetapi untuk mendapatkan
ketenangan dan dapat berlangsung  sepanjang
hayat.2®!  Pernikahan yang terjadi antara pria dan
wanita harus didasarkan pada kerelaan antara
keduanya. Pernikahan yang terjadi karena adanya
unsur paksaan atau pernikahan yang hanya karena
nafsu semata atau ada unsur tekanan pada salah satu
pihak, maka syari’at tidak akan menerimanya. Hal
ini dikarenakan adanya kerelaan kedua belah pihak
pada pernikahan itu adalah  pernikahan akan
berlangsung selamanya serta bahagia, timbulnya
perasaan dan hubungan kasih sayang serta adanya
ketenangan pada rumah tangga keduanya. Syari’at
tidak bisa membenarkan pernikahan laki-laki yang
tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak-
hak istri serta perempuan yang tidak rela dengan
pernikahan keduanya.?®?

Seorang suami wajib memberikan mahar
kepada istrinya dengan tujuan sebagai pengganti
adanya akad nikah. Allaéh berf/irmf‘m 1263 |

s (gi8ia Ll 16 g
Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.?%4

2600 Muhammad Tahir lon “Asyir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, hlm. 278

261 1bid, him. 279.
262 | bid, him. 278.
263 S, An Nisa’ : 4.

264 Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an , Al Quran dan Terjemahannya, him. 105.
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Menurut ayat ini mahar merupakan suatu
pemberian dari suami kepada isteri yang berfungsi
menggantikan agad. Mahar bukanlah hanya sekedar
pemberian saja, namun dengan mahar tersebut
memperlihatkan pentingnya penghargaan serta
meninggikan derajat wanita.?

Di dalam tafsir Murrah Labid Likasyfi
Ma’na al Qur-ani al Majid>®® dijelaskan mengenai
ayat tersebut di atas bahwa seorang lelaki yang
hendak menikahi seorang wanita harus memberi
mahar kepeda wanita tersebut. Pemberian mahar
tersebut merupakan suatu kewajiban yang berasal
dari perintah Allah SWT kepada lelaki yang hendak
menikahi seorang wanita.

Dengan adanya mahar dari lelaki kepada
wanita yang hendak dinikahinya menunjukkan
bahwa pernikahan dibangun dengan asas
kedermawanan serta kemurahan hati bukan dengan
syarat-syarat jual beli. Pemberian mahar yang
pantas sesuai kedudukan wanita dari seorang lelaki
kepada wanita yang hendak dinikahi merupakan
bentuk penghormatan kepada seorang wanita.
Mahar merupakan hak seorang wanita yang hendak
dinikahi oleh seorang lelaki dan pernyataan bahwa
pernikahan tersebut atas dasar kerelaan dan

persetujuan calon istri serta tidak ada unsur

265 Muhammad Tahir Ibn ¢ Asyiir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, hlm. 278
266 Muhammad ibn ‘Umar Nawawi al Jawi, Murrah Labid Likasyfi Ma 'né al Qur-ani al

Majid,Juz 1, him. 182.
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pemaksaan  kepada wanita yang hendak
dinikahinya.2¢”
¢) Diumumkannya Pernikahan
Pernikahan yang dilakukan antara lelaki dan wanita
haruslah diketahui orang banyak, artinya pernikahan tidak
boleh dilakukan secara sirri (pernikahan secara sembunyi-
sembunyi). Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi bisa mendekatkan kepada perbuatan zina.?%® Akibat
dari rahasiaannya pernikahan seorang laki-laki dan wanita
akan menyebabkan masyarkat terhalang untuk melakukan
pembelaan dan penghormatan kepada ikatan pernihan
tersebut. Pernikahan yang dirahasiakan menjadikan nasab
yang kacau disebabkan status hubungan yang tidak jelas.
Pernikahan vyang dilakukan secara sembunyi-sembunyi
menjadikan berkurangnya arti dari perlindungan terhadap
wanita. 2%
Diumumkannya suatu pernikahan antara laki-laki dan
wanita mempunyai dua makna yaitu : 270

(1) Dengan diumumkannya suatu pernikahan wanita akan
mendapatkan perlindungan yang besar dari
masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat tahu kalau
wanita yang hidup bersama laki-laki anggota
masyarakat tersebut merupakan isteri dari laki-laki
tesebut. Hal ini menyebabkan suami dari wanita
tersebut akan Dberfikir ulang untuk melakukan

kecurangan terhadapnya.?’!

267 Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, hlm. 279
268 Thid, him. 280.
269 1hid, him. 281.
270 1bid, him. 281.
271 bid, him. 281.
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Dengan diumumkan pernikahan tersebut menjadikan
masyarakat tidak berani mengganggu ikatan pernikahan
tersebut karena suami isteri tersebut berada pada ikatan
pernikan yang sah.>”

Perempuan yang menjaga kehormatan diri dari
perbuatan zina disebut muhsanat.?’?  Allah SWT

berfirman : 274

IRt 34 o 51T Loestr o i e ¥

|53 o) Cpdll (re Ciilanall y Chia 4l L)AQ_U.AAA.?MJ
(Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan
yang menjaga kehormatan di antara perempuan-
perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan
yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang
diberi kitab suci sebelum kamu.2”>

Muhammad ‘All as Sabtnidi dalam kitabnya yang
berjudul Rawdai u [ Bayani Tafsiru Ayati al Ahkami min al
Qur-an, menjelaskan ayat tersebut dengan penjelasan
sebagai berikut :2* Perempuan-perempuan yang boleh
dinikahi oleh orang-orang mukmin adalah para wanita
mukminat yang mampu memelihara kehormatannya,
para wanita Ahli Kitab yang juga mampu memelihara

kehormatan mereka.

272 1bid, him. 281.

273 Muhammad ‘All as Sabuni, Rawdai 'u | Bayani Tafsiru Ayati al Ahkami min al Qur-
an, (Damsyq : Maktabah Al Ghozal. Bairiit : Muassasah Manahi al ‘Irfan, 1980)., Juz : 1. HIm.

532.
274 QS. Al Maidah : 5.

275 Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an , Al Quran dan Terjemahannya, him.145.
276 Muhammad ‘All as Sabiini, Rawdai 'u [ Bayani Tafsiru Aydti al Ahkami min al Qur-

an, juz, hlm. 533
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Nikah Mut’ah

Praktik pernikahan dengan perjanjian waktu yang dibatasi
(nikah mut’ah) akan menyebabkan hilangnya nilai kesucian
serta tulusnya niat menikah untuk selamanya. Pernikahan
seharusnya diwujudkan dengan niat mempertahannya
selama-lamanya.?”’

Pernikahan yang sejak awal waktunya dibatasi akan
menyebabkan menyebabkan isteri pelaku nikah kontrak
hanya akan memikirkan berakhirnya pernikahan tersebut,
apalagi apabila ada orang yang lebih kaya harta yang ingin
menikahinya. Hal ini akan menyebabkan terganggunya
pikiran, rasa saling percaya serta kasih sayang, tujuan
pernikahan yang berupa perlindungan dan ketenangan akan
hilang.?"®
Kewajiban Menggauli Istri Dengan Baik dan Memberi
Nafkah Istri

Syari’at mewajibkan kepada suami dan istri berbuat
baik kepada pasangannya. Syari’at juga mewajibkan
kepada suami bertanggung kepada keluarganya, karena
suami adalah pemimpin keluarga. Menurut syari’at apabila
terjadi  kerusakan pada hubungan keluarga yang
menyebabkan  kemafsadatan ~ maka  diperbolehkan
melakukan pembatalan nikah melalui gugatan cerai ataupun
talak.27

Firman Allah SWT : 2%
02 _on For . _% @3 gfo o i@ . s, ¥ @3 g oag
12 OS5 O hma ( salia S (la” ca g haally G g 0dle
1 58 1508 40 A dadg 5 s
¢ ¢ ¢

27 Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Magdsid al Syari’ah al Islamiyyah, him. 282.

278 | bid, hlm. 282.
279 1bid, hlm. 282.

280 )S. An Nisa’ :

19.
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Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu
tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan
kebaikan yang banyak di dalamnya.?8!

Maksud ayat ini adalah Allah mewajibkan seorang
suami adalah berbuat baik pada isterinya, ini dikarenakan
pada zaman sebelum ayat ini turun banyak suami tidak
berbuat kepada isterinya. Maka turunlah ayat yang
memerintahkan untuk berbuat baik kepada isterinya.
Hakikat pernikahan adalah terpenuhinya nafkah seorang
istri yang berupa pakaian, tempat tinggal dan makanan,
terpenuhinya kasih sayang berupa perilaku suami kepada
istrinya. 282

Pengertian 1,88 158 48 & Jaagg Lsdl 58 0S5 o) puand 0 gala S o 16
mempunyai dua makna :

(1) Allah SWT memerintahkan kepada para suami
untuk memperlakukan para istri mereka dengan baik
meskipun terasa berat. Perlakuan yang dilakukan
suami kepada istrinya terdapat kebaikan yang
banyak. Para ulama mengartikan kebaikan yang
banyak adalah adanya perubahan hati seorang istri
kepada suami dari kebencian menjadi kasih
sayang.’?

(2) Abu Bakr al Asam bependapat bahwa kalimat
tersebut di atas pengertian bukan perubahan hati
istri kepada suaminya, tetapi yang dimaksud dari
kalimat tersebut adalah keteguhan seorang suami
berbuat baik kepada istrinya meskipun pada

281 Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an , Al Quran dan Terjemahannya, him.109.
282 Muhammad al Razl FakhruddIn ibn al Diyau ad DIn, Tafslr Fakhru al/ Razl. (Bairiit :

Dar al Fikri, tahun 1981).,

28 Ibid, him. 13.

Juz 10, him 12-13.
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awalnya ada perasaan tidak suka dengan isterinya
hingga rasa benci itu hilang dari hati seorang suami.
Al-Qadi tidak sependapat dengan pendapat Aba
Bakr al Asam. Menurut Al-Qadi makna dari kalimat
tersebut adalah adanya kesinambungan pergaulan
suami serta istri serta terpeliharanya kerelaan
menjalani  kehidupan berumah tangga bukan
menghilangkan sedikit demi sedikit kepada
pasangannya.>*

Seorang suami harus memberikan nafkah
kepada isterinya walaupun istrinya kaya raya. Hal
ini merupakan untuk memperkuat ikatan pernikahan
(usrah al zawjiyyah). Pernikahan menjadi penyebab
saling mewarisi antara suami dan istri.?®>

Ikatan Nasab dan Kekerabatan

Hubungan antara ayah dan anak merupakan awal dari
adanya ikatan kekerabatan. Keturunan manusia berasal dari
hubungan lelaki dan perempuan. Syari’at hanya mengakui
keabsahan suatu keturunan dari segi aspek nasab apabila
seorang manusi dilahirkan dari ikatan pernikahan yang sah
antara suami dan istri.

Islam bertujuan menghilangkan keraguan tentang nasab
dengan menyandarkan tentang nasab melalui pernikahan
yang sah. Adapun bentuk hubungan selain pernikahan
yang menghasilikan nasab menurut istilah mereka yang
hidup sebelum adanya Islam (diangkat Nabi Muhammad

SAW) seperti zina, istibda’,?®” Islam memberikan

284 1bid, hlm. 13.

285 Muhammad Tahir Ibn ¢ Asyiir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, him. 283.

286 1 hid, him. 283.
287 Istibda“ berarti

meminjam laki-laki untuk menghamili wanita.
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pengakuan keabsahan nasab-nasab tersebut berdasarkan
kepercayaan masyarakat pada waktu itu.2®

Pernikahan bukanlah suatu khayalan maupun ilusi,
pernikahan memiliki fitri (suci) dan tak terlihat. Syari’at
sangat memberikan perhatian terhadap terpeliharanya nasab
serta penetapannya. Syari’at juga memberikan perhatian
terhadap terhapusnya keraguan terhadap nasab berkaitan
dengan keagungan makna batin, menjadi bagian rahasia
penciptaan makhluk Allah. Perhatian terhadap nasab
berfungsi terhadap tegaknya suatu tatanan keluarga serta
terceganya perselisihan dikarenakan adanya perasaan
cemburu yang melekat pada hati manusia, serta
menghilangkan keraguan orang tua terhadap anak mereka
dan sebaliknya.?%

Anak sepersusuan mempunyai kedudukan yang sama
dengan anak kandung (anak ikatan nasab) menurut syari’at,
posisi ibu susuan menempati posisi ibu kandung. Anak
kandung berkedudukan sebagai saudara kandung dari anak
sepersusuan.?%°

Firman Allah SWT : 291

28 L %

et s R ] oA 0

Ibu yang menyusuimu, saudara- saudara perempuanmu
sesusuan.?”?

Penetapan ~ wanita yang  haram  dinikahi
(mahramiyyah) oleh syari’at berdasarkan pada nasab.

Seorang lelaki diharamkan menikahi orang tua dan

288 Muhammad Tahir Ibn ¢ Asyiir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, him. 283.

289 | bid, hlm. 285.
290 1hid, him. 285.
21 (QS. An Nisa’ :

23.

22 Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an , Al Quran dan Terjemahannya, him. 110.
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keturunannya langsung. Hal ini bertujuan tidak merusak
kehormatan dan wibawa hubungan kekerabatan yang
sempurna, serta cinta kasih sayang kepada keluarga tidak
dirusak dengan unsur syahwat.??

Islam mengharamkan adanya pernikahan dengan
kerabat dekat karena masih satu nasab. Al Fakhrr al Razi
menyatakan bahwa pernikahan dengan kerabat dialrang
karena hubungan seksual merupakan tindakan  yang
membuat martabat jatuh serta merulakan bentuk
penghinaan dan membuat malu untuk menyebutkannya.
Para ibu harus menjaga dari perbuatan tersebut, begitu juga
dengan para kerabat lainnya.

Pernikahan terhadap wanita yang masih satu asal-usul
dan keturunan di dalam adalah Islam terlarang. Misalnya
bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu. Pernikahan
dengan kerabat yang masih sejajar seperti saudara
perempuan dan saudara laki-kaki juga dilarang dengan
tujuan terjaganya sikap saling hormat menghormati di
antara para kerabat dan kewibawaan mereka terjaga
selamanya.?*

Pernikahan yang tidak diperbolehkan kepada wanita
yang masih ada hubungan karena adanya pernikahan. Hal
ini dianggap sama dengan larangan menikahi wanita itu
karena nasab. Ibu mertua tidak diboleh dinikahi meskipun
putrinya yang dinikahinya telah meninggal. Seorang wanita
yang berkedudukan sebagai anak tiri tidak boleh dinikahi
oleh ayah tirinya yang ibu wanita tersebut telah digauli
ayah tirinya. Pernikahan yang bisa menimbulkan konflik

yang mengarah kepada terputusnya hubungan kekerabatan

293 Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, him. 285.

24 I bid, him. 286.
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jika diharamkan misalnya seorang lelaki menikahi adik
sekaligus kakaknya, menikahi wanita sekaligus menikahi
bibinya dari pihak ayah atau bibi dair pihak ibu.?%>

Larangan menikahi wanita yang sepersusuan
dikarenakan ia disamakan dengan larangan menikahi
wanita karena satu nasab. Rosulullah SAW bersabda : 2%

Gl (a2 La gl (e a A

Seorang muslim tidak boleh menikahi wanita yang
telah menjadi hak orang lain, seorang lelaki yang
mempunyai budak tidak boleh menikahi budaknya
sementara ia memiliki istri seorang wanita yang merdeka.
Hal ini menyebabkan terganggunya istri yang merdeka
dengan adanya pernikahan suaminya dengan budak
perempuan suaminya. Seorang muslim juga dilarang
menikahi yang telah saling melaknat (1i’an) dalam perkara
tuduhan berzina di antara suami dan istri. Hal ini karena
sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang baik apabila
telah terjadi li’an di antara keduanya. Seorang muslim juga
dilarang menikahi wanita yang beragama bukan agama
samawi dikarenakan adanya keyakinan yang sangat
berbeda, namun seorang muslim boleh menikahi wanita
yang beragama samawi selain Islam.?’

Seorang wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya,
maka suami yang menceraikannya tidak boleh menikahinya
kembali sampai ada lelaki lain yang menikahinya dan telah
melakukan hubungan seksual kepada suaminya yang lain.

Wanita yang dilarang dinikahi oleh mantan suaminya

Bairit :

293 | bid, him. 286.
2% Abu ‘Adullah

Muhammad ibn Isma’il al Bukhari, Sahih al Bukhari, ( Damsyiq-

Dar Ibni Katsir, tahun 2002)., him 643

27 Muhammad Tahir Ibn ¢ Asyiir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, him. 286.
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karena diceraikan olehnya termasuk dalam katergori sesutu
hal yang berkaitan dengan hak Allah. Seorang lelaki yang
mampu menikahi wanita merdeka tidak boleh menikahi
budak perempuan. Seorang lelaki tidak boleh menikahi
wanita merdeka sekaligus budak perempuan.?*

Seorang wanita tidak boleh menikah dengan 2 orang
lelaki  dengan kata lain seorang wanita tidak boleh
mempunyai 2 orang suami. Seorang lelaki boleh menikah
dengan lebih seorang wanita dengan catatan paling banyak
4 orang.

Untuk menjaga supaya hubungan kekerabatan nasab
atau kekerabatan tidak rusak atau punah maka ada
beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu
dengan memperhatikan hak-hak kekerabatan : seorang
muslim harus memeberikan nafkah kepada anak dan orang
tua sesuai dengan ijmak para ulama, seorang muslim harus
memberi nafkah kepada kakek, nenek dan cucu menurut
pendapat sebagian para imam, seorang muslim wajib
berbuat baik kepada oranga tua, adanya saling mewarisi
dari adanya hubungan kekerabatan, terjalinnya hubungan
keluarga dekat dan kerabat.?%°
Ikatan Persemendaan

Timbul adanya ikatan persemendaan dikarena adanya

nasab dan pernikahan. Allah SWT berfirman : 30

Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai)
keturunan dan musaharah (persemendaan).3!

2% | bid, him 287.
299 1bid, hlm 287.

390 QS. Al Furgan : 54.
301 Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an , Al Quran dan Terjemahannya, him. 519,
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Kehormatan dan kemuliaan merupakan fondasi dari
ikatan persaudaran persemendaan (ikatan sihr) dengan
tujuan utama adalah tumbuhnya kasih sayang di antara
kerabat yang satu dengan kerabat yang lain. Adapun ikatan
kekerabatan yang disebabkan karena adanya pernikahan
adalah : Anak tiri, saudara perempuan dari istri, ibu mertua,
bibi dari pihak istri. Adapun ikatan kekerabatan yang lahir
dari adanya pernikahan dengan kerabat adalah : Istri anak
dan istri bapak.

Adapun ikatan sihr yang bisa belaku pada sihr dekat
dan sihr jauh adalah yaitu : Seorang suami haram menikahi
ibu mertua dan anak perempuan istri (anak tiri). Seorang
istri tidak boleh menikah dengan ayah suami (mertua laki-
laki) dan anak laki-laki dari suami ( anak tiri).>*

Ayah suami haram menikahi istri anak laki-lakinya
(menantunya), seorang lelaki diharamkan menikahi isteri
ayahnya. Diaharamkannya pernikahan karena hubungan
persemendaan itu berlaku selamanya bahkan seseorang
yang menyebabkan diharamkanya penikahan tersebut
meninggal.3%

Hubungan persemandaan jauh (sihr jauh) mempunyai
beberapa tingkatan. Pada hubungan ini ada yang
keharamannya bersifat permanen (selamanya) misalanya
menikahi dua saudara perempuan sekaligus atau menikahi
wanita dan bibinya sekaligus . Adapun hubungan
persemndaan yang hubungannya sangat lemah dalam

kondisi apapun tidak haram menikahinya.3%

392 Muhammad Tahir Ibn Asyir, Magdsid al Syari’ah al Islamiyyah, him 288.

393 1bid, him 289.
394 hid, him 289.
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Berakhirnya Pernikahan

Berakhirnya suatu ikatan pernikahan dengan talak dari
pihak suami, dari keputusan hakim atau melalui fasakh
(pembatalan nikah). Talak secara syar’l bertujuan untuk
menghindari adanya kemudlorotan yang lebih besar ketika
rumah tangga tetap diteruskan tanpa adanya keharmonisan
di dalamnya serta hubungan suami dan istri tidak tertata
yang menyebabkan kondisi keluarga tidak stabil. Untuk
mengakhiri pernikahan syari’at memberikan caranya yakni
dengan talak.3

Allah SWT berfirman : 30

@

A gan LadMIBLA, o) Y

Kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu
menjalankan b batas-batas ketentuan Allah..’’”

Di dalam syari’at Islam yang berhak melakukan talak
adalah laki-laki dari pasangan suami istri. Hal ini
dikarenakan dalam kondisi bagaimanapun yang berusaha
mempertahankan istri, keberlangsungan rumah tangga
dan lebih lebih luas pandangan terhadapa kepentingan
keluarga adalah suami.3®

Seoerang wanita yang menderita di dalam berumah

tangganya bisa mencari jalan untuk melakukan perceraian
melalui khulu’ (mengaujukan gugatan cerai  dengan
tebusan kepada suaminya) atau melalui pengajuan gugatan
cerai ke hakim di Pengadilan Agama. Untuk mengahindari

hal-hal yang membawa kemungkinan buruk bagi kehidupan

395 1bid, him 290.

3% QS. Al Bagoroh : 229.
307 Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an , Al Quran dan Terjemahannya, him.48.
3% Muhammad Tahir Ibn ¢ Asyiir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, him 290.
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rumah tangganya dengan membuat syarat di dalam akad
nikahnya, misalnya istri mempunyai hak untuk
menceraikan dirinya sendiri jika suami menikah lagi.3%

Di dalam Shohih Bukhoir disebutkan :31°

AN 4 aillaio La Lg gd g5 ) Jag pdd) (3al

Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian
penuhi ialah membayar maskawin.3!!

Menurut Said bin al Musayyib persyaratan-persyaratan
yang ada setalah akad nikah dilaksanakan tidak sah.
Menurut Imam Malik jika semua persyaratan dijadikan
sebagai bagian akad nikah, maka persyaratan tersebut
tidak sah dan sifatnya tidak mengikat. Namun apabila
suami menyepakati persyaratan tersebut secara suka rela
setelah pelaksanaan akad nikah, maka persyaratan tersebut
menjadi mengikat. Oleh karena itu suami harus
menunaikan apa yang telah ia sepakati mengenai
persyarat-persyaratan yang telah disepakti  bersama
istri.?12

Teks hadits tersebut di atas merupakan dalil yang lemah
bagi mereka yang menolak permasalah tersebut. Mereka
menyatakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh seseorang
suami secara sukarela tidak mungkin menjadi persyaratan,
sedangkan kenyataannya Rasulullah menyatakan hal

tersebut sebagai persyaratan dengan pernyataan beliau

399 1bid, him 290.

310 Abii ‘Adullah Muhammad ibn Isma’il al Bukhari, Sahih al Bukhari, him. 666.
311 Achmad Sunarto, dkk., Tarjamah Shahih Bukhari, (Semarang : Asy Syifa’, 1991).,

jilid. 3, him. 710.

312 Muhammad Tahir Ibn Asyiir, Magasid al Syari’ah al Islamiyyah, him 290.
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bahwa persyaratan untuk menghalalkan kemaluan dalam
akad nikah merupakan sesuatu yang harus dipenuhi-**?

Di sisi lain, jika persyaratan tesebut secara sukarela
dilakukan lebih tepat tidak wajib dipenuhi persyaratan
tersebut. Adapun persyaratan yang diajukan oleh pihak
istri berkaitan dengan dilaksanakannya pernikahan
tersebut.3'4

Apabila pernikahan menimbulkan kerugian (madharat)
atau pernikahan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan oleh syari’at maka majelis hakim melalui

putusannya menjatuhkan talak atau melakukan pembatalan

nikah (fasakh).3!

Rusaknya ikatan nasab berhubungan dengan ikatan
anak (btinuwah). Hal ini dikarenakan ikatan anak
merupakan sesuatu hal yang pokok dari nasab. Kedudukan
ayah dan ibu ditetapkan dari ikatan anak yang diikuti
dengan ikatan kerabat-kerabat lainnya. Apabila ikatan anak
dinyatakan sah, maka ikatan seluruh cabang yang berkaitan
dengan nasab adalah sah dan sebaliknya apabilan ikatan
anak tidak sah, maka ikatan nasab yang lain dinyatakan
gugur.

Penggunaan kata terurai (J3=3)  di dalam
permasalahan nasab artinya bukan pembatalan ikatan yang
telah sah, tetapi yang dimaksud adalah mengungkap nasab
yang tadinya dianggap sah menjadi batal. Nasab yang
terbukti sah tidak bisa dihapus atau dibatalkan.

313 1bid, him. 291
3141bid, him. 291.
313 1hid, him. 291.
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Adapun pembatalan nasab dapat dilakukan dengan dua

cara yaitu :

(1) Lian, yaitu adanya saling laknat antara suami dan
istri.

(2) Anak yang dinisbatkan kapada bukan ayah yang
sebenarnya melalui penetapan yang dilakukan
sendiri ataupun oleh masyarakat.

Penolakan berdasarkan fisik yang tidak mirip
dengan ayah kandung bukanlah alasan yang sah dan
telah dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Bangsa Arab
dan bangsa yang lain menentukan nasab seorang anak
berdasarkan kemiripan fisik anak terhadap ayahnya dan
cara ini adalah salah. Mereka hanya menggunakan
praduga semata dalam hal penentuan nasab dan
metode tersebut adalah bentuk kebodohan.

Cara kedua dalam pembatalan nasab dengan
adanya pembuktian bahwa penisbatan anak kepada
ayah yang bukan ayah biologisnya atau ayah yang
berasal dari praduga orang. Syariat memulai hl ini
dengan pembatalan praktik adopsi anak. Allah SWT

berfirman :31¢

sUle 13aka8 a1 8% 4T mie Landl 4 2l 2b 23
Rlas cpill 8 K350 2

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak mereka. ltulah yang adil di sisi Allah. Jika
kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu.?!”

316 QS. Al Ahzab : 5

317 Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an , Al Quran dan Terjemahannya, him. 603.



137

Ayat ini mengajak masyarakat untuk kembali
kepada apa yang mereka ketahui tentang penetapan
nasab anak angkat kepada ayah mereka sendiri yang
sebenarnya. Setiap orang yang memiliki nasab yang
salah mempunyai hak untuk melakukan pembuktian
terhadap nasabnya yang benar serta mengabaikan
nasab yang tidak benar dengan adanya bukti yang jelas
serta adanya pengakuan yang bebas dari kecurigaan.3'®
Syari’at juga melakukan pengawasan terhadap metode
kedua ini yaitu hak anak yang penisbatan dirinya
digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap
nasabnya. Para ulama berpendapat bahwa di dalam
pembuktian nasab tidak ada penghalangnya.

Dibatalkannya ikatan nasab pernikahan berkaitan
dengan dibatalkannya ikatan asal sebagai penyebabnya.
Berikut ini penjelasannya :

(1) Pembatalan yang terjadi secara total jika
saudara perempuan, bibinya atau ibu dari pihak
wanita. Terputusnya ikatan pernikahnnya
dikarena kematian atau perceraian.

(2) lkatan nasab yang tidak bisa dibatalkan
misalnya ibu dari istri (mertua), istri ayah (ibu

tiri), istri dan anak tiri.3"

i) Magasid Di Bidang Ekonomi

Syari'at bertujuan melestarikan tatanan sosial manusia,
meningkatkan kehebatan dan kemuliaan Ummat hanya dapat
dianggap memiliki penghargaan tertinggi terhadap kekayaan
ekonomi. Jika kita benar-benar menguji ayat-ayat Al-Qur'an

dan Tradisi Kenabian yang berhubungan dengan properti dan

318 Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Magdsid al Syari’ah al Islamiyyah, him 292,

319 Ibid, him 292.
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kekayaan, mempercayainya sebagai andalan kegiatan sosial
manusia dan solusi untuk masalah-masalahnya, Kkita
menemukan banyak bukti pendukung bahwa properti dan
kekayaan memiliki status penting menurut Syari‘at.>2
Memang, zakat atas harta ekonomi adalah rukun Islam
yang ketiga, pelaksanaannya merupakan lambang Muslim
sejati dan ketidakhadirannya terhadap orang munafik-
seperti dalam pernyataan Allah SWT :
b yTiall ¢y sy (il Sl Cpily A sy 40T A% )
O9aS by 853 G5
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya,
dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan
menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).!
Syari'at telah puas pada urusan ini dengan tidak
melarang manusia memperoleh kekayaan dengan cara yang
sah dan dengan menunjukkan berbagai aspek kebaikan dan
kejahatan yang mungkin terjadi dari berbagai cara
membelanjakannya. Tujuannya adalah untuk menggunakan
alat keinginan dan ketakutan untuk membujuk orang agar
membelanjakan uang mereka dengan bijak dan
menghindari menyalahgunakannya. Demikian pula, Shari
ah ah telah puas dengan tidak menganiaya orang dengan
merampas kebajikan dan keuntungan yang diperoleh dari
kekayaan mereka ketika mereka menggunakannya untuk

tujuan yang bermanfaat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

%sa A es;m; est;s i \JJsmesmMum
OJAY‘Q’&J‘\JLAJUMS\L’&LH\GUAJJJML}AU&M\UAS

uﬁjmmﬂ\uﬁUJ\ﬁdeﬁw&uj&aw
C\MLAAMHJMJ\JL\S\H\JG L\&JMDJA\J\

320 Ihid, him. 293

321 QS Al Maidah : 55.
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el & 13

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka
berzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu
menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek
moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu.
Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan
kami, berilah kami (kebaikan) di dunia”, dan tiadalah
baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. Dan di
antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami,
berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan
peliharalah kami dari siksa neraka". Mereka itulah orang-
orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka
usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.>??

Salah satu tujuan utama Syari'at mengenai kekayaan
masyarakat adalah untuk menjamin kelangsungan dan
pertumbuhannya. Karena kekayaan itu terdiri dari
kumpulan, kekayaan itu dilindungi dengan menetapkan
aturan yang tepat untuk pengelolaannya baik di tingkat
publik maupun swasta. Hakikatnya, perlindungan kekayaan
negara secara keseluruhan bergantung pada perlindungan
komponen-komponen utamanya yang terdiri dari harta
benda dan kekayaan individu. Demikian juga, kami
menemukan bahwa sebagian besar undang-undang
ekonomi dalam Syariah berkaitan dengan perlindungan
kekayaan individu dan kepemilikan pribadi,*?® sebagian
besar undang-undang ekonomi dalam Syariah berkaitan
dengan perlindungan kekayaan individu dan kepemilikan
pribadi. Hal ini karena manfaat dan kegunaan kekayaan
pribadi mengarah pada kebaikan masyarakat secara umum.

Kekayaan yang dimiliki oleh individu akan
menguntungkan baik pemiliknya masing-masing maupun

selurun masyarakat, karena kegunaannya tidak terbatas

322 QS. Al Bagoroh : 200-202
323 Mohamed El-Tahir EI-Mesawi, 1bn Ashur Treatise on Magqdsid al Shari’ah, hlm. 277.
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pada penerima manfaat langsung yang menanganinya. Hal
ini memang telah ditunjukkan oleh ayat berikut yang di
dalamnya Tuhan berfirman: "Dan janganlah kamu
percayakan harta dan hartamu (amwalakum) kepada orang-
orang yang lemah akalnya. Di sini, perintah ditujukan
kepada komunitas secara keseluruhan atau kepada mereka
yang berwenang. Di dalamnya, kekayaan telah dikaitkan
dengan selain pemilik aslinya, karena pemiliknya di sini
adalah orang-orang yang tidak kompeten secara hukum.
Ungkapan: "yang telah Tuhan jadikan sebagai sarana
penunjang bagi Anda”, lebih jauh menggarisbawahi atribusi
kekayaan kepada komunitas dan memperjelas tujuannya,
karena menggambarkan bahwa kekayaan digunakan untuk
mendukung dan kebaikan seluruh komunitas.32*

Magqasid di Bidang Ibadah

Magasid pada bidang ibadah ini berkaitan dengan hak-
hak  Allah dan hak-hak manusia. Hak-hak Allah ini
berkaitan dengan masalah keimanan.3?’

Hak Allah SWT atas hamba-Nya salah satunya adalah
larangan Allah atas hamba-Nya menyekutukan Allah
dengan sesuatu apapun.326

Hak Allah atas hamba-Nya yang lain adalah Allah
memerintahkan kepada hamba-Nya hanya untuk beribadah
(menyembah) kepada kepada Allah.3?” Allah berfiman ;328

st ) Gyl Call &8 Ly

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka menyembah-Ku.

324 | bid, him. 277.

325 Muhammad Thohir Ibn ¢ Asyur, Maqosid al Syari ‘ah al Islamiyyah, him.255.

326 | bid, him. 255
327 | bid, him. 255

328 S. Al Dzariyat : 56.



141

k) Magqasid Talaq

Menurut promovendus, Maqasid Talak adalah
tujuan atau hikmah dari diperbolehkannya melakukan talak
dalam Islam, yaitu untuk menghindari terjadinya mudarat
dan mencapai kemaslahatan jika pernikahan tidak mungkin
dipertahankan, seperti untuk mencegah penderitaan, konflik
meluas, dan menjaga hak-hak pasangan suami ataiiistri dan
anak berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan
keluarga.

e. Pembaruan dalam Maqgasid
Muhammad Tahir ibn ‘Asylir membawa pembaruan dalam teori
magashid dengan menambahkan dimensi-dimensi baru yang relevan
dengan konteks modern yaitu Magasid dan Hak Asasi Manusia
la menekankan bahwa magashid harus mencakup perlindungan
terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak berpendapat,
dan hak atas pendidikan.
1) Perlindungan maqasid terhadap hak-hak dasar manusia.
Menetapkan prinsip-prinsip hak (ushal al istihqoq) adalah
dasar terbaik dan paling kokoh untuk membuat undang-undang
tentang transaksi masyarakat. Ini memenuhi dua tujuan penting
yang menjadi dasar pemberian hak kepada mereka yang berhak
atasnya. Istilah” hak "mengacu pada cara manusia
memanfaatkan, dan memanfaatkan, apa yang telah Tuhan
ciptakan untuk mereka di dunia di mana Dia telah
menempatkan mereka, 32° seperti yang telah dinyatakan oleh
Al-Qur'an:

;M’uﬂgw\‘umuajﬂuﬁueﬂdhdmy
e 5005 06 a5 & gai B (i

329 Muhammad Tahir ibn ‘Asyiir, Maqosid al Syari’ah al Islamiyyah, him. 239.
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Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya
tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu..33°

Mereka juga setara dalam hak mereka untuk hidup di dunia
ini karena sifat dasar mereka, dan tidak ada perbedaan warna
kulit, anatomi, ras, atau tempat yang dapat memengaruhi
kesetaraan itu. Kesetaraan dasar ini menjamin kesetaraan
mereka dalam dasar-dasar perundang-undangan Islam, seperti
sebagai hak atas keberadaan, dinyatakan dengan istilah
"perlindungan kehidupan™ dan "perlindungan keturunan”, serta
hak atas sarana  kehidupan, dinyatakan  dengan
istilah"perlindungan harta benda".

Di antara sarana kehidupan utama yang menjadi hak setara
manusia adalah hak untuk hidup di tanah yang telah mereka
peroleh atau di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan.
Mereka juga berhak atas sarana untuk menjalani kehidupan
yang layak dan baik yang dikenal sebagai "perlindungan intelek
"dan" perlindungan kehormatan”. Di atas segalanya adalah hak
milik umat beragama (jami’ah diniyyah), yang diungkapkan
dengan ungkapan "perlindungan agama". Cara untuk mencapai
hak-hak ini telah disebutkan dan pembahasan lebih lanjut
mengikuti urutan kepentingannya.>*!

2) Penekanan pada Spirit Syariah
Muhammad Tahir Ibn ‘Asyar menekankan bahwa hukum
syariah harus dilihat dari spirit atau tujuannya, bukan hanya
pada teks literal. Hal ini ‘Asyiir katakan di dalam kitabnya
sebagai berikut :
lgabana 5f a5l J)sad aan g il 4 alall oSall 5 el
@ b alSal (e pala g 55 O SIL LgilaaDle (aiaS Y Cuay

330 QS. Al Bagoroh : 29.
331 Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Magasid al Syari’ah al IsAmiyyah, (Dar al Kutub al
Mishri: al Qahirah dan Dar al Kutubal Lubnéni : Beir(it, 2011), him. 147.
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il Y ) el 5 daladl il g day il Calia sl 12
Ak sale Canl aSa) e (e Liagl 138 8 Jay 5 LibaaDle (0
T Lgia 58S gl il 8 AL el LS AlSa Y g1l il A
Makna-makna dan hikmah yang dijaga oleh syari’ah dalam
setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah
tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu
saja melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum,
tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu
ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak
diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.

Muhammad Tahir Ibn ‘Asyar menegaskan bahwa
pengetahuan tentang magdshid sangat diperlukan bagi ijtihad
dalam segala manifestasinya. Beberapa ‘Ulama’ untuk
memproyeksikan pendapat pribadi ke dalam kata-kata teks dan
jatuh ke dalam kesalahan karena tidak sejalan dengan
semangat umum dan tujuan dari bukti di sekitarnya. Hal ini
dapat diilustrasikan dengan mengacu pada pandangan yang
berbeda dari ulama’ tentang apakah zakat atas barang-barang
seperti gandum dan kurma harus diberikan dalam bentuk
barang atau dapat juga diberikan dalam bentuk uang yang
setara.’

3) Kontekstualisasi Hukum Ibn ‘Asyir

Ibnu  ‘Asyir mengusulkan agar hukum Islam
dikontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa
mengorbankan prinsip dasar syariah. Komunitas Muslim selalu
membutuhkan cendekiawan yang berpandangan jauh ke depan
dengan pemahaman menyeluruh tentang Syari'at dan
pemahaman yang kuat tentang objektivitasnya serta kesadaran
yang komprehensif akan kebutuhan masyarakat. Dengan

demikian, tugas mereka adalah memberikan solusi yang

332Ibid, him.82.

333 Mohammad Hashim Kamali, Magasid Al-Shariah Made Simple, London : The
International Institute of Islamic Thought, 2009, him. 21.
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diilhami Syari'at terhadap masalah masyarakat untuk
menyembuhkannya dari semua jenis penyakit dan
menyelamatkan kekuatan dan kehormatannya. Faktanya, Tuhan
telah membimbing kita untuk hal ini dengan memerintahkan
kita untuk merenungkan petunjuk dan bukti Syariah dan
melakukan segala upaya untuk menemukan maksud-Nya. Hal
ini disimpulkan dari berbagai versi Al-Qur'an dan Tradisi
Kenabian yang otentik.33*

Allah telah mengkritik banyak komunitas karena hanya
menerima makna yang dangkal dari hal-hal dan gagal untuk
lebih  memperhatikannya serta mencari makna yang lebih
dalam.?* ljtihad merupakan kewajiban bersama (fardlu
kifayah) terhadap komunitas Muslim sesuai dengan kebutuhan
dan keadaan masyarakat dan negaranya yang berbeda.?3¢

Langkah pertama yang harus diambil untuk mencapai
tujuan intelektual dan keilmuan yang krusial ini adalah
membentuk badan spesialis ulama Syariah terkemuka dari
semua mazhab hukum (madh) di negara-negara Muslim. Tugas
para ulama ini adalah mempelajari dan mendiskusikan
kebutuhan vital umat untuk menghasilkan resolusi yang
disepakati tentang bagaimana komunitas Muslim harus
bertindak dalam hal mereka. Kemudian, mereka harus
menyampaikan resolusi mereka ke semua negara Muslim, dan
saya tidak memiliki keraguan serius bahwa umat Islam akan
mematuhi rekomendasi mereka.?*’

Kewajiban lain dari anggota badan yang disarankan ini
adalah untuk mengidentifikasi para ulama Syari‘at di seluruh

dunia yang telah mencapai atau hampir mencapai tingkat

334 Mohamed el Tahir el Mesawi, Ibn Ashur Treatise on Magasid al Shari’ah, him. 223
35 1bid, him. 223,
361hid, him. 224
371bid, him. 225.
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ijtinad. Setelah ini selesai, cendekiawan Muslim harus memilih
yang paling berkualitas di antara mereka sendiri untuk
mengambil peran utama dalam menjalankan ijtihad. Dalam
memilih kelompok ulama ini, perhatian khusus harus diberikan
pada hal-hal berikut.  Selain ilmu, kelompok ulama ini harus
memadukan keutuhan dan ketaatan pada Syari'at dalam
kehidupan pribadinya agar umat memiliki keyakinan penuh
terhadap keilmuan ilmiahnya dan tidak ada kecurigaan
terhadap kebenaran dan kebenaran rekomendasi mereka.
g. Perbedaan dengan Pemikiran Sebelumnya
Pemikiran Thahir bin Ashur memiliki beberapa perbedaan dengan
ulama sebelumnya. Dalam penelitian ini akan disampaikan beberapa
tokoh yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan magasid
syari’ah.
1) Abu Ishaq Al-Syatibi
Biaya syariah adalah karena pelestarian tujuannya dalam
penciptaan. Tujuan-tujuan ini tidak lebih dari tiga bagian: 3*% salah
satunya adalah: al Dloruriyat (menjadi perlu). Yang kedua adalah
haajiyaat (memiliki kebutuhan). Dan ketiga: , tahsiniyaat (jadilah
pengoptimal). Adapun yang perlu, artinya sangat diperlukan untuk
kepentingan agama dan dunia, sehingga jika hilang, kepentingan
dunia tidak akan didasarkan pada kebenaran, tetapi pada korupsi,
gelandangan, dan hilangnya nyawa . Di sisi lain, saya merindukan
keselamatan dan kebahagiaan, dan kembalinya dengan kehilangan
yang ditunjukkan.
Ada dua cara untuk melestarikannya: pertama adalah dengan

mengevaluasi pilarnya dan membuktikan aturannya. Dan itu adalah

338 Abu Ishaq Al-Syatibi, A/ Muawafaqot Fi Ushiili al Syari’ah, him. 7.
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ungkapan. Yang kedua : apa yang mencegah ketidakseimbangan
realitas atau yang diharapkan di dalamnya.

Dan itu adalah pertimbangan mereka dari sisi ketiadaan. Asal
muasal ibadah adalah karena pelestarian agama dari segi eksistensi;
seperti keimanan (tauhid), mengucapkan dua testimoni, sholat,
zakat, puasa, haji, dan sejenisnya. Kebiasaan adalah karena
kelestarian jiwa dan pikiran dari sisi eksistensi serta makan
(makan) makanan, minuman, pakaian, bahan-bahan, dan
sejenisnya. Dan transaksi (penghidupan) disebabkan oleh
pelestarian keturunan dan uang dari sisi eksistensi, dan pelestarian
jiwa dan pikiran juga, tetapi oleh kebiasaan . Dan kejahatan-dan
mereka digabungkan (menjadi) perintah untuk berbuat baik dan
larangan kejahatan-adalah karena pemeliharaan setiap orang dari
sisi ketiadaan .

Ibadah dan adat istiadat telah mewakili dan bertransaksi yang
menjadi kepentingan manusia dengan orang lain, seperti
pengalihan harta dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi dengan
kontrak di leher, tunjangan atau syarat. Kejahatan bukan karena
pembatalan yang disebutkan di atas, sehingga dimulai untuk
mencegah pembatalan tersebut dan menghindari kepentingan
tersebut; seperti retribusi dan hutang - untuk diri sendiri,
pembatasan-untuk alasan, penyertaan nilai uang-untuk keturunan,
pemotongan dan penyertaan-untuk uang, dan sejenisnya. Dan total
kebutuhannya ada lima. Yaitu (menyucikan) menyelamatkan
agama, jiwa, keturunan, uang dan pikiran . Mereka mengatakan
bahwa hal itu diamati di setiap agama.**

2) lbnu AsyQr
Ada empat dasar yang menjadi nadzariyyah atau pandangan

Ibnu*‘Asytir dalam membentuk atau meletakkan dasar-dasar

339 Ibid, him. 8
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konsep atau teori Maqasid al-SyarT’ah antara lain: fitrah, toleransi
(al-Simahah), persamaan (al-Musawah), dan kebebasan (al-
Hurriyyah). Keempat dasar ini memiliki pembagian yang hirarkis
dan tidak pernah dibahas secara komprehensif dan universal dalam
kaidah ushuliyyah, sehingga hasil dari penerapan kaidah
ushuliyyah  memberikan  kesan literal  tekstual tanpa
mempertimbangkan konteks.3#
a) Konsep al-Fitrah
Secara etimologi kata “fitrah” merupakan sinonim dari
kata “khilqah” yang  berarti naluri (pembawaan).
Sedangkan secara terminologi, fitrah adalah naluri atau
kodrat yang diciptakan Tuhan pada semua jenis makhluk.
Fitrah manusia adalah fitrah naluri penciptaannya dari aspek
jasmani, rohani maupun pikiran”. Ketika manusia merasa
nyaman dan lelap dalam tidurnya saat tubuhnya berbaring,
maka itu adalah bagian dari fitrah manusia. Jika manusia
berjalan dengan kedua tangannya, maka itu sudah keluar
dari naluri penciptaan. Manusia akan merasa sedih apabila
kehilangan sesuatu yang amat ia cintai, hal ini juga bagian
dari kodrat penciptaan, dan begitulah seterusnya.
Dari penyebutan kata fitrah ini hanya satu ayat yang
menunjukkan bentuk fitrah secara jelas yaitu dalam firman
Allah Swit:
gale Gl ol o &7 kb s (3l gl A8
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama
(Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu.
Maksud dari ayat ini adalah agama fitrah, sementara

agama yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada

340Tgk. Safriadi, Magashid Al-Syari’ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu
‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi, (Lhoksumawe : Sefa Bumi Persada, Th. 2021)., him. 216
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limit agidah dan tauhid, melainkan juga mencakup
konstitusi hukum syari’ah. Ibnu ‘‘Asylir menambahkan
bahwa fitrah manusia mencakup zahw dan bagn. Zahir
bermakna segala hal yang bersifat jasadi dan inderawi
seperti manusia berjalan dengan kedua kakinya, atau
menggunakan mata untuk aktivitas melihat. Sedangkan
barin lebih bersifat aqli, di mana manusia diciptakan
dengan dukungan kaedah-kaedah aplikatif terhadap
penggunaan akal. Terlepas dari budaya yang berkembang
dan menjadi tradisi, bahwa manusia pada dasarnya dapat
secara naluriah membedakan hal-hal yang baik atau buruk.

Melalui konsep fitrah ini, Ibnu ‘‘Asylir berusaha
mengembangkan teorinya. la menjelaskan bahwa asas
fitran adalah asas yang paling adil dianugerahkan kepada
seluruh manusia, tanpa memandang ras, budaya, agama dan
letak geografis. Oleh karena fitrah manusia berlaku al-
Syamil (menyeluruh) kepada seluruh manusia. Maka
syari’ah, sebagai entitas yang bekerja dengan landasan
fitrah juga mengandaikan keumuman hukum Tuhan, baik
bersifat zamani maupun makani.**!

Konsep al-Maqasid telah berhasil melahirkan konsep-
konsep al-Maqasid yang lain. Ini pula yang dimaksudkan
oleh Isma’ll Hasant dengan konsolidasi konsep fitrah
terhadap Magadsid al-SyartT’'ah (ta’shil 1i al-Fitrah fi
Magqasid al-SyarT ah).**

Konsep al- Samahah (toleran)

Konsep ini merupakan dasar dari prinsip syari’at di

mana konsep ini sudah dimiliki sejak manusia dilahirkan.

Menurut teori Ibnu ‘Asylr, al-Samahah inilah sifat yang

341 bid, 217.

342 1bid, him. 2017-2018.
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paling sempurna untuk mententramkan jiwa dan paling
elastis untuk menerima dan mendapatkan hidayah. Ibnu
““Asylir memutuskan bahwa konsep ini dijadikan sebagai
dasar yang berkarakter qath’i, di samping juga dasar ini
didukung oleh banyak dalil.?#?

Ibnu ’Asylir menegaskan bahwa agama itu mudah
untuk dipahami. la hanya menghendaki pola keberagamaan
yang sederhana, tanpa terjebak pada arus penyederhanaan
agama. Islam selalu berjalan di antara dua kecenderungan
ekstrim, yakni tafrith dan ifrdth. Dalam hal ini, Ibnu
““Asy(ir menyatakan bahwa hikmah nyata dari al-Samahah
adalah ia bersesuaian dengan fitrah manusia, yang pada
dasarnya selalu menghendaki kemudahan. Allah Swt
menurunkan syari’at yang berkekalan dan menyeluruh
kepada seluruh manusia, hal ini mengidentifikasikan
adanya kemudahan dan fleksibilitas agar dapat diterima
secara terbuka oleh semua golongan.

Al-Musawah (egaliter)

Segala sesuatu yang datang dari syara’ mengandung
unsur makna persamaan. Syara’ memandang asas al-
Mus@wah bagi manusia, persis seperti persamaan mereka
dalam hal penciptaan. Al-Mus@wah dalam syara’ adalah al-
Ashl, yang tak berubah sampai ada dalil yang
mencegahnya dan menunjukkan makna khusus. Penghalang
(‘awaridh mani’ah) dari sifat al-Musdwah ini terbagi
kepada 4 macam, yaitu jibilliyah (watak), syar’iyyah,
ijtimd’iyah (sosial) dan siyasiyah (politik).

Contoh mawani’ jibilliyah seperti perbedaan antara pria

dan wanita dalam beberapa hal tertentu. Wacana ini, bukan

3% Ibid, him. 218
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berarti menjurus pada hal-hal yang sifatnya tidak sensitif
gender. Sebaliknya pola diferensiasi ini timbul murni
karena perbedaan alamiah antara pria dan wanita. Mencari
nafkah sebagai potensi suami dan melahirkan serta
menyusui anak sebagai potensi istri. Pola diferensiasi
seperti ini tidak baku, ia bisa bersifat kondisional sesuai
dengan situasi yang menuntut.

Selanjutnya mawani’ syar’iyyah adalah penghalang
yang datang dari syara’. Seperti dibolehkannya poligami
bersyarat pada laki-laki, yang salah satu hikmahnya adalah
menjaga garis keturunan, di mana tidak bisa didapatkan
pada sistem poliandri. Sedangkan mawani’ah ijtima’iyyah
adalah sesuatu penghalang yang didapatkan dari sistem
sosial yang berlaku, seperti peran sosial para cerdik pandai
yang tentu saja berbeda dengan masyarakat awam. Terakhir
mawani’ siyasiyah adalah penghalang yang berlaku akibat
stabilitas politik yang berubah.

Konsep A4/-Hurriyah (kebebasan)

Konsep kebebasan memiliki korelasi dengan konsep al-
Musawah. Kolerasi ini dapat dicermati dari definisi Ibnu
““Asylir terhadap konsep al-Hurriyyah. Menurut Ibnu
““Asylr: “Kata al-Hurriyyah dalam bahasa Arab memiliki
dua makna sentral, pertama berfungsi sebagai lawan dari
kata al- ‘Ubudiyyah, bahwa al-Hurriyyah adalah tindakan
seseorang berakal yang pada dasarnya tidak terkontaminasi
oleh kehendak orang lain. Makna yang kedua diartikan
sebagai kebebasan seseorang dalam beraktivitas tanpa

merasa terintimidasi’’3**

3% 1bid, him. 220.
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Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa dalam tataran
aplikasi, konsep al-Hurriyyah memiliki relasi timbal balik
dengan konsep al-Musawah, karena kedua konsep ini
terinspirasi dari satu konsep yang sama yaitu konsep fitrah.
Ibnu “‘Asyir juga menguatkan anggapan ini, dengan
mengutip perkataan Umar bin Khattab RA: “bahwa
manusia dilahirkan dalam keadaan berstatus merdeka,
berarti status tersebut tergolong fitrah.”

Sebagai wadah aplikasi, lbnu ‘‘Asyr kemudian
memberikan contoh konsep kebebasan tersebut, di
antaranya adalah kebebasan beriman dan ber-i'tigad,
kebebasan berpikir dan kebebasan berbicara atau
mengeluarkan pendapat. Menurut Ibnu ‘‘Asylr kebebasan
berkeyakinan lebih universal apabila dibandingkan dengan
kebebasan berfikir dan berbicara atau kebebasan
mengeluarkan pendapat, karena orang yang berkeyakinan
terhadap sesuatu tentunya memikirkan apa yang
diyakininya.

Keempat konsep inilah yang membuat Ibnu ‘Asyir
berciri khas dan berbeda dengan tokoh al-Magésid yang
lain. Pastinya, pola pikir seorang ulama sangat dipengaruhi
oleh kondisi, dan perkembangan pemikiran di sekitarnya.
Sejarah membuktikan bahwa ulama Madinah yang dikenal
sebagai Ahlu Hadits berbeda pola pikir dengan ulama Irak
yang dikenal sebagai Ahlu Ra’yi. Hal ini disebabkan karena
Irak merasakan adanya pengaruh peradaban dari ideologi-
ideologi yang beragam. Di Irak pernah tersebar beraneka
ragam ideologi dan peradaban, seperti peradaban Kristen
dan kemudian peradaban Islam. Hal ini jJuga mempengaruhi
kondisi yang dirasakan oleh Ibnu ‘‘Asyir pada masanya

sehingga ia merubah metodologi pemikiran dan
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pembaharuannya. Landasan ide inilah yang menjadi
stimulan transformasi dari ilmu ushul figh ke konsep al-
Magasid.

Muhammad Tahir Ibn ‘Asytr menjadikan
'mengurus keluarga’ sebagai magashid hukum Islam,
dengan sendirinya. Dalam monografnya 'The Social
System in Islam,’ Muhammad Tahir Ibn  ‘Asyir
menguraikan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan
keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Apakah
kita menganggap kontribusi  Muhammad Tahir Ibn
‘Asyursebagai semacam penafsiran ulang terhadap teori
'pelestarian keturunan', atau penggantian teori yang sama
dengan yang baru, jelas bahwa kontribusi Muhammad
Tahir Ibn ‘Asyiir telah membuka pintu bagi para ulama
kontemporer untuk mengembangkan teori maqoshid
dengan cara-cara baru. Orientasi pandangan baru ini
bukanlah teori 'hukuman' al-Amiri atau konsep ‘pelestarian’
al-Ghazali, melainkan konsep ‘nilai' dan 'sistem’, untuk

menggunakan terminologi Muhammad Tahir Ibn ¢Asytr.3*

h. Signifikansi Pemikiran Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiar

Pemikiran Thahir bin Ashur relevan dalam upaya reformasi hukum

Islam di era modern, terutama dalam isu-isu seperti :
1) Hak-hak Wanita

Wanita mempunyai hak memiliki kesetaraan dengan lelaki
di dalam bidang-bidang tertentu meskipun wanita lebih lemah dari
laki-laki. Wanita memiliki hak untuk menjadi pemimpin para
tentara, menjadi pejabat dan menjadi seorang hakim. Wanita juga

mempunyai hak asuh anak ketika bercerai dengan suaminya.

35Jasser Auda Magasid al-Shart ‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach

karya, him. 22
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Wanita mempunyai hak untuk bekerja keras dan mendapatkan
kekayaan dengan pekerjaannya tersebut.34

Wanita mempunyai hak memiliki kebebasan melakukan
tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan hal-hal yang berkaitan
dengan urusan pribadi ataupun orang lain. Wanita mempunyai hak
untuk menikmati apa saja yang diperbolehkan baginya. Wanita
memiliki kebebasan berusaha memiliki segala profesi yang sah
serta tidak melanggar ajaran agama. Wanita mempunyai kebebasan
untuk menetap di mana saja tempat yang diizinkan. Wanita
mempunyai kebebasan memanfaatkan sumber daya alam,
membelanjakan harta yang diperolehnya baik dari suami ataupun
dari hasil kerjanya sendiri.#’

Wanita sebagai manusia mempunyai hak untuk
mendapatkan kepuasan seksual dan menyadari akan tujuan serta
konsekuensi dari tindakan seksual tersebut. Wanita berhak
mendapatkan kesatuan semua indera cinta serta kasih sayang,
kelembutan serta membentuk keluarga dengan berumah tangga.’*®
Wanita mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan
dijaga kehormatannya dengan cara pernikahan.3#°

Wanita mempunyai hak untuk mengajukan gugatan
perceraian untuk mengakhiri ikatan perkawinan ketika rumah
tangga yang dijalani bersama suaminya kurang harmonis dan
berdampak lebih buruk bagi pasangan suami istrri apabila rumah
tangga tetap dilanjutkan.3°

Ibnu Asyiir di dalam karyanya Tafsir al Tahrir wa al Tanwir
membahas mengenai hak-hak perempuan sebagai berikut :

34 Muhammad Tahir ibn ‘Asyiir , Magasid al Islamiyyah, him. 168.

347 Mohamed el Tahir el Mesawi, 1bn Ashur Treatise on Maqasid al Shari ‘ah, him. 162
348 | bid, him. 248-249.

31 bid, him. 257-258.

330 1bid, him. 266.
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a) Seorang wanita yang suaminya memiliki istri lebih dari satu
berhak mendapat keadilan dari suaminya. Hal ini
berdasarkan firman Allah SWT :

?’simusuuj\au,s\)smy\emuu Q‘ ,g_m,‘fu
(\‘ . :«Lm.ﬂ\ )\jl \J\ @J\ dh

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak)  perempuan  yatim  (bilamana  kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya.

Menurut Muhammad Tahir ibn ‘Asylir seorang
wanita yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri
mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan serta
persamaan dari segi nafkah, pakaian, kecerian wajah,
pergaulan serta jauh dari hal-hal yang membahayakan
(madlorot) pada setiap hal yang masuk di bawah
kemampuan menanggung beban serta mengendalikan
kecenderungan hati.*!

b) Seorang wanita berhak mendapatkan maskawin ketika ada

seorang Ielakl yang menikahinya. Allah SWT berfirman :
Ada £k 08 eslu..huu ‘uuu@."éu ULl 1 e 3
(f 2 sladll) G Laih 6 K6 L
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh Kkerelaan.

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian
dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah

3IMuhammad Tahir ibn ‘Asydr , Tafsir al Tahrir wa al Tanwir, (Tunis : Dar al
Tunisiyyah, 1984)., Juz 4, him. 226.
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(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap
lagi baik akibatnya.

Ibnu ‘Asyiir menjelaskan bahwa maskawin (mahar)
merupakan bentuk para suami untuk memuliakan para istri
mereka. Mahar merupakan hak seorang istri yang akan
menikah dengan suaminya, karena pada masa jahiliyyah
mahar diberikan oleh seorang lelaki yang akan menikah
dengan seorang wanita kepada wali nikah dari seorang
perempuan yang menikah dengan lelaki tersebut.
Sementara perempuan yang akan menikah tersebut tidak
mendapatkan apa-apa dari calon suaminya tersebut.3>2
Seorang wanita (istri) mempunyai hak  mendapatkan
perlakuan yang baik dari suaminya. Allah  SWT
memerintahkan agar para suami untuk menggauli istrinya
dengan baik. Allah berfirman :

G 5 %5 o aumd G i 8 (187 oyl B sl
Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah
menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nisa’
- 19).

Ibnu ‘Asyir menjelaskan seorang suami harus
mencegah rasa benci kepada para istri serta berbuat hal-hal
yang membahayakan mereka dengan cara bergaul kepada
para istri dengan cara yang baik. Pergaulan yang baik
kepada istri berkumpul untuk meniadakan rasa benci dan
perbuatan membahayakan kapada wanita.3>

352 1bid, hlm. 230-231

353 | bid, him. 286.
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d) Wanita berhak mendapatkan hakim yang mendamaikan
ketika terjadi sengketa yang bisa mengarah kepada
perceraian. Allah SWT berfirman :

Lale (8 AT &) *lagin A (33 53 Wlia) Ty 53 o) elal
(Yo Lull)) J?m
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-
laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika
kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.

Menurut Ibnu ‘Asyiir ayat ini menunjukkan bahwa
ketika terjadi petengkaran antara suami dan istri secara
terus menerus yang mengara kepada sengketa, maka wajib
didatangkan  kepada dua orang pasangan suami istri
tersebut dua orang hakim. Yang mengutus dua orang hakim
tersebut bisa seorang hakim atau pemerintah bukan
pasangan suami istri tersebut. Sebagian kelompok
berpendapat bahwa tujuan dari didatangkannya dua orang
hakim tersebut untuk mendamaikan di antara suami istri
dan menentukan beberapa sarana seorang yang berbuat
zhalim dari keduanya. Perbuatan zhalim tersebut seperti
memutus nafkah kepada istri sampai terjadinya
perdamaian.’* Adapun hakim-hakim tersebut bukan
bertujuan untuk menceraikan keduanya kecuali atas
kerelaan keduanya.

2) Keadilan Ekonomi.
Syari'at mempunyai tujuan melestarikan tatanan sosial

manusia dan meningkatkan kehebatan serta kemuliaan suatu

354 Ibid, him. 46.
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bangsa hanya dapat dianggap memiliki penghargaan tertinggi
terhadap kekayaan ekonomi. Jika kita benar-benar menguji ayat-
ayat Al-Qur'an dan Tradisi Kenabian yang berhubungan dengan
properti dan kekayaan, mempercayainya sebagai andalan kegiatan
sosial manusia dan solusi untuk masalah-masalahnya, kita
menemukan banyak bukti pendukung bahwa properti dan kekayaan
memiliki status penting menurut Syari‘at.3ss

Sebagian besar undang-undang ekonomi dalam Syariah
berkaitan dengan perlindungan kekayaan individu dan kepemilikan
pribadi. Hal ini karena manfaat dan kegunaan properti individu
mengarah pada kebaikan masyarakat secara umum. Dengan kata
lain, kekayaan yang dimiliki oleh individu menguntungkan baik
pemiliknya masing-masing maupun seluruh masyarakat.*s

Kekayaan yang beredar di masyarakat dapat dilihat baik
secara keseluruhan maupun detail. Jika dianggap sebagai satu
kesatuan, itu adalah hak masyarakat secara keseluruhan, sehingga
memungkinkan masyarakat untuk hidup nyaman dan mandiri dari
orang lain. Oleh karena itu, ini adalah salah satu tujuan Syariah
untuk mengatur pengelolaan kekayaan. Hal ini untuk memastikan
penyebarannya yang adil di masyarakat sejauh mungkin dan untuk
menyediakan semua sarana yang tepat untuk pertumbuhannya baik
dalam dirinya sendiri maupun penggantinya, terlepas dari apakah
penerima manfaat langsungnya adalah individu, atau kelompok
kecil atau besar. Jika ditelaah secara rinci, maka dianggap
berdasarkan fakta bahwa setiap komponen adalah hak pihak yang
memiliki atau menanganinya, baik individu atau kelompok orang
yang ditentukan atau tidak ditentukan, atau hak pihak yang
dialihkan dari pemiliknya. Kekayaan dapat diklasifikasikan lebih
lanjut ke dalam apa yang menjadi milik individu atau kelompok

35 Muhammad Tahir ibn ‘Asytir , Magasid al Islamiyyah, him. 293.
3% Mohamed el Tahir el Mesawi, Ibn Ashur Treatise on Maqasid al Shari’ah, him. 277
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tertentu dan apa yang diperuntukkan untuk kepentingan kategori
sosial masyarakat yang tidak ditentukan.*’

Harta benda individu dan harta benda masyarakat
merupakan kekayaannya, dan kekayaan adalah apa yang digunakan
orang baik sebagai individu maupun kelompok secara langsung
atau tidak langsung untuk memperoleh apa yang bermanfaat dan
berguna atau menolak apa yang merugikan, dalam segala keadaan,
setiap saat, dan untuk tujuan yang berbeda. Dengan ungkapan
"dalam segala keadaan, setiap saat, dan untuk tujuan yang berbeda"
yang kami maksud adalah bahwa hanya jika cocok untuk
digunakan dalam waktu lama, harta benda dianggap sebagai
kekayaan nyata, sehingga tidak termasuk bunga dan buah karena
itu  bukan  merupakan kekayaan  nyata., meskipun
memperdagangkannya merupakan aksesori kekayaan. Ungkapan
"secara langsung atau tidak langsung" dimaksudkan untuk
menunjukkan dengan tepat fakta bahwa memanfaatkan properti
seseorang dapat langsung untuk memenuhi kebutuhannya atau
tidak langsung dengan menukarnya dengan orang lain untuk
mendapatkan keuntungan dari penggantinya.33®

3) Pluralisme dan hubungan antaragama

Persaudaraan menyiratkan kesetaraan universal, di mana
semua Muslim berhak atas hak yang sama yang diberikan kepada
mereka oleh Syariah tanpa diskriminasi dalam segala hal yang
tidak memungkinkan adanya perbedaan di antara umat Islam.
Mengetahui bahwa umat Islam setara karena sifat ciptaan mereka
yang sama dan kesatuan agama mereka, kita dapat memastikan
bahwa mereka layak untuk menjadi setara di bawah hukum
Syari’at, terlepas dari tingkat kekuasaan mereka. Jadi, baik

kekuatan orang yang berkuasa tidak meninggikan mereka di atas

337 I bid, him 278.
358 | bid, 279.



159

yang lain di hadapan Syari‘at, juga kerendahan hati orang yang
lemah tidak menghalangi mereka untuk diperlakukan sama
olehnya.’*

Islam pada dasarnya adalah agama kodrat (diin fitrah)

Namun, Syari’ah juga menghindari memaksakan kesetaraan dan
kesamaan pada apa pun di mana kodrat manusia yang utama
menegaskan variasi. Variasi dibiarkan ditangani oleh sistem sosial
dan sipil menurut politik Islam daripada oleh aturan legislatif
fundamentalnya.3% Tentang kesetaraan, Tuhan berkata:
Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah dalam
menegakkan keadilan, bersaksi tentang kebenaran demi Tuhan,
meskipun itu bertentangan dengan diri Anda sendiri atau orang
tua dan kerabat Anda. Apakah orang yang bersangkutan kaya atau
miskin, klaim Tuhan lebih diutamakan daripada [klaim] salah satu
dari mereka. (4:135)

Adanya ketimpangan hak-hak tertentu antara Muslim dan
non-Muslim yang hidup di bawah kekuasaan Islam (ahlul
dzimmah), seperti kompetensi menduduki jabatan keagamaan, juga
didasarkan pada rasionalitas tertentu. Hal ini karena keyakinan
yang benar merupakan salah satu fundamental Islam, yang berarti
bahwa ketidak jelasan keyakinan non-Muslim menyiratkan
kekurangan mereka di hadapan Syari'at untuk dipercayakan untuk
mengendalikan urusan agama Muslim. Lebih jauh lagi, sulit untuk
mengantisipasi dan mengukur pengaruh perilaku mereka terhadap
komunitas Muslim jika mereka diberi kewenangan atas urusan
agama Muslim. Oleh karena itu, para cendekiawan Muslim sepakat
untuk mencegah non-Muslim memegang jabatan resmi tertentu.>¢!

Penentuan ketimpangan antara non-Muslim dan Muslim
dalam kaidah-kaidah transaksi tertentu (muammlat), dicakup oleh
kaidah-kaidah hukum yang dikodifikasi, yang merupakan masalah

3% Muhammad Tahir ibn ‘Asyiir , Magasid al Islamiyyah, him. 163.
360 Thid, him. 164.
361 1hid, hlm.
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rincian khusus (furu’) dari Syari‘at ah. Itu tergantung pada penilaian
para ahli hukum dan pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Salah
satu contohnya adalah ketidaksetaraan antara non-Muslim dan kerabat
Muslim tentang warisan oleh kerabat Muslim, yang merupakan
kesepakatan antara ulama. Contoh lainnya adalah ketidaksetaraan
antara Muslim dan non-Muslim dalam penerapan pembalasan yang
adil terhadap yang pertama demi yang terakhir, dan penerimaan
kesaksian non - Muslim, yang merupakan masalah ketidaksepakatan
di antara para ulama. Semua hal ini mengacu pada peraturan yang
mengatur kodifikasi hukum Syariah yang diterapkan (fur), yang
merupakan bagian dari tugas para ahli hukum. 3%

Kesetaraan antara non-Muslim dan Muslim dalam sebagian
besar hak dalam transaksi sekuler seperti yang kita lakukan.” Selain
itu didasarkan pada pengetahuan kita bahwa kesetaraan subyek dalam
pemerintahan yang sama merupakan prinsip dasar yang tidak
memerlukan justifikasi lebih lanjut. Namun, Rasul Tuhan membuat
pernyataan di atas hanya untuk menunjukkan bahwa prinsip ini sudah
mapan. Beberapa hambatan menuju kesetaraan bukanlah hambatan
dalam arti sebenarnya. Mereka lebih terdiri dari situasi di mana dasar
kesetaraan tidak ada. Contohnya adalah ketidaksetaraan antara setiap
anggota komunitas Muslim dan Sahabat Nabi mengenai kebaikan dan
kebajikan Persahabatan, karena dia telah melewatkan hak istimewa
untuk menggabungkan melihat dan menemani Nabi dengan
mempercayainya sebagai Rasul Tuhan.?®

Islam telah menetapkan kebebasan berkeyakinan. Islam
membantah semua keyakinan salah yang dipaksakan oleh orang-orang
sesat kepada pengikut mereka tanpa pengetahuan, tanpa bimbingan
apa pun, dan tanpa wahyu yang mencerahkan, dan juga menyerukan
untuk menemukan bukti konklusif untuk setiap keyakinan sejati yang

diproklamirkan. Lebih jauh lagi, sementara Islam telah menegaskan

362 Mohamed el Tahir el Mesawi, Ibn Ashur Treatise on Magasid al Shari ‘ah, him. 149-150
363 1hid, him. 150.
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kebebasan berkeyakinan dengan memerintahkan para pengikutnya
untuk memanggil orang lain ke jalan Tuhan dengan hikmat dan
nasihat yang baik dan dengan berdebat dengan mereka dengan cara
yang paling baik (16:126), Islam juga melarang pemaksaan dalam hal
keimanan (2:256).. Bukankah itu karena kebebasan berkeyakinan
adalah salah satu dasar Syariat, hukuman bagi penjahat yang
menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan keyakinan tidak akan
sedemikian rupa sehingga pertobatannya tidak diterima oleh Tuhan,
karena dia tidak memiliki alasan untuk melakukannya.3¢*
4) Demokrasi dan kebebasan berpendapat

Kebebasan berekspresi juga mencakup kebebasan untuk
mengejar ilmu,  mengajar orang lain, menghasilkan karya
intelektual, dan mempublikasikan pandangan seseorang. Aspek
kebebasan ini paling baik dimanifestasikan selama tiga abad
pertama sejarah Muslim, ketika para sarjana dapat mengumumkan
pandangan dan doktrin mereka dan membantahnya secara terbuka
tanpa menimbulkan permusuhan apa pun.*** Memang, ini adalah
perwujudan dari Sabda Nabi di mana dia menyatakan:

"Semoga Tuhan mencerahkan seseorang yang mendengar sebuah
tradisi dari kita, mempelajarinya dengan hati dan meneruskannya
kepada orang lain. Banyak pembawa ilmu yang menyampaikannya
kepada orang yang lebih ahli dari dirinya; dan banyak pembawa
ilmu yang tidak ahli di dalamnya.”

Kebebasan bertindak (hurriyat al a’mal) mengacu pada
pengelolaan urusan pribadi dan urusan orang lain. Jenis kebebasan
yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang terdiri dari
menerapkan diri sendiri, dan menikmati, semua yang
diperbolenhkan (mubah) Permisibilitas (ibdhah) adalah domain

terluas di mana kebebasan manusia untuk bertindak sebagian besar

364 Ibid, him. 160
365 | bid, him. 161
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terwujud. Tidak ada yang berhak menghalangi manusia untuk
menikmati apa yang dibolehkan, karena tidak ada yang lebih baik
bagi mereka selain Allah. Yang dimaksud dengan vyang
diperbolehkan adalah semua yang diperbolehkan dalam Syari‘at.3¢¢
Satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan ketika
mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat secara umum
menurut Syari'at adalah pengertian perizinan. Akan tetapi, para ahli
hukum membatasi diri untuk membahas dan mengilustrasikannya
hanya dengan memperhatikan individu. Mereka mengabaikan fakta
bahwa seluruh masyarakat mungkin juga menghadapi kesulitan
sosial sehingga membutuhkan penerapan prinsip ini. Harus
ditunjukkan  bahwa pemblokiran sarana dan pertimbangan
kepentingan yang tidak diatur secara tekstual (maslahah mursalah)
tidak kalah pentingnya dengan aturan perizinan. Ini adalah salah satu
karakteristik penting dari kedua pengertian ini bahwa mereka
menyangkut keseluruhan komunitas dan jarang berlaku untuk

individu.3¢’

i. Pengertian Maslahah dan Mafsadat

Maslahah sudah pernah disinggung pada awal tulisan pada
penelitian ini yakni pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 namun
untuk lebih memahami secara mendalam tentang kiranya perlu
disampaikan lagi mengenai maslahah. Maslahah berasal dari bahasa
Arab yang terbentuk dari kata sholaha, sholuha, sholahan, shuluhan
dan sholahiyatan. Kata ini secara epistemologi berarti kebaikan, benar,
adil, sholeh dan jujur.’®® Kata Shuluha mempunyai arti yang
berlawanan dengan fasada (rusak atau binasa). Sedangkan Maslahah

menurut Muhammad Tahir ibn ‘Asyar menyebutkan sebagai berikut :

366 1bid, him. 162.
367 Ibid, him. 222.

38Ahmad Faidy Haris, The Spirit Of Islamic Law Membongkar Teori Berhukum Statis
Menuju Hukum Islam Dinamis,(Yogyakarta:SUKA-Press,2012),hIm.63.
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3¢ Kemaslahatan adalah tempat di mana kebaikan yang kuat itu
berada. Maslahah merupakan bentuk Isim makan (keterangan
Tempat) atau isim zaman (keterangan waktu). Maslahah berarti
tempat berasalnya suatu kemaslahatan. Maslahah merupakan sifat dari
perbuatan yang menghasilkan kebaikan. Maksudnya, darinya suatu
kemanfaatan selamanya atau dalam banyak hal, untuk umum ataupun
individu.3"°

Syatibi menta’rifkan kemaslahatan pada beberapa tempat di
kitab beliau yang berjudul “Unwan al Ta’rif” terhadap apa saja yang
akan menghasikan darinya setelah membersihkannya : “Apa saja yang
memberi kesan baik dan manfaat bagi manusia baik bersifat umum
ataupun khusus, penyesuaian ketenangan di dalam jiwa untuk
menegakkan kehidupan. 3!

Maslahah secara umum berarti semua hal yang memberikan
manfaat terhadap semua manusia. Kemanfaatan bagi manusia itu bisa
berupa daya tarik atau memberikan hasil kepada manusia misalnya
memberikan hasil berupa keuntungan (berupa hal-hal yang
menyenangkan) atau bermaksud melakukan penolakan serta
melakukan penghindaran misalnya melakukan penolakan terhadap
kerusakan.*”

Kemaslahatan khusus : adalah apa saja yang di dalamnya ada
kemanfaatan dari seseorang dengan mengungkapkan beberapa sumber
perbuatan-perbuatan salah seorang dari mereka yang akan
menghasilkan pada mereka suatu kemaslahatan, kemaslahatan
masyarakat yang dari merekalah tersusun. Perhatian padanya dimulai
dari individu. Adapun kemaslahatan umum hasilnya mengikuti. la
sebagian berasal dari apa yang datang berupa hukum yang bersifat

Qurani, sebagian besar apa saja yang datang pada sunah yang

3%Muhammad Tahir ibn ‘Asyiir , Magosid Syari ‘ah al Islamiiyyah, him.109.
3701 bid,hlm.109.

3711 bid,hlm.110

372Totok Smantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus IlImu Ushul Fikih, him.200.
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merupakan bagian dari hukum. Misalnya : Hifzh al mal (menjaga
harta) dari keborosan dengan melarang orang bodoh selama
kebodohannya. Oleh karena itu kemanfaatan bagi si pemilik harta
karena mendapatkannya pada waktu ia cerdas, atau ia mendapatkan
pewarisnya sesudahnya. Bukan kemanfaatan untuk umum.373
Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara
menghindarkan kerusakan dari manusia.

Beberapa kemaslahatan terbagi dengan  berdasarkan
pertimbangan pengaruhnya di dalam menopang perkara umat ada 3
macam: dharuriyyah (suatu keharusan), kebutuhanyyah (keperluan
yang amat diperlukan), tahsiniyyah (hal-hal yang membuat lebih
baik). Terbagi berdasarkan pertimbangan keumuman umat,
kelompoknya umat, individunya dari umat kepada : kulliyyah
(menyeluruh),  juz’iyyah  (sebagian).  Terbagi  berdasarkan
pertimbangan kepastian kebutuhan kepadanya di dalam menopang
urusan umat atau individu kepada : qoth’iyyah (bersifat pasti),
zhonniyyah (prasangka) serta wahmiyyah (angan-angan).3’

Maka pembagian yang pertama pada : dharuriyah, hajiyyah
dan tahsiniyyah, maka bab ini terdiri dari 3 bagian : maka
kemaslahatan dloruriyyah ialah yang menjadikan umat pada
kelompoknya atau individunya di dalam kondisi terpaksa sampai
memperolehnya. Di mana tidak akan bisa tegak tata tertib dengan
menghilangkannya. Maka jika berlalu pada awal kondisi umat pada
kerusakan dan musnah.37

Sesungguhnya Imam al Ghazali telah memberikan contoh di alam
kitab al Mustasfa. Kebutuhan ini merupakan bagian kebutuhan al
dlaruri (suatu keharusan) dengan hifzhu al diin (melindungi agama),

hifzh al nufus (perlindungan jiwa), hifzh al ‘Uqul (perlindungan

373 Muhammad Tahir ibn ‘Asyir , Maqosid Syari ‘ah al Islamiiyyah, him.110-111
374 1bid, 134.
375 1bid, 134.
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terhadap akal), hifzh al amwal (perlindungan terhadap harta), hifzh al
nasab (perlindungan terhadap nasab), Imam Qorafi menambah
dengan menukil seseorang yang mengatakan hifzh al a’rodl
(perlindungan terhadap beberapa kebutuhan), disebutkan di dalam
kitab-kitab syafi’iyyah hingga pengembaraan.3’¢

Imam al Ghazali mengatakan : ‘“Larangan membedakan pokok-
pokok yang lima ini serta merintanginya, mustahil tidak memuat
padanya suatu syariat agama dari beberapa syariat agama, bukan
syari’ah yang diinginkan dengannya perbaikan makhluk...dan ini
adalah mempertaruh perhatian kepada kemaslahatan yang dikenal
dengan istilah al dlorurot (satu keharusan) menjadikannya magshud
syar’i (tujuan dari syar’i), tidak dengan satu dalil serta satu sumber
tertentu, tetapi dengan satu dalil yang keluar dari sesuatu yang
sempit.”?”’

Imam Syathibi berkata : “Ilmu kebutuhan primer ini menjadi pasti
serta tidak ditetapkan yang demikian itu dengan satu dalil tertentu.
Tetapi diketahui beberapa keserasian pada syari’at dengan
dikumpulkannya beberapa dalil yang tidak akan terbatas di dalam satu
bab saja, sebagaimana tidak akan menentukan karena berturut-turut
secara maknawi yang akan menjadikan berfaedah untuk suatu ilmu
pengetahuan berupa satu khabar dari beberapa khabar di bawah
seluruh berita yang ada, seperti itu juga di sini tidak akan ditentukan,
untuk menyamakan semua dalil di dalam suatu bukti dari suatu
prasangka secara terpisah padanya, maka jika kami melihat pada hifzh
al nafsi (perlindungan jiwa) misalnya kami mendapatkan larangan
untuk membunuhnya, menjadikan pembunuhan terhadapnya penyebab
gishos serta perjanjian karenanya, tersambung dengan perbuatan
syirik. Suatu kewajiban menutup sisa kehidupan terhadap orang yang

khawatir terhadap dirinya sendiri meskipun dengan memakan mayat

376 1bid, him. 135
377 1bid, hlm. 135
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(bangkai). Maka kita mengetahui larangan pembunuhan karena suatu
keyakinan. Jika diatur pokok yang bersifat kulliy (menyeluruh) akan
menjadikan mengalir pada tempat mengalirnya suatu dalil yang
umum. Maka akan masuk di bawahnya semua yang bersifat juz’iyyat
(sebagian) yang akan membuat nyata di dalamnya yang umum itu.”3"8

Imam al Syathibi berkata : “Menjaga kebutuhan dloruriyat
(kebutuhan primer) ini dengan dua perkara : Pertama : Apa saja yang
menegakkan pokok keberadaannya. Kedua : Apa saja yang akan
menolak darinya kekacauan yang akan dihindari” Aku katakan :
“Sesungguhnya menjaga kulliyat ini maknanya menjaganya dengan
menisbatkan pada salah satu umat dan dengan menisbatkan sesuatu
yang bersifat umum dari suatu umat dengan yang lebih awal.”3"®

Maka menjaga agama maknanya : menjaga agama setiap orang
dari kaum muslimin yang akan memasukinya apa saja yang akan
merusak i’tigad (kepercayaan) dan perbuatannya yang berhubungan
dengan agama, menjaga agama dengan menisbatkan pada keumuman
suatu umat ialah menolak setiap apa sebagian dari urusannya yang
akan memutuskan pokok-pokok agama secara pasti. Dan akan masuk
di dalam hal itu suatu perlindungan yang bersih murni, melakukan
pembelaan terhadap wilayah Islam dengan menjaga kelanggengan
prasarana menyampaikan agama terhadap sebagian umat pada waktu
sekarang atau yang akan datang.’%° Adanya perlindungan terhadap
agama serta sangatlah penting karena agama untuk menjaga
keteraturan alam serta kebaikan pemeluknya33!

Makna menjaga (melindungi) jiwa-jiwa adalah menjaga ruh-ruh
dari kerusakan baik individu atau umum. Karena alam tersusun dari

individu manusia. Dan setiap jiwa ada kekhususannya yang

378 1hid, him. 136.
37 1bid, him 136..
80 1hid, him 136-137.
381 Muhammad Tahir ibn ‘Asytir , Ushil al Nizhom al Ijtima’i. (Kairo : Dar al Salam,
2005)., him. 8.
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dengannya sebagian menjadi penopang alam. Tidak dimaksudkan
menjaga jiwa itu dengan adanya gishosh sebagaimana para fugoha
mencotohkan padanya. Bahkan kami mendapatkan gishos
merupakan salah satu dari bermacam-macam menjaga jiwa yang
paling lemah. Karena sesungguhnya ia memperbaiki sebagian yang
terlambat. Bahkan menjaga kepentingannya berupa menjaganya dari
kerusakan sebelum kejadiannya, misalnya : perlawanan terhadap
penyakit menular. Sesungguhnya Umar ibn al Khothob telah melarang
pasukan memasukkan Syam dikarenakan penyakit pes di kota
Amwas. Yang dikehendaki jiwa yang terhormat adalah dalam
pandangan Syari’ah. Ia merupakan suatu pertimbangan mengenainya
dengan melindungi darah. Ingatlah engkau melihat hukuman bagi
orang yang berzina muhson (sudah beristri) dengan rajam. Serta
perlindungan nasab tanpa mempertimbangkan perlindungan jiwa.
Serta akan menjadi layak dengan perlindungan jiwa dari hal-hal yang
membuat rusak yang berupa perlindungan sebagian beberapa anggota
jasad dari kerusakan. la merupakan beberapa anggota tubuh yang akan
turun kerusakannya di tempat kerusakan jiwa karena ketiadaan
manfaat pada jiwa itu. Misalnya beberapa anggota tubuh yang
dijadikan kerusakannya karena salah adalah diyat sempurna.33?

Makna menjaga akal adalah menjaga akal manusia dari
kekacauan yang masuk ke dalam pikirannya. Karena masuknya
kekacauan pada akal menyampaikan kepada kefasadan besar yang
meniadakan keteraturan tingkah laku. Maka masuklah kekacauan pada
akal sendiri yang mengakibatkan kefasadatan sebagian. Masuknya
kekacauan pada akal jama’ah dan beserta umumnya umat yang lebih
agung. Oleh karena itu diwajibkan mencegah seseorang dari minum-
minuman keras. Mencegah umat dari merajalelanya minuman keras

di antara para individu. Demikian juga merajalelanya kerusakan-

382 Muhammad Tahir ibn ‘Asytir , Maqosid Syari ‘ah al Islamiiyyah, him 137
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kerusakan seperti menghisap Opium, murvin, kokein, heroen, dan
semisalnya dari apa saja yang banyak dikonsumi pada abad 14
hijriyyah.383

Adapun perlindungan harta (hifzh al maal) adalah menjaga
harta umat dari kerusakkan, sebagian yang keluar hingga ke tangan
selain umat tanpa mengganti. Menjaga beberapa bagian harta
mempertimbangkan dari kerusakan tanpa mengganti.38+

Bukanlah bagian dari kebutuhan primer (dharuri) membatalkan
sebagian dari beberapa pengganti dari suatu pertimbangan.
Sebagaimana pembatalan penolakan terhadap pengganti karena batas
akhir dan ia merupakan riba pada zaman jahiliyyah, pembatalan
pengganti karena ada jaminan, mengorbankan kehormatan, terhadap
pinjaman, tidak menjaga harta terhadap pengeluaran yang berasal dari
tangan pemiliknya ke tangan orang lain sebagian dari beberapa tangan
umat dengan tanpa diridloi. Karena dua hal ini bagian dari suatu
kebutuhan dan bukan dari kebutuhan primer, sesungguhnya
pemeliharaan terhadap harta secara individu yang diawali hingga
sampai memelihara harta umat. Dan dengannya menghasilkan yang
bersifat menyeluruh (kullu) dengan menghasilkan bagian-bagiannya.

Adapun menjaga silsilah dan mengungkapkannya dengan
memelihara keturunan, para ulama melontarkannya dan tidak
menjelaskan apa yang dimaksud dengannya, dan kami pisahkan
peribahasa di dalamnya. Dan itu karena jika dimaksudkan untuk
melestarikan garis keturunan - yaitu keturunan - dari gangguan, maka
jumlahnya diperlukan. Karena keturunannya adalah penerus spesies.
Jika terganggu, itu akan menyebabkan pembusukan dan degradasi

spesies. Seperti yang Nabi Luth katakan kepada kaumnya. :
d.-.‘-‘*“ﬂ b}wfs(QS. Al Ankbut : 29) pada salah satu dari dua

3% Ibid, him 138
3% | bid, him 138
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interpretasi. Dalam pengertian ini, tidak ada kesamaan di perguruan
tinggi ini. Karena itu setara dengan menyelamatkan jiwa. ltu harus
melindungi laki-laki bangsa dari spesialisasi, misalnya. Dan siapa saja
yang meninggalkan perempuan langsung dengan mantap, selibat, dan
sebagainya. Perempuan menjaga bangsa dari terputusnya anggota
rahim yang melahirkan. Pembusukan kehamilan yang meluas pada
saat menjilati, dan memotong payudara, karena kematian dua anak
meningkat karena infertilitas industri bagi banyak wanita, dan tidak
mungkin terjadi di pedesaan. 38

Adapun yang dimaksud dengan memelihara nasab, adalah
memelihara hubungan keturunan dengan asalnya, yang disyariatkan
hukum nikah, dan diharamkan zina serta hadd atasnya.. Dia
mengatakan bahwa jumlah kebutuhannya tidak jelas. Sebagai bangsa
tidak perlu mengetahui bahwa Zayd adalah anak Amr. Sebaliknya,
kebutuhannya adalah keberadaan individu-individu dari spesies dan
keteraturan urusan mereka. Namun dalam hal ini terdapat kerugian
yang besar, yaitu:, yaitu: keraguan tentang afiliasi keturunan dengan
asalnya yang menghilangkan dari asalnya kecenderungan tabiat yang
mengarah pada mempertahankannya. Dan membelanya dengan apa
yang ada dalam kelangsungan hidupnya, ketakwaannya, dan
kesempurnaan jiwa serta raganya.

Dan melakukan apa yang diperlukan untuk kelangsungan
hidupnya, kesehatannya, dan kesempurnaan jiwa serta raganya,
dengan membesarkan dan menafkahi anak-anak hingga mencapai
tingkat dispensing care. Itu berbahaya dan tidak sebanding dengan
kebutuhan. Karena pada ibu-ibu yang membesarkan anak-anak sudah
cukup dari pencapaian keturunan yang diinginkan.ltu menghilangkan
dari cabang rasa kebaikan, koneksi, bantuan dan pelestarian ketika

tidak mampu. Mempertahankan nasab dalam pengertian ini dilihat

3 1bid, him. 138-139.
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dari kecukupan aspek-aspeknya, seperti al-Hajji, tetapi karena
kurangnya hafalan jumlah aspek-aspek tersebut menimbulkan banyak
akibat buruk yang mengganggu ketertiban bangsa. Dan melubangi
tiang keluarga dengan itu, para ulama kami mempertimbangkan
menjaga garis keturunan dalam hal-hal yang diperlukan, karena apa
yang dinyatakan dalam Syariah adalah kerasnya hukuman perzinahan.
Dan apa yang diriwayatkan oleh sebagian ulama tentang ketatnya
nikah siri, dan nikah tanpa wali dan tanpa saksi, sebagaimana akan
kami jelaskan ketika berbicara tentang tujuan syariat dalam sistem
keluarga yang mengacu pada menjaga hak-hak anak.38

Menurut Istiqro’ beberapa maksud syara’ (magashid syari’ah)

mempunyai tujuan :

1) Membersihkan jiwa setiap individu agar ia dapat menjadi
sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya dan
bukan sebaliknya. Untuk memenuhi maksud ini maka
disyariatkan ibadah dalam Islam sebagai suatu sarana
pembersihan jiwa dari berbagai penyakit yang bisa mendekam
di hati setiap individu dan sebagai makhluk sosial bisa
memperkokoh persaudaraan. 3%7

2) Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Untuk ini
Islam menetapkan prinsip-prinsip keadilan dalam semua aturan
hukum, keputusuan pengadilan , persaksian dan dalam bidang
muamalah dengan cara memberikan hak kepada orang yang
berhak menerimanya.

3) Mewujudkan suatu kemaslahatan. Untuk ini dapat dimengerti
bahwa semua hukum yang disyariatkan oleh Allah melalui Al
Qur’anmaupun al-Sunnah pasti mengandung kemaslahatan

yang bersifat hakiki serta universal, karenanya kemaslahatan

386 1bid, him. 139-140.
3%75aifuddin Zuhri, Ushul Figih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2009),h1m.98.
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yang dikehendaki bukanlah  kemaslahatan yang bersifat
subyektif yang emosional.

Adapun mafsadah (kemafsadatan) merupakan
kebalikan kemaslahatan, ia merupakan sifat dari suatu
perbuatan yang dihasilkan dengan perbuatan itu suatu
kemafsadatan, maksudnya suatu bahaya, selamanya,
selazimnya, untuk umum atau individu. %8

7. Qawa’id al Fighiyyah
a. Pengertian Qawa’id al Fighiyyah
Qawa’id al Fighiyyah merupakan kata majemuk yang berasal dari
dua kata yaitu Qawa’id dan fighiyyah.’®® Kata gawa’id merupakan
bentuk jama’ dari kata qa’idah**° yang menurut bahasa berarti dasar**!
atau pondasi sesuatu.**> Qa’idah dengan pengertian pondasi dapat
dilihat pada firman Allah SWT :3%3
e T B 5 (it 5 il (e 300800 20 0 8% 35
(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama
Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (QS. Al Bagoroh : 127).
Para ulama ushul membatasi pengertian kata ga’idah yang saling
mendekati.** Al Jurjani mengartikan ga’idah secara istilah adalah :3*

3%8Muhammad Tahir ibn ‘Asytr , Magosid Syari ‘ah al Islamiiyyah, him.109.

389 Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawad’id Fighiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam, (Jakarta :
Gaya Media Pratama, Tahun 2010), him. 7.

30 1hid, him. 7

391 Muhammad Bakr Ismail, 4/ Qawd’id al Fighiyyah baina al Asholah wa al Taujih, (Dar
al Manar, 1996)., him.5.

392 Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawd ’id Fighiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam, him. 7.

393 1hid, hlm. 7.

3% Muhammad Bakr Ismail, 4/ Qawd’id al Fighiyyah baina al Asholah wa al Taujih,
him.5.

395 1bid, him. 6.
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Proposisi universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh
bagiannya.
Abu al-Baqa’ al Kafawi al Hanafi mendefinisikan qaidah

dengan :3%
g g ga cilpija Lol o 3480 L Lgdlaid) Cua (e A0S dpuiad

Proposisi universal yang berpotensi mencakup hukum-hukum juz’i
(bagian) yang masuk ke dalam ruang lingkupnya.

Adapun pengertian fikih menurut bahasa adalah :
TVAE LA cpall ale Je Qe g 4d M\\gﬁﬁ.\’lb sl al)

Mengetahui sesuatu, memahaminya, diam padanya, menguasai ilmu
agama untuk kemuliaannya.

Pengertian Figh menurut istilah :3%
Aluaiil) Lgila) (e adiSall Adend A i) alSaYL alsl)
Ilmu mengenai hukum-hukum syari’ah yang bersifat amaliyyah yang
digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.
Adapun pengertian Qawa’id al Fighiyyah adalah : **
Ml g e Ahaia 4,08 dpdab B Wl
Kaidah suatu perkara yang bersifat umum pada semua bagiannya.
Menurut Syekh Ahmad ibn Syekh Muhammad al Zarqa,
Qawa’id Fighiyyah adalah : 40
el (il 2 55 B33 30 A gl (b S 4l gaa
LS gua ga al JANI AN Gl gal) b dale Ay s

Pokok-pokok Figih yang bersifat umum di dalam nas-nas yang
diringkas berdasar undang-undang yang mengandung hukum-hukum

3% Ade Dedi Rohayana, llmu Qawid 'id Fighiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam, him. 8

397 Wazéarah al Augaf wa Al Syu-aini al Islamiyyah, A4l Mausii’'ah al Fighiyyah, Juz. 32,
him. 193.

3% Ihid, him. 193.

399 Wazarah al Augaf wa Al Syu-iini al Islamiyyah , Al Mausii'ah al Fighiyyah, Juz. 3¢,
him. 73.

400 Syekh Ahmad ibn Syekh Muhammad al Zarqa, Syarh al Qawa’id al Fighiyyah,
(Damsyiq : Dar al Qalam, Th. 1989)., him. 34.
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yang bersifat hukum umum di dalam pembicaraan-pembicaraan yang
masuk di bawah pokok pembicaraannya.

a. Kaidah-Kaidah Fighiyyah di Dalam Masalah Perceraian

Pada bagian ini akan disampaikan beberapa kaidah fighiyyah yang

bisa digunakan untuk menganalisis berbagai masalah yang berkaitan

dengan perceraian :

1)

2)

cliad) qla o ada i) sj0 (Menolak beberapa
kemafsadatan didahulukan dari pada mendatangkan
kemaslahatan).4’! Kaidah ini menjelaskan bahwa apa bila

apabila ada perbandingan antara menarik kemaslahatan atau

menolak kemafsadatan maka didahulukan menolak

402

kemafsadatan. Dengan menolak  kemafsadatan  akan

mendatangkan kemaslahatan lebih mudah. Jika kemafsadatan
tidak dihilangkan terlebih dahulu maka kemafsadatan akan
menjalar ke mana-mana.
sl Qi d8dall (Kesempitan  akan  menarik
kemudahan)*®

Makna dari kaidah ini bersifat pasti (qoth’i). Hal ini
disebabkan banyaknya dasar hukum (dalil) yang
mendukung. Dasar hukum menghilangkan kesempitan
mencapai derajat pasti dan meyakinkan (qoth’i). Kaidah
ini  menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum
mengharapkan kemudahan. Syari’at tidak memberikan

beban kepada manusia sesuatu di luar kemampuannya.4%4

96

401 Muhammad Bakr Ismail, 4/ Qawd’id al Fighiyyah baina al Asholah wa al Taujih,
hlm.107

42 1bid, him. 107.

403 1brohim Rohmaani, AlQawd ’id al Fighiyyah, (Maroko : Mezouar, Tahun 2014)., him.

404 Ade Dedi Rohayana, Iimu Qawaid Fighiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam, him. 120
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Kaidah ini diambil salah satunya dari Al Qur’an Surat al
Bagoroh ayat 185.4%

3) S oa e Gpadly sl e 48 (Bukti atas orang yang

menuduh dan sumpah atas orang yang mengingkari).*

Kaidah ini berisi aturan peradilan penting yang
diandalkan oleh hakim atau arbiter antara dua orang yang
telah puas dengan putusannya, dan terdiri dari dua
pengajuan, salah satunya menghasilkan putusan dalam
perkara tersebut.

4) osay) ik ady il (Bahaya tertolak  dengan
kemampuan yang memungkinkan).“”

Bahaya yang tidak ditetapkan oleh hukum yang
akhir, wajib menolaknya sebelum terjadinya apa saja
yang akan memungkinkan. Karena kehati-hatian lebih
baik daripada mengobati, sebagaimana menolak bahaya
dengan kekuatan yang memungkinkan secara umum jika
memungkinkan. Kecuali dengan kemampuan yang tidak
memungkinkan, kerena telah ada yang dipaksa dengan
penggantinya maka maka dipaksalah dengannya. Jika
tidak memungkinkan menolaknya secara menyeluruh,
maka jangan memaksakannya karena sesungguhnya ia
meninggalkannya karena kondisinya.4%

5) JsaN¥yua¥  (Tidak  berbahaya serta  tidak

membahayakan)*®

405 Agus Hermanto, A/ Qawa’id al Fikiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Kasus-
kasus Kekinian, (Malang : Literasi Nusantara, 2021)., him. 50
406 Ade Dedi Rohayana, Iimu Qawa’id Fighiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam,, hlm. 172.
407 Muhammad Zuhaill, 4] Qawd’id al Fighiyyah wa Tathbigotihd fi al Madzéhib al
Arba’ah, Damsyiq : Dér al Firi, Th. 2006)., him. 208
408 1 bid, him. 208.
409 ‘Athiyyah ‘Adlan ‘Athiyyah, Mausii’'ah Al Qawd’id Fihghiyyah al Munazhommah li
al Mu’amadlat al Mdliyyah al Islimiyyah wa Dauruhd fi Taujih al Nazhom al Muéshiroh,
(Iskandariyyah : Dar al Tman, tt)., him. 47.
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Kaidah ini nashnya berasal dari hadits Nabi
Muhammad SAW vyang diriwayatkan oleh para sahabat
Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah : Aisyah, Abu
Hurairoh dan lbnu Abbas diungkap dari semua kumpulan
sabda Rasulullah SAW.41°

Kaidah ini berasal dari beberapa kaidah besar yang
masuk di dalam semua bab keagamaan, berusaha
mendapatkan banyak cabang serta mengoreksi banyak
hukum. Dan ia yang berasal dari rahmat Allah pada para
hamba-Nya, berasal dari keadilan-Nya, kebijaksanan-Nya,
kelembutan-Nya. Serta kaidah mengungkapkan kesesuaian
perbuatan serta penjelasan maka tempat yang tinggi karena
hakikat membangun syari’ah Islam karena adanya beberapa
kemaslahatan hamba-hamba-Nya pada tempat kehidupan
dan tempat kembali (akhirat). 4!

J5 sl (Kemadharatan harus dihilangkan).

Syariah  Islamiyyah  datang untuk  menjaga
kemaslahatan manusia di dunia atau akhirat. Memenuhi
pelaksanaan  beberapa  kemaslahatan yang akan
menghilangkan apa saja yang akan memadlorotkan dan apa
saja yang akan merusak.*!?

Jika  seseorang  mendapatkankemadharatandari
orang lain dan tidak sanggup menanggungnya, maka orang
yang merasa mendapatkankemadharatantersebut harus
melaporkan permasalahan tersebut kepada hakim di
pengadilan. Hakim yang mendapat laporan tersebut harus
memberikan hukuman yang adil supaya kemudlorotan

yang ada pada orang yang melapor tersebut dapat hilang.

him. 73.

410 1bid, him. 47.
“111bid, him. 47.

412 1brohim Rohmaani, AlQawd’id al Fighiyyah, (Maroko : Mezouar, Tahun 2014).,
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Hakim dalam melaksanakan keputusannya tersebut harus
adil di antara manusia sehingga tidak ada yang dirugikan
dan yang merugikan.*!3
dalaaly hgia de )l Je dipail (Tindakan Terhadap
Rakyat bergantung pada kemaslahatan).*

Kaidah ini berisi pelaksanaan tindakan pemimpin
terhadap rakyat serta keharusan pemimpin atas para rakyat
yang mereka itu menginginkan atau membenci dikaitkan
serta digantungkan pada keberadaan hasil serta manfaat
dalam menjamin tindakannya secara agama dan dunia.
Sesungguhnya jaminan manfaat yang wajib atas mereka
melaksanakannya, jika tidak tertolak karena pemimpin
yang mengawasi. Tindakannya ketika bingung di antara
bahaya serta bermain main. Keduanya bukanlah bagian
dari suatu pandangan terhadap sesuatu. *'*

oseady Biw el (Yang dipermudah tidak akan
gugur dengan kesulitan).#¢

Maksudnya sesungguhnya diperintankan padanya jika
belum ada yang memudahkan mengerjakannya karena
sebab yang dicari. Bahkan memudahkan pekerjaan
sebagiannya. Tidak akan gugur dengan kesulitan,
maksudnya dengan meniadakan ukuran atas pekerjaan yang

menyeluruh, maka diwajibkan sebagian terukur.4!”

413 Muhammad Bakr Ismail, Al Qawd’id al Fighiyyah baina al Asholah wa al Tauijih,

him. 99.

414 Muhammad Zuhaili, Al Qawa’id al Fighiyyah wa Tathbigotuha fi Madzahib al
Arba’ah, (Al Damsyih : Dar al Fikri, Th : 2006)., him. 493.

415 1bid, him. 493.
416 Thid, him. 761.
47 1bid, him. 761.
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9) iAY ualy Jik &, (Kemudlorotan yang lebih
berat dihilangkan dengan kemudlorotan yang lebih
ringan). 8

Kaidah-kaidah yang disebutkan tersebut, yang kata-
kata, rumusan, dan maknanya beragam dan menyatukan
merupakan kaidah percabangan yang bersumber dari kaidah
Figih Syariah yang terkenal ey phad s
2ulaal) "katanya. 41

10) s3I aa 4laiu) aja L (Apa saja yang diharamkan
menggunakannya diharamkan juga mengambilnya).*°

Orang yang mengumpulkan sesuatu yang terlarang
mengambil beberapa alat hiburan serta beberapa waktu untuk
orang-orang yang rendah, menjadikan anjing untuk orang yang
tidak sedang berburu, babi, tikus, khomr serta sutera serta
perhiasan untuk para lelaki.

Maksud dari kaidah ini :

Suatu masalah satu bab mengenai perdamaian terhadap orang-
orang yang tidak melewatinya sebagian dari para pemilik rumah.
Maka sesungguhnya yang paling benar bahwasanya ia memiliki
hak membuka pintu jika ia mencongkelnya. Aku menjawab
mengenainya bahwa pemilik rumah melarangnya untuk
menggunakannya jika mereka meninggal maka itu warisan
mereka. Adapun mengambil bejana yang bukan di sisi orang
yang melarangnya barangkali tetangganya yang mengambil

sampai menggunakannya. **!

418 Ali Ahmad Ali al Nadwi, 4! Qowd’id al Fighiyyah Mafhiimuhd, Nasy-atuha,
Tathowwuruhd, Dirosatu Muallafatihd, Adallatuhd, Muhimmatuhd, Tathobigotihda, (Damsyigh :
Dér al Qdlam, Th. 1994)., him. 313

49 1hid, him. 313.

420 A] Syaikh ‘Abdulah ibn Sa’id Muhammad Ibadi al Lahji, /dloh al Qowaid al Fighiyyah,
(Kuwait : Dar al Dliya’u, 2013)., hlm. 163.
421 1hid, him. 163.
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Penyarah mengatakan : “Pada bagian ini ada
ketergantungan serta yang terbaik membedakan bahwa
hal ini bukanlah suatu hal yang dilarang sebagian dari
pembukaan yang merupakan permulaan karena baginya itu
melanggar tembok semuanya. Maka yang yang
didahulukan sebagiannya. Maka ia orang yang mengubah
terhadap kepemilikannya. Maka membuatnya kekal
terhadap gambaran ini merupakan suatu keramahan untuk
yang diperbolehkan, karena perselisihan yang bersifat
temporer. Karena gambarannya terlarang karena dzatnya,
maka tidak ada asal karena padanya ia dijadikan teman.”

Maka renungkanlah ia.



BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Pengertian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan
untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah
dan tujuan penelitian.#*> Metode penelitian di atas digunakan untuk
mengetahui kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten, serta
mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam karya
ilmiah peneliti yang berupa disertasi.

Metodologi penelitian adalah kegiatan yang sistematis, direncanakan
oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna
untuk masyarakat maupun bagi peneliti sendiri. Metodologi penelitian
merupakan alat yang handal untuk mengembangkan dan cakrawala
keilmuan manusia.*** Tujuan metodologi penelitian ini agar peneliti
mendapatkan kesimpulan dan temuan yang bermanfaat bagi penulis dan

berbagai kalangan masyarakat padan umumnya

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenis penelitiannya adalah penelitian
kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan (Library
Research) adalah penelitian yang memfokuskan diri untuk menganalisis
atau menafsirkan bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tertulis
yang dimaksud berupa buku, koran majalah, naskah, film, artikel dan
lain sebagainya.*?* Objek yang menjadi bahan penelitian adalah putusan
hakim PA Sleman pada kasus perceraian tahun 2020 -2023 serta
Magasid Syari’ah Muhammad Tahir ibn ‘Asyiir .

422Basuki,PengantarMetodePenelitianKuantitatif,(Bandung:MediaSainsIndonesia,2022),hIm.4
423M.Sukardi,MetodologiPeneltianPendidikan, (Jakarta:BumiAksara,2018),him.22-23.

“24padnan Mahdi dan Mujahidin ,Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi,Tesis
dan Disertasi ,(Bandung:Alfabet,2014), him.1 26.
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2. Pendekatan Peneltitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang digagas
oleh M. Amin Abdullah menyatakan bahwa untuk memahami realitas
hidup perlu mengintegrasikan serta mengaitkan antara ilmu agama
serta ilmu pengetahuan umum dengan dislipin ilmu yang beraneka
ragam. Pendekatan konseptual ini juga disebut dengan pendekatan
integratif-interkonektif. Menurutnya tidak boleh adanya pemisahan
(dikotomi) imu agama dan ilmu umum. Amin Abdullah menawarkan
teorinya model jaring laba-laba (spider web) yaitu adanya hubungan
interdisipliner, multidispliner serta transdisipliner yang didasarkan
pada al Quran dan sunnah.** Oleh karena itu dalam penelitian ini
menyatukan dan menghubungan antara putusan hakim dan mqasid ibn
‘Asyiir pada kasus perceraian di PA Sleman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada
pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang berbentuk narasi serta
visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari
fenomena tertentu yang diminati. 2

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan yuridis normatif yang juga bisa diartikan dengan
pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan perundang-
undangan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder.*?” Pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada
penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif dan hukum
Islam, yaitu menelaah Putusan Hakim PA Sleman tentang perceraian
pada tahun 2020-2023 serta Magasid Syari’ah Muhammad Tahir ibn
‘Asyir .

425M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-
Interkonektif, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)., him. 1184-226, 406-410..
426Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi
,(Jakarta:Erlangga,2013),him.100.
“TMardi Candra, Aspek Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur,
(Jakarta Timur : Kencana, 2018),him.147.
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Untuk mempertajam pendekatan pada masalah tersebut di atas
maka penelti akan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual
Approach). Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan
dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis
penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek
konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan dapat dilihat
dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan
kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.4?®

C. Sumber Bahan Penelitian.
Di dalam menulis disertasi ini menggunakan sumber penelitian primer

dan sumber penelitian sekunder :4*

1. Sumber bahan hukum primer :
Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai
otoritas (autoritatif) yang terdiri dari : Undang-Undang, putusan hakim,
putusan pengadilan dan lain sebagainya.#*® Dalam penelitian ini sumber
penelitian adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman pada kasus
perceraian yang diperoleh melalui penelitian di PA Sleman serta melalui
WEB Mahkamah Agung dan Magqasid Syari’ah Muhammad Tahir ibn
‘Asylr .

2. Sumber bahan hukum sekunder :
Sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum
yang merupakan dokumen tidak resmi. Sumber bahan hukum skunder
dalam penelitian ini antara lain : Jurnal penelitian yang berkaitan dengan
putusan pengadilan, jurnal yang berkaitan dengan perceraian, jurnal yang
berkaitan dengan maqasid Ibnu ‘Asyiar. Dalam penelitian ini juga menjadikan
buku-buku fikih yang berkaitan dengan perceraian, buku-buku yang membahas
tentang Putusan Pengadilan serta buku-buku yang berkaitan dengan
magasid al Syariah Ibnu ‘Asyiir.

428Kadarudin, Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal),
(Semarang: Formaci 2021), him.110-11.

429Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, him,47.

4301 bid, him.47.
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D. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian :

Penulisan disertasi yang merupakan suatu penelitian ilmiah ini tentu
memerlukan data-data informasi yang lengkap untuk menunjang penelitian
ini. Data-data informasi tersebut sebagai dasar dalam membahas permasalahan
yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Pengambilan data di dalam
menulis disertasi ini melalui :

1. Putusan Pengadilan Agama

Studi Pengadilan Agama merupakan bentuk upaya untuk menelaah
serta memahami Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang kasus
perceraian yang terjadi di Kabupaten Sleman.

2. Studi Kepustakaan (Studi Literatur)

Teknik peneliti mengambil serta mengumpulkan data dengan cara
melakukan peneltian terhadap kepustakaan guna memperoleh
landasan teoritis dari hukum Islam (figih dan ushul figih), buku-buku
hukum acara perdata, buku-buku yang berkaitan dengan magqasid al
Syari’ah lbnu ‘Asyiir, serta pendapat para pakar yang merupakan
sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan serta untuk
membandingkan  dengan permasalahan yang dibahas di dalam
disertasi ini.

E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan

Peneliti di dalam mengolah data pada disertasi ini menggunakan
cara :

a. Editing data merupakan suatu proses mengerjakan serta
melakukan koreksi atau pengecekan data yang diperoleh sehingga
data  tersebut  sahih, dapat dipercaya dan  dapat
dipertanggungjawabkan.*3! Dalam disertasi ini proses perbaikan
dan pengecekan data tentang Putusan Hakim PA Sleman
Terhadap Kasus Perceraian di Kabupaten Sleman yang diperoleh

1Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama ,Dasar-Dasar Penelitan Sosial, (Jakarta:
Kencana, 2021)., him.67.
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dari PA Sleman ataupun melalui Website Mahkamah Agung,
Magasid al Syariah Muhammad Tahir ibn ‘Asyar  untuk
menganalisis permasalahan yang ada.

b. Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang
memungkinkan kesimpulan suatu riset dapat dilakukan. Penyajian
data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna,
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta
memberikan tindakan. Sajian data berupa narasi kalimat,
gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.*? Di
dalam disertasi ini menyajikan data Putusan Hakim PA Sleman
Terhadap Kasus Perceraian di Kabupaten Sleman, Magasid al
Syariah oleh lbnu ‘Asytr, serta menghubungkan dengan pokok
permasalahan yang dirumuskan.

2. Analisis Data.
Di dalam menganalisa data kualitatif pada penelitian ini
menggunakan tahapan sebagai berikut :

a. Collection, yaitu mengumpulkan data yang didapatkan yang ada
kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama, undang-undang
ataupun kitab, karya ilmiah, buku serta literatur literatur yang lain.

b. Reduksi data adalah proses mengolah data dari lapangan dengan
memilah dan memilih, menyederhanakan data dengan merangkum
yang penting-penting sesuai dengan fokus masalah penelitian.*33

c. Display (menyajikan data), yaitu proses mensistematiskan data
yang telah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang lebih utuh.
Penyajian data sangatlah penting dan sangat menentukan bagi
langkah selanjutnya yakni menarik penegasan kesimpulan.43

d. Kesimpulan, yaitu proses penarikan kesimpulan yang bersifat

sementara sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak

42Anim Purwanto, Konsep Dasar Penelitian Kualitatif : Teori dan Contoh Praktis,
Lombok : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia,2022)., him.104-105.

43Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung :
Refika Aditama, 2018), him.218.
4341 bid,hIm.219.
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didukung bukti-bukti yang kuat.**> Pada kesimpulan penelitian ini
menggunakan dua pendekatan yaitu : 43

1) Pendekatan Induktif, yaitu pendekatan suatu analisis data
dari yang khusus menuju pada sesuatu yang bersifat umum.
mulai dari contoh-contoh sampai pada suatu kesimpulan.
Pendekatan ini bertujuan menemukan teori yang baru
berdasarkan data yang diamati. Adapun kaitannya
pembahasan yang dibicarakan pada disertasi ini adalah
bahwa berdasarkan data yang didapatkan bahwa terdapat
kemaslahatan ~ dan nilai pembaruan hukum Putusan
Pengadilan Agama Sleman Pada Kasus Perceraian di
Kabupaten Sleman baik bagi pasangan Tergugat (suami)
istri (Penggugat) yang bercerai ataupun untuk Pengadilan
Agama itu sendiri setelah dianalisis dengan Magasid al
Syari’ah Ibnu ‘Asyir.

2) Pendekatan Deduktif, yaitu pendekatan suatu analisis data
dari yang umum menuju pada sesuatu yang bersifat
khusus, mulai dari kesimpulan menuju pada pada contoh-
contoh. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji teori yang
ada. Adapun kaitannya dengan sesuatu yang dibahas pada
disertasi ini terdapat kemaslahatan dan nilai pembaruan
hukum Putusan Pengadilan Agama Sleman Pada Kasus
Perceraian di Kabupaten Sleman baik bagi pasangan
Tergugat (suami) dam istri (Penggugat) yang bercerai
ataupun untuk Pengadilan Agama  berdasarkan dari
analisis-analisis  yang diuji dengan kajian-kajian ilmu

Hukum Islam dan peristiwa yang terjadi di masyarakat.

4>M.Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015),
him.148.

6L ufri, dkk., Metodologi Pembelajarann :Strategi, Pendekatan, Model, Metode
Pembelajaran,( Malang;IRDH,2020).,him.36.



185

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Perceraian Di PA Sleman Tahun 2020-2023 Dalam Skala
Nasional
a. Tingkat Perceraian di PA Sleman Tahun 2020-2023
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Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA
Sleman pada tahun 2020 berjumlah 1343 kasus cerai gugat
dan 435 kasus cerai talak. 7 Jumlah perkara perceraian di PA
Sleman pada tahun 2020 yang telah diputus berjumlah 1778.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus olen PA
Sleman pada tahun 2021 berjumlah 1234 kasus cerai gugat
dan 427 kasus cerai talak. #*® Jumlah perkara perceraian di PA
Sleman pada tahun 2021 yang telah diputus berjumlah 1661.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA
Sleman pada tahun 2022 berjumlah 1335 kasus cerai gugat
dan 483 kasus cerai talak. *° Jumlah perkara perceraian di PA
Sleman pada tahun 2022 yang telah diputus berjumlah 1818.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA

Sleman pada tahun 2023 berjumlah 1280 kasus cerai gugat
dan 414 kasus cerai talak.4*° Jumlah perkara perceraian di
PA Sleman pada tahun 2023 yang telah diputus berjumlah
1694.

b. Tingkat Perceraian Di Indonesia
Angka perceraian di Indonesia menurut Badan Pusat
Statistik pada tahun 2021 berjumlah 447.743 sedangkan
angka perceraian pada tahun 2022 berjumlah 516.344 kasus,
ini berarti angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan
bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021

dengan angka perceraian 447.743 kasus. Kenaikan angka

437 PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A
Tahun 2020, HIm. 6, diakses dari https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggl 9 Juni
2025 jam 21,28 WIB.

4% PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, him. 6, diakses dari
https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggl 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

49 PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, him. 6, diakses dari
https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggl 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

40 PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, him. 6, diakses dari
https://www.pa-slemankab.go.id pada hari Senin tanggl 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.
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perceraian berkisar 15 % dari tahun sebelumnya.**! Faktor-
faktor perceraian di Indonesia menurut BPS yang terbesar
adalah pertengkaran dan perselisinan berjumlah 284.169
kasus (63,41%), perceraian karena faktor ekonomi berjumlah
110.939 sedangkan perceraian karena salah satu pasangan
meninggal berjumlah 39.359 kasus.**?

Menurut Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag
Bintan perceraian pada tahun 2022 kebanyakan adalah cerai
gugat, artinya istri (Penggugat) lah yang mengajukan gugatan
perceraian. Angka gugatan cerai pada tahun 2022 mencapai
338.358 kasus ( 75,21%) dari kasus perceraian. *** Faktor-
faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain
:permasalahan ekonomi, terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga, salah satu meninggalkan pasangan baik
meninggalkan karena mati atau lainnya dan poligami.*

Pengadilan Agama yang paling tinggi kasus perceraiannya
adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan jumlah
kasus perceraian 9.948 kasus. Untuk Pengadilan Agama yang
kasus perceraiannya paling sedikit adalah PA Kafemanu
dengan kasus perceraiannya 65 kasus.

Adapun angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023
sebesar 473.338 kasus perceraian dengan angka perceraian
tertinggi di PA Indramayu sebesar 8.738 kasus perceraian
sedangkan angka percerian terendah di PTA Sulawesi Barat

dengan angka perceraian 1 kasus. *¥°

4“1https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-
2022diakses pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023, Jam 08.18 WIB.

4421 bid.,

4“3nhttps://kepri.kemenag.go.id/page/det/ngopi-muhammad-hashi-bahas-tingginya-
perceraiandiakses pada hari Senin tanggal 13Mei 2023, Jam 09.02 WIB.

4441 bid.

“Shttps://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/pu
tus/tahun/2023.htm| diakses pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Jam23.43WIB.
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c. Tingkat Perceraian Di PA Sleman Tahun Dalam Skala

Nasional

Bila dilihat dari kasus perceraian yang ada maka PA
Sleman menempati peringkat yang ke 102 dari 413
Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. #*¢ Berdasarkan
peringkat ini berarti tingkat perceraian di PA Sleman
dikategorikan sedang.

Adapun secara prosentase tingkat perceraian di PA Sleman
dalam skala nasional adalah :

Persentase = ( Junlah Perceraian di PA Sleman) x100%

jumlah Perceraian di Indonesia

Jumlah persentase jumlah percerian di PA Sleman pada
tahun 2020-2023 dalam skala Nasional sebagai berikut :

11833 Perceraian
= 0,
Prosentase ( 4889877 perceraian) x100%

Prosentase = 0,00242%

Jadi jumlah prosentase jumlah percerian di PA Sleman
pada tahun 2020-2023 dalam skala nasional  sebesar
0,00242%.

Sedangkan angka perceraian di PA Sleman pada tahun
2023 sebesar 1.684 kasus. Secara nasional angka perceraian
di PA Sleman menempati nomor 93 dari 445 kasus yang ada
di Indonesia. *’

2. Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Terjadi Perceraian di PA
Sleman dan Yang Melatarbelakanginya.
a. Tergugat (suami) tidak memberi nafkah
Salah satu penyebab terjadinya perceraian di PA Sleman

adalah Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah kepada istri

4ohttps://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian.html  diakses
pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023, Jam 09.48 WIB.

“Thttps://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/pu
tus/tahun/2023.htm| diakses pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Jam 23.43WIB.
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(Penggugat)nya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam
Putusan Hakim PA Sleman Nomor.1357/Pdt.G/2020/PA.Smn
yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian
Penggugat yang berusia 48 tahun melawan Tergugat yang berusia
48 tahun adalah Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah
lahir kepada Penggugat.*+®

Kasus perceraian karena Tergugat (suami) tidak
memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) juga terjadi pada
pasangan istri (Penggugat) yang kasusnya ditangani PA Sleman.
Kasus tersebut tercantum di dalam Putusan Hakim Nomor
1528/Pdt.G/2020/PA.Smn yang juga menyebutkan bahwa alasan
Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena
Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat**.

Kasus perceraian karena Tergugat (suami) tidak memberi
nafkah kepada istri (Penggugat) juga dicantumkan pada Putusan
Hakim PA Sleman Nomor 1673/Pdt.G/2020/PA.Smn** tanggal 14
April 2021. Penyebab terjadinya perceraian antara Tergugat
(suami) dan istri (Penggugat) dikarenakan Tergugat (suami) tidak
memberikan nafkah wajib/nafkah lahir kepada Penggugat
(istrinya).

Kasus perceraian disebabkan karena Tergugat (suami)
tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat (istrinya) juga
terjadi pada pasangan yang kasusnya ada pada Putusan Hakim PA
Sleman Nomor 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 20 Mei 2021.
Pada putusan ini menyebutkan bahwa Tergugat (suami) tidak mau
memberi nafkah kepada Penggugat (istrinya) karena malas.
Tergugat (suami) tidak mau bekerja tanpa memikirkan tanggung

4“8pytusan Hakim PA Sleman No..No. 1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari

2022, him. 2

“pytusan PA Sleman No. 1528/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 06 Juni 2021, him.4.
430 pytusan PA Sleman No. 1673/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 14 April 2021, him. 2.
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jawab kepada anak dan Penggugat (istri).*!

Di dalam Putusan Hakim PA Sleman Nomor.
1076/Pdt.G/2021/PA.Smn  tanggal 29 Desember 2021
menyebutkan bahwa penyebab perceraian antara pasangan
Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) adalah Tergugat (suami)
tidak memberikan nafkah wajib kepada istri (Penggugat) karena
Tergugat (suami) tidak mau bekerja dan hanya bermain HP saja.
Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga
sehingga menyebabkan istri (Penggugat) lah yang harus bekerja
keras dan atas bantuan orang tua istri (Penggugat) kebutuhan
rumah tangga terpenuhi.*?

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1710/Pdt.G/2021/PA.Smn
tanggal 27 Desember 2021 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami)
dan istri (Penggugat) di putusan ini adalah karena Tergugat
(suami) tidak memberi nafkah kepada istri.*>

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1484/Pdt.G/2021/PA.Smn
tanggal 29 Desember 2021 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) yang
berumur 62 tahun dan istri (Penggugat) yang berusia 52 tahun
adalah karena Tergugat (suami) tidak mau memberikan nafkah
lahir dan nafkah batin kepada Penggugat (istrinya).*>*

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1720/Pdt.G/2021/PA.Smn
tanggal 28 Desember 2021 disebutkan bahwa terjadinya perceraian
antara pasangan Tergugat Tergugat (suami) dan Penggugat (istri)
dikarenakan Tergugat (suami) tidak mau memberikan nafkah

kepada Penggugat (istrinya) karena Tergugat (suami) tidak mau

1pytusan PA Sleman No. 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 20 Mei 2021, him. 2

42pytusan PA Sleman No..1076/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021, him. 2
43putusan PA Sleman No..1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021, hlm. 2
43pytusan PA Sleman No..1484/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021, him. 2
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bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri
harus bekerja sendiri.*>>

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1758/Pdt.G/2022/PA.Smn
tanggal 27 Desember 2022 disebutkan bahwa penyebab terjadinya
perceraian antara Tergugat (suami) dan Penggugat (istri)
dikarenakan Tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada
Penggugat (istri ), sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga. 4>

Putusan PA Sleman  Nomor. 1759/Pdt.G/2022/PA.Smn
tanggal 20 Desember 2022 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya gugatan cerai antara (Penggugat) yang
berusia 40 tahun dan (suami) yang berusia 41 tahun (suami)
adalah karena suami tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada
istri (Penggugat). Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri
(Penggugat) harus bekerja dan mendapatkan bantuan dari orang tua
istri (Penggugat).+’

Putusan PA Sleman  Nomor.1829 /Pdt.G/2022/PA.Smn
tanggal 21 Desember 2022 menyebutkan salah satu penyebab
terjadinya perceraian adalah karena Tergugat (suami) tidak bisa
memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat (istri) sehingga
Penggugat harus membantu Tergugat (suami) bekerja. Sejak tahun
2020 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.*®

Putusan PA Sleman 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27
Desember 2022 menyebutkan  bahwa salah satu penyebab
terjadinya perceraian  antara Penggugat (istri) dan Tergugat
(suami) adalah Tergugat (suami) jarang menafkahi Penggugat

(istri) .4

435pytusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 28 Desember 2021, him. 2
436pytusan PA Sleman No. 1758/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 him. 2
47pytusan PA Sleman No. 1759/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 20 Desember 2022 him. 2
+$putusan PA Sleman No. 1829/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022 him. 2
4%putusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 him. 2
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Putusan PA Sleman 1866/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27
Desember 20224° menyebutkan bahwa salah satu penyebab
terjadinya perceraian  antara Penggugat (istri) dan Tergugat
(suami) adalah Tergugat (suami) jarang menafkahi Penggugat
(istri)

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1536/Pdt.G/2023/ PA.Smn
tanggal 14 Desember 202346! menyebutkan bahwa salah satu yang
menyebabkan terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) dan
istri (Penggugat) adalah karena Tergugat (suami) sejak bulan
Januari 2022 tidak mau memberi nafkah kepada istri (Penggugat).

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1649/Pdt.G/2023/PASmn*6?
menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian
antara Penggugat (istri) yang berusia 26 tahun dan Tergugat
(suami) yang berusia 30 tahun adalah karena Tergugat (suami)
tidak memberikan nafkah secara layak kepada istri (Penggugat)
karena Tergugat (suami) tidak mau bekerja. Untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga Penggugat, orang tua Penggugatlah yang
menanggungnya.

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1651/Pdt.G/2023/PASmn463
tanggal 18 Desember 2023 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) yang
berusia 41 tahun dan Tergugat (suami) yang berusia 44 tahun
adalah karena Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah wajib
kepada istri (Penggugat) karena Tergugat bekerja hanya untuk diri
sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
Penggugat harus bekerja sendiri.

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1653/Pdt.G/2023/PASmn

tanggal 18 Desember 2023 menyebutkan bahwa salah satu

460 pytusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 him. 2
46Ipytusan PA Sleman No. 1536/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 14 Desember 2023 him. 2
#2pytusan PA Sleman No. 1649/Pdt.G/2023/PA.Smn him. 2

463pytusan PA Sleman No. 1651/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 18 Desember 2023 him. 2
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penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) yang
berusia 35 tahun dan Tergugat (suami) yang berusia 39 tahun
adalah Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah wajib kepada
istri (Penggugat) karena Tergugat bekerja hanya untuk diri sendiri
sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat
harus bekerja sendiri.*64
Pada Putusan PA Sleman Nomor.1657/Pdt.G/2023/PASmn
tanggal 18 Desember 2023 disebutkan bahwa penyebab terjadinya
perceraian antara Penggugat (istri) yang berusia 29 tahun dan
Tergugat (suami) yang berusia 28 tahun adalah Tergugat (suami)
sejak bulan Oktober 2022 tidak memberikan nafkah wajib kepada
istri (Penggugat) karena Tergugat bekerja hanya untuk diri sendiri
sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat
harus bekerja sendiri. Bulan Januari 2022 Tergugat, terkena
pinjaman online tanpa musyawarah dengan Penggugat. Bulan Juni
2022 Tergugat mengambil tabungan Penggugat tanpa
sepengetahuan Penggugat*6®
Pada Putusan Pengadilan Agama (PA) Sleman No..
1543/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 27 November 2023 disebutkan
bahwa penyebab istri (Penggugat) mengajukan gugatan cerai
kepada Tergugat (suami) ke Pengadilan Agama Sleman karena
Tergugat (suami) jarang memberi nafkah kepada istri (Penggugat),
dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi bagi istri (Penggugat)
kepada Tergugat (suami) .46
Pada Putusan Pengadilan Agama (PA) Sleman No..
1590/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 28 November 2023 disebutkan
bahwa penyebab istri (Penggugat) mengajukan gugatan cerai

kepada Tergugat (suami) ke Pengadilan Agama Sleman adalah

464 pytusan PA Sleman No..1653/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 18 Desember 2023 him. 3
465 putusan PA Sleman No..1657/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 18 Desember 2023 him. 2
466pytusan PA Sleman No..1543/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 30 Oktober 2023
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Tergugat (suami) tidak pernah memberi nafkah istri (Penggugat)

sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus.*¢’

b. Tergugat (Suami) atau Istri (Penggugat) Berselingkuh

Salah satu penyebab terjadinya permohonan talak cerai ke PA
Sleman antara pemohon (suami) dan termohon (istri) adalah
perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon (istri). Hal ini
terdapat PutusanPA Sleman Nomor.1240/Pdt.G/2020/ PA.Smn
tanggal 13 Januari 2020. Pemohon mengetahui perselingkuhan
yang dilakukan oleh termohon melalui berita yang disampaikan
olen tetangga dan teman hingga pemohon melihat sendiri
perselingkuhan tersebut. Hal inilah yang membulatkan tekad
pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon#6®

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1477/Pdt.G/2020/ PA.Smn
tanggal 21 April 2020 disebutkan bahwa salah satu penyebab
terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) yang berusia 36
tahun dan Penggugat (istri) yang berusia 24 tahun dikarenakan
Tergugat mempunyai hubungan khusus (berselingkuh) dengan
seorang wanita. Hal tersebut mengakibatkan pertengkaran dan
perselisinan terus-menerus  antara Penggugat dan Tergugat
sehingga mengakibatkan Penggugat tetap bertekad mengajukan
gugatan cerai kepada Tergugat (suaminya) ke Pengadilan Agama
Sleman.

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1710/Pdt.G/2021/PA.Smn
tanggal 27 Desember 2021 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami)
dan istri (Penggugat) karena Tergugat (suami) mempunyai

hubungan khusus (berselingkuh) dengan seorang wanita. Hal ini

47pytusan PA Sleman No..1590/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 28 November 2023
48pytusan PA Sleman No..1240/Pdt.G/2020/ PA.Smn tanggal 13 Januari 2020 hal. 2
49Pytusan PA Sleman No..1240/Pdt.G/2020/ PA.Smn tanggal 13 Januari 2020 hal. 3
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menyebabkan  Penggugat membulatkan  tekadnya  untuk
mengajukan gugatan cerai ke PA Sleman*7°,

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1872/Pdt.G/2022/PA.Smn
tanggal 21 Desember 2022 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami)
dan istri (Penggugat) di putusan ini karena Tergugat (suami)
mempunyai hubungan khusus (berselingkuh) dengan dua orang
wanita sekaligus. Hal ini menyebabkan Penggugat membulatkan
tekadnya untuk mengajukan gugatan cerai ke PA Sleman*’!.

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1653/Pdt.G/2023/PA.Smn
tanggal 18 Desember 2023 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami)
dan istri (Penggugat) di putusan ini karena Tergugat (suami)
mempunyai hubungan khusus (berselingkuh) dengan seorang
wanita. Hal ini menyebabkan Penggugat membulatkan tekadnya
untuk mengajukan gugatan cerai ke PA Sleman*72,

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Smn
tanggal 19 Desember 2023 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami)
dan istri (Penggugat) di putusan ini karena Tergugat (suami)
mempunyai hubungan khusus (berselingkuh) dengan seorang
wanita. Hal ini menyebabkan Penggugat membulatkan tekadnya
untuk mengajukan gugatan cerai ke PA Sleman+”3

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Smn
tanggal 19 Desember 2023 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami)
dan istri (Penggugat) di putusan ini karena Tergugat (suami)

mempunyai hubungan khusus (berselingkuh) dengan seorang

470pytusan PA Sleman No..1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021, him. 2
#71pytusan PA Sleman No..1872/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022, him. 2
472Pytusan PA Sleman No.1653/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 18 Desember 2023 him. 3
4B3pytusan PA Sleman No..1724/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Desember 2023 him. 2
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wanita. Hal ini menyebabkan Penggugat membulatkan tekadnya

untuk mengajukan gugatan cerai ke PA Sleman#74

C. Tergugat (suami) Istri (Penggugat) mabuk-mabukan

Kasus perceraian karena Tergugat (suami) mabuk-mabukan
karena alkohol juga terjadi pada pasangan istri (Penggugat) yang
menggugat suami (Tergugat) yang kasusnya ditangani PA Sleman.
Kasus tersebut tercantum di dalam Putusan Hakim Nomor
1505/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 30 Juni 2021 juga disebutkan
bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat
adalah karena  Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada
Penggugat.*’

Kasus perceraian karena Tergugat (suami) mabuk-mabukan
karena minum alkohol juga dicantumkan pada Putusan Hakim PA
Sleman Nomor 1673/Pdt.G/2020/PA.Smn¥¢ tanggal 14 April
2021. Penyebab terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) dan
istri (Penggugat) dikarenakan Tergugat (suami) sering mabuk-
mabukan minum alkohol dan sudah diperingatkan Penggugat
(istri) namun Tergugat (suami) selalu mengulanginya.

Pada Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 23
Desember 20214”7 menyebutkan bahwa penyebab istri (Penggugat)
membulatkan tekad menggugat cerai Tergugat (suami) nya adalah
salah satunya dikarenakan Tergugat (suami) gemar meminum
minuman keras (minuman beralkohol).

Pada Putusan Hakim Nomor 1720/Pdt.G/2021/PA.Smn
tanggal 28 Desember 202147 menyebutkan bahwa penyebab istri

(Penggugat) membulatkan tekad menggugat cerai Tergugat

474pytusan Hakim PA Sleman No. No. 1726/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Desember

2023 him. 2

475pytusan PA Sleman No. 1505/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 30 Juni 2021, him.2.

476 putusan PA Sleman No. 1673/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 14 April 2021, him. 2.
47Putusan PA Sleman No..1707Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 23 Desember 2021, him. 3.
478Pytusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2021, him. 2.
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(suami) nya adalah salah satunya dikarenakan Tergugat (suami)
gemar meminum minuman keras (minuman beralkohol).

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1827/Pdt.G/2022/PA.Smn
tanggal 21 Desember 202147 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami)
adalah salah satunya karena Tergugat (suami) gemar minum-
minuman keras dan mabuk-mabukan. Hal ini terlihat ketika
Tergugat (suami) tersebut ketika pulang malam dari mana saja
mulutnya berbau alkohol. Akibat dari hal tersebut terjadilah
pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus hingga
berakhir dengan pengajuan cerai gugat kepada Tergugat (suami)
melalui Pengadilan Agama Sleman.

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1829/Pdt.G/2022/PA.Smn
tanggal 21 Desember 20224° menyebutkan bahwa salah satu
permasalahan yang menjadi penyebab Penggugat (istri)
menggugat cerai Tergugat (suami) adalah karena Tergugat
(suami) gemar minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1467/Pdt.G/2023/PA.Smn
tanggal 21 Desember 2023*! menyebutkan bahwa salah satu
perkara yang menjadi penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai
Tergugat (suami) adalah karena Tergugat (suami) gemar minum-
minuman keras dan mabuk-mabukan.

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1697/Pdt.G/2023/PA.Smn
tanggal 19 Desember 2023*? menyebutkan bahwa salah satu
penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami)
adalah karena Tergugat (suami) gemar minum-minuman keras

dan mabuk-mabukan.

479pytusan PA Sleman No..1827/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2022, him. 2.
“80pytusan PA Sleman No..1827/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2022, him. 2
“1pytusan PA Sleman No..1467/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 21 Desember 2023, him. 2
“82pytusan PA Sleman No..1697/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 19 Desember 2023, him. 2
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Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1725/Pdt.G/2023/PA.Smn
tanggal 19 Desember 202343 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami)
adalah karena Tergugat (suami) sering pulang malam, gemar
minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1725/Pdt.G/2023/PA.Smn
tanggal 19 Desember 2023** menyebutkan bahwa salah satu
penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami)
adalah karena Tergugat (suami) sering mengkonsumsi obat-obat
terlarang, gemar minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

d. Tergugat (Suami) Melakukan KDRT
Putusan PA Sleman  Nomor.1357/Pdt.G/2020/PA.Smn
yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian
Penggugat yang berusia 48 tahun melawan Tergugat yang berusia
48 tahun adalah karena Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata
kasar kepada Penggugat sehingga membuat sakit hati
Penggugat.*®3.

Pada Putusan Hakim Nomor 1720/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal
28 Desember 2021 menyebutkan bahwa penyebab istri
(Penggugat) membulatkan tekad menggugat cerai Tergugat
(suami) nya salah satunya adalah dikarenakan Tergugat (suami)
sering melakukan KDRT yakni melakukan penganiayaan dengan
melakukan pemukulan yang disertai dengan mengeluarkan kata-
kata kasar yang membuat sakit hati Penggugat (istri). 486

Putusan PA Sleman Nomor.1759/Pdt.G/2022/PA.Smn
tanggal 20 Desember 2022 disebutkan bahwa salah satu penyebab
terjadinya gugatan cerai antara (Penggugat) yang berusia40 tahun

dan (suami) yang berusia 41 tahun karena (suami) melakukan

483pytusan PA Sleman No..1725/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 19 Desember 2023, him. 2
“4pytusan PA Sleman No..1727/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 19 Desember 2023, him. 2
“5putusan PA Sleman No.. 1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari 2022, him. 2

#8pytusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2021, him. 2.
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KDRT kepada Penggugat yang berupa kata-kata kasar serta
menampar pipi Penggugat ketika hamil sehingga meninggalkan
bekas di pipi Penggugat .47
Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1829/Pdt.G/2022/PA.Smn
tanggal 21 Desember 20224 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami)
adalah karena Tergugat (suami) sering marah-marah, berkata kasar
serta melakukan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat
sehingga Penggugat mengalami lebam.
Putusan PA Sleman No 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal
27 Desember 2022 disebutkan bahwa salah satu penyebab
terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat
(suami) karena Tergugat (suami) sering  melakukan tindakan
KDRT berupa kata-kasar, melakukan ancaman yang berupa akan
membunuh Penggugat serta ibu Penggugat.*%
e. Tergugat (suami) atau Istri (Penggugat) Tidak diketahui
Keberadaannya
Putusan PA Sleman Nomor. 1357/Pdt.G/2020/PA.Smn yang
menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian
Penggugat yang berusia 48 tahun melawan Tergugat yang berusia
48 tahun adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dan tidak diketahui di mana keberadaannya secara pasti yang pasti
masih di wilayah Indonesia.**
Putusan PA Sleman Nomor.1240/Pdt.G/2020/ PA.Smn tanggal
13 Januari 2020 disebutkan bahwa salah satu penyebab pemohon
mengajukan permohonan talak cerai karena termohon pergi
meninggalkan pemohon sejak terjadi cekcok pada bulan Oktober
2017 dan keberadaannya tidak diketahui baik di Indonesia atau di

“87pytusan PA Sleman No.. 1759/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 20 Desember 2022 him. 2
“88pytusan PA Sleman No..1827/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2022, him. 2
“9putusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 him. 2
40pytusan PA Sleman No..No 1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari 2022, him. 2
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luar wilayah Indonesia. ' Dan pemohon telah berupaya mencari
keberadaan termohon namun tidak berhasil menemukan
keberadaan termohon baik dalam kondisi hidup ataupun mati

Putusan PA Sleman  Nomor.1236/Pdt.G/2020/ PA.Smn
tanggal 27 Januari 2021.disebutkan bahwa salah satu penyebab
Penggugat mengajukan permohonan gugat cerai adalah karena
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan
keberadaannya tidak diketahui baik di Indonesia maupun di luar
wilayah  Indonesia. 2 Dan pemohon telah berupaya mencari
keberadaan termohon namun tidak berhasil menemukan
keberadaan termohon.

Putusan PA Sleman Nomor.1051/Pdt.G/2021/ PA.Smn tanggal
23 Desember 2021.disebutkan bahwa salah satu penyebab
pemohon mengajukan permohonan talak cerai adalah karena
termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit sejak terjadi
cekcok pada bulan Februari 2019, tidak pernah kembali lagi dan
keberadaannya tidak diketahui baik di Indonesia atau di luar
wilayah Indonesia..

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1076/Pdt.G/2021/PA.Smn
tanggal 29 Desember 2021 menyebutkan bahwa penyebab
perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat)
adalah Tergugat (suami) sejak bulan Januari 2021 meninggalkan
istri (Penggugat) tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya.
Pemohon dan keluarga pemohon telah berupaya mencari
keberadaannya tetapi tidak berhasil.*

3. Putusan PA Sleman Tahun 2020 -2023
a. Putusan PA Sleman Tahun 2020
Putusan PA Sleman Nomor.1357/Pdt.G/2020/PA.Smn
tanggal 22 Februari 2021 yang berisi mengabulkan gugatan cerai

“1pytusan PA Sleman No..1240/Pdt.G/2020/ PA.Smn tanggal 13 Januari 2020 hal. 2
42pytusan PA Sleman No..1051/Pdt.G/2021/ PA.Smn tanggal 23 Desember 2021 hal. 2
43pytusan PA Sleman No..1076/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021, him. 2
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yang diajukan oleh Penggugat yang berusia 48 tahun melawan
Tergugat yang berusia 48 tahun dikarenakan Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat berkata
kasar kepada Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat .44

Putusan PA Sleman Nomor.1528/Pdt.G/2020/PA.Smn juga
menyebutkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai
kepada Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat, Tergugat tidak mempunyai  empati kepada
Penggugat. Tergugat lebih mementingkan teman daripada Penggugat
dan terjadi pertengkaran dan percekcokan terus menerus*.

Putusan PA Sleman Nomor.1673/Pdt.G/2020/PA.Smn#*
tanggal 14 April 2021 menyebutkan bahwa penyebab terjadinya
perceraian antara Tergugat (suami) serta istri  (Penggugat)
dikarenakan Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah wajib/
nafkah lahir kepada Penggugat (istrinya).

Putusan PA Sleman  Nomor.1729/Pdt.G/2020/PA.Smn
tanggal 20 Mei 2021, ¥7 menyebutkan bahwa Tergugat (suami)
tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat (istrinya) karena
malas. Tergugat (suami) tidak mau bekerja tanpa memikirkan
tanggung jawab kepada anak dan Penggugat (istri) serta sering
melakukan judi online.

b. Putusan PA Sleman Tahun 2021

Putusan PA Sleman  Nomor.1076/Pdt.G/2021/PA.Smn
tanggal 29 Desember 2021 menyebutkan bahwa penyebab
perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat)
adalah Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah wajib kepada
istri (Penggugat) karena Tergugat (suami) tidak mau bekerja dan

kegiatan Tergugat sehari-hari di rumahnya hanya bermain HP

494pytusan PA Sleman No..1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari 2022, him. 2
495pytusan PA Sleman No..1528/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 06 Juni 2021, him.4.

496 pytusan PA Sleman No..1673/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 14 April 2021, him. 2.
#“7Pytusan PA Sleman No, 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 20 Mei 2021, him. 2
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saja. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah
tangga sehingga menyebabkan istri (Penggugat) lah yang harus
bekerja keras dan atas bantuan orang tua istri (Penggugat)
kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Tergugat juga meninggalkan
Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya.**®

Pada Putusan PA Sleman  No0.1710/Pdt.G/2021/PA.Smn
tanggal 27 Desember 2021 menyebutkan bahwa penyebab
terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri
(Penggugat) adalah karena Tergugat (suami) tidak memberi
nafkah kepada istri serta Tergugat mempunyai Wanita ldaman
Lain.*”

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1484/Pdt.G/2021/PA.Smn
tanggal 29 Desember 2021 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) yang
berumur 62 tahun dan istri (Penggugat) yang berusia 52 tahun
adalah karena Tergugat (suami) tidak mau memberikan nafkah
lahir dan nafkah batin kepada Penggugat (istrinya).>%

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1720/Pdt.G/2021/PA.Smn
tanggal 28 Desember 2021 disebutkan bahwa terjadinya
perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan Penggugat (istri)
dikarenakan Tergugat (suami) tidak mau memberikan nafkah
kepada Penggugat (istrinya) karena Tergugat (suami) tidak mau
bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri
harus bekerja sendiri. Tergugat sering melakukan KDRT dan
minum-minuman keras yang menyebabkan mabuk.>°!

c. Putusan PA Sleman Tahun 2022

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1758/Pdt.G/2022/PA.Smn

tanggal 27 Desember 2022 disebutkan bahwa penyebab terjadinya

49%pytusan PA Sleman No..1076/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021, him. 2
4Putusan PA Sleman No..1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021, him. 2
S9%pytusan PA Sleman No..1484/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021, hlm. 2
01pytusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 28 Desember 2021, him. 2
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perceraian Tergugat (suami) dan Penggugat (istri) adalah karena
Tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada Penggugat (istri ),
sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga, Tergugat pisah ranjang dengan
Penggugat dan Tergugat tidak terbuka mengenai masalah serta
tidak jujur tentang penghasilan yang digunakan untuk apa saja. 3%

Putusan PA Sleman  Nomor. 1759/Pdt.G/2022/PA.Smn
tanggal 20 Desember 2022 menyebutkan bahwa penyebab
terjadinya gugatan cerai antara isteri (Penggugat) yang berusia 40
tahun dan Tergugat (suami) yang berusia 41 tahun. Adalah karena
Tergugat (suami) tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada
istri (Penggugat). Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri
(Penggugat) bekerja dan mendapatkan bantuan dari orang tua istri
(Penggugat). Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat
dan Tergugat memaksa Penggugat untuk memvideokan ketika
keduanya berhubungan suami istri3%3

Putusan PA Sleman  Nomor.1829 /Pdt.G/2022/PA.Smn
tanggal 21 Desember 2022 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab terjadinya perceraian adalah Tergugat (suami) tidak bisa
memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat (istri) sehingga
Penggugat harus membantu Tergugat (suami) bekerja. Sejak tahun
2020 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat
sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sering melakukan
minum-minuman keras, dan sering pergi meninggalkan kediaman
tanpa alasan dan tujuan yang jelas hingga larut malam bahkan
pernah tidak pulang ke kediaman.>%

Putusan PA Sleman Nomor. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal
27 Desember 2022 menyebutkan bahwa salah satu penyebab
terjadinya perceraian  antara Penggugat (istri) dan Tergugat

302pytusan PA Sleman No. 1758/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 him. 2
S93pytusan PA Sleman No. 1759/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 20 Desember 2022 him. 2
3%pytusan PA Sleman No. 1829/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022 him. 2
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(suami) adalah karena Tergugat (suami) jarang  menafkahi
Penggugat  (istri), Tergugat sering melakukan ancaman
keselamatan kepada Penggugat dan ibunya.>%
Putusan PA Sleman Nomor. 1866/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal
27 Desember 20225 menyebutkan bahwa salah satu penyebab
terjadinya perceraian  antara Penggugat (istri) dan Tergugat
(suami) adalah karena Tergugat (suami) jarang  menafkahi
Penggugat (istri).
d. Putusan PA Sleman Tahun 2023

Putusan PA Sleman Nomor. 1726/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal
19 Desember 20237 menyebutkan bahwa permasalahan yang
menjadi penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri)
dan Tergugat (suami) adalah karena Tergugat (suami) jarang
menafkahi Penggugat (istri). Tergugat berselingkuh dengan wanita
lain dan sering meninggalkan rumah.

Putusan  PA Sleman Nomor.1651/Pdt.G/2023/PA.Smn
tanggal 18 Desember 2023 menyebutkan bahwa permasalahan
yang menjadi penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat
(istri) dan Tergugat (suami) adalah Tergugat (suami) jarang
menafkahi Penggugat (istri), keluarga selalu ikut campur dalam
urusan Tergugat dan Penggugat serta meminjam uang tanpa

sepengetahuan Penggugat,

B. Analisis Hasil Penelitian
1. Tingkat Perceraian Di PA Sleman Tahun 2020-2023 Dalam Skala
Nasional
a. Tingkat Perceraian di PA Sleman Tahun 2020-2023

S%5putusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 him. 2

39 pytusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 him. 2

Spytusan PA Sleman1726/Pdt.G/2023/PA.Smn putusan.mahkamahagung.go.id, diakses
pada hari tanggal 25 November 2024 jam 23.49 WIB.
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Bila dicermati dengan seksama, angka perceraian di wilayah
PA Sleman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti : ekonomi, KDRT,
perselingkuhan dan kepadatan suatu wilayah misalnya KUA
Sleman dan KUA Depok. Suatu wilayah yang padat tentu akan
berpengaruh pada gaya hidup dan tekanan ekonomi.>%

Perceraian bukanlah suatu persoalan yang terjadi baru-baru
ini saja. Terjadinya perceraian yang semakin meningkat pada
setiap tahunnya disebabkan oleh adanya perubahan zaman serta
nilai-nilai sosial yang juga mengalami perubahan. Adanya
kemampuan tingkat ekonomi di kalangan kaum hawa yang
semakin meningkat juga ikut mempengaruhi keberanian istri
(Penggugat) untuk menggugat cerai Tergugat (suaminya) sehingga
mengakibatkan meningkatnya angka perceraian di suatu wilayah,
demikian pendapat Efi Sovia Inayati selaku Pimpinan Pusat
Nasiyatul Aisyiyah.>%

Penigkatan angka perceraian disebabkan juga oleh adanya
perubahan nilai-nilai sosial serta banyak wanita yang semakin
menyadari terhadap hak-hak dan kewajiban mereka. Hal ini
menjadikan wanita sebagai istri (Penggugat) tidak akan diam dan
akan memberontak jika ia mendapatkan tindakan sewenang-
wenang dari Tergugat (suaminya). Bentuk ketidakdiam wanita
ketika  diperlakukan  sewenang-wenang adalah  wanita
menggunakan hak-haknya dengan cara menggugat cerai Tergugat
(suaminya) di Pengadilan Agama.>'°

Peningkatan angka perceraian disebabkan juga oleh
timbulnya keberanian bagi para wanita untuk menempatkan dirinya

sejajar dengan laki-laki. Mereka sadar akan hak-hak yang dimiliki

S%8https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/03/06/512/900347/tingkat -perceraian-di-
sleman-masih-tinggi diakses Hari Ahad Tanggal 12 Mei 2024 jam 01.47.

S®¥Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, him.8

319 bid, him.10.
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mereka dan adanya keberanian pada para wanita itu agar eksistensi
mereka diakui. Para wanita apabila mendapatkan tindakan
sewenang-wenang dari Tergugat (suaminya) maka mereka akan
mempertahankan hak-haknya dengan cara mengajukan gugatan
cerai ke Pengadilan Agama.>!!

Peningkatan angka perceraian juga bisa disebabkan oleh para
wanita yang menyadari akan adanya ketidakadilan dari segi gender
pada diri mereka, sehingga mereka melakukan pemberontakan
terhadap  ketidakadilan  tersebut.  Adapun  bentuk-bentuk
ketidakadilan gender sebagai bentuk dari adanya bias gender yaitu
: Pertama, adanya burden, yaitu perempuan menanggung beban
kerja yang bersifat domestik lebih banyak dan lebih lama daripada
laki-laki.’'? Kedua, adanya subordinasi, yaitu perempuan di
nomorduakan dalam segala hal. Ketiga adanya marginalisasi
perempuan, yaitu perempuan dimiskinkan, yaitu perempuan tidak
mendapatkan kesempatan terlibat dalam mengambil keputusan
yang berkaitan dengan ekonomi keluarga. Keempat, adanya
stereotip kepada para wanita, wanita dilabeli dengan palebelan
yang negatif karena wanita dianggap hanya sebagai pencari nafkah
tambahan semata. Kelima, kekerasan, wanita mendapat kekerasan
fisik dan psikis karena wanita tidak memiliki kekuasaan dalam
rumah tangga, Tergugat (suami) adalah satu-satunya penguasa di
dalam kehidupan rumah tangga.>'?

Peningkatan angka perceraian pada setiap tahun, terutama
cerai gugat disebabkan semakin tingginya tingkat kesadaran

hukum bagi para perempuan. Hal ini dikemukakan oleh Nasarudin

M bid, him.11

S125ofyan  AP. Kaudan Zukarnain Sulaiman, Fikih Feminis Menghadirkan Teks
Tandingan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2014, him.4.

SB1bid ,hlm. 4-5.
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Umar. Kesadaran hukum ini salah satunya ditandai dengan adanya
peningkatan pendidikan bagi wanita>'4

Dengan adanya peningkatan tingkat pendidikan tersebut akan
memberikan kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan
kesempatan kerja yang luas, sehingga dapat meningkatkan
kehidupan ekonomi mereka dan memungkinkan para wanita bisa
hidup mandiri. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan
istri (Penggugat) kepada Tergugat (suami) di dalam perekonomian
mereka.>'> Seorang perempuan yang ekonominya sangat mapan
dan tidak tergantung kepada Tergugat (suami), maka baginya
sangat mudah lepas dari keterikatannya kepada Tergugat (suami)
apabila ia tidak mendapatkan kesenangan dari hubungannya
dengan Tergugat (suami) tetapi sebaliknya mendapatkan
penderitaan dari hubungan tersebut.>'¢

Dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan secara sosiologis
bahwa peningkatan angka perceraian di Sleman dipengaruhi oleh
adanya perubahan kehidupan sosial di masyarakat di antaranya :
wanita menyadari bahwa dirinya punya hak yang sama dengan
laki-laki dan tidak mau diperlakukan secara sewenang-wenang,
adanya kesempatan pendidikan yang tinggi  sehingga
memungkinkan wanita bisa mendapatkan kehidupan ekonomi yang
mandiri dan tidak tergantung pada Tergugat (suami).

b. Tingkat Perceraian Di Indonesia

Sebagaimana angka perceraian di tingkat PA Sleman yang
selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, angka perceraian di
tingkat nasional juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.’!'’

Adanya angka perceraian dalam skala nasional kiranya perlu

Sliahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, him.238.

3131bid, him.238-239.

3161 bid,,hIm.239

S17https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-
2022diakses pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023, Jam 08.18 WIB.
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mendapatkan perhatian khusus oleh semua pihak agar angka
perceraian di Indonesia bisa ditekan agar mengalami penurunan di
setiap tahunnya mengingat dampak dari perceraian bagi pasangan
dan anak-anak korban dari perceraian kenaikan angka perceraian di
Sleman.

Terjadinya kenaikan angka perceraian Indonesia pada setiap
tahunnya, salah satunya disebabkan kurangnya  masyarakat
Indonesia memahami hukum keluarga di dalam Islam. Karena
dengan memahami hukum Kkeluarga dapat mencegah adanya
perceraian yang seharusnya tidak perlu dilakukan dan akan mampu
menjaga stabilitas pernikahan. Dengan memahami hukum
keluarga dalam Islam juga mengetahui syarat pernikahan, hak dan
kewajiban Tergugat (suami) atau istri (Penggugat) serta dapat
mengatasi segala persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang
menjadikan  konflik keluarga yang bisa berakhir dengan
perceraian.>!®

Terjadinya peningkatan angka perceraian di Indonesia
setidaknya disebabkan oleh 13 persoalan di antaranya adanya
praktik poligami yang dilakukan oleh Tergugat (suami),
perselingkuhan yang dilakukan baik oleh Tergugat (suami)
maupun istri (Penggugat), adanya kesulitan ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan keluarga, adanya praktik pernikahan di
bawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan
Tergugat (suami) serta istri (Penggugat) yang usianya kurang dari
19 tahun, adanya perbedaan keyakinan (pandangan) politik serta
adanya perbedaan agama suami dan istri (Penggugat) di dalam
suatu ikatan perkawinan.>!

Berdasarkan penjelasan di atas, maka naiknya angka
perceraian di Indonesia di setiap tahunnya dikarenakan oleh hal-hal

S18Mlisno, dkk, Hukum Keluarga, Azka Pustaka, Sumatera Barat, Tahun 2023, him.36.
S19Yusdani, Menuju Figh Keluarga Progresif, Kauba, Yogyakarta, Tahun 2015, him.79.
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tersebut di atas. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk
memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjauhi hal-hal
yang bisa menyebabkan adanya perceraian.
c. Tingkat Perceraian Di PA Sleman Tahun 2020-2023 Dalam
Skala Nasional
Untuk menghitung Prosentase jumlah perceraian di PA
Sleman tahun 2020-2023 bila dibandingkan dengan jumlah

perceraian di seluruh Indonesia kita menggunakan rumus :32°
—(f

P=(L) x100%

P = Prosentase

f = frekuensi setiap katagori

n = jumlah sampel.

Prosentase jumlah perceraian di PA Sleman tahun 2020-
2023 bila dibandingkan dengan jumlah perceraian di seluruh

Indonesia :

unlah Perceraian di PA Sleman
Prosentase = (] — - ) x100%
jumlah Perceraian di Indonesia

11833 Perceraian
= 0
Prosentase ( 4889877 perceraian) x100%

Prosentase = 0,00242%

Jadi Jumlah prosentase jumlah percerian di PA Sleman pada
tahun 2020-2023 dalam skala nasional sebesar 0,00242%.

2. Faktor- Faktor Penyebab Banyaknya Terjadi Perceraian di PA
Sleman dan yang Melatarbelakanginya.
Pada bab ini kita akan akan menganilisis apa saja yang
menyebabkan banyaknya terjadi perceraian di PA Sleman. Faktor-
faktor tersebut penyebab banyaknya perceraian yang terjadi di PA

S20Fibrianti, Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga( Studi Kasus di
Lombok Timur NTB), Ahlimedia Press, Malang, Tahun 2021, him. 62.
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Sleman dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Adapun faktor-faktor
tersebut :

a. Tergugat (suami) Tidak Memberi Nafkah
1) Kewajiban Tergugat (suami) Memberi Nafkah Istri
(Penggugat)
Nafkah (4&&) dari segi bahasa berarti:
Sy e 83 ala
Apa saja yang diambil dari infag.

Infak menurut asalnya berarti mengeluarkan
(@AY, kata infak tidak digunakan kecuali hanya untuk
kebaikan semata.’?! Nafkah secara istilah berarti :

Setiap apa saja yang manusia butuhkan baik berupa
makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
Dinamakan nafkah karena ia habis dan hilang
dengan jalan memenuhi beberapa kebutuhan. Penyebab
seseorang wajib memberi nafkah kepada orang lain adalah
3 hal yaitu’?? : adanya ikatan pernikahan, adanya hubungan
kekerabatan dan kepemilikan.>?* Nafkah Tergugat (suami)
kepada istri (Penggugat) merupakan sesuatu yang menjadi
hak istri. Nafkah adalah pemenuhan terhadap semua
kebutuhan istri (Penggugat) yang berupa : sandang, papan,
pangan, pengobatan dan kebutuhan akan adanya pembantu

S2IMusthofa alkhin. Dkk, Al Fighu al Manhaji ‘Ald Madzhab al Imdm al Sydfi’t
Rohimahullghu Ta dlad, (Damaskus: Daru al Qolam, 1992)., Juz4, him.1609.

5221 bid, hlm. 169.

SBAl Syaikh Syamsuddin Muhammad bin al Khothibal Syarbini, Mughnial Muhtaj 1la
Ma rifati Ma’ani Alfazhi al Manhaj, (Beirut :Dar al Ma’rifat, 1997), Juz3, him.558.
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rumah tangga.’** Seorang Tergugat (suami) wajib
memberikan nafkah kepada Penggugat (istrinya) menurut
ilmu figih diwajibkan dengan alasan adanya nash-nash
yang mewajibkan hal tersebut dan adanya ijma’ para
ulama.’> Tergugat (suami) wajib memberikan nafkah
kepada Penggugat (istrinya) baik nafkah lahir yang berupa
sandang, papan , pangan dan lain sebagainya maupun
nafkah batin yang berupa kepuasan masalah seksual dan
lain sebagainya.>?

Tergugat (suami) wajib memberikan nafkah kepada
Penggugat (istrinya) dengan cara bekerja semaksimal
mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan
berpegang pada prinsip mencari rizki yang halal. Allah
SWT berfirman : 3?7

cashrally G585 () A aslsall e s

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara yang makruf.

Allah berfirman :328

D 325 40 Jrdals G Y L G0 CalSy Y A 5

155

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada

seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan
sesudah kesempitan.

324Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Persfektif Figih dan Hukum Positif,
him. 88.

SBAlL Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf al Nawawi al Dimasyqi, Roudloh al
Tholibin,(Beirut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2003), juz 6, him, 449.

326M.Afnan Chafidh dan A.Ma’ruf Asrori, Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahirnn-
Perkawinan-Kematian, (Surabaya : Khalista, 2009), him. 161.

527QS. AlBagoroh : 233.

S28QS.AlTholaqg : 7.
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Kewajiban  memberikan  nafkah  kepada istri
(Penggugat) adalah didasarkan sesuai dengan kemampuan
Tergugat (suami) dalam memberikan nafkah kepada istri
(Penggugat) dan anak-anaknya. Dan istri (Penggugat) juga
hendaknya menyadari kemampuan Tergugat (suami)
dalam memberi nafkah kepadanya dan kepada anak-
anaknya dengan tidak menuntut Tergugat (suami)
memberi nafkah di luar kemampuan Tergugat (suami),
sehingga Tergugat (suami) tidak melakukan berbagai cara
untuk memberi nafkah kepada anak-anak dan Penggugat
(istrinya) tanpa memperhatikan tentang kehalalan dan
keharaman di dalam mencari rizki.

Seorang Tergugat (suami) yang memberikan nafkah
kepada istri (Penggugat) dan anak-anaknya dihitung
sebagai shodagoh yang pahalanya lebih besar dari
shodaqoh Iainnya Nabi Muhammad SAW bersabda : 52

,,,,,
n/g;

,,,,,

Dari Abu Hurairoh ra berkata, Rasulullah SAW bersabda

“Satu dinar yang engkau perjuangkan di dalam
perjuangan fisabilillah, satu dinar yang engkau
pergunakan untuk memerdekakan budak sahaya, satu
dinar yang engkau shodaqohkan kepada orang miskin, dan
satu dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu,
pahala yang paling besar adalah yang engkau belanjakan
untuk keluargamu.”

Dalam hadits lain :33°

1363.

%22 Abi al Husain Muslim ibn al Hujjaj al Qusyairiy al Naisabiiri, Sohih Muslim, hlm. 449,
330 Al Imam Abi ‘Abdullah Muhammad ibn Isma’1l al Bukhori, Sohih al Bukhori, him.
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iéa;azj;gjw’f;gﬁgaM\gﬁi\sl;d&g“}

Dari Abu Mas’ud al-Badri ra. Nabi Muhammad SAW
bersabda : “Apabila Tergugat (suami) menafkahi
keluarganya dengan mengharap pahala, maka tercatat
baginya sebagai shodaqoh.”

Nafkah yang diberikan oleh Tergugat (suami)
kepada Penggugat (istrinya) digunakan untuk memenuhi
berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang mau tidak
mau pasti harus dipenuhi. Kebutuhan rumah tangga yang
tidak terpenuhi akan berakibat rusaknya rumah tangga
yang berujung pada perceraian.*3!

Dalam berumah tangga terdapat kebutuhan yang
pada rumah tersebut ada kebutuhan yang bersifat materi
dan kebutuhan yang bersifat immateri. Kebutuhan yang
bersifat materi terdiri dari kebutuhan yang bersifat fisik
dan kebutuhan non fisik.33> Kebutuhan materi yang
bersifat fisik berupa sandang, pangan dan papan.
Sedangkan kebutuhan non fisik berupa biaya-biaya yang
terkait kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi/
hiburan dan lain-lain.

Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan
bahwa pemberian nafkah Tergugat (suami) adalah hak

seorang Penggugat (istri)Nabi Muhammad SAW bersabda

R e B gl U yal alaa Whias, B (3 (oau g0 Wi
Jom ol JSayl e s uddll 4y laa ¢ s
Cranda 13) Lgaadad o - J8 ¢ adelioald o gy a Lo : 4l
Vs i Y as sl e W g i€ gl i) 1) L g

S1Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Subdit Bina Keluarga
Saknah Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2019.
hlm. 60.

5321 bid,hIm.60.
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Tl Y] e

Telah menceritakan pada kami Musa ibn Ismail, telah
menceritakan pada kami Hammad, telah mengabarkan
kepada kami Abu Qur’ah al Bahili dari Hakim ibn
Mu’awiyah al-Qusyairi dari bapaknya ia berkata, aku
bertanya : “Wahai Rasulullah! Apakah hak seorang istri
(Penggugat) salah seorang dari kami atasnya?” Beliau
bersabda : Engkau memberi makannya ketika engkau
makan, engkau memberinya pakaian ketika engkau
berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya! Jangan
berkata semoga Allah membuatmu jelek! Jangan
meninggalkan kecuali di rumah.

Di dalam hadits lain Nabi Muhammad SAW
bersabda :

Cf Auadic] s e opa Was And 0 S gl Was
ale ) Lol i Sa ) G s 4wl e 4 glae 0 aSa
uije’-L‘JJMUTJEQC})J\&Biﬂ‘ d;uel«.u}
e Y mh Y aa gl @y Vg (i ST s

Tl )

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi
Syaibah. Telah menceritakan kepada Yazid ibn Harun, dari
Syu’bah dari Abu Qar’ah dari Hakim ibn Mu’awiyyabh,
dari bapaknya : “Bahwa scorang bertanya pada Nabi
Muhammad SAW : Apa hak seorang istri (Penggugat) dari
Tergugat (suaminya)? Nabi Muhammad SAW menjawab :
Memberi istri (Penggugat) makan jika ia makan. Memberi
Penggugat (istrinya) pakaian jika ia berpakaian. Tidak
memukul wajah, tidak mengharapkan Allah membuat
Penggugat (istrinya) jelek serta tidak membiarkan
(meninggalkan) kecuali di rumah.

2) Tergugat (suami) Tidak Memberi Nafkah Istri
(Penggugat) dan Akibatnya

S3Al hafiz Abi Dawid Sulaiman ibn al‘ Asytsal Sajastani, Sunan Abi Dawiid,, juz:1, him.
491.

S34Al Hafizh Abi* Abdullih Muhammad Yazid al Qozwini Ibnu Majah, Sunan lbnu Mdjah,
juz.1 hlm.od¢-e4y



215

Seorang Tergugat (suami) yang tidak mau
memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) dan anak-
anaknya termasuk di dalam kategori Tergugat (suami)
yang tidak bertanggung jawab serta menyia-nyiakan orang
yang menjadi tanggungannya. Anak dan istri (Penggugat)
merupakan tanggungan seorang Tergugat (suami).
Menyia-nyiakan tanggungan merupakan suatu perbuatan
yang berdosa. Nabi Muhammad SAW bersabda : 3°

ha Al sy JB 1 JE Lagie dl ia ) palall (a2 (e

s (e e OF L) 6 ally S ol g ale 4
Dari Abdullah bin "Amr bin al-'Ash radhiallahu ‘anhuma,
katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Cukuplah
seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia-nyiakan
orang yang wajib ditanggung makannya." Hadits shahih
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain.
Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam
shahihnya dengan pengertian sebagaimana di atas itu,
yaitu sabda Rasulullah s.a.w.: "Cukuplah seseorang itu
menanggung dosa, jikalau ia menahan -tidak memberikan
makan- kepada orang Yyang menjadi miliknya -
tanggungannya-."

Tergugat (suami) yang tidak mau memberikan
nafkah kepada istri (Penggugat) dan anak-anaknya akan
berakibat dengan sering terjadinya percekcokan antara
Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) dikarenakan tidak
terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang
memang sangat banyak dan harus dipenuhi. Percekcokan
antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) yang terjadi
secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan akan
menimbulkan kegoncangan rumah tangga. Kegoncangan
rumah tangga yang terjadi terus menerus serta tidak bisa
didamaikan oleh semua pihak yang mempunyai hubungan
keluarga kepada Tergugat (suami) ataupun istri
(Penggugat) bisa mengakibatkan berakhirnya rumah

tangga dengan perceraian.

535 Abi al Husain Muslim ibn al Hujjaj al Qusyairiy al Naisabiiri, Sakih Muslim, hlm. 449,
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Menurut Ibnu ‘Asyiir syariah mewajibkan seorang
Tergugat (suami) memberikan nafkah kepada istri
(Penggugat) dan keluarganya. Nafkah berupa harta yang
beredar dan diambil manfaatnya sebagian dari harta
tersebut. Seorang Tergugat (suami) harus memberikan
nafkah dengan cara yang sebaik-baiknya dan hal tersebut
merupakan bukti bahwa seorang Tergugat (suami) tidak
melalaikan terhadap apa saja yang diinginkan oleh
keluarganya.>*® Allah SWT sangat melarang seorang
mempunyai sifat Kkikir kepada sesama manusia  lebih-

lebih sangat Kkikir kepada keluarganya. Firman Allah SWT

Lo sla ek Ll 0% gl 5 il () &0l oy as5 ¥

OVV\j s 0 g
Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada
lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya
karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

Menurut lbnu ‘Asyir seorang Tergugat (suami)
yang malas dan tidak mau bekerja sehingga keluarganya
terlantar pemerintah harus memaksa supaya seorang
Tergugat (suami) tersebut mau bekerja untuk memenuhi
kebutuhan keluarganya.>3® Kebutuhan keluarga sebagai
suatu kebutuhan yang bersifat dharuri artinya kebutuhan
yang keberadaannya harus dipenuhi,>* bila tidak dipenuhi
maka akan terjadi kemafsadatan kepada keluarga tersebut.
Menurut Imam Syatibi cara menjaga persoalan kebutuhan
yang bersifat dharuri ini dengan dua cara Vyaitu

melestarikan keberadaannya serta mencegah apa saja

53Muhammad Tahir ibn ¢Asyiir , Magoshid Syari ‘ah Islamiyyah,hlm.310.

337Q8S.Allsro’:29.

53¥Muhammad Tahir ibn ¢Asytir , Magoshid Syari ‘ah Islamiyyah,hlm.128.

3391 bid,hIm.135.
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yang akan merusaknya,>*® artinya kebutuhan keluarga
akan terpenuhi bila Tergugat (suami) mau bekerja dan
memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) dan anaknya
serta mencegah apa saja yang akan merusak terpenuhinya
pemenuhan kebutuhan keluarga, yakni Tergugat (suami)
tidak memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) dan
anak-anaknya.
b. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1) Perintah Berbuat Ma’ruf Dalam Berumah Tangga

Di dalam agama Islam seorang Tergugat (suami)
diperintahkan oleh Allah SWT berbuat ma’ruf kepada istri
(Penggugat) dan anak-anaknya . Allah SWT berfirman :

Uit 150 286 (f (had Gb 5 2h S ol Gay il G 5l 5

) 38 1 538 408 AT Jada

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Di dalam tafsir Baidlowi menyebutkan bahwa di
dalam ayat ini seorang Tergugat (suami) harus berbuat
adil kepada istri (Penggugat) di dalam perbuatan serta
berkata baik. Tergugat (suami) dilarang menceraikan istri
(Penggugat) dikarenakan adanya sesuatu hal yang tidak
disukai pada Penggugat (istri). Karena apa yang dibenci
Tergugat (suami) dari Penggugat (istrinya) lebih
membawa kemaslahatan dari segi agama dan lebih

membawa kebaikan.>*?

3401 bid,hlm.137.

541Qs.An Nisa ' 19.

342Nashiru al-Din Abi al Khoir Ibnu‘ Abdulldh ibn¢ Umar ibn Muhammad al-Syairoz1 al
Syafi’t al Baidlowi, Anwdr al Tanzil wa Asror al Ta 'wil al Ma 'rif al Tafsirl al Baidlowi, (Beirut
:Dér Thya’u al Tardtsal ‘ Arobi, 18 Februari 1998)., Juz.2 him.66.
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Sedangkan di dalam tafsir al-Kasyaf menyebutkan
bahwa ayat tersebut di atas mengandung makna bahwa
seorang Tergugat (suami) harus berbuat baik di dalam
urusan tempat tinggal serta nafkah, indah dalam perkataan.
Seorang  Tergugat (suami) tidak  diperbolehkan
menceraikan Penggugat (istrinya) hanya dikarenakan ia
tidak menyukai salah satu kekurangan Penggugat (istri),
padahal sesuatu yang tidak disukai oleh Tergugat (suami)
tersebut ada sesuatu yang lebih membawa kemaslahatan
pada agama dan lebih mengarah kepada kebaikan.>*?

Menurut Basyar ‘Awad Ma’rif dan ‘Isham Farris al
Harastani.>** ayat tersebut di atas bermakna seorang
Tergugat (suami) diperintahkan oleh Allah SWT untuk
berakhlak  baik  kepada Penggugat (istrinya)dan
menjadikan Penggugat (istrinya) sebagai sahabat. Seorang
Tergugat (suami) juga diperintahkan oleh Allah SWT
untuk menunaikan hak-hak Penggugat (istrinya) yang
diwajibkan oleh Allah SWT padanya. Seorang Tergugat
(suami) juga harus tetap mempertahankan istri
(Penggugat) yang dinikahinya meskipun ada sesuatu yang
tidak disukai dari seorang Penggugat (istri). Hal ini
dikarenakan pada istri (Penggugat) yang dinikahinya ada
sesuatu yang baik yang berupa anak dari hasil
pernikahannya yang akan menjadi jalan rizki.

2) Kekerasan Rumah Tangga
Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia berarti

suatu hal yang bersifat dan berciri keras, perbuatan yang

SBAl‘Allamah Jarollah Abi Qosim Muhammad Ibn‘Umar al Zamakhsyari, AIKasydfAn
Haqoiq Ghowdmid lal Tanzil wa ‘Uyiin al‘Aqowil fi Wuji al Ta'wil, (Al Riyadl : Maktabah al
‘ Abikan, 1998)., Juz2, him.45.

S%Basyar ‘Awad Ma’rif dan ‘Ishom Faris al Harastani, Tafsir al Thobari min Kitdbihi
Jami’i al Baydn ‘an al Ta’wil al Qurdn, (Beirut : Mu’asassah al Risalah,1994). Jilid,2, him.421.
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dilakukan seseorang yang bisa menjadikan orang lain
cidera atau mati serta menjadikan seseorang rusak
fisiknya.”* Dengan demikian, kekerasan merupakan
bentuk tindakan fisik yang menyebabkan orang lain
terluka, cacat ataupun sakit. Unsur yang perlu mendapat
perhatian pada kekerasan adalah adanya paksaan maupun
ketidakrelaan seseorang yang dilukai.

Menurut para ahli di bidang kriminologi, kekerasan
yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah
kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena
itu, kekerasan merupakan suatu tindakan kejahatan.
Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga
dijaring dengan Pasal-pasal KUHP 346

Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) berarti setiap
perbuatan terhadap seseorang dalam rumah tangga yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis, melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.’*
Sedangkan KDRT menurut Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor.23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan yang bersifat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual,
psikologis dan penelataran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

S$Alimuddin, Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di
Pengadilan Agama, (Bandung : Mandar Naju,2014)., him.37.

346 bid, hlm.37.

S¥Baharudin Ahmad dan llly Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di
Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).,hIm.169.
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perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

lingkungan rumah tangga.>*

Mustofa Hasan mengartikan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu bentuk kejahatan
yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh
Tergugat (suami) kepada Penggugat (istrinya) atau
sebaliknya oleh istri (Penggugat) kepada Tergugat
(suaminya).>#

Pelaku kekerasan rumah tangga dalam sebuah
rumah tangga tidak hanya Tergugat (suami) dan istri
(Penggugat) semata, tetapi semua orang yang menetap
dalam suatu rumah tangga atau setiap anggota rumah
tangga ada kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT).>°

3) Bentuk-bentuk Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)

Ada beberapa bentuk KDRT yang terjadi di dalam

kehidupan rumah tangga sebagaimana di dalam uraian

berikut :

a) Wujud pemerkosaan kepada wanita, tercantum di
dalam perkosaan dalam pernikahan. Perkosaan terjalin
bila seorang melaksanakan desakan untuk memperoleh
jasa intim tanpa Kkeikhlasan yang berhubungan.
Ketidakrelaan ini kerap kali tidak dapat terekspresikan
diakibatkan  oleh  beraneka aspek, misalnya
kekhawatiran, malu, keterpaksaan, baik ekonomi,

sosial ataupun kultural tidak terdapat opsi lain. 33!

$#Gapto asih Ismiati, Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)
(sebuah Kajian Yuridis),(Yogyakarta : Depublish Publisher,2020)., him.4.

>%Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di
Indonesia,him.171.

0 bid,hIm.171.

SS\Waldi Saputra, Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam Kajian Dual Sistem Hukum,
(Bogor : Guepedia, 2021), him.33.
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b) Aksi pemukulan serta serbuan raga yang terjalin di
rumah tangga (artinya domestic violence). Tercantum
aksi kekerasan dalam wujud penganiayaan kepada
kanak-kanak (child abuse).

c) Wujud penganiayaan  yang membidik pada alat
perlengkapan kemaluan (genital mutilation), yaitu
misalnya pengkhianatan kepada anak wanita.
Bermacam alibi diajukan oleh sesuatu warga untuk
melaksanakan penyutan ini.>>?

d) Kekerasan dalam wujud hiburan malam (prostitution).
Hiburan malam adalah wujud kekerasan kepada wanita
yang diselenggarakan oleh suatu metode ekonomi
yang merugikan kalangan wanita. Tiap warga serta
negeri senantiasa memakai standar dobel kepada
pekerja intim ini. Di sana penguasa mencegah serta
menangkapi mereka, namun di lain pihak negeri pula
menarik fiscal dari mereka. Sedangkan seorang
pelacur dianggap kecil oleh masyarakat, tetapi pusat
aktivitas mereka senantiasa saja marak di kalangan
orang.

e) Kekerasan dalam wujud pemaksaan adalah pornografi,
maka pornografi merupakan tipe kekerasan lain
kepada wanita. Tipe kekerasan ini tercantum
kekerasan nonfisik, yaitu pelecehan kepada kalangan
wanita di mana badan wanita diperuntukkan subyek
untuk profit seseorang.>

f) Kekerasan yang berupa pemaksaan penyucihamaan
dalam keluarga yang berencana (enforced sterilization)
Keluarga Berencana di banyak tempat sudah jadi

532| bid,him.34.
531 bid,hIm.34.
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pangkal kekerasan kepada wanita. Dalam bagan
memenuhi sasaran mengendalikan perkembangan
masyarakat wanita kerap kali diperuntukkan korban
untuk program itu walaupun seluruh orang ketahui
kalau persoalannya bukan saja pada wanita melainkan
berawal dari kalangan pria pula. Tetapi , karena bias
gender, wanita dituntut sterilisasi yang kerap kali
mematikan baik raga atau jiwa mereka.>>*

g) Jenis kekerasan terselubung (molestation), vaitu
tindakan menggenggam  atau memegang bagian
tertentu dari badan wanita dengan berbagai cara serta
kesempatan tanpa adanya kerelaan sang pemilik tubuh.
Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat kerja atau
di tempat umum, seperti yang terjadi di dalam bus.
Selanjutnya tindakan salah yang dilakukan pada
wanita yang sering terjadi di masyarakat dikenal
dengan tindak pelecehan seksual. Banyak jenis bentuk
jenis pelecehan yang sering terjadi misalnya : KDRT,
pelecehan seksual, pelecehan hukum Islam serta
pelecehan Konstitusi. Kasus tersebut tidak banyak
mendapatkan perhatian pria. Banyak juga orang yang
berpendapat bila pelecehan seksual itu merupakan
upaya untuk meningkatkan persahabatan. Namun
sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah bentuk
ungkapan persahabatan. Hal ini dikarenakan perbuatan
tersebut adalah perbuatan yang tidak menyenangkan
bagi wanita.

4) Beberapa Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

seperti adanya pelecehan seksual baik yang dilakukan

5341 bid,hIm.35.
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olen laki-laki atau perempuan pada dewasa ini ada

beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya

perbuatan tersebut, yaitu :3>3

a) Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak
menghargai etika berpakaian menutup aurat, yang
dapat merangsang pihak untuk berbuat jahat atau
tidak senonoh..

b) Gaya hidup di antara laki-laki dan perempuan yang
semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi
membedakan antara yang seharusnya boleh
dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya
dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan
perempuan sehingga sering terjadi seduktif rape.

c) Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap
norma-norma keagamaan yang telah  terjadi di
tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan
yang semakin terkikis masyarakat atau pola relasi
horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran
agama adalah sangat potensial untuk mendorong
seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

d) Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang
rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai
penyimpangan, melanggar hukum dan norma
keagamaan kurang mendapatkan respons dan
pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

e) Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya,
putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada para
pelaku.>*¢ Hal ini memungkinkan mendorong anggota

masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.

S3Alimuddin, Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di
Pengadilan Agama, him.43.
330 bid,hIlm.43.
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Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak
merasa lagi dengan sanksi hukum yang akan
diterimanya.

f) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi
dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan
mengembara dan  menuntutnya untuk dicari
kompensasi pemuasnya tanpa menghiraukan norma-
norma kehidupan yang ada.

g) Keinginan pelaku melakukan (melampiaskan) balas
dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban
yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga
menimbulkan angarape.

Menurut Achmad Doni Meidianto faktor-faktor
terjadinya KDRT sebagai berikut ada 2 :>>7

a) Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku
kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali
melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi
yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi.
Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui
interaksi  dalam keluarga atau dengan lingkungan
sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan
mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan
besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang
sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini
disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan
merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap
gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut.
Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang
selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul

7Achmad Doni Meidianto, Alternaif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Dalam Persfektif Mediasi Penal,(Yogyakarta : PT.Nas Media Indonesia, 2021)., him.3.
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menjadi tindak kekerasan kepada istri (Penggugat),
Tergugat (suami) atau anak-anak.

b) Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si
pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong
memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak
kekerasan bila berhadapan  dengan situasi yang
menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi
yang berkepanjangan, penyelewengan Tergugat
(suami) atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan
remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan lain-
lain.>38

5) Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
mempunyai dampak yang luar biasa bagi kehidupan
rumah tangga. Adapun dampak dari Kekerasan Dalam

Rumah Tangga adalah sebagai berikut :3%°

a) Luka pada psikis

Akibat dari kekerasan rumah tangga dalam rumah
tangga apabila korban tidak segera dipulihkan adalah
akan mengalami :

(1) Depresi.

Perbedaan gejala-gejala depresi yang terlihat
dari keluhan korban, yang utama pada mulanya
pada gangguan emosional, yaitu berbagai
perasaan tidak enak, jatuh (down), dan tertekan,
tidak berguna, putus asa, serta rasa bersalah dan
berdosa. Lebih lanjut timbul perasaan cemas
yang ditandai oleh perasaan khawatir dan
tegang. Pada taraf lanjut, berbagai gangguan

381 bid,him.3-4.
S¥Baharudin Ahmad dan llly Yanti ,Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di
Indonesia,him.187.
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muncul, seperti tidak dapat tidur atau insomnia,

sakit kepala atau pusing, berdebar-debar dan

sesak napas. Pada korban yang mengalami

depresi akibat kekerasan yang dialami minimal

terdapat tiga kelompok gejala, yaitu ;360

@)
(b)
©)

Gejala Insomnia
Gejala cemas.

Gejala gangguan perasaan (mood).

(2) Post traumatic stress syndrome (PTSS), stres

pasca

trauma. Ada beberapa hal yang

menyebabkan terjadinya Post traumatic stress

syndrome :

@)

(b.)

The belief in personal invulnerability,
yaitu tidak percaya diri bahwa dirinya
telah  menjadi korban. Walaupun
sebelumnya telah banyak terjadi
kejadian semacam itu, tidak pernah
terpikir  olehnya bahwa kejadian
tersebut akan menimpa dirinya. Hal ini
menyebabkan kecemasan yang
mendalam.  Persepsi yang selalu
muncul adalah dia mudah diserang
dalam segala hal.

The world as meaningful, apapun yang
terjadi di dunia ini adalah sesuatu hal
yang bersifat teratur dan komprehensif.
Maksudnya, kalau kita berbuat baik
dan hati-hati niscaya kita akan
terhindar dari penderitaan, tetapi

ternyata apa yang diperkirakan tersebut
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tidak berjalan seperti itu, walaupun dia
telah berbuat baik dan berhati-hati tetap
menjadi korban. 6!

(c.) Positive self-perception,®*> manusia
selalu berusaha menjaga dirinya, tetapi
pengalaman menjadi korban membuat
mereka memiliki gambaran negatif.
Dirinya adalah seorang yang lemah,
tidak berdaya dan tidak berguna lagi.

b) Luka fisik Apabila kekerasan fisik tidak mendapat

penanganan  medis yang  profesional akan
menimbulkan dampak dan tidak berfungsinya anggota
tubuh bahkan gangguan pada organ tubuh bagian
dalam yang sulit diketahui secara langsung tanpa
pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh. Korban yang
tidak mendapatkan pemulihan akan mengalami :

(1) Luka akibat benda tumpul. Luka yang
disebabkan oleh benda cair, seperti air panas,
cairan kimia dan sebagainya.

(2) Menurut Mutia Prayanti Errufana, sebagaimana
yang dikutip oleh Sarswati, bahwa dampak dari
KDRT ini meliputi dampak jangka pendek dan
janga panjang. Dampak jangka pendek misalnya
lecet, memar, cacat, kehilangan keprawanan,
keguguran, trauma, penyalahgunaan obat dan
bunuh diri. Kemudian untuk dampak jangka
panjang  seperti kesulitan  beradaptasi,

penyimpangan perilaku, gangguan perilaku

*5/Ibid,hIm.187.
62| bid,hIm.188.
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seksual, keretakan keluarga dan gangguan
tumbuh kembang anak.>¢3
6) KDRT Dalam Pandangan Hukum Islam
Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk
apapun termasuk di dalam kehidupan rumah tangga.
Prinsip yang diajarkan Islam dalam membangun rumah
tangga adalah mawaddah, rahmah dan ‘adalah (kasih,
sayang dan adil).>%*
Allah SWT berfirman :
55 Jan s el 3808 1555 il (a K1 GIS G aile ey
el 5 R Al EuleJ SIS 8 ()Rt 53505
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
Di dalam tafsir Baidlawi ayat tersebut di atas
ditafsirkan sebagai berikut : 3¢
Sesungguhnya Siti Hawa terciptakan dari tulang rusuk
Nabi Adam AS. Seluruh wanita mereka semua tercipta
dari mani para lelaki, atau sesungguhnya para wanita dari
jenis mereka para lelaki bukan dari jenis yang lain. Supaya
para lelaki condong kepada wanita serta berkumpul
dengannya, sesungguhnya satu  penyebab berhimpun

sedangkan perbedaan penyebab perselisihan.

%631 bid, hIm.188.

SAlimuddin, Penyelesaian Kasus KDRT  (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di
Pengadilan Agama, him47.

565QS.AIRGM:21.

%6Nashirual-Din Abi al Khoir Ibnu‘ Abdulldh ibn* Umar ibn Muhammadal-Syairozi al
Syafi’1 al Baidlowi, Anwdr al Tanzil wa Asror al Ta 'wil al Ma riif al Tafsirl al Baidlowi, Juz4,
him. 204
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Hubungan antara laki-laki dan wanita atau antar satu
jenis dengan perantara pernikahan karena dalam keadaan
bersyahwat atau dengan selain pernikahan perbedaan
dengan seluruh binatang adalah adanya aturan urusan
kehidupan atau karena kehidupan manusia sepakat dalam
tolong-menolong membutuhkan saling menyayangi (al
Tawwad) dan saling mengasihi (tarhim). Dikatakan
mawaddah bentuk kinayah dari jima’ (hubungan seks) dan
rohmah mengenai anak.. Mereka mengetahui hukum
mengenai hal tersebut.

Sedangkan dalam tafsir al Kasyaf menyebutkan
secara mendalam mengenai pengertian surah al Ram ayat
21 sebagai berikut : 3¢7

Penyebab diciptakannya para wanita diciptakan dari
tulang sulbi laki-laki karena Siti Hawa tercipta dari tulang
rusuk Nabi Adam AS. Manusia diciptakan dari jenis
manusia sendiri tidak diciptakan dari jenis yang lain.
Demikianlah terhadap apa saja antara dua dari.satu jenis
dari persahabatan dan ketenangan. Dan apa saja di antara
beberapa jenis yang berbeda-beda sebagian berselisih.
Allah menciptakan laki-laki dan wanita di antara mereka
ada perasaan saling menyayangi dan saling mengasihi
dengan ikatan perkawinan setelah tidak ada di antara
mereka yang lebih dahulu mengenal. Tidak ada pertemuan
serta tidak ada penyebab yang mewajibkan menyambung
dari kedekatan atau dari kasih sayang. Dari al Hasan ra

beliau berkata : “Kata al mawaddah merupakan bentuk

S7Allamah  Jarolldh Abi  Qosim Muhammad Ibn  ‘Umar al Zamakhsyari,
AlKasydf‘AnHaqdiq Ghowdmidl al Tanzil wa ‘Uyinal ‘Aqowil fi Wujii al Ta 'wil,Juz4, hlm.571.



230

kinayah dari jima’ (hubungan seks) sedangkan kata

rahmah berkaitan dengan anak, contoh : 568l das 55,

Dan dikatakan : 4} Jw 13 4d) ¢S« ia merasa tenang

jika ia condong kepadanya. Dan ungkapan mereka : i)
4 (diputus olehnya) - 4dl clekls  (ditenangkan
karenanya)- OSad) 4ie 5 - 4l oSl s Y a- £
yang bermakna maf’ul. Dikatakan : “Sesungguhnya
mawaddah dan al rahmah datang dari Allah dan
sesungguhnya kebencian itu dari syetan.>¢°

Salah satu dari tujuan berumah tangga adalah untuk
menciptakan kehidupan yang penuh dengan ketentraman
dan kasih sayang. Keluarga yang sakinah bagi setiap
anggota keluarga yang ada di dalamnya.>”? Keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah hanya bisa terbentuk
apabila semua anggota keluarga ada upaya yang sangat
kuat untuk bersikap saling menghormati, saling mencintai
dan saling menyayangi. Sikap saling menghormati, saling
mencintai dan saling menyayangi merupakan fondasi yang
sangat kokoh pada keluarga Islami. Oleh karena itu Islam
sangat mencela adanya kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) vyang terjadi pada kehidupan berkeluarga.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk
apapun sangat bertentangan dengan nilai-nilai  ajaran
Islam yang termaktub di dalam Al Qur’andan Al Sunnah.

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
ini sangat membahayakan bagi keselamatan Tergugat

(suami), istri (Penggugat), atau anak-anak. Tugas

568QS.Shad :43.

3% Allamah Jarolldh Abi Qosim Muhammad Ibn ‘Umar al Zamakhsyari, 4IKasydf* An
Haqoiq Ghowdmidl al Tanzil wa ‘Uyin al ‘Aqowil fi Wujiial Ta 'wil, Juz4, him.571.

ST0Alimuddin, Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di
Pengadilan Agama, him48.
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syari’ahlah untuk melindungi jiwa manusia (hifzh al nafsi)
dari hal-hal yang membahayakan terhadap jiwa manusia.
Menurut Ibnu ‘Asyir hifzh al nafs ( melindungi jiwa)
bermakna menjaga arwah dari kerusakan baik individu
maupun umum.’’" Hal ini karena dunia terdiri dari
beberapa individu manusia. Yang terpenting menjaga jiwa
berarti menjaga jiwa dari kerusakan sebelum terjadi
kerusakan pada jiwa tersebut. Syari’ah memandang mulia
pada jiwa manusia. Menjaga jiwa berarti juga menjaga
sebagian jasad dari kerusakan padanya.>’?

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa merusak
tubuh salah satu pasangan Tergugat (suami) atau istri
(Penggugat) dan anak-anak sehingga bisa menghilangkan
jiwa yang ada pada salah satu pasangan Tergugat (suami)
atau istri (Penggugat) dan anak-anak mereka. Adanya
gugatan cerai kepada Tergugat (suami) atau talak Tergugat
(suami) kepada istri (Penggugat) dikarenakan adanya
KDRT dari salah satu pasangan sebagai pencetus
terjadinya perceraian merupakan salah satu upaya
menghindarkan diri dari kerusakan jasad yang berakibat
hilangnya nyawa dari tubuh mereka.

Namun ada KDRT vyang berasal dari pemahaman
terhadap ajaran agama secara sempit. Seorang Tergugat
(suami) yang menganggap Penggugat  (istrinya)
melakukan nusyuz atau kedurhakaan ia beranggapan boleh
memukul Penggugat (istrinya). Namun melihat perjalanan
hidup Rasulullah SAW vyang adalah seorang yang

menghargai kaum wanita maka beliau sangat melarang

S"'Muhammad Tahir ibn ‘Asyiir , Magoshid Syri ‘ah Islamiyyah,hlm.137.

3721 bid,137.
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para Tergugat (suami) memukul istri (Penggugat)-istri
(Penggugat) mereka.>”3
c. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah suatu tindakan pengkhianatan
kesucian dan kesetiaan perkawinan># dan merupakan suatu
tindakan nusyuz yang dilakukan baik oleh Tergugat (suami)
maupun istri (Penggugat).>”>

Perselingkuhan biasanya disertai dengan kebohongan pada
pasangan dengan tujuan supaya hubungan dengn WIL ataupun PIL
tidak diketahui oleh pasangan mereka, berkurangnya tanggung
jawab terhadap pasangan. Perselingkuhan juga biasanya disertai
dengan hubungan seksual yang terlarang dan mengakibatkan
hilang atau rusaknya keharmonisan keluarga.

Perselingkuhan akan menimbulkan runtuhnya kepercayaan
antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat), hilangnya rasa
saling menghormati antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat),
timbulnya ketidaknyamanan antara suami dan istri (Penggugat)
karena adanya rasa saling mencurigai di antara Tergugat (suami)
dan istri (Penggugat), 3¢ serta adanya salah satu pihak Tergugat
(suami)  maupun istri  (Penggugat) yang lalai (tidak
memperdulikan) terhadap kebutuhan lahir dan kebutuhan batin
Tergugat (suami) maupun istri (Penggugat) beserta anak-anak.

Perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan
yang dekat dengan perbuatan zina (hubungan seksual di luar
pernikahan) dan mengarah kepada perzinaan.

Allah SWT melarang perbuatan yang bisa mengarah kepada
perbuatan zina. Allah SWT berfirman :

Ma’had Aly, Figh Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam
Kontenporer,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), him.340.

S*Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, him.182.

SRiadi Jannah Siregar, Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian, (Praya : Pusat
Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022)., him.96.

3761 bid,hIim.96.
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St el SRl G AN AN 1508 Y5

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu
perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.>’”

Adapun pengertian zina menurut bahasa dan syariah adalah ;578
disd g Alall e 8 Jil S el da sl edas 5

Zina adalah seseorang lelaki menggauli seorang perempuan di
dalam ker_naluan perempuan bukan pada milik dan yang
menyerupainya.

Di dalam hukum Islam menyebutkan bahwa orang yang berbuat
zina dibagi menjadi dua golongan, yaitu muhshon (orang yang
sudah menikah) dan ghoiru muhshon (orang yang belum menikah).
Hukuman bagi seseorang yang berzina dan orang yang berzina
tersebut sudah menikah (muhshon) adalah dirajam.’”” Orang yang
berzina namun dirinya belum menikah (ghoru muhshon)
hukumannya adalah orang yang berbuat zina tersebut didera 100
kali atau dibuang dari tempat tinggalnya selama satu tahun. Allah
SWT berfirman : 3%

1) Lagy K041 ¥ 550s Al Lagla B 0K 150818 35075 Al 30
Al gaile 3¢5 3060 o 5all 5 Ay O sl K ) 1T o b

Gl G

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Perselingkuhan bisa merusak  pernikahan yang berfungsi

sebagai sarana menjaga keturunan dikarenakan pernikahan sebagai

ST0S. Allsro’:32.

S78Wahbah Zuhaili,Al Fighu al Zslémiy wa Adillatuhu, juz 7, him.26.

SMustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah,hlm.255.
380QS.An Nur:2..
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bagian dari syari’ah mempunyai fungsi sebagai penjaga keturunan
(hifzh al nasl). Yang dimaksud dengan menjaga keturunan (hifzh al
nasl / hifzh al ansab) adalah memelihara keturunan dengan asalnya
yang disyari’atkannya pernikahan dan diharamkannya berzina dan
hadnya.*!

Muhammad Tahir ibn ‘Asyiir menyatakan bahwa pondasi
keberadaan keluarga di dalam suatu bangsa adalah adanya
keteraturan di dalam suatu perkara dari beberapa keluarga. Tujuan
dari undang-undang yang bersifat kemanusiaan adalah terciptanya
suatu tata tertib yang teratur pada suatu keluarga.>®? Manusia yang
berperadaban akan memperhatikan tegaknya peradaban dengan
ilham yang bersifat ketuhanan. Di dalam tata tertib keluarga yang
teratur akan diperhatikan adalah adanya pemeliharaan nasab dari
keraguan dalam penetapan nasabnya.>%?

d. Tergugat (suami) atau Istri (Penggugat) Murtad.

Murtad (riddah) adalah kembali ke jalan asal atau kembalinya
orang Islam yang berakal dan dewasa pada kekafiran dengan
kehendaknya sendiri tanpa paksaan orang lain.’% Secara
etimologis, riddah adalah kembali dari sesuatu kepada sesuatu
yang lain. Menurut terminologi figih riddah adalah keluarnya
seseorang menjadi kafir setelah memeluk agama Islam.
Perbuatannya disebut riddah, orang yang melakukan riddah disebut
murtad yang berarti orang yang keluar dari Islam.*®> Menurut
Wahbah Zuhaili riddah menurut syar’i adalah :3%¢

Jaly 5l Ay o pos I Y 2D 3 0o s £ 52
Mt ) ol lalie o) o) i) A o) ung | Jsally sl Haal)

S8IMuhammad Tahir ibn ¢Asyiir , Magoshid Syari ‘ak Islamiyyah, him.139

3821 bid,hIm271.

3831 hid, him. 271.

¥ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, him.441.
851bid ,hlm.441

38\Wahbah Zuhaili, Al Fighu al Isiamiy wa Adillatuhu, juz 7, hIm.YAY,
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Riddah adalah : kembali dari agama Islam kepada kekafiran, sama
saja baik dengan niat, dengan perbuatan orang kafir atau dengan
ucapan, baik ia mengatakannya dengan cemoohan, pertentangan
atau secara 1’tiqad.

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menjadi murtad
yaitu :>%7

Pertama, perbuatan yang mebuat kafir misalnya menyembah
batu, pohon, matahari, manusia, patung dan lain sebagainya.

Kedua, perkataan yang membuat kafir misalnya menghina
Allah dan Rasul-Nya, menghina Al Qur’an dan lain sebagainya.

Ketiga, 1’tikad (keyakinan) yang membuat kafir misalnya
tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya pada salah
satu atau seluruh dari rukun iman, tidak percaya pada sebagian dari
Al Qur’an dan lain sebagainya.

Allah memberikan hukuman yang berat bagi mereka orang

yang keluar meninggalkan Islam (murtad). Allah SWT berfirman :

@a@b\m&}&ﬁﬁﬁ}‘ eS.LAJJJ‘).IL)A}
}.ﬂ;\.@_\ﬁ(yz JLJ\:_:MM_UJ\} o);\cd\;\.uﬂ\

Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia
mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya
di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka
kekal di dalamnya.

Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

M o pwedll (e 3580201 (B 505 4ke O B U YT 2 455 00
Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali
tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat

termasuk orang-orang yang rugi.

Adapun seseorang dikatakan murtad (melakukan perbuatan

riddah ) dari agama secara sah apabila memenuhi dua syarat : 3°

¥7Sulaiman Rasjid, Figh Islam, him. 444-445,

>88QS.AlBagoroh:217.

89QS.Ali Imr¢n :85.

3%0Wahbah Zuhaili, Al Fighu al Islamiy wa Adillatuhu, juz 7, him.)A4,
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Pertama, orang yang murtad dikatakan sah murtadnya apabila ia
orang yang berakal. Orang yang gila atau anak kecil yang belum
mempunyai akal sehat maka murtadnya tidak dianggap sah. Akal
merupakan salah satu dari beberapa persyaratan kepantasan di
dalam masalah agidah dan lainnya.>"

Kedua, adanya kerelaan atau kesetiaan, tidak sah murtadnya
orang yang terpaksa, hatinya benci kepada kekafiran dan tenang
dengan keimanannya di dalam agama Islam.

Allah SWT berfirman :

L S ST VY S .
oS35 Yl caakas 55 &1 (a V) w335 G il 5K 12
o‘i\’,;l’.f ku_i\.lf; (‘;@j é:m L/J:f‘ : R D/:S' < \;3.;.4 ‘/)SSJL} /C:)-:-N uj\

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia
mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa),
akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran,
maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
Orang yang mengucapkan kekufuran ataupun berbuat
kekufuran tidak akan mengeluarkan seorang muslim dari agama
Islam selama perbuatan tersebut dilakukan karena keterpaksaan
(adanya ancaman) tetapi hatinya tetap teguh berpegang kepada
keimanan agama Islam.3%3
Adanya suatu keragu-raguan di dalam jiwa manusia merupakan
faktor yang menyebabkan seseorang yang lemah imannya
meninggalkan (murtad) dari agama Islam.** Untuk itu orang yang
melakukan riddah (keluar dari Islam) mendapat kesempatan untuk
menghilangkan  keragu-raguannya tentang Islam.  Untuk
menghilangkan keraguan padanya, ia harus mendapatkan dalil-dalil
yang kuat sehingga membuatnya kembali mantap kembali ke Islam

lagi. Kewajiban seorang muslim adalah menganjurkan saudaranya

1 bid, him. 184.

$92QS.AnNahl:106.

$%3Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah,him. 445.
%1 bid, hlm.448.
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yang mau murtad supaya bertobat kembali dan memeluk agama
Islam.

Kesempatan untuk untuk menghilangkan keraguan pada orang
yang mau murtad adalah tiga hari. Pendapat ini menurut sebagian
ulama yang berpegang pada tindakan Umar ibn al Khathab yaitu
menyesalkan tindakan seseorang lelaki yang berasal dari Syam
yang membunuh orang yang murtad dari Islam tanpa memberi
kesempatan orang yang murtad tersebut bertaubat kepada Allah
SWT. Umar tidak pernah membunuh orang yang murtad tanpa
memberi kesempatan untuk bertaubat kembali. Umar ibnu al
Khathab berlepas diri dari apa yang dilakukan lelaki dari Syam
yang membunuh orang yang murtad tanpa diberi kesempatan untuk
bertaubat dan masuk Islam kembali.

Seseorang apabila murtad dari agama Islam maka akan ada
perubahan padanya vyaitu : >

Pertama, orang Islam yang murtad akan mengalami perubahan
hukum pada perkawinan. Seorang Tergugat (suami) ataupun
seorang istri (Penggugat) yang murtad maka hubungan
perkawinannya menjadi putus. Hal ini dikarenakan riddahnya
seseorang Tergugat (suami) atau istri (Penggugat) menjadi mereka
wajib berpisah. Namun apabila salah satu dari keduanya masuk
Islam lagi, maka ia harus memperbaharui pernikahannya lagi
dengan cara memperbaharui akad nikah dan maharnya lagi.

Kedua, seorang muslim yang murtad (keluar dari agama Islam)
maka ia akan kehilangan hak waris dari kedua orang tuanya yang
muslim ataupun dari para kerabatnya yang muslim pula. Seorang
muslim yang murtad apabila mati ataupun dibunuh maka harta
peninggalannya dibagikan kepada para kerabatnya yang beragama
Islam. Orang yang murtad sejak kemurtadannya apabila mati maka

dirinya dianggap mayat.

3951 bid, him. 450.
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Ketiga, seorang muslim yang murtad maka ia akan kehilangan
hak kewaliannya terhadap anak perempuannya. Apabila anak
perempuannya menikah maka ia tak berhak menikahkan putrinya
yang menikah.

Budi Susilo berpendapat bahwa murtad merupakan peralihan
agama seseorang Yyang dapat menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam berumah tangga. Perkawinan hanya dapat
dilaksanakan bagi pasangan yang seagama. Apabila di dalam
kehidupan berumah tangga salah satu pihak (Tergugat (suami)
atau istri (Penggugat)) berpindah agama secara otomatis
pernikahan berakhir. Jika rumah tangga diteruskan maka akan
menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga.>°¢

Pernikahan sebagai bagian dari syari’ah berfungsi untuk
menjaga agama seseorang (hifzu al din). Yang dimaksud hifzh al
din adalah menjaga agama setiap orang dari kaum muslimin yang
akan memasuki hal-hal yang akan merusak i’tiqad (kepercayaan)
dan perbuatannya yang berhubungan dengan agama, menjaga
agama dengan menisbatkan pada keumuman suatu umat ialah
menolak setiap apa sebagian dari urusannya yang akan
memutuskan pokok-pokok agama secara pasti. Dan akan masuk di
dalam hal itu suatu perlindungan yang bersih murni, melakukan
pembelaan terhadap wilayah Islam dengan menjaga kelanggengan
prasarana menyampaikan agama terhadap sebagian umat pada
waktu sekarang atau yang akan datang.>*’

e. Tergugat (suami) atau Istri (Penggugat) Mabuk-Mabukan
Minum-minuman keras menurut Imam al-Bukhori disebut

dengan istilah syarib al khomr.>*® Di dalam fikih minum-minuman

$%Muhammad Syaifuddin,dkk, HukumPerceraian, him.213.
$¥"Muhammad Thohir IbnuAsyur, Magoshid Syri ‘ah Islamiyyah, him.139
3%8Mustofa Hasandan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, him,413.
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keras dimasukkan pada bab al asyribah.**® Minum-minuman keras
(mabuk) merupakan bagian dari beberapa dosa besar bahkan
menjadi pangkal dari perbuatan dosa besar yang dilakukan
manusia.®%

Larangan meminum minuman Kkeras (mabuk-mabukan) di

dalam Al Qur’an di antaranya firman Allah SWT :

UAAJAJJ‘X'U uhmY\JJ_AAAASUJAAJ\ LA.ﬂ \Ju\f- u.n.m Lgal.a
A \ujalhe.SMO }“lﬁuk.wd\‘}asu.a

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.

Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

ymm‘;;\gﬁu\jmadﬁgumm;ﬂu\jdﬂ
wvu !’:

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang Keji,
baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa,
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan)
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak
menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-
adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

Seorang penyair mengungkapkan dampak dari minum-

minuman keras sebagai berikut : 6
Jsinll cady Y1 Gl e Jum ia 3Y) s

Aku meminum dosa hingga sesat akalku

9 AlSyaikh Syamsuddin Muhammad ibn al Khothib al Syarbini, Mughni al Muhtdj ila
Ma rifati Ma’ant Al fdzhi al Minhd, Juz4, him.244.

6001 bid, him.244.

601QS. AlMaidah:90.

602QS. Al A’rof:33.

S3Al Syaikh Syamsuddin Muhammad ibn al Khothib al Syarbini, Mughni al Muhtd;j ilg
Ma rifati Ma’ani Alfdzhi al Minhd, Juz4, him.244.
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Begitu pula dosa akan pergi karena akal

Adapun di dalam hadits Nabi SAW larangan meminum
minuman keras adalah di antaranya :
Lenil slelns 5 Lgn i s 3 el Gl alu g adde ) (ool J g )

2 ganall s L Lila g s puainas U puale 5 Leid ST Lecliva g
1.2.4:&

‘Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat khamr (minuman
keras), orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya,
orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang
menaksir harganya, orang yang memerasnya, orang yang
diperaskannya, orang yang membawanya atau orang Yyang
dibawakannya.

Di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda :

e AY) b leasn Lo i ol i Lol il (e

Barang siapa meminum khamr di dunia kemudian tak mau
bertaubat dari minum khamr diharamkannya di akhirat.

Di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda :

G s Gasast s ey Cn pedll iy s (e s 5 (00 s (HI (A 050Y
O s Bome Ges GOk

Tidaklah akan berbuat zina seorang pezina ketika ia berzina ia
dalam keadaan mukmin dan tidak akan meminum khamr ketika ia
meminumnya dalam keadaan mukmin.

Hukum meminum minuman keras adalah haram berdasarkan
sabda Nabi Muhammad SAW :

el sed Sl s JS

Setiap minuman yang memabukkan haram.

804A] Imam al Hafizh Abi Dawud Sulaiman ibn al ‘Asytsi ibn Ishaq al Azd1 al Sajistani
Rohimahullohu Ta’ala, Sunan Abi Dawud, (Al Riyadl : Daru al Salam, 1999)., hlm. 527

605 Al Imam Abi ‘Abdulloh Muhammad ibn Ismail al Bukhori, Shohih al. Bukhori, (Al
Dimasyq-Beirut : Daru Ibn Katsir, 2002)., hIm.1418

%1 bid, him. 1418,

897HR. Bukhori.
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Dalam hadits lain Nabi Muhammad SAW bersabda :

Pl a yed S5 ped S S
Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu
haram.

Adapun makna yang dikehendaki dari kata al Sukkar (mabuk)
adalah kegembiraan yang sangat, orang yang melakukannya
tertutup akalnya, karena mabuk akan menimbulkan tidak adanya
keteraturan terhadap beberapa kebutuhan akal serta kemampuan. %

Adapun yang dikehendaki dengan kata al muskir (yang
memabukkan) adalah apa saja yang telah ditetapkan bahwasanya ia
merupakan jenisnya yang akan menyebabkan mabuk dengan
pernyataan menurut pandangan ilmu kimia yang disyaratkan untuk
hal itu.6!0

Para ulama berpendapat bahwa minuman keras itu haram baik
minum banyak ataupun sedikit.®'! Mereka berpegang pada sebuah
kaedah yang berasal dari sabda Nabi Muhammad yang berbunyi :

) 4l s S Kl L

Apa saja yang memabukkan banyak dan sedikit adalah haram.

Orang yang melakukan minum minuman keras menurut figih
harus mendapatkan hukuman berupa didera sebanyak 40 Kkali
apabila ada 2 orang saksi laki-laki atau berdasarkan pengakuannya
sendiri.®!3

Motivasi yang paling umum seseorang meminum minuman
keras adalah untuk menghilangkan tekanan jiwa, melarikan diri
dari kenyataan dan menghilangkan penderitaan hidup. Bila dilihat

dari segi ini, minuman keras adalah perbuatan yang dosa. Seorang

S8HR. Muslim.

8Musthofa al Khin,dkk.,Al Fighu al Manhajiyyu‘dld Madzhabi al Imdami al Sydfi’,
(Damaskus : Dar al Qolam, 1992)., Juz3, him.77.

101 bid, him.77.

St1bid, hlm.77

$12HR.AbuDawud

613Sulaiman Rasjid, Figh Islam, him.440.
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muslim tidak boleh menghindari kesulitan hidup dengan cara yang
tidak tepat seperti mabuk-mabukan. Kesulitan hidup harus dihadapi
dengan kesabaran dan ketabahan. Di dalam Islam sabar dalam
menghadapi kesulitan hidup adalah berupaya dengan sungguh-
sungguh mencari solusi yang baik dan benar dalam agar terlepas
dari kesulitan hidup. Manusia tidak akan pernah bisa menghindari
dari persoalan hidup, menghindari kenyataan hidup dan lari dari
kewajibannya. Mengikuti tren terutama bagi anak muda,
kebanggaan serta kedewasaan merupakan salah satu faktor yang
juga menjadikan seseorang  melakukan perbuatan meminum
minuman Kkeras. Faktor inilah yang menyebabkan mabuk-mabukan
semarak di negeri ini. ¢4
Di dalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Pasal 39
ayat (2) dan dijabarkan di dalam Pasal 19 pada huruf a PP
Nomor.1975 dinyatakan bahwa alasan terjadinya perceraian bisa
dilaksanakan salah satunya apabila salah satu pihak melakukan
minum minuman keras (mabuk-mabukan).®!>
Pemabuk merupakan sebutan (predikat) negatif yang
diberikan kepada seseorang baik Tergugat (suami) atau istri
(Penggugat) yang senang meminum-minuman atau makan yang
bisa menyebabkan adanya ketergantungan terhadap makanan atau
minuman yang menjadikan sesorang mabuk dikarenakan di dalam
makanan atau minuman tersebut ada kandungan alkohol yang
melebihi aturan kesehatan misalnya minum minuman keras. '
Orang yang suka mabuk selalu mengalami kepala pening
sampai mangalami hilangnya kesadaran yang ada pada dirinya.
Para pemabuk biasanya mempunyai nafsu syahwat yang sangat
kuat sehingga bisa berbuat di luar kesadaran yang bisa
membahayakan dirinya sendiri, orang lain Tergugat (suami), istri

S14Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, him,437.
$15UUNo.1Tahun1974.
16Muhammad Syaifuddin,dkk, Hukum Perceraian, him.184.



243

(Penggugat) atau anak-anaknya. Seseorang yang suka mabuk-
mabukan dapat berbuat zina atau memperkosa seseorang
dikarenakan adanya dorongan syahwat yang sangat kuat
sementara kesadarannya lemah. Seseorang yang senang
melakukan mabuk-mabukan bisa menjadikan seseorang yang
lemah pikiran dan tenaganya sehingga tidak bisa berbuat apa-
apa.s!’?

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keharmonisan
di dalam berumah tangga misalnya kebutuhan rumah tangga tidak
terpenuhi karena Tergugat (suami) tidak mau bekerja disebabkan
oleh Tergugat (suami) asyik menenggak minuman keras.

Minum minuman keras atau mabuk-mabukan bisa merusak
akal manusia. Fungsi syariah adalah untuk menjaga akal manusia.
Ibnu Aysur menjaleskan makna menjaga akal adalah menjaga
akal manusia dari kekacauan yang masuk ke dalam pikirannya.
Karena masuknya kekacauan pada akal menyampaikan kepada
kefasadan besar yang meniadakan keteraturan tingkah laku. Maka
masuklah kekacauan pada akal sendiri yang mengakibatkan
kefasadatan sebagian. Masuknya kekacauan pada akal jama’ah
dan beserta umumnya umat yang lebih agung. Oleh karena
diwajibkan mencegah seseorang dari minum-minuman Kkeras.
Mencegah umat dari merajalelanya minuman keras di antara para
individu. Demikian juga merajalelanya kerusakan-kerusakan
seperti menghisap opium, morvin, kokain, heroen, dan semisalnya
dari apa saja yang banyak dikonsumsi pada abad 14 hijriyyah.®!®

Apabila salah satu pasangan Tergugat (suami) dan
Penggugat (istri) kehilangan akalnya karena mabuk-mabukan
maka keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan dan yang ada
adalah percecokan dan perselisihan dari permasalahan yang

8171 bid,hIm.185.
$18\Muhammad Thohir Ibnu Asyur, Magoshid Syri ‘ah Islamiyyah ,hlm.137-138.
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sebenarnya sepele. Namun karena pengaruh alkohol masalah
sepele bisa membesar karena akalnya tidak bisa berpikir jernih.
C. Analisis Putusan Hakim PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun
2020-2023 Perspektif Maqasid al Syari’ah Muhammad Tahir ibn ‘Asyiir
1. Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2020

Putusan Hakim PA Sleman Nomor.1357/Pdt.G/2020/PA.Smn
tanggal 22 Februari 2021 yang berisi mengabulkan gugatan cerai yang
diajukan oleh Penggugat yang berusia 48 tahun melawan Tergugat yang
berusia 48 tahun dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
lahir kepada Penggugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan
Tergugat meninggalkan Penggugat.®’® Hakim mengabulkan gugatan
Penggugat kepada Tergugat dengan beberapa pertimbangan hukum
sebagai berikut :

a. PA Sleman telah melakukan panggilan secara resmi kepada
Tergugat namun Tergugat tidak memenuhi panggilan dari PA
Sleman karena adanya halangan yang sah.

b. Ketidak hadiran Tergugat yang mendapatkan panggilan secara
resmi oleh PA Sleman menyebabkan maka gugatan tersebut
diperiksa secara verstek.

c. Penggugat harus menunjukkan bukti-bukti dan saksi mengenai
gugatannya kepada Tergugat.

Putusan PA Sleman Nomor.1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22
Februari 2021 bila dianalisis dengan perspektif Magasid Syari’ah
Muhammad Tahir ibn ‘Asylir akan ditemukan hal-hal yang menarik.
Adapun hal-hal yang menarik tersebut adalah di antaranya :

Suami (tergugat) tidak memberikan nafkah kepada istri bila dilihat
dari maqasid syari’ah Ibnu ‘Asytir pada ikatan pernikahan menunjukkan
bahwa sang suami merendahan derajat wanita bahkan tidak mau

menghormati wanita. Seorang suami pertama kali mempunyai kewajiban

*pytusan Hakim PA Sleman No..No. 1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari
2022, him. 2
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adalah memberikan nafkah kepada istri berupa pemberian mahar kepada
istrinya.®?®  Suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri
menunjukkan bahwa suami tidak mau membangun keluarga dengan asas
kedermawanan serta kemurahan hati.%?! Seorang suami yang tidak mau
memberi nafkah kepada istri menurut ibnu ‘Asyiir bisa juga dikatakan ia
tidak mempunyai tanggung kepada kepada istri dan anak-anaknya.%%?

Hakim melakukan panggilan secara resmi kepada Tergugat. Bila
dilihat dari maqasid syari’ah Ibnu ‘Asyir bisa dibenarkan karena
Tergugat di hadapan syariat adalah sama pada hal-hal yang bersifat
primer dan sekunder.®?® Tergugat juga mempunyai hak untuk melakukan
pembelaan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya.
Persamaan Tergugat di dalam hukum kadang tidak bisa terwujud karena
adanya penghalang yang menghalanginya. %24

Adapun Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan Hakim untuk
menjalankan pemeriksaan dan mengadili kasus yang menimpa Tergugat
karena alasan yang sah dan bisa diterima dapat dibenarkan berdasarkan
Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 Pasal 12 ayat 1 dan 2 yang
berbunyi : 625

a. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana
dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan
lain.

b. Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan
dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa kehadiran
terdakwa.

Ketidakhadiran Terdakwa pada sidang gugatan cerai di PA Sleman
karena atas dasar pertimbangan Terdakwa untuk menghindari hal-hal

kemadharatan yang akan menimpanya jika Terdakwa menghadiri

620 Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Magdsid al Syari’ah al Islamiyyah, him. 278
21 1bid, him. 279

22 1bid, him. 279

623 | bid, hlm. 165.

624 1 bid, hlm. 165.

625 Undang-undang No..48 Tahun 2009 Pasal 12 ayat 1 dan 2
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persidangan untuk mewujudkan kemaslahatan pada Tergugat sendiri
diperbolehkan. Ancaman terhadap Tergugat bisa datang dari keluarga
Penggugat yang tidak senang dengan Tergugat. Ini sesuai dengan
pemikiran Ibnu ‘Asyir yang mewajibkan setiap individu menegakkan
kemaslahatan salah satunya adalah melindungi jiwa (hifzh al nafs). 626

Hakim PA Sleman mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada
Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat. Apabila dianalisis dengan perspektif Magasid al Syariah
Muhammad Thohir lbn ‘Asytr adalah untuk menolak kemadharatan
(daf’u al mafasid) dan mendatangkan kemaslahatan (jalbu al mashalih)
terhadap Penggugat yaitu memberikan perlindungan terhadap jiwa (hifzh
al nafs) serta melindungi harta (hifzh al mal) Penggugat.®’

Suami (tergugat) tidak memberikan nafkah kepada istri bila dilihat
dari maqasid syari’ah Ibnu ‘Asytir pada ikatan pernikahan menunjukkan
bahwa sang suami merendahan derajat wanita bahkan tidak mau
menghormati wanita. Seorang suami pertama kali mempunyai kewajiban
adalah memberikan nafkah kepada istri berupa pemberian mahar kepada
istrinya.®?®  Suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri
menunjukkan bahwa suami tidak mau membangun keluarga dengan asas
kedermawanan serta kemurahan hati.®* Seorang suami yang tidak mau
memberi nafkah kepada istri menurut ibnu ‘Asyir bisa juga dikatakan ia
tidak mempunyai tanggung kepada kepada istri dan anak-anaknya.®3°

Adapun Hakim mengabulkan pengajuan gugatan cerai Penggugat
kepada Tergugat dengan alasan Tergugat sering berkata kasar kepada
Penggugat. Bila dianalisis dengan Magasid ibn ‘Asyir, dapat
disimpulkan bahwa Tergugat melanggar salah satu hak wanita yaitu hak

mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya.  Allah SWT

626 Muhammad Thohir lbn Asyur, Maqoshid al Syari’ah alIslamiiyyah, hlm. 126..

627 1sma’il al Hasani, Nazhariyyah al Maqdshid al Syari'ah ‘inda al Imém Muhammad
Thahir Ibnu Asydr, (Virginia : al Ma’had al ‘Alami i al Fikri al Islami, Tahun 1995)., him 282.

628 Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Maqgdsid al Syari’ah al Islamiyyah, him. 278

629 1bid, hlm. 279

830 1bid, him. 279
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memerintahkan agar para suami untuk menggauli istrinya dengan baik.

Allah berfirman :
daaay B 158 %8 o [ad A b S u‘fuu’-‘*ﬂ-’ Ghshale
Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak. (QS. An Nisa’ : 19).

Ibnu ‘Asyir menjelaskan seorang suami harus mencegah rasa
benci kepada para istri serta berbuat hal-hal yang membahayakan mereka
dengan cara bergaul kepada para istri dengan cara yang baik. Pergaulan
yang baik kepada istri berkumpul untuk meniadakan rasa benci dan
perbuatan membahayakan kepada wanita.5*!

Setelah dengan tegas menetapkan rasa kesucian dan kesatuan
ikatan pernikahan, Syari‘at telah menetapkan kepada para suami untuk
hidup dalam persahabatan yang baik dengan istri mereka dan merawat
mereka dengan baik. Oleh karena itu, setiap kerugian yang diakibatkan
oleh kegagalan untuk melakukannya dianggap sebagai alasan yang cukup
untuk memutuskan ikatan pernikahan melalui perceraian oleh hakim
pengadilan setelah kerugian tersebut dikonfirmasi. 632

Hakim mengabulkan gugat cerai seorang Penggugat terhadap
Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui
keberadaannya bila dilihat dari Maqasid syariah Ibnu ‘Asyiir menunjukkan
Tergugat tidak menyayangi, tidak memperdulikan, tidak memberikan
perlindungan kepada Penggugat serta tidak menghargai harkat derajat
wanita sebagai istri dari Tergugat.®3

Keputusan Hakim untuk mengabulkan gugat cerai Penggugat

kepada Tergugat bisa dilihat dari segi Kaidah Fighiyyah :63

631 Muhammad Tahir ibn ‘Asyiir, Tafsir al Tahrir wa al Tanwir,, Juz 4.him. 286.
32 Muhammad Tahir ibn ‘Asylir , Magashid Syari’ah al Islamiyyah, him 282.

633 Thid, him. 281.

34 |brahim Rohmani, 4/ Qowad ’id al Fighiyyah, hlm. 73.
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dIs el
Kemadharatan harus dihilangkan.

Seorang istri sebagai Penggugat mendapat kemadharatan dari
Tergugat yang berkedudukan sebagai suami Penggugat dan Penggugat
tidak sanggup untuk menanggung kemadharatan tersebut.  Untuk
menghindari kemadharatan tersebut Penggugat melaporkan kasusnya
kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman. Hakim yang mendapat laporan
tersebut harus memberikan hukuman yang adil supaya kemadharatan yang
ada pada orang yang melapor tersebut dapat hilang. Hakim dalam
melaksanakan keputusannya tersebut harus adil di antara manusia
sehingga tidak ada yang dirugikan dan yang merugikan.®

Di dalam Putusan PA Sleman Nomor.1528/Pdt.G/2020/PA.Smn juga
disebutkan bahwa alasan yang menyebabkan Penggugat mengajukan
gugatan cerai kepada Tergugat ke PA Sleman adalah karena Tergugat
tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak
mempunyai  rasa empati kepada Penggugat tetapi Tergugat lebih
mementingkan teman-teman Tergugat daripada Penggugat dan terjadi
pertengkaran serta percekcokan terus menerus®*®. Namun di dalam
persidangan pada tanggal 21 Juni 2021 Penggugat melalui kuasa
hukumnya mencabut gugatan tersebut dengan alasan : Penggugat belum
mendapatkan izin /pemberian cerai dari atasan Tergugat. Hal ini
berdasarkan SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020, maka gugatan perceraian
dari anggota TNI/POLRI maupun pasangannya harus melampirkan Surat
Izin/Pemberitahuan Perceraian dari Pejabat yang berwenang. Apabila
belum mendapatkan surat tersebut, maka Hakim menunda persidangan
selama 6 (enam) bulan, dan pengadilan memberitahukan penundaan

tersebut kepada atasan langsung Tergugat. %7

635 Muhammad Bakr Ismail, Al Qawd’id al Fighiyyah baina al Asholah wa al Taujih, him.
99.

636putusan PA Sleman No. 1528/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 06 Juni 2021, him.4.

637 https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4464/surat-edaran-mahkamah-agung-
No.-10-tahun-2020-tentang-pemberlakuan-rumusan-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2020-sebagai-
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Putusan Hakim PA Sleman Nomor.1528/Pdt.G/2020/PA.Smn
apabila dianalisis dari perspektif Maqasid Syari’ah Ibn ‘Asylir sebagai
berikut :

Untuk alasan pengajuan gugatan cerai Penggugat terhadap
Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat analisisnya untuk menolak kemadharatan (dafu al mafasid)
untuk mendatangkan kemaslahatan (jalbu al mashalih)  terhadap
Penggugat yaitu memberikan perlindungan terhadap jiwa (hifzh al nafs)
serta melindungi harta (hifzh al mal) Penggugat.®*

Suami (tergugat) tidak memberikan nafkah kepada istri bila dilihat
dari maqasid syari’ah Ibnu ‘Asylir pada ikatan pernikahan menunjukkan
bahwa sang suami merendahan derajat wanita bahkan tidak mau
menghormati wanita. Seorang suami pertama kali mempunyai kewajiban
adalah memberikan nafkah kepada istri berupa pemberian mahar kepada
istrinya.®3®  Suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri
menunjukkan bahwa suami tidak mau membangun keluarga dengan asas
kedermawanan serta kemurahan hati.®*’ Seorang suami yang tidak mau
memberi nafkah kepada istri menurut ibnu ‘Asyir bisa juga dikatakan ia
tidak mempunyai tanggung kepada kepada istri dan anak-anaknya.®*!

Adapun alasan Tergugat tidak mempunyai rasa empati kepada
Penggugat tetapi Tergugat lebih mementingkan teman-teman Tergugat
daripada Penggugat dan terjadi pertengkaran serta percekcokan terus
menerus apabila dianalisis dengan Maqasid Syari’ah Ibnu ‘Asyir adalah
karena adanya ketidak adanya kesadaran dari keduanya mengenai tujuan
pernikahan. Tujuan pernikahan menurut Ibn ‘Asyir adalah untuk

mewujudkan kesatuan keluarga yaitu adanya keterikatan antara laki-laki

pedoman-pelaksanaan-tugas-bagi-pengadilan dikses pada Hari Sabtu Tanggal 01 Maret 2025 jam
21.12 WIB.

638 1sma’il al Hasani, Nazhariyyah al Maqdshid al Syari'ah ‘inda al Imém Muhammad
Thahir Ibnu Asydr, , him 282.

639 Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Maqgdsid al Syari’ah al Islamiyyah, him. 278

640 |bid, hlm. 279

%1 bid, him. 279
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dan perempuan.®?> Adanya rasa keterikatan antara suami dan istri tidak
mungkin suami atau istri tidak punya sifat empati kepada istrinya. Tujuan
perkawinan yang lain adalah munculnya perasaan kebapakan, keibuan,
persaudaraan, persaudaraan dan keturunan.®® Pada pernikahan ditemukan
dalam kesatuan semua indera cinta dan kasih sayang, kelembutan dan
belas kasihan, kerja sama dan prokreasi, saling melengkapi dan
persatuan. s+
Adapun hakim mengabulkan pencabutan gugatan cerai Penggugat
karena adanya persyaratan bagi Tergugat yang belum terpenuhi.43
Menurut kaca mata maqasid syari’ah lbnu ‘Asyir adalah apabila hakim
tidak mengabulkan pencabutan dan sidang ditunda akan menimbulkan
persepsi buruk terhadap hakim dan Pengadilan Agama. Karena
penundaan peradilan akan menyebabkan hakim diperlakukan dengan
curiga. Kelambanan mereka dalam memberikan penilaian akan dilihat
sebagai upaya yang disengaja untuk melemahkan bagian yang memenuhi
syarat sehingga dia tidak mengejar haknya, sehingga menyerahkannya
kepada bagian yang tidak memenuhi syarat, yang akan memanfaatkannya
secara salah. Demikian pula, rasa hormat terhadap peradilan akan lenyap
dari benak masyarakat, yang akan mengakibatkan kejahatan serius bagi
masyarakat. %
Dikabulkannya pencabutan gugatan cerai oleh Penggugat di PA
Sleman jika dilihat dari segi kaidah fighiyyah dapat dilihat pada kaidah
il ulas 48l (Kesulitan menarik kemudahan).®? Kesulitan Tergugat
mendapatkan izin perceraian dari atasan memudahkan hakim untuk
memberikan keputusan untuk mengabulkan pencabutan gugatan cerai

Penggugat di PA Sleman. Apabila hakim tidak mengabulkan pencabutan

157.

642 Muhammad Tahir ibn ‘Asyir , Magashid Syari’ah al Islamiyyah, him. 271,

43 Ibid, hlm. 271.

644 Ibid, hlm 273,

645 Lihat SIMA NO 20 Tahun 2020.

846 Muhammad EI Tahir EI Meshawi, 1bn Ashur Treatise on Magasid al-Shari ‘ah, him. 330
847 Syekh Ahmad ibn Syekh Muhammad al Zarqd, Syarh al Qowd’id al Fighiyyah him.
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dan tetap mengabulkan  gugatan  perceraian maka akan
timbulkemadharatanyang lebih besar bagi hakim itu sendiri. Kecermatan
hakim di dalam memeriksa kasus dan cermat memahami aturan yang ada
akan menyelamatkan hakim dari kesalahan melaksanakan tugas. Hal ini
bisa dikatakan hakim paham dan mampu mengaplikasikan kaidah <l
syl a8y a8y (Bahaya tertolak dengan kemampuan yang
memungkinkan).

Namun permasalahan akibat dikabulkannya pencabutan gugatan
perceraian tersebut akan menimbulkan tidak selesainya permasalahan
antarapasangan suami istri tersebut yang bisa mengakibatkan
kemadharatan yang lebih besar bagi Penggugat.

Di dalam Putusan PA Sleman No 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn
tanggal 20 Mei 2021, pada putusan ini menyebutkan bahwa Tergugat
(suami) tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat (istrinya) karena
malas. Tergugat (suami) tidak mau bekerja tanpa memikirkan tanggung
jawab kepada anak dan Penggugat (istri) dan sering melakukan judi
online.®* Hakim mengabulkan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat
dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

b. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun

kembali;

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan PA Sleman No
1729/Pdt.G/2020/PA.Smn dapat dianalisis dengan maqasid Ibnu ¢ Asyiir
sebagai berikut :

Terjadinya perselisinan terus-menerus antara Penggugat dan
Tergugat dikarenakan masalah ekonomi salah satunya adalah Tergugat

tidak memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya . Hal ini telah

48 Muhammad Zuhaili, 4] Qawd’id al Fighiyyah wa Tathbiqotihd fi al Madzéhib al
Arba’ah him. 208
89Pytusan PA Sleman No. 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 20 Mei 2021, him. 2
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dianalisis dari beberapa Putusan PA Sleman di atas. Dalam Putusan PA
No 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn yang perlu dianalisis adalah permasalahan
ekonomi yaitu Tergugat gemar melakukan judi online. Perbuatan
melakukan judi online apabila dianalisis dengan Magasid Syari’ah Ibnu
‘Asyir termasuk merusak kemaslahatan dharuriyyah. Kemaslahatan
dharuriyyah ialah yang menjadikan umat pada kelompoknya atau
individunya di dalam kondisi terpaksa sampai memperolehnya. Di mana
tidak akan bisa tegak tata tertib dengan menghilangkannya. Maka jika
berlalu pada awal kondisi umat pada kerusakan dan musnah.®° Judi
online yang dilakukan oleh Tergugat dikategorikan tidak bisa
melindungi harta (hifzh al mal)®!' dengan perbuatan menghambur-
hamburkan uang melalui judi online.

Terjadinya cekcok terus menerus bila dianalisis dengan magasid
syari’ah ibn ‘Asyiir dapat diketahui bahawa suami dan istri tidak
mengetahui tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah terbangunnya
kehidupan antara suami serta isteri dipenuhi perasaan damai, adanya
saling pengertian serta penuh dengan keikhlasan®? analisis ini bisa
dipertegas dengan pendapatnya Wahbah al Zuahaili mengenai tujuan
pernikahan vyaitu bertujuan untuk mewujdukan adanya ketahanan
hubungan  suami isteri, keberlangsungan rumah tangga, keluarga
bahagia, stabilitas rumah tangga, terhindar dari keretakan rumah tangga.
Pernikahan bertujuan memberikan perlindungan ikatan pernikahan dari
perselisihan serta pertikaian yang menyebabkan pertumbuhan anak-anak
berada dalam suasana yang dipenuhi rasa cinta, kasih sayang, keakraban,
keamanan serta ketenangan yang berasal dari masing-masing
pasangan.®33

2. Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2021

65 Muhammad Tahir ibn ‘Asytir , Magashid Syari’ah al Islamiyyah, him.134.

651 1bid, hlm. 135.

82 Ihid, hlm. 277.

853Wahbah al Zuhaili, al Fighu al Islamyyu wa Adillatuh, (Damskus : Dar al Fikr, 1985).,
Juz 7, him. 9
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Pada Putusan Hakim Nomor 1720/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 28
Desember 2021%* menyebutkan bahwa penyebab istri (Penggugat)
membulatkan tekad menggugat cerai Tergugat (suaminya) dikarenakan
Tergugat (suami) gemar meminum minuman keras (minuman
beralkohol) dan melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat. Salah
satu pertimbangan hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada
Tergugat karena Tergugat gemar meminum minuman keras. Apabila
dianalisis dengan Magqasid Syari’ah Ibnu ‘Asyidr disimpulkan bahwa
Tergugat merusak kemaslahatan dharuriyyah (kebutuhan primer) berupa
menjaga akal (hifzh al ‘aql).®>> Makna menjaga akal adalah menjaga akal
manusia dari kekacauan yang masuk ke dalam pikirannya. Karena
masuknya kekacauan pada akal menyampaikan kepada kefasadan besar
yang meniadakan keteraturan tingkah laku. Maka masuklah kekacauan
pada akal sendiri yang mengakibatkan kefasadatan sebagian. Masuknya
kekacauan pada akal jama’ah dan beserta umumnya umat yang lebih
agung. Oleh karena itu diwajibkan mencegah seseorang dari minum-
minuman keras. Mencegah umat dari merajalelanya minuman keras di
antara para individu.®® Hakim mengabulkan gugatan cerai karena
Tergugat minum-minuman keras. Apabila dilihat dari segi kaidah
fighiyyah yang berbunyi :

JI5 sl
Kemadharatan harus dihilangkan. ¢7

Bila dilihat dari kaidah fighiyyah di atas, hakim mengabulkan
gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat bertujuan untuk
menghilangkan kemadharatan yang ditimbulkan oleh Tergugat yang
suka minum-minuman keras.yang tentunya akan membahayakan bagi
Penggugat dan keluarganya. Akibat akal dan pikirannya karena

minuman keras, Tergugat bisa lalai dalam menjalankan tanggung

634pytusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2021, him. 2.
655 Muhammad Tahir ibn ‘Asyir , Magashid Syari’ah al Islamiyyah, him.135..

656 |bid 137.

857 Ibrahim Rohmani, Al Qowad ’id al Fighiyyah, him. 73.
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jawabnya sebagai kepala rumah tangga bahkan bisa berbuat sesuatu yang
mengancam keselamatan Penggugat dan keluarganya.

Adapun hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada
Tergugat dikarenakan Tergugat (suami) sering melakukan KDRT yakni
melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan yang disertai
dengan mengeluarkan Kkata-kata kasar yang membuat sakit hati
Penggugat (istri). %°® Apabila dianalisis dengan konsep Magasid al
Syari’ah  Ibn ‘Asylir dapat dikategorikan tidak melakukan
perlindungan jiwa. Makna menjaga (melindungi) jiwa-jiwa adalah
menjaga ruh-ruh dari kerusakan baik individu atau umum. Karena alam
tersusun dari individu manusia. Dan setiap jiwa ada kekhususannya yang
dengannya sebagian menjadi penopang alam. Tidak dimaksudkan
menjaga jiwa itu dengan adanya qishosh sebagaimana para fugoha
mencotohkan padanya. Bahkan kami mendapatkan qishosh merupakan
salah satu dari bermacam-macam menjaga jiwa yang paling lemah%.
Tindakan KDRT Tergugat kepada Penggugat merupakan tindak merusak
jiwa sehingga bisa mengakibatkan seseorang kehilangan jiwanya.
Adanya tindakan KDRT suami terhadap istri berarti suami tidak
memahami apa tujuan pernikahan sebagaimana disampaikan ibnu
‘Asyir bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujdukan adanya
ketahanan hubungan suami isteri, keberlangsungan rumah tangga,
keluarga bahagia, stabilitas rumah tangga, terhindar dari keretakan
rumah tangga. Pernikahan bertujuan memberikan perlindungan ikatan
pernikahan dari perselisinan serta pertikaian yang menyebabkan
pertumbuhan anak-anak berada dalam suasana yang dipenuhi rasa cinta,
kasih sayang, keakraban, keamanan serta ketenangan yang berasal dari

masing-masing pasangan. %

858Ppytusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2021, him. 2.
659 Muhammad Thohir Ibn Asyiir, Magashid Syari’ah al Islamiyyah, him.137
60Wahbah al Zuhaili, al Fighu al Islamyyu wa Adillatuh, (Damskus : Dar al Fikr,
1985)., Juz 7, him. 9
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Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat
melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat bila ditinjau dari segi
Kaidah Fighiyyah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

Iy g, pay
Tidak berbahaya serta tidak membahayakan®s!

Dari kaidah tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindakan KDRT
Tergugat kepada Penggugat merupakan suatu tindakan yang berbahaya
dan membahayakan bagi Penggugat. Atas dasar kaidah fighiyyah ini,
untuk menghilangkan kemadharatan tersebut maka Hakim PA Sleman
mengabulkan Gugatan cerali tersebut.

Pada Putusan PA Sleman  Nomor.1710/Pdt.G/2021/PA.Smn
tanggal 27 Desember 2021 menyebutkan bahwa penyebab terjadinya
perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) di
putusan ini karena Tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada
istri serta mempunyai Wanita Idaman Lain.%> Adapun analisis dalam
perspektif maqasid syari’ah Ibnu ‘ Asyiir terhadap putusan Hakim pada
kasus gugatan cerai karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat telah dibahas pada pembicaraan yang lalu.

Pada bab ini akan dibicarakan analisis dalam perspektif Magasid
Syari’ah Ibnu ‘Asyir terhadap dikabulkannya gugatan cerai oleh
hakim PA Sleman pada kasus Tergugat melakukan perselingkuhan.
Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat di dalam pandangan
Magasid lbnu Asyiir digolongkan dengan tindakan tidak memelihara
nasab (hifzh al nasl). Adapun yang dimaksud dengan memelihara
nasab, adalah memelihara hubungan keturunan dengan asalnya, yang
disyariatkan hukum nikah, dan diharamkan zina serta hadd atasnya.
Perselingkuah menyebabkan rusakanya garis keturunan, membuat

hiangnya keharmonisan keluarga serta merusak tatanan kehidupan

661 ‘Athiyyah ‘Adlan ‘Athiyyah, Mausi’ah Al Qowa’id Fihqhiyyah al Munazhommah Ii al

Mu’amalat al Maliyyah al Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih al Nazhom al Mu ashiroh, hlm. 47.
2pytusan PA Sleman No..1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021, hlm. 2
663 Muhammad Tahir ibn ‘Asyir , Magashid Syari’ah al Islamiyyah, hlm.139



256

sosial.®** Kehati-hatian Islam terhadap keharaman zina karena di
dalam perbuatan zina ada penghilangan nasab serta penggantian
keturunan karena jika membiarkan perbuatan zina tanpa adanya
pernikahan merupakan adanya kekacauan yang besar di masyarakat.
Karena padanya ada kerusakan para wanita terhadap suami-suami
mereka serta para gadis terhadap para walinya. Karena padanya ada
penggantian seseorang wanita sampai kepada pembiaran menggantikan
orang dari suaminya. s

Perbuatan zina tersebut di atas dibahas oleh Ibnu ‘Asytir dalam
kitabnya yang berjudul tafsir al Tahrir wa al Tanwir Juz 15 di dalam
menafsirkan Surat al Isro’ ayat 32 yang berbunyi :

S £y Aitind 8 KL 0 15105 ¥

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

3. Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2022

Putusan PA Sleman Nomor.1829 /Pdt.G/2022/PA.Smn Tanggal
21 Desember 2022 disebutkan salah satu penyebab terjadinya
perceraian adalah Tergugat (suami) tidak bisa memberikan nafkah
yang cukup kepada Penggugat (istri) sehingga Penggugat harus
membantu Tergugat (suami) bekerja. Sejak tahun 2020 Tergugat tidak
memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan
KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan minum-
minuman keras, Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman tanpa
alasan dan tujuan yang jelas hingga larut malam bahkan pernah tidak
pulang ke kediaman.®66

Hakim PA Sleman mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada
Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat. Apabila dianalisis dengan perspektif Magasid al Syariah

64 1bid, him. 273
665> Muhammad Tahir ibn ‘Asytir, Tafsir Al Tahrir Wa Al Tanwir, Juz 15, him. 90.
%pytusan PA Sleman No. 1829/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022 him. 2
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Muhammad Thohir lbn ‘Asytr adalah untuk menolak kemadharatan
(daf"u al maféasid) untuk mendatangkan kemaslahatan (jalbu al
mashéalih) terhadap Penggugat yaitu memberikan perlindungan
terhadap jiwa (hifzh al nafs) serta melindungi harta (hifzh al mal)
Penggugat.®®’ Penggugat sebagai suami tidak memberikan nafkah
pada istri termasuk tidak tindakan tidak bisa menjaga kebutuhan (hizb
a’rodl).668

Salah satu pertimbangan hakim mengabulkan gugatan cerai
Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat gemar meminum
minuman keras. Apabila dianalisis dengan Maqasid Syari’ah Ibnu
‘Asyir disimpulkan bahwa Tergugat merusak kemaslahatan
dharuriyyah (kebutuhan primer) berupa menjaga akal (hifzh al
‘aql).%® Makna menjaga akal adalah menjaga akal manusia dari
kekacauan yang masuk ke dalam pikirannya. Karena masuknya
kekacauan pada akal menyampaikan kepada kefasadan besar yang
meniadakan keteraturan tingkah laku. Maka masuklah kekacauan pada
akal sendiri yang mengakibatkan kefasadatan sebagian. Masuknya
kekacauan pada akal jama’ah dan beserta umumnya umat yang lebih
agung. Oleh karena diwajibkan mencegah seseorang dari minum-
minuman keras. Mencegah umat dari merajalelanya minuman keras
di antara para individu.¢”

Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat
melakukan KDRT terhadap Penggugat. Apabila dianalisis dengan
konsep Magqasid al Syari’ah Ibn ‘Asyir dapat dikategorikan tidak
melakukan perlindungan jiwa. Makna menjaga (melindungi) jiwa-
jiwa adalah menjaga ruh-ruh dari kerusakan baik individu maupun

umum. Karena alam tersusun dari individu manusia. Dan setiap jiwa

%7 |sma’il al Hasani, Nazhariyyah al Magdshid al Syari’ah ‘inda al Imdm Muhammad
Thahir Ibnu Asydr, him 282.

668 Muhammad Thohir Ibn ¢ Asyur, Magqasid al Syari’ah al Islamiyyah, hlm. 135.

699 Ibid, him.135..

670 1bid, hlm. 137.
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ada kekhususannya yang dengannya sebagian menjadi penopang alam.
Tidak dimaksudkan menjaga jiwa itu dengan adanya qishosh
sebagaimana para fugoha mencontohkan padanya. Bahkan kami
mendapatkan gishosh merupakan salah satu dari bermacam-macam
menjaga jiwa yang paling lemah¢”!. Tindakan KDRT Tergugat kepada
Penggugat merupakan tindak merusak jiwa sehingga bisa
mengabitkan seseorang kehilangan jiwanya.

Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat
melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat. Apabila ditinjau dari
segi Kaidah Fighiyyah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

) Y g
Tidak berbahaya serta tidak membahayakan

Dari kaidah tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindakan KDRT
Tergugat kepada Penggugat  merupakan suatu tindakan yang
berbahaya dan membahayakan bagi Penggugat. Atas dasar kaidah
fighiyyah ini, untuk menghilangkankemadharatantersebut maka
Hakim PA Sleman mengabulkan Gugatan cerai tersebut.

Hakim mengabulkan gugatan cerai karena Tergugat minum-
minuman keras apabila dilihat dari segi kaidah fighiyyah yang
berbunyi :

) ol
Kemadharatan harus dihilangkan.

Bila dilihat dari kaidah fighiyyah di atas, hakim mengabulkan
gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat bertujuan untuk
menghilangkan kemadharatan yang ditimbulkan oleh Tergugat yang
suka minum-minuman keras.yang tentunya akan membahayakan bagi
Penggugat dan keluarganya .Akibat akal dan pikirannya karena

minuman keras, Tergugat bisa lalai dalam menjalankan tanggung

71 1bid, him.137

672 ‘Athiyyah ‘Adlan ‘Athiyyah, Mausii’'ah Al Qowa’id Fihqghiyyah al Munazhommah li al
Mu’amalat al Maliyyah al Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih al Nazhom al Muashiroh, him. 47.

573 Ibrahim Rohmani, Al Qowad ’id al Fighiyyah, him. 73.
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jawabnya sebagai kepala rumah tangga bahkan bisa berbuat sesuatu
yang mengancam keselamatan Penggugat dan keluarganya.

Putusan PA Sleman No 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27
Desember 2022 disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya
perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) karena
Tergugat (suami) sering melakukan tindakan KDRT berupa kata-
kasar, mengancam akan membunuh Penggugat serta ibu Penggugat.®7*

Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat
melakukan KDRT terhadap Penggugat. Apabila dianalisis dengan
konsep Magqasid al Syari’ah Ibnu ‘Asyiir dapat dikategorikan tidak
melakukan perlindungan jiwa. Makna menjaga (melindungi) jiwa-
jiwa adalah menjaga ruh-ruh dari kerusakan baik individu maupun
umum. Karena alam tersusun dari individu manusia. Dan setiap jiwa
ada kekhususannya yang dengannya sebagian menjadi penopang alam.
Tidak dimaksudkan menjaga jiwa itu dengan adanya qishosh
sebagaimana para fugoha mencotohkan padanya. Bahkan kami
mendapatkan gishosh merupakan salah satu dari bermacam-macam
menjaga jiwa yang paling lemah¢7>, Tindakan KDRT Tergugat kepada
Penggugat merupakan tindak merusak jiwa sehingga bisa
mengakibatkan seseorang kehilangan jiwanya.

Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat
melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat bila ditinjau dari segi
Kaidah Fighiyyah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

) Y g
Tidak berbahaya serta tidak membahayakan

Dari kaidah tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindakan KDRT
Tergugat kepada Penggugat  merupakan suatu tindakan yang

berbahaya dan membahayakan bagi Penggugat. Atas dasar kaidah

874pytusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 him. 2

675 Muhammad Thohir Ibn ¢ Asyur, Maqasid al Syari’ah al 1slamiyyah,him. 137

676 ‘Athiyyah ‘Adlan ‘Athiyyah, Mausi’ah Al Qawad’id Fihghiyyah al Munazhommah li al
Mu’amadlat al Mdliyyah al Islamiyyah wa Dauruhd 1 Taujih al Nazhom al Muéshiroh, him. 47.
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fighiyyah ini, untuk menghilangkan kemadharatan tersebut maka
Hakim PA Sleman mengabulkan Gugatan cerai tersebut.

4. Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2023

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1725/Pdt.G/2023/PA.Smn
tanggal 19 Desember 2023%77 menyebutkan bahwa salah satu
penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) adalah
karena Tergugat (suami) sering mengkonsumsi obat-obat terlarang,
gemar minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

Salah satu pertimbangan hakim mengabulkan gugatan cerai
Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat gemar meminum
minuman keras. Apabila dianalisis dengan Magqasid Syari’ah Ibnu
‘Asyiir disimpulkan bahwa Tergugat merusak kemaslahatan
dharuriyyah (kebutuhan primer) berupa menjaga akal (hifzh al
‘aql).’® Makna menjaga akal adalah menjaga akal manusia dari
kekacauan yang masuk ke dalam pikirannya. Karena masuknya
kekacauan pada akal menyampaikan kepada kefasadan besar yang
meniadakan keteraturan tingkah laku. Maka masuklah kekacauan pada
akal sendiri yang mengakibatkan kefasadatan sebagian. Masuknya
kekacauan pada akal jama’ah dan beserta umumnya umat yang lebih
agung. Oleh karena itu diwajibkan mencegah seseorang dari minum-
minuman keras. Mencegah umat dari merajalelanya minuman keras
di antara para individu.”

Dikabulkannya permohonan pengajuan gugatan cerai ke PA
Sleman oleh Penggugat dikarenakan Tergugat suka minum minuman
keras hingga mabuk. Apabila ditinjau dari kaidah fighiyah yang
berbunyi : 6%

2 AT 2 a Alaxind o s La

77Pytusan PA Sleman No..1727/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 19 Desember 2023, him. 2

678 Muhammad Thohir Ibn ‘Asyur, Magashid al Syari’ah al Islamiyyah, him.135..

7 Ihid, him. 137.

680 Al Syaikh ‘Abdulah ibn Sa’id Muhammad ‘Ibadi al Lahji, Idloh al Qowdid al Fighiyyah,
(Kuwait : Dar al Dliya’u, 2013)., him. 163.
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Apa saja yang diharamkan menggunakannya diharamkan juga
mengambilnya.

Berdasarkan kaidah fighiyyah tersebut dapat disimpulkan bahwa
karena menggunakan khamr untuk dijadikan minuman dilarang
(diharamkan) oleh  syari’ah maka khamr diharamkan  untuk
mengambilnya.

Dari beberapa kasus perceraian yang terjadi di PA Sleman yang
menarik untuk dikaji ada dua kasus, yaitu : kasus Tergugat tidak
menghadiri sidang putusan PA dan gugatan cerai tersebut dikabulkan
oleh Hakim Pengadilan PA Sleman dan kasus pencabutan gugatan
perceraian yang dilakukan Penggugat karena Tergugat belum
mendapatkan izin cerai dari atasan Tergugat. Dari dua kasus tersebut
ada salah satu pihak yang dirugikan dengan dikabulkannya dua
permohonan tersebut. Ibnu ‘Asyiir dalam masalah yang berkaitan
dengan dua putusan terhadap kasus tersebut menyatakan bahwa hakim
harus menjelaskan secara rinci bukti-bukti yang mendukung
putusannya untuk mencapai, sejauh mungkin, menghilangkan
ketidakamanan dalam penerapan putusan Syariah. "

Dalam kasus ini putusan verstek yang terjadi karena Tergugat
tidak hadir karena suatu halangan Pengadilan Agama memberikan
toleransi untuk melakukan panggilan sekali lagi kepada Tergugat. Di
dalam Pasal 126 HIR/150 RGB, yaitu : Dalam hal yang tersebut pada
kedua pasal tersebut di atas, sebelum menyatakan suatu putusan,
pengadilan dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir
dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari persidangan yang lain.
Pihak yang hadir diberitahukan oleh ketua dalam persidangan,

pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya. 62

681 Muhammad Thohir Ibn ‘ Asyur, Magashid al Syari’ah alIslamiyyah, hlm.339.

682 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia
Lengkap Dengan Sejarahdan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga
Peradilan Agama di Indonesia, him.270
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Di dalam Pasal 127 HIR/151 RBg disebutkan : Apabila salah
seorang atau lebih Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang
lain untuk hadir sebagai kuasanya, pemeriksaan perkara itu ditunda
sampai pada hari persidangan yang lain, sedapat mungkin tidak terlalu
lama. Penundaan itu diberitahukan kepada pihak yang hadir dalam
persidangan. Pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya.
Tergugat yang tidak hadir diperintahkan panggil sekali lagi oleh
Ketua supaya hadir pada persidangan yang lain. Ketika peristiwa itu
diperiksa dan kemudian diputuskan bagi semua pihak dengan satu
putusan saja, perlawanan atas putusan itu tidak diperkenankan. %3

Di dalam Pasal 28 HIR/152 RBg diatur mengenai pelaksanaan
putusan verstek yaitu :
Putusan verstek tidak boleh dilaksanakan sebelum melewati 14 hari
sesudah pemberitahuan. Dalam kondisi mendesak supaya putusan itu
dijalankan sebelum lewat tempo tersebut. Putusan yang dijalankan
tersebut itu berupa surat putusan atau oleh ketua sesudah putusan itu
dijatuhkan atau permintaan Penggugat dengan lisan atau tulisan. %
Dalam memutuskan suatu perkara dengan putusan verstek
seorang hakim harus berhati-hati supaya tidak satu pihak yang
dirugikan dengan putusan tersebut. Hal ini karena tugas hakim untuk
menyelidiki selengkap mungkin semua bukti yang mengarah pada
kebenaran, bahkan jika ini hanya menghasilkan perlindungan hak-hak
tertentu atas hak-hak lain, karena menjaga beberapa hak dengan aman
lebih baik daripada kehilangannya.mereka semua.®> Hal ini sesuai
dengan kaidah fighiyyah :
WS G Caddl g e e aal e AL

Bukti atas orang yang menuduh dan sumpah atas orang yang
mengingkari.

%83 | bid, him. 270.

841 hid, him. 270-271.

85 Muhammad Thohir Ibn ‘ Asyur, Magashid al Syari’ah alIslamiyyah, him.341.

686 Ade Dedi Rohayana, Iimu Qawa’id Fighiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam, hlm. 172.



263

Dalam memberikan putusan verstek hakim harus bisa bersifat
adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Ibnu ‘Asyiir di dalam
kitabnya yang berjudul Tafsir al Tahrir wa al Tanwir membahas hal
ini di dalam dua surat yakni di dalam surat al Nisa’ ayat 135 yang
berbunyi :

uﬂbﬂ Pl aSv-ﬁ-ﬂ S 35 b plags Lialy u-uﬁ T 9598 1 iale Gl Lé-ﬂ-*

i gdad o) G aedi 9 *")a*u@sgj\mu\ﬂj\musau\ u.uﬁ\,
\}auﬂmmuuw\dﬁ\ﬂﬁj\ ‘JJLUEJ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau
pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan.

Ibnu ‘Asyir menyatakan bahwa ayat di atas merupakan
perpindahan keadilan pada kondisi tertentu yang berupa pergaulan
kepada anak yatim dan wanita berpindah pada kondisi yang bersifat
umum.®®” Keadilan di dalam masalah hukum dan menjalankan
kesaksian dengan benar merupakan tindakan menegakkan
kemaslahatan masyarakat Islam.®88

Adapun pembahasan yang lain terdapat dalam Surat al Maidah
ayat 8 yang berbunyi :

a3 G 95-“»-' YJ*ML' $13gd & u-uﬁ ’J-US UM‘# um:" Lg—"-‘;
m,...nm o) A Um\f‘g;ymuﬁ\ﬁ jglasi® \jm‘z\&s

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada

687 Muhammad Tahir ibn ‘Asytir, Tafsir Al Tahrir Wa Al Tanwir, Juz 5, him. 224.
%8 | bid, Juz 5, him. 224
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Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

Dua ayat dari Surat al Nisa’ ayat 35 dan Surat al Maidah ayat 8
berisi tentang wajibnya menegakkan keadilan, bersaksi dengan adil,
wajib melaksanakannya karena Allah serta bersaksi karena Allah. 6%

Putusan verstek pada kasus perceraian sangatlah sulit untuk
mendapat hasil putusan yang adil dan tepat. Hal ini dikarenakan
ketidakhadiran salah satu pihak utamanya Tergugat akan digunakan
oleh lawannya untuk memenangkan kasusnya. Adanya keterangan
yang hanya berasal dari Penggugat dan dua orang saksi yang berasal
dari satu pihak saja cenderung tidak bersifat netral dan memojokkan
salah satu pihak. Oleh karena itu hakim perlu mengambil langkah
yang tepat untuk menghindari adanya putusan verstek di Pengadilan
Agama yang merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak.

Ketidakhadiran Tergugat di dalam sidang kasus gugatan cerai
yang bisa jadi disebabkan oleh tidak sampainya undangan kepada
Tergugat untuk menghadiri sidang gugatan cerai tersebut. Hal ini bisa
jadi dikarenakan Penggugat tidak mau gugatan cerainya tersebut
terhambat dengan hadirnya Tergugat di persidangan tersebut. Untuk
hal ini hakim hendaknya bisa memastikan jika undangan untuk
melakukan sidang kasus gugatan cerai kepadanya tersebut demi untuk
menghindari adanya ketidakadilan yang menimpa Tergugat.

Adapun mengenai pencabutan gugatan cerai dan dikabulkannya
pencabutan gugatan cerai oleh PA Sleman tidak masalah bahkan hal
ini sesuatu yang baik apabila dasar pencabutan tersebut dilakukan
karena masing-masing pasangan memang ingin memperbaiki rumah
tangga mereka. Namun yang menjadi permasalahan adalah
pencabutan dikabulkan oleh PA Sleman dikarenakan adanya
penundaan sidang disebabkan oleh belum adanya surat izin cerai dari

689 Muhammad Tahir ibn ‘Asyir , Tafsir Al Tahrir Wa Al Tanwir, Juz 6, him. 135.
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atasan karena yang Tergugat adalah seorang PNS. Dalam hal ini
Hakim PA Sleman mentaati adanya SEMA NOMOR 10 TAHUN
2020.

Adanya penundaan sidang selama 6 bulan bisa menjadikan
masalah tersendiri bagi Penggugat. Percekcokan akan terus
berlangsung dan sulit untuk dihentikan dan bahkan bisa berlanjut
sampai terjadinya KDRT dari Tergugat ke Penggugat.

Untuk menghindari terjadinya KDRT yang bisa mengancam
keselamatan Penggugat Hakim harus mengupayakan adanya
perlindungan  kepada Penggugat. Tindakan hakim memberikan
perlindungan jiwa kepada Penggugat apabila dianalisis dengan
konsep Maqgasid al Syari’ah Ibn  ‘Asyir dapat dikategorikan
melakukan perlindungan jiwa. Makna menjaga (melindungi) jiwa-
jiwa adalah menjaga ruh-ruh dari kerusakan baik individu maupun
umum. Karena alam tersusun dari individu manusia. Dan setiap jiwa
ada kekhususannya yang dengannya sebagian menjadi penopang alam.
Tidak dimaksudkan  menjaga jiwa itu dengan adanya gishosh
sebagaimana para fugoha mencotohkan padanya. Bahkan kami
mendapatkan qishosh merupakan salah satu dari bermacam-macam
menjaga jiwa yang paling lemah®?. Tindakan KDRT Tergugat kepada
Penggugat merupakan tindak merusak jiwa sehingga bisa
mengakibatkan seseorang kehilangan jiwanya.

Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat
melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat bila ditinjau dari segi
Kaidah Fighiyyah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

W) ey gy
Tidak berbahaya serta tidak membahayakan

690 Muhammad Thohir Ibn ¢ Asyur, Maqasid al Syari’ah al Islamiyyah,him. 137
01 ‘Athiyyah ‘Adlan ‘Athiyyah, Mausi’ah Al Qawad’id Fihghiyyah al Munazhommah li al
Mu’amadlat al Mdliyyah al Islamiyyah wa Dauruhd 1 Taujih al Nazhom al Muéshiroh, him. 47.



266

Dari kaidah tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindakan KDRT
Tergugat kepada Penggugat  merupakan suatu tindakan yang
berbahaya dan membahayakan bagi Penggugat. Atas dasar kaidah
fighiyyah ini, untuk menghilangkan kemadharatan tersebut maka
Hakim PA Sleman harus memberikan perlindungan kepada Penggugat
sebagai akibat dicabutnya gugatan cerai tersebut.

Seorang hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian
dengan memberikan hadhanah anak kepada ibu, dengan alasan: Demi
kemaslahatan terbaik bagi anak (maslahah mursalah), yang terkait
dengan kebutuhan kasih sayang, pendidikan yang layak, dan
perlindungan yang memadai, Keputusan tidak didasarkan pada norma
formal atau adat semata, melainkan setelah mengevaluasi kondisi
psikologis anak, kemampuan ekonomi, dan kedekatan emosional
masing-masing orang tua. Selain itu, hakim mempertimbangkan
keberlanjutan harmoni keluarga dan perlindungan masa depan anak.
Penjelasan: Putusan ini mencerminkan kaidah magasid menurut Ibn
Asyur, di mana hukum diputuskan untuk meraih kemanfaatan luas dan
melindungi keluarga, tidak hanya pada nash, tetapi juga pada realitas
dan kemaslahatan nyata bagi semua anggota keluarga, terutama anak.
Ini sesuai dengan semangat pembaruan hukum dan tujuan utama
syariat Islam menurut Ibn Asyur.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim pada
kasus Perceraian di PA Sleman Tahun 2020-2023 dalam Perspektif
Magasid Syari’ah Ibnu ‘Asyir bahwa hakim di dalam memberikan
putusannya pada kasus cerai dan talak mempertimbangkan aspek
pelestarian sistem keluarga, keteraturan sosial dan kemaslahatan
masyarakat sehingga menjadi sarana untuk merefleksikan nilai-nilai
magasid yang meliputi keadilan, kebebasan, kesetaraan  dan
perlindungan hak-hak dasar.

Salah satu solusi yang bisa diterapkan berdasarkan Magasid Ibn

Asyur adalah memperkuat pendidikan dan pembinaan keluarga,
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memperluas mediasi, memperjuangkan ekonomi perempuan, dan
ekonomi ramah perempuan, juga memastikan keadilan dan
perlindungan bagi semua pihak. Jadi hakim sebaiknya
memprioritaskan masyarakat, menjaga integritas keluarga, dan telah
disesuaikan dengan isu ekonomi dan media masa seperti
determinismanya lbnu Asyur. Oleh Kkarena itu aspek perlindungan

dan keadilan harus menjadi prioritas hakim dalam melihat keluarga.
Karya disertasi ini menampilkan kebaruan melalui penerapan
langsung kerangka magasid syariah Ibnu Asyur pada analisis putusan
perceraian di PA Sleman—yang memfokuskan pada kemaslahatan keluarga
serta keadilan dan pembaharuan hukum. Melalui metode ini penelitian
mencakup pembahasan teoritis serta aplikasi praktis pada kasus nyata untuk
menghasilkan rekomendasi solusi yang sesuai konteks dan relevan guna

menurunkan angka perceraian berdasarkan magasid kontemporer.|

Disertasi ini unik karena menggabungkan magasid al-shari‘ah menurut Ibn
Ashur dengan pendekatan hukum kontemporer, lalu mengujinya pada kasus nyata
perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Metode ini memungkinkan hakim
menjelaskan keputusan yang lebih sesuai dengan konstelasi sosial yang dihadapi,
sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab permasalahan yang
mendasari perceraian. Langkah ini mendorong penggalian mendalam mengenai
bagaimana prinsip-prinsip klasik magasid ini bisa diterapkan dalam konteks
litigasi modern di pengadilan.

Model yang diusulkan berangkat dari prinsip-prinsip hukum keluarga
Islam yang mapan, namun diarahkan untuk menyediakan kerangka kerja utuh bagi
pengembangan dan mediasi dalam perkara keluarga. Melalui kajian ini, penulis
membandingkan tafsir magasid al-shari‘ah yang muncul dalam tradisi klasik
dengan interpretasi yang berkembang dalam konteks kontemporer, lalu menguji
efek dan daya serapnya dalam praktik hukum Islam yang berlangsung di

pengadilan saat ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

B.

1. Perceraian yang terjadi di PA Sleman setiap tahunnya mengalami
peningkatan. Bila dilihat dari kasus perceraian yang ada maka PA
Sleman menempati peringkat yang ke 102 dari 413 Pengadilan Agama di
seluruh Indonesia. Berdasarkan peringkat ini berarti tingkat perceraian di
PA Sleman dikategorikan sedang. Tingkat perceraian di PA Sleman
dalam skala nasional adalah 0,00242%.

2. Banyaknya tingkat perceraian di PA Sleman disebabkan oleh
permasalahan : Tergugat (suami) tidak memberi nafkah, Tergugat
(suami) atau istri (Penggugat) mabuk-mabukan, terjadinya KDRT,
Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) tidak diketahui keberadaannya,
terjadi perselingkuhan, perselisinan terus menerus antaraTergugat
(suami) dan istri (Penggugat) dan Tergugat (suami) atau istri (Penggugat)
murtad dari agama Islam.

3. Putusan Hakim PA Sleman terhadap kasus perceraian yang terjadi di PA
Sleman bila dianalisis dari perspektif Magasid Syari’ah Ibnu ‘Asyir
dapat diketahui bahwa hakim di dalam memberikan putusannya pada
kasus cerai dan talak mempertimbangkan aspek pelestarian sistem
keluarga, keteraturan sosial dan kemaslahatan masyarakat sehingga
menjadi sarana untuk merefleksikan nilai-nilai magasid yang meliputi
keadilan, kebebasan, kesetaraan dan perlindungan hak-hak dasar.

Implikasi Penelitian
Setelah dilakukan analisis hasil penelitian menggunakan pisau analisis

Magasid al Syari’ah Muhammad Tahir ibn ‘Asyiir , maka implikasi dalam

penelitian ini bahwa Putusan Hakim PA Sleman pada kasus perceraian di PA

Sleman maka peneltian ini mempunyai kontribusi :
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Kontribusi penelitian ini terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan di
bidang hukum Islam utamanya di bidang hukum Kkeluarga dengan
mengintegrasikan maqasid syari‘ah kontemporer ke dalam analsis putusan
hakim PA Sleman. Pendekatan pada penelitian ini menambahkan
kekayaan lieratur akademik dengan menawarkan sudut pandang yang
bersifat evaluasi terhadap mutu putusan hakim Pengadilan Agama Sleman
berbasis maqgasid yang mengandung kemaslahatan, keadilan serta hak
dasar manusia yang dilindungi selain kualitas putusan yang berbasis
hukum positif. Penelitian ini juga memberikan dukungan maqasid
dimanfaatkan sebagai metodologi ilmiah dalam memformulasi ulang
hukum Islam di peradilan agama supaya tidak menjadikan fatwa dan fikih
teoritis tidak mendominasi seperti sebelumnya.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara praktis yaitu para hakim dan
para praktisi hukum dberi peringatan yang bersifat normatif dan kritik
ketika membuat putusan supaya tidak hanya sah menurut hukum saja,
tetapi juga memberikan perhatian terhadap kemaslahatan dan keadilan
sosial. Melalui penelitian ini diharapkan para aparatur peradilan
mempunyai kepekaan terhadap perubahan sosial masyarakat pencari
keadilan serta pentingnya adanya pengembangan praktik peradilan yang

humanis dan progresif.

C. Rekomendasi

1.

Penulis menyampaikan saran kepada masyarakat, para ulama, para tokoh
masyarakat supaya bisa ikut berpartisipasi di dalam meminimalisir
terjadinya Perceraian di PA Sleman sehingga tidak menimbulkan
problema sosial setelah terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat
(suami) maupun istri (Penggugat) yang mengajukan perceraian mereka.
Salah satu dari problema sosial setelah perceraian adalah nasib anak-
anak dari yang bercerai semakin terlantar.

Penulis juga menyampaikan saran kepada seluruh pihak di PA Sleman

yang menangani kasus perceraian di PA Sleman utamanya kepada para
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hakim agar di dalam memutuskan kasus perceraian di samping
mempertimbangkan kemaslahatan dengan putusan tersebut tapi juga pelu
mempertimbangkan kemafsadatan setelah terjadinya perceraian tersebut.
Karena dampak dari perceraian tersebut biasanya anaklah yang terkena.
Pada beberapa kasus anak-anak korban perceraian menjadi korban

KDRT bapak atau ibu sambungnya.
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